BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA

PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA

NOMOR 33 TAHUN 2020
TENT ANG

STANDAR KOMPETENSI DAN KUALIFIKASI

JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

Menirnbang

Mengingat

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,

. bahwa untuk mewujudkan Pemerintahan  yang

baik diperlukan sumber daya manusia aparatur
yang memiliki kompetensi dan kualifikasi jabatan
dalam penyelenggaraan pemerintahan,
pembangunan dan pelayanan publik;

. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan

tolak ukur penilaian untuk pengisian jabatan
Pimpinan TinggiPratarna di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Bolaang MongondowUtara;

. bahwa dalam melaksanakan  seleksi jabatan

Pimpinan Tinggi Pratama  sesuai  Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Bolaang MongondowUtara,;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar
Kompetensi dan Kualifikasi Jabatan  Pimpinan
Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Bolaang MongondowUtara;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang
Telekomunikasi  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3881);

3. Undang-Undang .. \
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Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow
Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4686);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor6398);
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor5494);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679),

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
tentang Manajemen  Pegawai  Negeri  Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor6037) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan .\
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dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun
2020  tentang Perubahan Atas  Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil [Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6477);

Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017,
tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur
Sipil Negara(Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1907);

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara
Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman
Penyusunan  Standar Kompetensi Manajerial
Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 297);

. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara

Nomor &8 Tahun 2013 tentang Pedoman
Penyusunan Standar Kompetensi Teknis Pegawai
Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 298);

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara
Nomor 26 Tahun 2019 tentang Pembinaan
Penyelenggara Penilaian Kompetensi Pegawai
Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 1143),

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Lembaran
Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Daerah Nomor 89);

PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR
KOMPETENSIDAN KUALIFIKASIABATANPIMPINAN
TINGGI PRATAMADI LINGKUNGANPEMERINTAH
KABUPATENBOLAANGMONGONDOWJITARA.

BABI
KETENTUANJMUM

Pasal 1|

Dalarn Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow
Utara.

2. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow Utara,

3. Pemerintah Daerah ...

\
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3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah
Kabupaten Bolaang MongondowUtara.

4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah pada
Pemerintah Daerah.

5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat
ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan
pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang
bekerja pada Pemerintah Kabupaten Bolaang
MongondowUtara.

6. Jabatan Pimpinan  Tinggi Pratama  yang
selanjutnya disingkat JPT adalah jabatan yang
setara dengan jabatan struktural eselon Il pada
lingkup Pemerintah Kabupaten Bolaang
MongondowUtara.

7. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik
yang dimiliki oleh seorang pejabat pimpinan tinggi
pratama berupa pengetahuan, keterampilan, dan
sikap perilaku yang diperlukan pada tugas
jabatannya sehingga dapat melaksanakan
tugasnya secara profesional, efektif dan efisien.

8. Kualifikasi adalah kriteria dasar yang dimiliki oleh
seorang pejabat Pimpinan Tinggi Pratama berupa
tingkat dan spesialisasi pendidikan, pangkat atau
golongan pengalaman kerja atau jabatan, dan
kriteria lainnya sesuai kebutuhan jabatan dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini mengatur tentang
standar kompetensi dan kualifikasi minimal pada
Jabatan Pimpinan TinggiPratama.

BAB 1I
MAKSUIDANIUJUAN

Pasal 3

Maksud standar kompetensi dan kualifikasi adalah
sebagai tolok ukur penilaian dalam rangka promosi

Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama melalui seleksi
terbuka.

Pasal 4

Tuyjuan standar kompetensi dan kualifikasi adalah
untuk memberikan pedoman yang jelas, objektif, dan
akuntabel bagi pemerintah daerah dalam melakukan
penilaian dalam seleksi terbuka pengisian Jabatan
Pimpinan TinggiPratama.

BABI\.
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BAB III
STANDAR KOMPETENSI DAN KUALIFIKASI
JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA

Pasal 5

(1) Pengisian jabatan  Pimpinan Tinggi Pratama
dilakukan secara seleksi terbuka dan kompetitif
dikalangan pegawai ASN dengan memperhatikan
persyaratan standar kompetensi dan kualifikasi.

(2) Seseorang dapat dipromosikan atau diangkat pada
Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama apabila telah

memenuhi persyaratan standar kompetensi dan
kualifikasi.

Bagian Kesatu
Persyaratan Standar Kompetensi

Pasal 6

(1) Kompetensi Manajerial terdiri dari:

integritas;

kerjasama;

komunikasi;

orientasi dan hasil;

pelayanan Publik;

pengembangan diri dan orang lain;

mengelola Perubahan;dan

. pengambilan Keputusan
0mpetens1 Teknis terdiri dari:

memahami aturan terkait dengan bidang tugas,
termasuk tentang Pemyelenggaraan Urusan
Pemerintah Daerah, Tata Kelola Pemerintahan,
Pengelolaan Keuangan, Aset dan SOM,
Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan

O RTWE O A0 o

Pembangunan;

b. menguasai  prinsip-prinsip akuntabilitas /
pertanggung jawaban kinerja;

c. menguasai prinsip-prinsip koordinasi,
membangun kerjasama dan menjalin
kemitraan;

d. menguasai  Sistem Pengendalian Internal
Pemerintah (SPIP);
e. menguasai struktur dan tata kelola anggaran

mikro;

f. menguasai pendayagunaan SOM  atau
kepegawaian;

g. mampu mendayagunakan teknologi informasi;
dan

h. mampu berinovasi/membuat terobosan. \

(3) Kompetensi Sosial ...
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(3) Kompetensi Sosial Kultural yakni sebagai Perekat

Bangsa yang mendayagunakan perbedaan secara
konstruktif dan kreatif untuk meningkatkan
efektifitas Organisasi.

Pasal 7

Penilaian  persyaratan standar kompetensi
manajerial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
ayat (1) dilakukan melalui metode penilaian uji
kompetensi  (assessment  test) atau  metode
penilaian lainnya.

Penilaian persyaratan standar kompetensi teknis
dan sosial kultural sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) dilakukan melalui
metode tertulis dan wawancara.

Bagian Kedua
Persyaratan Kualifikasi

Pasal 8

Persyaratan kualifikasi sebagaimana dimaksud

pada pasal 5 ayat (1),meliputi:

a. berstatus PNS;

b. pendidikan minimal Sarjana atau diploma IV
(SI/DIV) dengan mengutarnakan spesialisasi
pendidikan dengan yang sesuai  dengan
kebutuhan jabatan;

c. pangkat atau golongan minimal Pembina (IV/a);

d. usia minimal 35 (tiga puluh lima) tahun dan
maksimal 56 (limapuluh enam) tahun;

e. sehat jasmani dan rohani;

f. diutamakan memiliki bukti keahlian teknis
fungsional yang relevan;

g. sedang atau pemah menduduki jabatan
Administrator (Eselon III) atau  Jabatan
Fungsional jenjang ahli madya minimal selama
selama 2 (dua) tahun;

h. semua unsur penilaian prestasi kerja pada
Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)paling kurang
bemilai baik selama 2 (dua)tahun terakhir;

1. tidak sedang menjalani hukuman dan atau
sedang dalam proses pemeriksaaan hukuman
disiplin sedang dan berat;

J. tidak sedang dituntut ganti rugi karena

masalah administrasi; dan

k. tidak sedang .\
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k. tidak sedang menjalani hukuman dan atau
sedang dalam proses pemeriksaan hukuman
Pidana/ Perdata.

Penilaian persyaratan kualifikasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara

administratif melalui verifikasidokumen.

Pasal 9

Standar kompetensi dan kualifikasi dapat juga
digunakan sebagai tolok ukur evaluasi untuk
bahan pertimbangan mutasi, penurunan dan
pemberhentian jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
serta sebagai dasar penyusunan dan
pengembangan program pendidikan dan pelatihan
bagijabatan Pimpinan TinggiPratama.

Penjabaran lebih  lanjut  tentang standar
kompetensi dan kualifikasi jabatan Pimpinan
Tinggi Pratama tercantum dalam Lampiran yang
merupakan  bagian  tidak  terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

BABIV

PEMBOBOTANNSURKOMPETENSIABATAN

(1)

PIMPINANINGGIPRATAMA

Pasal 10

Bobot unsur kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi

Pratama meliputi

a. penilaian Administrasi dan Rekam Jejak
dengan bobot 10°/o;

b. penilaian Manajerial/ Asesment test dengan
bobot 30°/0;

c. penilaian penulisan makalah dan presentasi
dengan bobot 30%; dan

d. Penilaian wawancara dengan bobot 300/0.

Bobot unsur kompetensi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) digunakan dalam rangka penilaian

pada seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi

Pratama.

Rincian  penilaian = pembobotan  sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut

oleh Panitia Seleksi dan Assesor pelaksanaan

seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama

dan Assesment Test.

BABV
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BABV
KETENTUANPENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan
Bupati No 13 Tahun 2019 tentang Standar Kompetensi
dan Kualifikasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratarna
(Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
Tahun 2019 Nomor 13),di cabut dan dinyatakan tidak
berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan  Bupati  Inl  dengan
penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten
Bolaang Mongondow Utara.

Ditetapkan di Boroko \
pada tanggal 1 ~,5ue,6"\ ~tlIO
BUPATIBOLAANGMONGONDOWUTARA,

< &

~

DEPRIPONTOH

Diundangkan di Boroko

pada tanggal | ~~4mA ~
SEKRETARISDAERAH

KABUPATENBOLAANGMONGONDOWUTARA,

BERITADAE HKABUPATENBOLAANGMONGONDOWUTARA
TAHUN202 NOMOR ~1



LAMPI RAN

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA

NOMOR ~j TAHUN 2020

TENTANG

STANDAR KOMPETENSI DAN KUALIFIKASI JABATAN
PIMPINAN  TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN

PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

A SEKRETARIS DAERAH
. Sekretaris Daerah

: Jabatan Pimpinan Tinggi
Urusan Pemerintahan : Kesekretariatan

Nama Jabatan
Kelompok Jabatan

Kode Jabatan

UTARA

JABATAN PIMPINAN TINGGI

l. IKHTISAR

JABATAN

Menyusun kebijakan clan menyelenggarakan

pelayanan administratif.

koordinasi terhadap seluruh satuan kerja perangkat Daerah dalam
rangka perumusan dan penyusunan kebijakan Bupati, berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan serta

11.

STANDAR KOMPETENSI

KOMPETENSI | LEVEL | DESKRIPSI INDIKOR KOMPETENSI
A. MANAJERIAL

1. Integritas 4 Mampu menciptakan 41 Menciptakan situasi kerja yang
situasi kerja yang mendorong seluruh pemangku
mendorong kepatuhan kepentingan ~ mematuhi nilai, norma, dan
pada nilai, norma dan etika organisasi dalam segala situasi dan
etika organisasi kondisi;

4.2. Mendukung dan menerapkan prinsip
moral dan standar etika yang tinggi, serta
berani menaggung kon.sekuensinya;

43. Berani melakukan koreksi atau. mengambil
tindakan atas penyimpangan kode etik /nilai-
nilai yang dilakukan oleh orang lain, pada
tataran  lingkup kerja  setingkat instansi
meskipun ada resiko

2. Kerjasama 4 Membangun komitmen 41. Membangun sinergi antar unit kerja  di
rim, sinergi lingkup instansi yang dipimpin;

42. Memfasilitasi kepentinganyang berbeda dari
unit kerja lain sehingga  tercipta sinergi
dalam  rangka pencapaian  target kerja
organisasi;

43,  Mengembangkan sistern yang menghargai
kerja sama antar unit, memberikan dukungan
| semangat untuk memastikan tercapainya
sinergi dalam rangka pencapaian target kerja
oreanisasi.

3. Komunikasi Mampu mengemukakan 4]  Mengintegrasikan informasi -infonnasi
pemikiran multidimensi penting hasil diskusi dengan pihak lain untuk
secara lisan dan tertulis mendapatkan pemahaman  yang  sama;
untuk rnendorong Berbagi  informasi  dengan  pernangku
kesepakatan dengan kepentingan ~ untuk tujuan  meningkatkan
tujuan meningkatkan kinerja secara keseluruhan;
kinerja secara 42 Menuangkan pemikiran / konsep yang
keseluruhan multidimensi dalam bentuk tulisan formal;

43 Menyampaikan informasi secara persuas
mendorong pemangku kepentingan  sepal
langkah-langkah bersama dengan tujuan men
kinerja secara keseluruhan.

4. Orientasi pada 4 Mendorong unit kerja [ 41 Mendorong unit kerja di tingkat instansi untuk

basil mencapat  target yang mencapai kinerja yang melebihi target yang
ditetapkan atau melebihi ditetapkan;

basil kerja sebelumnya | 4.2 Memantau dan mengevaluasi basil kerja

unitnya agar selaras dengan sasaran strategi

instanst ’

4.3 Mendorong oemanfatan sumber daya bersama \




antar unit kerja dsalam rangkka meningkatkan
efektivitas dan efisiensi pencapaian target

5. Pelayanan Publik Mampu memonitor, | 4.| Memahami dan memberi perhatian kepada isu-

4 mengevaluasi, isu jangka panjang, kesempatan  atau
memperhitungkan dan kekuatan politik ~ yang  mempengaruhi
mengantisipasi ~ dampak organisasi dalam hubungannya dengan dunia
dari isu - isu jangka luar, emmperhitungkan dan mengantisipasi
panjang,  kesempatan, dampak terhadap pelaksanaan tugas-tugas
atau kekuatan politik pelayanan public secara objektif, transparan,
dalam  hal  pelayanan dan professional dalam lingkup organisasi;
kebutuhan pemangku | 4.2 Menjaga agar kebijakan pelayanan publik
kepentingan yang yang diselenggarakan oleh instansinya telah
transparan, —objektif, dan selaras dengan standar pelayanan yang
profesional objektif, netral, tidak memihak, tidak

diskriminatif, serta  tidak  terpengaruh
kepentingan pribadi/

4.3 Menerapkan strategi jangka panjang yang
berfokus pada  pemenuhan kebutuhan
pemangku  kepentingan  dalam menyusun
kebijakan dengan mengikuti standar objektif,
netral, tidak memihak, tidak. diskriminatif,
transparan, tidak terpengaruh  kepentingan
pribadi/kelomook.

6. Pengembangan 4 Menyusun program 4.1 Menyusun program pengembangan jangka
diri dan orang pengembangan panjang bersama - sama dengan bawahan,
lain jangka panjang termasuk  didalamnya  penetapan  tujuan,

dalam rangka bimbigan,  penugasan  dan  pengalaman

mendorong  manajemen lainnya, serta mengalokasikan wak.tu untuk

pembelajaran mengikuti  pelatihan /|  pendidikan 1
pengembangan kompetensi dan karir;

4.2 Melaksanakan =~ manajemen pembelajaran
tennasuk evaluasi dan umpan balik pada
tataran organisasi;

4.3 Mengembangkan orang-orang disekitarannya
secara konsisten, melakukan kederisasi untuk
posisi-posisi _di unit kerjanya.

7. Mengelola 4 ' Memimpin perubahan 4.1 Mengarahkan unit kerja untuk lebih siap
perubahan pada unit kerja dalam  menghadapi  perubahan  termasuk ;

memitigasi risiko yang mungkin terjadi;

4.2 Memastikan  perubahan sudah diterapkan
secara aktif di lingkungan unit kerjanya
secara berkala

4.3 Memimpin dan memastikan penerapan
program-program  perubahan seclaras antar
unit kerja.

8. Pengambilan 4 » Menyelesaikan masalah | 4.1 Menyusun dan/atau  memutuskan  konsep
Keputusan , yang mengandung risiko penyelesaian ~ masalah  yang  melibatkan

tinggi,  mengantisipasi beberapa/seluruh  fungsi dalam organisasi;

dampak keputusan, 4.2 Menghasilkan solusi dari berbagai masalah

membuat tindakan yang kompleks, terkait dengan bidang

pengamanan; mitigasi kerjanya yang berdampak pada pihak lain;

risiko 43 Membuat keputusan clan mengantisipasi
dampak keputusannya  serta menyiapkan
tindakan penangannya)

B. SOSIO KUL TURAL
9. Perekat Bangsa 4 | Mendayagunakan 4.1 Menginisiasi clan  merepresentasikan

perbedaan secara pemerintahan di lingkungan kerja dan

konstruktif clan kreatif masyarakat ~ untuk  senantiasa =~ menjaga

untuk meningkatkan persatuan clan kesatuan dalam keberagaman

efektifitas Organisasi dan Ttnenenma segala bentuk perbedaan
dalam kehidupan bermasyarakat;

4.2 Mampu mendayagunakan oerbedaan larar




43

suku, jender,
politik  untuk
tujuan

belakang, agama/kepercayaan,
sosial, ekonomi, preferensi
mencapai  kelancaran
orgamsasi
Mampu
mengakomodasi

pencapaian

membuat
perbedaan
agama/kepercayaan, suku,
ekonomi, preferensi politik

program  yang
larar belakang
jender,  sosial

C. TEKNIS

10. Manajemen ASN

Mampu mengembangkan
strategi penyusunan
Manajemen  ASN  yang
tepat sesuai kondisi.

4.1

4.2

43

Mengevaluasi  strategi Manajemen ASN
yang ada saat ini menganalisis kekuatan dan
kekurangan  berbagai metode yang di
jalankan dengan kelornpok sasaran yang
berbeda

Mengembangkan norma standar, prosedur,
kriteria, pedoman, dan/atau petunjuk teknis
strategi Manajemen ASN

Meningkatkan kapasitas pemangku
kepentingan mengernbangkan
strategi

untuk

ASN yang dapat dijalankan
oleh mereka sendiri dalam menerapkan
kebijakan penyusunan perencanaan
pembanzunan daerah

Manajemen

11. Perencanaan
Pembangunan
Daerah

Mampu mengevaluasi
pelaksanaan  Perencanaan
pembangunan daerah

4.1

4.2

43

Marnpu  melakukan evaluasi
perencanaan pembangunan daerah,
menemu kenali kelebihan dan kekurangan
melakukan pengembangan atau perbaikan
cara kerja yang lebih efektifi'efisien

Mampu melakukan perbaikan, menyusun
petunjuk operasional pelaksanaan
perencanaan pembangunan daerah;

Marnpu meyakinkan dan memperoleh
dukungan  dari stakeholder  pelaksanaan
perencanaan pembangunan daerah  dan
memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada
instansi  lain  atau stakeholder  terkait
pelaksanaan perencanaan pembangunan
daerah

pelakasaan

12. Pengelolaan
keuangan daerah

Mampu mengevaluasi
pelaksanaan pengelolaan
dan menyusun
petunjuk
pengelolaan
daerah

operasional
keuangan

41

4.2

43

Mampu melakukan evaluasi terdadap teknis
I metode [ sistem cara kerja menemu kenali
kelebihan dan kekurangan melakukan
pengernbangan atau perbaikan cara kerja
pengelolaan keuangan daerah yang lebih
efektif/efisien

Marnpu melakukan perbaikan,
petunjuk operasional
pengelolaan keuangan daerah;
Mampu meyakinkan dan memperoleh
dukungan dari stakeholder pelaksanaan
Pengelolaan Keuangan Daerah dan
memberikan  bimbingan dan fasilitasi
kepada instansi lain atau stakeholder terkait
Penzelolaan Keuangan Daerah

menyusun
pelaksanaan

13. Penyusun Produk
Hukum Daerah

Mampu mengevaluasi dan
mengoordinasikan
penyusunan
hukum daerah

produk

4.1

4.2

evaluasi terhadap
cara kerja penyusunan
daerah,  menemukenali
kelebihan  dan kekurangan,  melakukan
pengembangan atau perbaikan cara kerja
penyusunan produk hukum daerah yang
lebih efektif/efisien;

Mampu mengoordinasikan dan memecahkan
masalah penyusunan produk hukum daerah;

Mampu melakukan
teknis/metode/sistem
produk  hukum

\



4.3 Mampu

meyakinkan dan memperoleh
dukungan dari stakeholder penyusunan
produk hokum daerah dan memberikan
bimbingan dan fasilitasi kepada instansi
lain atau stakeholder terkait penyusunan
produk hukum daerah.

14, Pemberdayaan
lembaga
masyarakat desa

4 Mampu
pelaksanaan
Pemberdayaan
masyarakat desa

mengevaluasi

lembaga

4.1

42

43

Mampu  melakukan  evaluasi
pelaksanaan pemberdayaan lembaga
masyarakat desa, serta  menemukan
kelebihan dan  kekurangan dalam
melakukan  kebijakan  dan rekomendasi
terkait Pemberdayaan lembaga

Mampu memberikan petunjuk teknis, cara
kerja pemberdayaan lembaga masyarakat
desa;

terhadap

Mampu meyakinkan dan memperoleh
dukungan dari stakeholder, terkait dengan
petunjuk teknis dan  cara  kerja
pemberdayaan lembaaa masyarakat desa.

15, Advokasi
Kebijakan
Otonorni Daerah

4 Mampu mengembangkan

strategi
kebijakan otonomi daerah
yang tepat sesuai kondisi.

advokasi

4.1

42

43

Mengevaluasi strategi advokasi yang ada
saat ini, menganalisi s kekuatan dan
kekurangan berbagai metode  yang
dijalankan dengan kelompok sasaran yang
berbeda;

Mengembangkan norma standar, prosedur,
kriteria,pedoman, dan/atau petunjuk

teknis strategi advokasi kebijakan otonomi
daerah

Meningkatkan kapasitas pemangku
kepentingan untuk mengembangkan strategi
advokasi yang dapat dijalankan oleh mereka

sendiri ~ dalam  menerapkan  kebijakan
otonomi daerah.
Ill. PERSYARATANJABATAN
Jenis Jabatan Uraian Tingkat Pentingnva terhadan Jabatan
Mutlak |_Penting | Perlu
A. Pendidikan 1. Jenjang Sarjana / Diploma JV
2. Bidang Administrasi Kebijakan /1lmu Manajemen [/ llmu Hukum /Ilmu Politik /
[lrnu Ilmu Administrasi Negara / [lmu Pemerintahan
B. Pelatihan |. Manajerial | Pelatihan
Kepemimpimpinan wd
Pratama
2. Teknis Diktat Perencanaan

Pembangunan Daerah

Diktat Pengelolaan
Keuangan Daerah

3. Fungsional




C. Pengalaman Kerja

|. Memiliki ~

2. Sedang atau pernah ~

pengalaman jabatan
dalam bidang
pemerintahan/huku
m/organisasi/pemb
erdayaan
masyarakat  secara
kumulatif paling
kurang 5 (lima)
tahun

menduduki jabatan
administrator  atau
jabatan fungsional
jenjang ahli madya
paling  singkat 2
(dua) tahun

D. Pangkat

Pembina Tingkat 1 (IV/b)

E. Indikator Kinerja Jabatan

1. Kualitas Pengelolaan SOM,;
2. Kualitas Pengelolaan Keuangan;
3. Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah.
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B. ASISTEN PEMERINT AHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Jabatan Pimpinan Tinggi
Bidang Kesekretariatan

Nam.aJabatan
Kelompok Jabatan

Urusan Pemerintahan

Kaode Iahatan

| TToToT—oTToTtort

JABAT AN PIMPINAN TINGGI

4 IKHTISAR JABATAN

Memimpin, membina, mengoordinasikan,

memfasilitasi,

menyelenggarakan,
kegiatan di bidang kesekretariatan (pemerintahan dan kesejahteraan rakyat) berdasarkan kebijakan
Bupati/Walikota dan Peraturan Perundang-Undangan

mengawasi dan engendalikan

vang berlaku

hasil kerja sebelumnya

4.2 Memantau clan mengevaluasi

I STAND AR KOMPETENSL
KOMPETENSE LEVET DESKRIPSI | INDIKOR KOMPETENSI
A MANAJERIAL
1. Integritas 4 Mampu menciptakan 4.1. Menciptakan situasi kerja yang mendorong
situasi kerja yang eluruh pemangku kepentingan mematuhi nilai,
mendorong kepatuhan norma, clan etika organisasi dalam segala situasi
pada nilai, nonna, dan dan kondisi;
etika organisasi 4.2. Mendukung dan menerapkan prinsip moral clan
standar etika yang  tinggi, serta  berani
menanggung konsekuensinya

43 Berani melakukan  koreksi atau mengambil
tindakan atas penyirnpangan kode etik/nilai-nilai
yang dilakukan oleh orang lain, pada tataran
lingkup kerja setingkat instansi meskipun ada
resiko.

2. Kerjasama 4 Membangun komitrnen 4.1. Membangun sinergi antar unit kerja di lingkup
tim., sinergi instansi yang dipimpin;

4.2. Memfasilitasi kepentingan yang berbeda dari unit
kerja lain sehingga tercipta sinergi dalam rangka
pencapaian target kerja organisasi;

4.3. Mengembangkan sistem yang menghargai kerja
sama antar unit, memberikan  duknngan /
semangat untuk memastikan tercapainya sinergi
dalam ranaka nencapaian target kerja oraanisasi.

3. Komunikasi Mampu mengemukakan 4.1 Mengintegrasikan informasi -infonnasi penting
pemikiran multidimensi basil  diskusi  dengan  pihak  lain  untuk
secara lisan dan tertulis mendapatkan pemahaman yang sama; Berbagi
untuk. mendorong infonnasi dengan pemangku kepentingan untuk
kesepakatan dengan tujuan meningkatkan kinerja secara keseluruhan;
tujuan meningkatkan 4.2  Menuangkan pemikiran/ konsep  yang
kinerja secara multidimensi dalam bentuk tulisan formal;
keseluruhan 4.3 Menyampaikan informasi secara persuasif untuk

mendorong pemangku kepentingan sepakat pada
langkah-langkah bersama dengan tujuan
meningkatkan kinerja secara keseluruhan.

4. Orientasi pada 4 Mendorong  unit kerja [ 4.1 Mendorong  unit kerja di tingkat instansi untuk

basil mencapai  target yang mencapai  kinerja yang melebihi  target yang
ditetapkan atau melebihi ditetapkan;

hasil kerja unitnya
agar selaras dengan sasaran strategi instansi

4.3 Mendorong pemanfatan sumber daya bersama antar

unit kerja dsalam rangkka meningkatkan efelctivitas

dan efisiensi pencaoaian target
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| Mampu memonitor, |41 Memahami dan memberi perhatian kepada isu-isu

' 5. Pelayanan Publik 4 mengevaluasi, jangka panjang, kesemPatan atau k'eku.atan politik
memperhitungkan dan yang mempengaruhi organisasi dalam
mengantisipasi ~ dampak hubungannya dengan dunia luar,
dari tsu - isu jangka emrnperhitungkan  dan mengantisipasi ~ dampak
panjang, kesempatan, terhadap  pelaksanaan  tugas-tugas  pelayanan
atau  kekuatan  politik public secara objektif,  transparan, dan
dalam  hal pelayanan professional dalam lingkup organisasi;
kebutuhan pemangku | 4.2 Menjaga agar kebijakan pelayanan publik yang
kepentingan yang diselenggarakan  oleh instansinya telah selaras
transparan, objektif, dan dengan standar pelayanan yang objektif, netral,
profesional tidak memihak, tidak diskriminatif, serta tidak

terpengaruh kepentingan pribadi/

4.3 Menerapkan strategi jangka panjang yang berfokus
pada pemenuhan kebutuhan pemangku
kepentingan dalam menyusun kebijakan dengan
mengikuti standar objektif, netral, tidak memihak,
tidak diskriminatif, transparan, tidak terpengaruh
kepentingan pribadi/kelompok.

6. Pengembangan 4 Menyusun program 4.1 Menyusun program pengembangan jangka
diri clan orang pengembangan panjang bersama - sama dengan bawahan,
lain jangka panjang termasuk didalamnya penetapan tujuan.,

dalam rangka bimbigan, penugasan dan pengalaman lainnya,

mendorong  manajemen serta mengalokasikan waktu untuk mengikuti

pembelajaran pelatihan [ pendidikan /pengembangan
kompetensi dan karir;

4.2 Melaksanakan manajemen pembelajaran termasuk
evaluasi dan urnpan balik pada tataran organisasi;

4.3 Mengembangkan orang-orang disekitarannya
secara konsisten, melaknkan kederisasi untuk
posisi-posisi di unit kerianva

7. Mengelola 4 Memimpin perubahan 4.1 Mengarahkan unit kerja untuk lebih siap dalam
peru.bahan pada unit kerja menghadapi perubahan tennasuk memitigasi

risiko yang mungkin terjadi;

4.2 Memastikan perubahan sudah diterapkan secara
aktif di lingkungan unit kerjanya secara berkala

4.3 Memimpin dan memastikan penerapan program-
program perubahan selaras antar unit kerja.

L
i 8. Pengambilan 4 Menyelesaikan  masalah 41 Menyusun ~ dan/atau  memutuskan konsep
Keputusan yang mengandung risiko penyelesaian masalah yang melibatkan
tinggi, mengantisipasi beberapa/seluruh  fungsi dalam organisasi;
dampak keputusan, 4.2 Menghasilkan solusi dari berbagai masalah yang
membuat tindakan kompleks, terkait dengan bidang kerjanya yang
pengamanan; mitigasi berdampak pada pihak lain;
risiko 4.3 Membuat keputusan dan mengantisipasi dampak
keputusannya serta  menyiapkan tindakan
penangannya (mitigasi resiko)
B. SOSIO KULTURAL

9. PerekatBangsa 4 Mendayagunakan 4.1  Menginisiasi dan merepresentasikan

perbedaan secara pemerintahan di lingkungan  kerja dan

konstruktif dan kreatif masyarakat untuk senantiasa menjaga persatuan

untuk meningkatkan dan kesatuan dalam keberagaman dan menerima

efektifitas Organisasi segala bentuk perbedaan dalam  kehidupan
bermasyarakat;

42 Mampu mendayagunakan perbedaan  latar
belakang,  agama/kepercayaan, suku, jender,
sosial,  ekonomi, preferensi  politik  untuk
mencapai kelancaran pencapaian tujuan
organisasi

43  Mampu membuat program yang
mengakomodasi perbedaan latar  belakang
agama/kepercayaan, suku, iender, sosial ekonomi,

\




preferensi politik

C. TEKNIS i
10. Pengkajian bidang 4 Mampu mengevaluasi clan | 4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap isu - isu |
pemerintahan menyusun perangkat untuk proses pengkajian clan penelitian bidang .
nonna, standar clan pemerintahan, menganalisis kelebihan  dan
prosedur pengkajian dan kekurangan, serta memberikan  rekomendasi
penelitian bidang perbaikan dalam bidang pemerintahan ;
pemerintahan 4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis,
cara kerja yang dijadikan nonna standar,
prosedur, instrumen dalam bidang
pemerintahan; dan

4.3 Mampu rneyakinkan dan memperoleh dukungan
dari stakeholder dan memberikan bimbingan
dan fasilitasi kepada instansi lain atau
stakeholder terkait pengkajian dan penelitian
bidang pemerintahan

11. Pengkajian 4 Mampu mengevaluasi dan [4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap isu - isu
Bidang Hukum menyusun perangkat untuk proses pengkajian dan penelitian bidang
nonna, standar dan pernerintahan, menganalisis kelebihan dan
prosedur pengkajian dan kekurangan, serta memberikan  rekomendasi

penelitian bidang hukum perbaikan dalam bidang hukum;

4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis,
cara kerja yang dijadikan norma standar,
prosedur, instrumen dalam bidang hukum; dan

4.3 Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan
dari stakeholder clan memberikan bimbingan dan
fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder
terkait pengkajian dan penelitian bidang hukum.

12. Pengkajian 4 Marnpu mengevaluasi clan .1 Mampu melakukan evaluasi terhadap isu - isu
Bidang Politik menyusun perangkat untuk proses pengkajian dan penelitian bidang |
norma, standar dan pemerintahan, menganalisis kelebihan dan
prosedur pengkajian dan kekurangan, serta memberikan  rekornendasi
penelitian bidang politik perbaikan dalam bidang politik;

1-2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis,
cara kerja yang dijadikan norma standar,
prosedur, instrumen dalam bidang politik; dan

~.3 Mampu rneyakinkan dan memperoleh dukungan
dari stakeholder clan memberikan bimbingan dan
fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder
terkait pengkaiian clan nenelitian bidang politik.

13. Penyusunan 4 Mampu melakukan | 4.1 Mampu melakukan penyelarasan (harmonisasi)
kebijakan daerah harmonisasi kebijakan, dengan peraturan perundang-undangan  yang
bidang rneningkatkan  efektivitas lain, mampu merurnuskan intisari dari suatu
pemerintahan, implementasi, monitoring kebijakan yang akan memberikan dampak
hukumdan dan evaluasi dalam positif dari maksud dan tujuan kebijakan bagi

politi.k penyusunan kebijakan instansi clan masyarakat;
| bidang pemerintahan, | 4.2 Menguasai kunci - kunci sukses dalam
hukum dan politik implementasi suatu kebijakan, dan menerapkan
praktek  terbaik  pendekatan implementasi
kebijakan, mampu merumuskan solusi terhadap
hambatan dalam implernentasi suatu kebijakan
dan mengembangkan pendekatan baru dalam
implementasi untuk meningkatkan efektivitas

suatu kebijakan; clan

4.3 Mampu menetapkan upaya perbaikan  dan
menetapkan langkah-langkah tindak lanjut dari
basil monitoring dan evaluas

14. Advokasi 4 mengembangkan  strategi | 4.1 Mengevaluasi teknik, metode strategi advokasi
kebijakan advokasi kebijakan yang ada saat ini rnenganailisis kelemahan dan
Administrasi administrasi pemerintahan kekurangan  serta mengernbangkan  berbagai
Pemerintahan daerah yang tepat sesuai teknik, metode strategi advokasi kebijakan
daerah kondisi administrasi pemerintahan daerah yang lebih

efektif dan efisien dari berbagai kondisi |
stakeholder; \ ‘

\



4.2

43

Mengembangkan norma standar, kriteria,
pedoman, petunjuk teknis strategi komunikasi
dan pelaksanaan advokasi yang efektif serta
monitoring  evaluasi  advokasi  kebijakan
administrasi pemerintahan daerah; dan
Meningkatkan kapasitas pemangku kepentingan
untuk  mengembangkan strategi  advokasi
kebijakan  administrasi pemerintahan  daerah
yang tepat untuk din mereka sendiri dalam
menerankan kebiiakan

15. Advokasi
Kebijakan
Otonomi Daerah

4 Mampu mengembangkan
strategi advokasi
kebijakan otono:rni
daerah yang tepat sesuai
kondisi.

4.1

4.2

44

Mengevaluasi strategi advokasi yang ada saat
ini, menganalisis kekuatan dan kekurangan
berbagai metode yang dijalankan  dengan
kelompok sasaran yang berbeda;
Mengembangkan norma standar, prosedur,
kriteria, pedoman, dan /atau petunjuk

teknis strategi advokasi kebijakan otonomi
daerah

Meningkatkan kapasitas pemangku kepentingan
untuk mengembangkan strategi advokasi yang
dapat dijalankan oleh mereka sendiri dalam
menerapkan kebijakan otonomi daerah.

16. Penyusunan
Produk Hukum
Daer ah

4 Mampu mengevaluasi dan
mengoordinasikan
penyusunan produk
hukurn daerah

4.2

4.3

Mampu  melakukan evaluasi terhadap
teknis/metode/sistem cara kerja penyusunan
produk hukum daerah, menemukenali kelebihan
dan kekurangan, melakukan pengembangan atau
perbaikan cara kerja penyusunan produk hokum
daerah yang lebih efektif/efisien

Mampu  mengoordinasikan dan memecahkan
masalah penyusunan produk hukum daerah;
Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan
dari stakeholder penyusunan produk hukum
daerah dan memberikan bimbingan dan fasilitasi
kepada instansi lain atau stakeholder terkait
penyusunan produk hukum daerah.

III. PERSYARATAN JABATAN

Jenis Jabatan Uraian Tingkat Pentinznva terhadan Jahatan
Mutlak Pentinz | Perlu
A Pendidikan 1. Jenjang i Sarjana f Diploma IV
). Bidang Hukurn /Ilmu Politik / Ilmu Pemerintahan [ Ilmu Administrasi Pemerintahan
Ilmu [ Thnu Administrasi Publik /bidang ilmu lainnya yang relevan dengan jabatan

Staf Ahli Bidanz Pernerintahan, Hukum, dan Politik

B. Pelatihan

1. Manajerial | Pelatihan

Kepemimpimpinan
Pratama

2. Teknis Diklat Teknis terkait

dengan Pemerintahan
dan kesej ahteraan
sosial

3. Funzsional
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I C. Pengalaman Kerja 1. Memiliki
pengalaman jabatan
dalam bidang
pemerintahan/ dan
hukwn secara
kumulatif  paling
kurang 5 (lima)
tahun

2. Sedang atau pemah
menduduki jabatan
administrator atau
jabatan fungsional
jenjangahli madya

paling singkat 2
(dua) tahun
D. Pangkat Pembina (IV/a)
E. Indikator Kinerja Jabatan 1. Persentase rekomendasi atas isu strategis bidang pemerintahan, hukum

dan politik yang disampaikan pada Bupati;
2. Persentase pengaduan masyarakat bidang pemerintahan,hukwn dan
politik yang berhasil dikoordinasikan clan dianalisa.
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C. ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN

Nama Jabatan

Kelompok Jabatan Jabatan Pimpinan Tinggi
Urusan Pemerintahan : Bidang Kesekretariatan
Kode Jabatan

Asisten Perekonomian dan Pembangunan

JABATAN PIMPINAN TINGGI

. IKHTISAR JABATAN

Membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan clan pengoordinasian administratif pelaksanaan tugas
tugas-tugas perekonomian, program dan pengendalian

penyusunan kebijakan dan penyelenggaraan
pembangunan, keriasama dan pengadaan baranz/iasa.

II. STANDAR KOMPETENSI

| LEVEL |

KOMPETENSI DES KRIPS I INDIKOR KOMPETENSI
A. MANAJERIAL
. Integritas 4 Mampu menciptakan 4.1. Menciptakan  situasi kerja yang mendorong
situasi kerja yang seluruh pemangku kepentingan mematuhi nilai,
mendorong kepatuhan norma, clan etika organisasi dalam segala situasi
pada nilai, norma, dan dan kondisi;
etika organisasi 4.2. Mendukung dan menerapkan prinsip moral dan
standar  etika yang  tinggi, serta  berani
menanggung konsekuensinya

43.Berani melakukan  koreksi atau mengambil
tindakan atas penyimpangan kode etik/nilai-nilai
yang dilakukan oleh orang lain, pada tataran
lingkup kerja setingkat instansi meskipun ada
resiko.

2. Kerjasama 4 Membangun komitrnen 4.1. Membangun sinergi antar unit kerja di lingkup
tim, sinergi instansi yang dipimpin;

4.2. Memfasilitasi kepentingan yang berbeda dari unit
kerja lain sehingga tercipta sinergi dalam rangka
pencapaian target kerja organisasi;

4.3. Mengembangkan sistem yang menghargai kerja
sama antar unit, memberikan  dukungan /
semangat untuk memastikan tercapainya sinergi
dalam ranzka pencapaian target keria organisasi.

7. Komunikasi Mampu mengemukakan 4.1 Mengintegrasikan informasi -informasi penting
pemikiran multidimensi hasil  diskusi ~ dengan  pihak. lain  untuk
secara lisan dan tertulis mendapatkan pemahaman yang sama; Berbagi
untuk mendorong infonnasi dengan pemangku kepentingan untuk
kesepakatan dengan tujuan meningkatkan kinerja secara keseluruhan;
tujuan meningk:atkan 4.2 Menuangkan pemikiran J konsep yang
kinerja secara multidimensi dalam bentuk tulisan formal;
keseluruhan 4.3 Menyampaikan infonnasi secara persuasif untuk

mendorong pemangku kepentingan sepa.kat pada
langkah-langkah bersama dengan tujuan
meningkatkan kinerja secara keseluruhan.

4. Orientasi pada 4 Mendorong  unit kerja| 11 Mendorong unit kerja di tingkat instansi untuk

basil mencapai  target yang mencapai  kinerja yang melebihi target yang
ditetapkan atau melebihi ditetapkan;
basil kerja sebelwnnya 1.2 Memantau clan mengevaluasi basil kerja unitnya
agar selaras dengan sasaran strategi instansi
[.3 Mendorong pemanfatan sumber daya bersama
antar unit kerja dsalam rangkka meningkatkan
efektivitas dan efisiensi pencapaian target

\
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5 Pelayanan Publik 4 Mampu memonitor, |4.1 Memahami dan memberi perhatian kepada isu-isu
mengevaluasi, jangka panjang, kesempatan atau kekuatan politik
memperhitungkan dan yang mempengaruhi organisasi dalam |
mengantisipasi  dampak hubungannya dengan dunia luar, |
dari tsu - isu jangka emmperhitungkan ~ dan mengantisipasi ~ dampak
panjang, kesempatan, terhadap  pelaksanaan  tugas-tugas  pelayanan
atau  kekuatan  politik public secara  objektif, transparan, dan
dalam  hal pelayanan professional dalam lingkup organisasi;
kebutuhan pemangku | 4.2 Menjaga agar kebijakan pelayanan publik yang
kepentingan yang diselenggarakan  oleh instansinya telah selaras
transparan, objektif, dan dengan standar pelayanan yang objektif, netral,
profesional tidak memihak, tidak diskriminatif, serta tidak

terpengaruh kepentingan pribadi/

4.3 Menerapkan strategi jangka panjang yang berfokus
pada pemenuhan kebutuhan pemangku
kepentingan dalam menyusun kebijakan dengan
mengikuti standar objektif, netral, tidak memihak,
tidak diskriminatif, transparan, tidak terpengaruh
kepentingan pribadi/kelompok.

6. Pengembangan 4 Menyusun program 4.1 Menyusun program pengembangan jangka

diri dan orang pengembangan panjang bersama - sama dengan bawahan,
lain jangka panjang termasuk didalamnya penetapan tujuan,
dalam rangka bimbigan, penugasan dan pengalaman lainnya,

mendorong  manajemen serta mengalokasikan ~ waktu untuk mengikuti

pembelajaran pelatihan | pendidikan | pengembangan

kompetensi dan karir; !

4.2 Melaksanakan manajemen pembelajaran termasuk
evaluasi dan umpan batik pada tataran organisasi;

4.3 Mengembangkan orang-orang  disekitarannya
secara konsisten, melakukan kederisasi untuk
posisi-posisi _di unit kerianva

7. Mengelola 4 Memimpin perubahan 4.1 Mengarahkan unit kerja untuk lebih siap dalam

perubahan pada unit kerja menghadapi  perubahan  tennasuk memitigasi
risiko yang mungkin terjadi;

4.2 Memastikan perubahan sudah diterapkan secara
aktif di lingkungan unit kerjanya secara berkala

4.3 Memimpin dan memastikan penerapan program-
program perubahan selaras antar unit keria.

8. Pengambilan 4 Menyelesaikan  masalah [ 4.1 Menyusun dan [/ atau memutuskan  konsep

Keputusan yang mengandung risiko penyelesaian masalah yang melibatkan

tinggi, mengantisipasi beberapa/seluruh  fungsi dalam organisasi;

dampak keputusan, | 4.2 Menghasilkan solusi dari berbagai masalah yang

membuat tindakan kompleks, terkait dengan bidang kerjanya yang

pengamanan; mitigasi berdampak pada pihak lain;

risiko 4.3 Membuat keputusan dan mengantisipasi dampak
keputusannya serta  menyiapkan tindak.an |,
penangannya (mitigasi resiko) i

B. SOSIO KUL TIJRAL

9. Perekat Bangsa 4 Mendayagunakan 4.1  Menginisiasi dan merepresentasikan
perbedaan secara pemerintahan di lingkungan  kerja  dan
konstruktif dan kreatif masyarakat untuk senantiasa menjaga persatuan
untuk meningkatkan dan kesatuan dalam keberagaman clan menerima
efektifitas Organisasi segala bentuk perbedaan  dalam  kehidupan

bermasyarakat;

42 Mampu mendayagunakan perbedaan  latar
belakang,  agama/kepercayaan, suku, jender,
sosial,  ekonomi,  preferensi  politik  untuk
mencapai kelancaran pencapaian tujuan
orgarusasi

43  Mampu membuat program yang
mengakomodasi perbedaan latar  belakang
agama/kepercayaan, suku, jender, sosial ekonomi,
preferensi nolitik "\

\
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C. Teknis

10. Perencanaan
Pembangunan
Daerah

Mampu rmengevaluasi
pelaksanaan perencanaan
pembangunan daerah

4.1

42

43

Mampu melakukan  evaluasi pelakasaan
perencanaan pembangunan daerah, menemu
kenali kelebihan dan kekurangan melakukan
pengembangan atau perbaikan cara kerja yang
lebih efektif/efisien;

Mampu melakukan perbaikan, menyusun
petunjuk operasional pelaksanaan perencanaan
pembangunan daera.h;

Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan
dari stakeholder pelaksanaan perencanaan
pernbangunan  daerah dan  memberikan
bimbingan clan fasilitasi kepada instansi lain
atau stakeholder terkait pelaksanaan
perencanaan pembangunan daerah.

11. Analisis Potensi
Ekonomi Daerah

Mampu mengevaluasi
potensi ekonomi daerah
dan pengernbangan

ekonomi daerah

4.1

4.2

43

Mampu melakukan evaluasianalisis potensi
ekonomi daerah dan pelaksanaan pengembangan
ekonomi daerah, menemukenali kelebihan dan
kekurangan, melakukan pengembangan atau
perbaikan cara kerja analisis potensi ekonomi
daerah dan pengembangan ekonomi daerah yang
lebih efektif/efisien;

Mampu memberikan rekomendasi perbaikan
pembangunan ekonomi daerah dan memecahkan
masalahpembangunan ekonomi daerah;

Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan
dari stakeholder terkait analisis potensi ekonomi
daerah dan pengembangan ekonorni daerah, serta
memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada
instansi lain atau stakeholder terkait potensi
ekonomi daerah

12. Perencanaan
Penyediaan sarana
ekonomi

Mampu mengevaluasi
pelaksanaan penyediaan
sarana ekonomi

4.1

4.2

43

Mampu mengevaluasi pelaksanaan identifikasi
potensi ekonomi dan penyediaan sarana
ekonomi yang ada saat ini serta menemu kenali
kelebihan dan kelemahan teknik perencanaan
penyediaan sarana ekonomi

Mampu menyusun teknik clan metode dalam
rnengidentifikasi  potensi  ekonomi  yang
potensial untuk dikembangkan dan perencanaan
penyediaan sarana ekonomi;
Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan
dari stakeholder terkait basil perencanaan
penyediaan sarana ekonomi

13. Pemberdayaan Mampu mengevaluasi | 4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap
masyarakat desa pelaksanaan pelaksanaan pemberdayaan rnasyarakat desa,
Pemberdayaan serta menemukan kelebihan dan kekurangan
masyarakat desa dalam melakukan kebijakan dan rekomendasi
terkait Pernberdayaan kemasyarakatan yang
bergerak dibidang pernberdayaan tiyuh / desa

yang lebih efektif/efisien;

4.2 Mampu memberikan petunjuk teknis, cara kerja
pemberdayaan masyarakat desa;

4.3 Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan
dari stakeholder terkait dengan petunjuk teknis
dan cara kerja pemberdayaan masyarakat desa

14. Penataan wilayah Mampu mengevaluasi dan | 4.1 Mampu rnelakukan evaluasi terhadap
Pemerintahan mengoordinasikan teknis/metode/sistem cara kerja penataan
penataan wilayah wilayah pemerintahan, menemukenalikelebihan

pemerintahan dan kekurangan, melakukan pengembangan atau

perbaikan cara kerja penataan
pemerintahan yang lebih efektiflefisien

wilayah

4.2 Mamou _mengoordinasikan penataan wilavaht
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pemerintahan dan  memecahka-
penataan witayah pemerintahan;

4.3 Mampu meyakinkan clan memperoleh dukungai.
dari stakeholder penataan wilayah pemeie!ral~
dan memberikan ~ bimbingaa dao fasilitasi
kepada instansi Jain atau stakeholder- terkmt
oenataan wilayah vemerintahan.

15. Advokasi 4 Mampu mengembangkan 4.1 Mengevaluasi strategi advokasi yang ada saat
Kebijakan strategi advokasi mi, menganalisis kekuatan clan kekurangan
Otonomi Daerah kebijakan otonomi berbagai metode yang dijalankan  dengan

daerah yang tepat sesuai kelompok sasaran yang berbeda;
kondisi. 4.2 Mengembangkan norma stander, prosedur,

kriteria, pedoman, dan [ atau petunjuk teknis
strategi advokasi kebijakan otonomi daerah
4.5 Meningkatkan kapasitas pemangku kepentingan
untuk mengembangkan  strategi advokasi yang
dapat dijalankan oleh mereka sendiri dalam
menerapkan kebijakan otonorni daerah.

I1. PERSYARATAN JABATAN

Jenis Jabatan Uraian Tinzkat Pentinanva terhadan Jabatan
Mutlak Penting | Perlu
A. Pendidikan 1. Jenjang Sarjana /Diploma IV
2. Bidang Administrasi  Kebijakan /Ilmu Manajemen /Ilmu Hokum /Ilmu Politik /
llmu Ilmu Administrasi Negara /llmu Pemerintahan [ Kesejahteraan Sosial/
Sosiatri// Ilmu sosial / Tehnik Sinil
B. Pelatihan 1. Manajerial Pelatihan
Kepemimpirnpinan
Pratama
2. Teknis Diklat Teknis terkait

Perekonomian daerah
Pembangunan Daerah
dan Kehumasan

3. Fungsional

C. Pengalaman Kerja I. Memiliki
pengalaman jabatan
dalam bidang
penataan
ruang/perekonomia
n/kesejahteraan
sosial/
industri/perdaganga
nlsosial/perencanaa
n secara kumulatif
paling  kurang J
(lima) tahun

2. Sedang atau pernah
menduduki jabatan
administrator ~ atau
jabatan fungsional
jenjang ahli madya
paling  singkat 2
(dua) tahun

D. Pangkat Pembina (IV/a)

E. Indikator Kinerja Jabatan 1. Singkronisasi Pelaksanaan program bidang perekonomian;
2. Singkronisasi pelaksanaan program bidang Pembangunan;
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D. ASISTEN ADMINISTRASI UMUM

Nama Jabatan Asisten Administrasi Umum
Kelompok Jabatan Jabatan Pimpinan Tinggi
Urusan Pemerintahan: Bidang Kesekretariatan
Kode Jabatan

JABATAN PJMPINAN TINGGJ

I. IKITISAR JABATAN

Membantu Sekretaris Daerah dalam merumuskan kebijakan, koordinasi administratif terhadap pelaksanaan tugas
perangkat daerah dan pelayanan administratif terkait bidang administrasi umum sesuai peraturan dan perundang-
undangan yang berlaku demi kelancaran jalannya Pemerintahan Daerah.

1. STAND AR KOMPETENSI

DES KRIPS 1

| INDIKOR KOMPETENSI

Mampu menciptakan
situasi kerja yang
mendorong kepatuhan
pada nilai, norma, dan
etika organisasi

4.1. Menciptakan situasi kerja yang mendorong seluruh
pemangku kepentingan mematuhi nilai, norma, dan
etika organisasi dalam segala situasi dan kondisi;

4.2. Mendukung dan rnenerapkan prinsip moral dan
standar etika yang tinggi, serta berani menanggung
konsekuensinya

4.3 Berani melakukan koreksi atau mengambil tindakan
atas penyunpangan  kode etik/nilai-nilai  yang
dilakukan oleh orang lain, pada tataran lingkup
kerja setingkat instansi meskipun ada resiko.

KOMPETENSI | LEVEL
A MANAJERIAL
1. Integritas 4
2. Kerjasama 4

Membangun
komitmen tim, sinergi

4.1. Membangun sinergi antar unit kerja di lingkup
instansi yang dipimpin;

4.2. Memfasilitasi kepentingan yang berbeda dari unit
kerja lain sehingga tercipta sinergi dalam rangka
pencapaian target kerja organisasi;

4.3. Mengembangkan sistem yang menghargai kerja
sama antar unit, memberikan dukungan [/ semangat
untuk memastikan  tercapainya  sinergi  dalarn
rangka pencapaian target kerja organisasi.

3. Komunikasi

Mampu
mengemukakan
pemikiran
multidimensi secara
lisan dan tertulis untuk
mendorong
kesepakatan dengan
tujuan meningkatkan
kinerja secara
keselumhan

4.1 Mengintegrasikan informasi -informasi penting
hasil diskusi dengan pihak lain untuk mendapatkan
pemahaman yang sama; Berbagi informasi dengan
pemangku kepentingan untuk tujuan meningkatkan
kinerja secara keseluruhan;

4.2 Menuangkan pemikiran | konsep yang
multidimensi dalam bentuk tulisan formal;

4.3 Menyampaikan informasi secara persuasif
untuk mendorong pemangku kepentingan sepakat
pada langkah-langkah bersarna dengan
tujuan meningkatkan kinerja secara keseluruhan.

4. Orientasi pada 4
hasil

Mendorong unit kerja
mencapai  target yang
ditetapkan atau
melebihi  hasil  kerja
sebelumnya

4.1 Mendorong  unit kerja di tingkat instansi untuk
mencapru  kinerja yang melebihi target yang
ditetapkan;

42 Memantau dan mengevaluasi hasil kerja unitnya
agar selaras dengan sasaran strategi instansi

4.3 Mendorong pemanfatan sumber daya bersama antar
unit kerja dsalam rangkka meningkatkan efektivitas

dan efisiensi pencapaian target
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Mampu memonitor, [4.1 Memahami dan mernberi perhatian kepada isu-isu
5 Pelayanan Publik rnengevaluasi, jangka panjang, kesempatan atau kekuatan politik
mernperhitungkan ~ clan yang mempengaruhi organisasi dalam
mengantisipasi bubungannya dengan dunia luar, emrnperhitungkan
dampak dari isu - isu clan mengantisipasi dampak terhadap pelaksanaan
jangka panjang, tugas-tugas  pelayanan  public secara objektif,
kesempatan, atau transparan,  dan professional  dalam lingkup
kekuatan politik dalam organisasi;
hal pelayanan | 4.2 Menjaga agar kebijakan pelayanan publik yang
kebutuhan  pemangku diselenggarakan  oleh instansinya telah selaras
kepentingan yang dengan standar pelayanan yang objektif, netral,
transparan, objektif, tidak memihak, tidak diskriminatif, serta tidak
dan profesional terpengaruh kepentingan pribadi/

4.3 Menerapkan strategi jangka panjang yang berfokus
pad.a pemenuhan kebutuhan pemangku
kepentingan dalam menyusun kebijakan dengan
mengikuti standar objektif, netral, tidak rnemihak,
tidak: diskriminatif, transparan, tidak terpengaruh
kepentingan pribadi/kelompok.

6 Pengembangan Menyusun program 4.1 Menyusun program pengembangan jangka
diri dan orang pengembangan panjang bersama - sama dengan bawahan,
lain jangka panjang termasuk didalamnya penetapan tujuan, bimbigan,
dalam rangka penugasan dan pengalaman lainnya, serta
mendorong mengalokasikan waktu untuk mengikuti pelatihan /
manajemen pendidikan /pengembangan kompetensi dan karir;
pembelajaran 4.2 Melaksanakan manajemen pembelajaran termasuk
evaluasi dan um.pan balik pada tataran organisasi;

4.3 Mengembangkan orang-orang disekitarannya secara
konsisten, melakukan kederisasi untuk posisi-posisi |
di unit kerjanya. |

7 Mengelola Memimpin perubahan 4.1 Mengarahkan unit kerja untuk lebih siap dalam
perubahan pada unit kerja menghadapi perubahan termasuk memitigasi risiko
yang mungkin terjadi;

42  Memastikan perubahan sudah diterapkan secara
aktif di lingkungan unit kerjanya secara berkala

43 Memimpin dan memastikan penerapan program-
program perubahan selaras antar unit kerja.

8 Pengambilan Menyelesaikan 41 Menyusun dan [ atau memutuskan  konsep
Keputusan masalah yang penyelesaian masalah yang melibatkan
mengandung risiko beberapa/seluruh  fungsi dalam organisasi;
tinggi, mengantisipasi 4.2 Menghasilkan solusi dari berbagai masalah yang
dampak keputusan, kompleks, terkait dengan bidang kerjanya yang
membuat tindakan berdampak pada pihak lain;
pengamanan; mitigasi | 4.3 Mernbuat keputusan dan mengantisipasi dampak
risiko keputusannya serta menyiapkan tindakan
penangannya (mitigasi resiko)
|
B. SOSIO KULTURAL
9 Perckat Bangsa Mendayagunakan ~.1  Menginisiasi dan merepresentasikan  pemerintahan
perbedaan secara di lingkungan  kerja dan masyarakat untuk
konstruktif dan kreatif senantiasa menjaga persatuan Clan kesatuan dalam
untuk  meningkatkan keberagarnan dan menenma segala  bentuk |
efektifitas Organisasi perbedaan dalam kehidupan bermasyarakat;

4.2 Mampu mendayagunakan perbedaan latar belakang,
agama/kepercayaan, suku, jender, sosial, ekonomi,
preferensi  politik untuk mencapai  kelancaran
pencapaian tujuan organisasi

43 Mampu membuat program yang mengakomodasi

perbedaan latar belakang agama/kepercayaan, suku,
jender, sosial ekonomi, preferensi politik
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C. TEKINS

10. Manajemen ASN

Mampu mengembangkan
strategi penyusunan
Manajemen ~ ASN  yang
tepat sesuai kondisi.

4.1 Mengevaluasi strategi Manajemen ASN yang
ada saat nu, menganalisis kekuatan  clan
kekurangan Dberbagai metode yang dijalankan
dengan kelompok sasaran yang berbeda;

4.2 Mengembangkan  nonna  standar, prosedur,
kriteria, pedoman, danfatau petunjuk teknis
strategi Manaj emen ASN;

4.3 Meningkatkan kapasitas pemangku kepentingan
untuk mengembangkan  strategi Manajemen
ASN yang dapat dijalankan oleh mereka sendiri
dalam  menerapkan  kebijakan  penyusunan
perencanaan pembangunan daerah

17. Pengelolaan
Keuangan Daerah

Mampu mengevaluasi
pelaksanaan  pengelolaan
keuangan

dan menyusun petunjuk
operasional pengelolaan
keuangan daerah

4.1 Marnpu melakukan evaluasi  terdadap
teknis/metode/sistem  cara kerja menemu kenali
kelebihan dan kekurangan melakukan
pengembangan atau  perbaikan cara kerja
pengelolaan  keuangan  daerah  yang  lebih
efektif/efisien

4.2 Mampu  melakukan  perbaikan, menyusun

petunjuk operasional pelaksanaan pengelolaan
keuangan daerah;

43 Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan
dari  stakeholder pelaksanaan Pengelolaan
Keuangan Daerah dan memberikan bimbingan
dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder
terkait Pengelolaan Keuangan Daerah.

18. Pengelolaan
Hubungan
Masyarakat dan
Keprotokolan

Mampu mengevaluasi
pelaksanaan pengelolaan
hubungan masyarakat dan
keprotokolan

4.1 Mampu mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan
hubungan  masyarakat  dan  keprotokolan,
menganalisis kelemahan dan kekurangan serta
mengembangkan  strategi hubungan masyarakat
dan keprotokolan

4.2 Mampu melakukan  perbaikan, menyusun
petunjuk operasional pelaksanaan pengelolaan
hubungan masyarakat clan keprotokolan;

4.3 Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan
dari  stakeholder  pelaksanaan Pengelolaan
hubungan masyarakat dan keprotokolan dan
memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada

instansi lain atau stakeholder terkait
Pengelolaan hubungan masyarakat dan
keprotokolan

19. Penyusunan Marnpu mengevaluasi dan | 4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap

Kelembagaan
Daerah

mengoordinasikan
Penyusunan Kelembagaan
Daerah

teknis/rnetode/sistem  cara kerja pembentukan
orgamsasi  perangkat daerah, rnenemukenali
kelebihan dan kekurangan organisasi perangkat
daerah, melakukan pengembangan atau
perbaikan cara kerja Penyusunan Organisasi
Perangkat Daerah yang lebih efektif/ efisien;

4.2 Mampu mengoordinasikan pembentukan
Organisasi Perangkat Daerah wilayah
pemerintahan ~ dan memecahkan  masalah di
bidang organisasi;

4.3 Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan
dari stakeholder penyusunan organisasi
perangkat daerah dan memberik.an bimbingan
dan fasilitasi kepada instansi lain  atau
stakeholder  terkait pembentukan  organisasi
perangkat daerah. \

\
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jabatan fungsional
jenjang ahli madya
paling  singkat 2
(dua) tahun

20. Advokasi 4 Mampu mengembangkan 41 Mengevaluasi strategi advokasi yang ada saat
Kebijakan strategi advokasi uu, menganalisis kekuatan clan kekurangan
Otonomi Daerah kebijalcan otonomi berbagai metode yang dijalankan  dengan

daerah yang tepat sesuai kelompok sasaran yang berbeda;
kondisi. 42 Mengembangkan norma standar, prosedur,
kriteria, pedoman, dan / atau petunjuk teknis
strategi advokasi kebijakan otonomi
daerah
4.3 Meningkatkan kapasitas pemangku
kepentingan untuk mengembangkan  strategi
advokasi yang dapat dijalankan oleh mereka
sendiri dalam menerapkan kebijakan otonomi
daerah
II. PERSYARATANJABATAN
Jenis Jabatan Uraian Tinakat Pentingnva terhadan Jabatan
Mutlak Penting _Perlu
A. Pendidikan I. Jenjang Sarjana [ Diploma 1V
2. Bidang Administrasi Kebijakan [ 1lmu Manajemen /Ilmu Hukum /Ilmu Politik /
[lmu Ilmu Administrasi Negara [ llmu Pemerintahan
B. Pelatihan |. Manajerial Pelatihan
Kepemimpimpinan o
Pratama
2. Teknis Diklat Teknis terkait
dengan Pemerintahan A
3. Fungsional -
C. Pengalaman Kerja . Memiliki A
pengalarnan jabatan
dalam bidang
pemerintahan/
sosial/ organisasi/pe
mberdayaan
masyarakat
desa/kesejahteraan
sosial/perdagangan/
industri/perekonom
tan secara
kumuJatif ~ paling
kurang 5 (lima)
tahun
2. Sedang atau pernah o
menduduki jabatan
administrator ~ atau

D. Pangkat

Pembina (IV/a)

E. Indikator Kinerja Jabatan

1. Singkronisasi Pelaksanaan program bidang Hukum
2. Singkronisasi pelaksanaan program bidaog Organisasi;
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E. STAF AHLI BIDANG PEMBANGUNAN, KEMASYARAKATANDAN SDM

Staf Ahli Bidang Pembangunan , Kemasyarakatan clan Sumber Daya
Manusia

Jabatan Pimpinan Tinggi
Bidang Kesekretariatan

Nama Jabatan

Kelompok Jabatan

Urusan Pemerintahan

Kode Jabatan

JABATAN PIMPINAN TINGGI

. IKHTISAR JABA TAN

Membantu sekretaris daerah dalam merumuskan, mengkoordinasikan,
tugas di bidang, pembangunan , Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Pemerintah Daerah

membina, mengendalikan pelaksanaan

II. STANDAR KOMPETENSI

KOMPETENSI LEVEL DESKRIPSI INDIKOR KOMPETENSI
A. MANAJERIAL
1. Integritas 4 Mampu menciptakan 4.1. Menciptakan situasi kerja yang mendorong
situasi kerja yang Seluruh pemangku kepentingan mematuhi nilai,
mendorong kepatuhan nonna, dan etika organisasi dalam segala situasi
pada nilai, norma, dan dan kondisi;
etika organisasi 42Mendulcung dan meo.erapkan prinsip moral dan
standar  etika yang tinggi, serta  berani
menanggung konsekuensinya

43 Berani melakukan  koreksi atau mengambil
tindakan atas penyimpangan kode etik/nilai-nilai
yang dilakukan oleh orang lain, pada tataran
lingkup kerja setingkat instansi meskipun ada
resiko.

2. Kerjasama 4 Mernbangun komitmen 4.1 Membangun sinergi antar unit kerja dilingkup
tim, sinergi instansi yang dipimpin;

4.2 Memfasilitasi kepentinganyang berbeda dari unit
kerja lain sehingga tercipta sinergi dalam rangka

pencapaian target kerja organisasi;

43 Mengembangkan sistem yang menghargai kerja
sama antar unit, memberikan  dukungan [/
semangat untuk memastikan tercapainya sinergi
dalam ranzka pencapaian target kerja orzanisasi

3. Komunikasi 4 Mampu mengemukakan 41 Mengintegrasikan informasi -infonnasi penting
pemikiran multidimensi hasil  diskusi  dengan  pihak  lain  untuk
secara lisan dan tertulis mendapatkan pemah.aman yang sama; Berbagi
untuk mendorong informasi dengan pemangku kepentingan untuk
kesepakatan dengan tujuan meningkatkan kinerja secara keseluruhan;
tujuan meningkatkan 42Menuangkan pemikiran/konsep yang multidimensi
kinerja secara dalam bentuk tulisan formal;
kesel uruhan 43 Menyampaikan  infonnasi  secara persuasif

rendorong  pemangku  kepentingan  sepakat
langkah-langkah bersama dengan tujuan meningk
kinerja secara keseJuruhan.

4. Orientasi pada 4 Mendorong  unit kerja a Mendorong unit kerja di tingkat instansi untuk

hasil mencapai target yang mencapai  kinerja yang melebihi target yang
ditetapkan atau melebihi ditetapkan;

basil kerja sebel umnya

b. Memantau dan rnengevaluasi hasil kerja unitnya
agar selaras dengan sasaran strategi instansi

¢. Mendorong pemanfatan sumber daya bersama
antar unit kerja dsalam rangkka meningkatkan
efektivitas dan efisiensi pencapaian target "

\
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Mampu memonitor, 4.1 Mernahami dan memberi perhatian kepada rsu-isu
5. Pelayanan Publik 4 mengevaluasi, jangka panjang, kesempatan atau kekuatan politik
memperhitungkan  dan yang mempengaruhi organisasi dalam
mengantisipasi  dampak hubungannya dengan dunia luar,
dari isu - isu jangka emmperhitungkan  dan mengantisipasi  dampak
panjang, kesempatan, terhadap  pelaksanaan tugas-tugas  pelayanan
atau  kekuatan  politik public  secara  objektif, transparan, dan

dalam hal pelayanan professional dalam lingk.up organisasi;
kebutuhan pemangku | 4.2 Menjaga agar kebijakan pelayanan publik yang
kepentingan yang diselenggarakan  oleh instansinya telah selaras
transparan, objektif, dan dengan standar pelayanan yang objektif, netral,
profesional tidak memihak, tidak diskriminatif, serta tidak

terpengaruh kepentingan pribadi/

4.3 Menerapkan strategi jangka panjang yang berfokus
pada pernenuhan kebutuhan pemangku
kepentingan dalam menyusun kebijakan dengan
mengikuti standar objektif, netral, tidak memihak,
tidak diskriminatif, transparan, tidak terpengaruh
kepentingan pribadi/kelompok.

6. Pengembangan 4 Menyusun program 4.1 Menyusun program pengembanganjangka
diri dan orang pengembangan panjang bersama - sama dengan bawahan, tennasuk
lain jangka panjang didalamnya penetapan tujuan, bimbigan,
dalam rangk.a penugasan clan pengalaman lainnya,  serta
mendorong manajemen mengalokasikan waktu untuk mengikuti pelatihan
pembelajaran | pen~dikan | pengembangan kompetensi dan
karir;

4.2 Melaksanakan manajemen pembelajaran termasuk
evaluasi dan umpan balik pada tataran organisasi;

4.3 Mengembangkan orang-orang  disekitarannya
secara konsisten, melakukan kederisasi untuk
posisi-posisi di unit kerianya.

7. Mengelola 4 Memimpin perubahan 4.1 Mengarahkan unit kerja untuk lebih siap dalam
perubahan pada unit kerja menghadapi  perubahan  termasuk  memitigasi
risiko yang mungkin terj adi;

4.2 Memastikan perubahan sudah diterapkan secara
aktif di lingkungan unit kerjanya secara berkala

4.3 Memimpin dan memastikan penerapan program-
program perubahan selaras antar unit kerja.

8. Pengambilan 4 Menyelesaikan ~masalah [ 4.1 Menyusun dan/atau memutuskan konsep
Keputusan yang mengandung risiko penyelesaian masalah yang melibatkan
tinggi, mengantisipasi beberapa/seluruh  fungsi dalam organisasi;
dampak keputusan, 4.2 Menghasilkan solusi dari berbagai masalah yang
rnembuat tindakan kompleks, terkait dengan bidang kerjanya yang
pengamanan; mitigasi berdampak pada pihak lain;
risiko 43 Membuat keputusan clan mengantisipasi dampak
keputusannya  serta = menyiapkan tindakan
penangannya (mitigasi resiko)
B. SOSIO KULTURAL
9. Perekat Bangsa 4 Mendayagunakan 4.1 Mengini siasi dan merepresentasikan pemerintahan
perbedaan secara di lingkungan kerja dan masyarakat untuk
konstruktif dan kreatif senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan dalam
untuk meningkatkan keberagaman  dan menerima segala bentuk
efektifitas Organisasi perbedaan dalam kehidupan bermasyarakat;

42 Mampu mendayagunakan perbedaan  latar
belakang,  agama/kepercayaan, suku, jender,
sosial, ekonomi, preferensi politik untuk
mencapai kelancaran pencapaian tujuan
organisasi

4.3 Mampu membuat program yang mengakomodasi

oerbedaan latar belakanz agama/kepercayaan,
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suku, jender, sosial ekonomi, preferensi politik

C. TEKNIS
10. Rekomendasi Mampu mengembangkan 4.1. Mengevaluasi teknik, metode strategi advokasi yang
Kebijakan strategi advokasi ada saat ini menganailisis kelemahan dan
Manajemen  Studi kebijakan manajemen kekurangan serta mengémbar.llgkan berbggai teknik,.
Pembangunan studi pembangunan yang metode strategi advokasi kebijakan manajemen studi

tepat sesuai kondisi

pembangunan yang lebih efektif dan efisien dari
berbagai kondisi stakeholder;

42 Mengembangkan norma standar, kriteria., pedoman,
petunjuk teknis strategi komunikasi dan pelaksanaan
advokasi yang efektif serta monitoring evaluasi
advokasi kebijakan manajemen studi pembangunan;

dan
43 Meningkatkan kapasitas pemangku kepentingan untuk
mengembangkan  strategi  advokasi  kebijakan

manajemen studi pembangunan yang tepatuntuk diri
mereka sendiri dalam menerapkan kebijakan.

11. Rekomendasi
Kebijakan
Administrasi
Pemerintahan
Daer ah

Mampu mengembangkan

strategi advokasi
kebijakan adrninistrasi
pemerintahan daerah yang
tepat sesuai kondisi

4.1. Mengevaluasi teknik, metode strategi advokasi
yang ada saat ini menganailisis kelemahan dan

kekurangan  serta mengembangkan  berbagai
teknik, metode strategi advokasi kebijakan
administrasi pemerintahan  daerah yang lebih
efektif dan efisien dari berbagai kondisi
stakeholder;

42  Mengembangkan norma  standar, kriteria,

pedoman, petunjuk teknis strategi komunikasi
dan pelaksanaan advokasi yang efektif serta
monitoring evaluasi advokasi ;

~3  Meningkatkan kapasitas pemangku kepentingan
untuk  mengembangkan strategi ~ advokasi
kebijakan administrasi pemerintahan  daerah
yang tepat untuk diri mereka sendiri dalam
menerankan kebijakan

12. Advokasi
Kebijakan Bidang
Kemasyarakatan
dan Sumber Daya
Manusia

Mampu mengevaluasi dan
menyusun perangkat
norma standar prosedur
instrument analisis
kebijakan bidang
kemasyarakatan dan
sumber daya manusia

4. IMampumelakukan evaluasi terhadap
teknis/metode/sistem cara kerja menemu kenali
kelebihan dan kekurangan melakukan
pengembangan atau perbaikan cara kerja analisis
kebijakan bidang kemasyarakatan dan sumber
daya manusia yang Jebih efektif/efisien;

42Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara
kerja yang dijadikan norma standar, prosedur,
instrwnen pelaksanaan analisis kebijakan bidang
kemasyarakatan clan sumber daya manusia;

4.3 Mampumeyakinkan  clan memperoleh dukungan
dari stakeholder terhadap pelaksanaan
penyusunan  kebijakan bidang kemasyarakatan
dan somber daya manusia, serta memberikan
bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau
stakeholder terkait penyusunan kebijakan bidang
kemasvarakatan dan sumber dava manusia.

'

13.Analisis Kebijakan
Bidang
Kemasyarakatan
dan Sumber Daya
Manusia

Mampu mengevaluasi
pelaksanaan
Pemberdayaan
masyarakat desa

4. I Mampu melakukan evaluasi terhadap
teknis/rnetode/sistem  cara kerja men.emu kenali
kelebihan clan kekurangan melakukan

pengembangan atau perbaikan cara kerja
analisis kebijakan bidang kemasyarakatan dan
sumber daya manusia yang lebih efektif/efisien;

42Mampu  menyusun pedoman, petunjuk teknis,
cara kerja yang dijadikan norma standar,
prosedur, instrumen pelaksanaan analisis

kebijakan bidang kemasyarakatan dan sumber
daya manusia;

4.3 Mampu meyakinkan damnemperoleh dukungan
dari stakeholder pelaksanaan analisis kebijakan -
bidang kemasyarakatan dan sumber daya

manusia dan memberikan  bimbingan  dan
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fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder
terkait analisis kebijakan bidang
kemasyarakatan dan sumber daya manusia

14. Manajemn
Somber Daya
Manusia (SDM)

Mampu mengembangkan

stra

Manajemen

tegi penyusunan

SOM yang

tepat sesuai kondisi

4.1.Mengevaluasi  strategi
ada saat ini, menganalisis kekuatan dan
kekurangan berbagai metode yang dijalankan
dengan kelompok sasaran yang berbeda;

4 .2Mengembangkan norma  standar, prosedur,
kriteria, pedoman, dan/atau petunjuk teknis
strategi Manajemen SOM

4.3 Meningkatkan kapasitas pemangku kepentingan
untuk mengembangkan  strategi Manajemen
SDM yang dapat dijalankan oleh mereka sendiri
dalam  menerapkan  kebijakan  penyusunan
oerencanaan pembangunan daerah .

Manajemen SOM yang

15. Advokasi
Kebijakan
Otonomi Daerah

Mampu mengembangkan

strategi
kebijakan otonomi daerah

advokasi

yang tepat sesuai kondisi

41 Mengevaluasi strategi advokasi yang ada saat
ini, menganalisis kekuatan dan kekurangan
berbagai metode yang dijalankan  dengan
kelompok sasaran yang berbeda;
Mengembangkan norma standar,
kriteria.,pedoman, dan/atau petunjuk
teknis strategi advokasi kebijakan otonomi
daerah
4.3 Meningkatkan kapasitas pemangku kepentingan
untuk mengembangkan strategi advokasi yang
dapat dijalankan oleh mereka sendiri dalam

menerapkan kebijakan otonomi daerah.

42 prosedur,

I11. PERSY ARA TAN JABAT AN
Jenis Jabatan Uraian Tinakat Pentinznva terhadap Jabatan
Mutlak Penting | Perlu
A. Pendidikan . Jenjang Sarjana / Diploma IV
. Bidang Ilmu Ekonomi Pembangunan/llmu Keuangan/Ilmu Kebijakan
IImu Publik/Ilmu Manajemen/Ihnu  Sosial clan Politik
3. Pelatihan Manajeri Pelatihan
al Kepemimpimpinan
Pratama
. Teknis Dik.lat teknis terkait
bidang
kemasyarakatan dan
sumberdaya
manusia
. Fungsion
al
4. Pengalaman Kerja 1. Memiliki
pengalaman

jabatan dalam bidang
kemasyarakatan [
swnber daya manusia/
kepegawaian secara
kumulatif paling
kurang 5 (lima) tahun

2. Sedang atau pemah
menduduki jabatan
administrator atau
jabatan fungsional
jenjang ahli madya
paling singkat 2 (dua)
tahun

3. Pangkat

Pembina (IV/a)

4. Indikator Kinerja Jabatan

Kualitas rekomendasi kebijakan bidang Pembangunan, kemasyarakatan dan \

sumber daya manusia.
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F. STAF AHLI BIDANG EKONOMI DAN KEUANGAN

Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintahan:

Kode Iabatan
Troac-Jaodatait

Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan
Jabatan Pimpinan Tinggi
Bidang Kesekretariatan

JABAT AN PIMPINAN TINGGI

| —IKHTISAR JTABA TAN

Memberikan rekomendasi

terhadap isu-isu strategis kepada Bupati di Bidang Ekonomi, Keuangan

s STANDAR KOMPETENSIL

KOMPETENST

LEVEL

DESKRIPS T

INDIKOR KOMPETENSI

’A‘ MANAJERIAL

|. Integritas

Mampu rnenciptakan
situasi kerja yang
mendorong kepatuhan
pada nilai, norma, dan
etika organisasi

4.1. Menciptakan situasi kerja yang mendorong eluruh
pemangku kepentingan mematuhi nilai, norma,
dan etika organisasi dalam segala situasi dan
kondisi;

4.2.Mendukung dan rnenerapkan prinsip moral dan ,
standar  etika yang  tinggi, serta  berani
menanggung konsekuensinya

43.Berani melakukan  koreksi atau mengambil
tindakan atas penyimpangan kode etik/nilai-nilai
yang dilakukan oleh orang lain, pada tataran
lingkup kerja setingkat instansi meskipun ada
resiko.

2. Kerjasama

Membangun komitmen
tim, sinergi

4.1. Membangun sinergi an.tar unit kerja di lingkup

instansi yang dipimpin;

4.2. Memfasilitasi kepentinganyangberbeda  dari unit
kerja lain sehingga tercipta sinergi dalam rangka

pencapaian target kerja organisasi;

4.3. Mengembangkan sistem yang menghargai kerja
sama antar unit, memberikan  dukungan [
semangat untuk memastikan tercapainya sinergi
dalam ranzka pencanaian target kerja organisasi.

3. Komunikasi

Mampu mengemukakan
pemikiran multidimensi
secara lisan clan tertulis
untuk mendorong
kesepakatan dengan
tujuan meningkatkan
kinerja secara
keseluruhan

4.1 Mengintegrasikan mfonnasi -informasi penting
basil diskusi  dengan  pihak lain  untuk
mendapatkan  pemahaman yang sama; Berbagi
informasi dengan pemangk:u kepentingan untuk
tujuan meningkatkan kinerja secara keseluruhan;

4.2Menuangkan pemikiran/konsep yang multidimensi
dalam bentuk tulisan formal,

43 Menyampaikan infonnasi secara persuasif untuk
mendorong pemangku kepentingan sepakat pada
langkah-langkah bersama dengan tujuan
meningkatkan kinerja secara keseluruhan

4. Orientasi pad.a
has ii

Mendorong  unit kerja
mencapai  target yang
ditetapkan atau melebihi
basil kerja sebelumnya

4.1 Mendorong  unit kerja di tingkat instansi untuk
mencapai  kinerja yang melebihi target yang
ditetapkan;

4.2 Memantau dan mengevaluasi basil kerja unitnya
agar selaras dengan sasaran strategi instansi

4.3 Mendorong pemanfatan sumber daya bersama
antar unit kerja dsalam rangkka meningkatkan
efektivitas dan efisiensi oencaoaian target '

\

\




-24 -

Mampu memonitor, [4.1 Memahami dan memberi perhatian kepada isu-isu
5 Pelayanan Publik 4 mengevaluasi, jangka panjang, kesempatan atau kekuatan politik
memperhitungkan dan yang mempengaruhi organisasi dalam
mengantisipasi  dampak hubungannya dengan dunia luar,
dari isu - isu jangka emmperhitungkan ~ dan mengantisipasi ~ dampak
panjang, kesempatan, terhadap  pelaksanaan  tugas-tugas  pelayanan
atau  kekuatan  politik public secara objektif, transparan, dan

dalam  hal pelayanan professional dalam lingkup organisasi;
kebutuhan pemangku 4.2 Menjaga agar kebijakan pelayanan publik yang
kepentingan yang diselenggarakan  oleh instansinya telah selaras
transparan, —objektif, dan dengan standar pelayanan yang objektif, netral,
profesional tidak memihak, tidak diskriminatif, serta tidak

terpengaruh kepentingan pribadi/

4.3 Menerapkan strategi jangka panjang yang berfokus
pada pemenuhan kebutuhan pemangku
kepentingan dalam menyusun kebijakan dengan
mengikuti standar objektif, netral, tidak memihak,
tidak diskriminatif, transparan, tidak terpengaruh
kepentingan pribadi/kelompok.

6 Pengembangan 4 Menyusun program 4.1 Menyusun program pengembanganjangka
diri dan orang pengembangan panjang bersama - sama dengan bawahan, termasuk
lain jangka panjang didalamnya penetapan tujuan, bimbigan,
dalam rangka penugasan dan  pengalaman lainnya, serta
mendorong  manajemen mengalokasikan waktu untuk mengikuti pelatihan
pembelajaran | pendidikan /| pengembangan kompetensi dan
karir;

4.2 Melaksanakan manajemen pembelajaran termasuk
evaluasi dan umpan balik pada tataran organisasi,

4.3 Mengembangkan orang-orang  disekitarannya
secara konsisten, melakukan kederisasi untuk
oosisi-nosisi di unit kerianva

7 Mengelola 4 Memimpin perubahan 4.1 Mengarahkan unit kerja untuk lebih siap dalam
perubahan pada unit kerja menghadapi  perubahan  termasuk  memitigasi
risiko yang mungkin terjadi;

4.2 Memastikan perubahan sudah diterapkan secara
aktif di lingkungan unit kerjanya secara berkala

4.3 Memimpin dan memastikan penerapan program-
program perubahan selaras antar unit keria.

8 Pengambilan 4 Menyelesaikan masalah | 4.1 ~ Menyusun  dan/atau  memutuskan konsep
Keputusan yang mengandung risiko penyelesaian masalah yang melibatkan
tinggi, mengantisipasi beberapa/seluruh  fungsi dalam organisasi;
dampak keputusan., | 4.2 Menghasilkan solusi dari berbagai masalah yang
membuat tindakan kompleks, terkait dengan bidang kerjanya yang
pengamanan; mitigasi berdampak pada pihak lain;
risiko 43 Membuat keputusan dan mengantisipasi dampak
keputusannya serta  menyiapkan tindakan
penangannya (mitigasi resiko)
B. SOSIO KULTURAL
9 Perekat Bangsa 4 Mendayagunakan 4.1Menginisiasi  dan merepresentasikan  pemerintahan
perbedaan secara di lingkungan kerja dan masyarakat untuk
konstruktif dan kreatif senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan dalam
untuk meningkatkan keberagaman  dan menerima segala  bentuk
efektifitas Organisasi perbedaan dalam kehidupan bermasyarakat;

42 Mampu mendayagunakan perbedaan  latar
belakang,  agama/kepercayaan, suku, jender,
sosial, ekonomi,  preferensi  politik  untuk
mencapai kelancaran pencepaian tujuan
organisasi

4.3 Mampo membuat program yang mengakomodasi
perbedaan latar belakang agama/kepercayaan,

suku, jender, sosial ekonomi, preferensi politik \

C. TEKNIS
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10 Rekomendasi
penyusunan
Kebijakan
peoduk Hukum
Daerah

Mampu mengembangkan
strategi advokasi
kebijakan produk hukum
daerah yang tepat sesuai
kondisi

41 Mengevaluasi teknik, metode strategi advokasi
yang ada saat ini menganailisis kelemahan dan
kekurangan  serta mengembangkan  berbagai
teknik, metode strategi advokasi kebijakan
produk hukum daerah yang lebih efektif dan
efisien dari berbagai kondisi stakeholder;

42  Mengembangkan norma  standar, kriteria,
pedoman, petunjuk teknis strategi komunikasi
dan pelaksanaan advokasi yang efektif serta
monitoring evaluasi advokasi kebijakan produk
hukum daerah; dan

43 Meningkatkan kapasitas pemangku kepentingan
untuk  mengembangkan strategi  advokasi
kebijakan produk hukum daerah yang tepat
untuk diri mereka sendiri dalam menerapkan
kebiiakan.

11 Rekomendasi
Kebijakan
Pemetaan Potensi

Perekonomian
Daerah

Mampu mengembangkan

strategi advokasi
Pemetaan Potensi
Perekonomian Daerah

yang tepat sesuai kondisi

4.1 Mengevaluasi teknik, metode strategi advokasi
yang ada saat ini menganailisis kelemahan dan
kekurangan  serta mengembangkan berbagai
teknik, metode strategi kebijakan = Pemetaan
Potensi Perekonomian Daerah yang lebih efektif
dan efisien dari berbagai kondisi stakeholder;

42 Mengembangkan norma  standar, kriteria,
pedoman, petunjuk teknis strategi kornunikasi
dan pelaksanaan advokasi yang efektif serta
monitoring evaluasi kebijakan Pemetaan Potensi
Perekonomian Daerah; dan

43  Meningkatkan kapasitas pemangku kepentingan

untuk  mengembangkan strategi  kebijakan

Pemetaan Potensi Perekonomian Daerah yang

tepat untuk diri merecka  sendiri  dalam

menerapkan kebijakan.

12 Rekomendasi
kebijakan ilmu
Ekonomi , baik
makro maupun
mikro

Mampu mengembangkan
strategi advokasi
kebijakan ilmu

ekonomi, baik makro
maupun mikro yang tepat
sesuai kondisi

4. IMengevaluasi  teknik, metode strategi advokasi
yang ada saat ini menganailisis kelemahan dan
kekurangan  serta mengembangkan  berbagai
teknik, metode strategi advokasi kebijakan ilmu
ekonomi, baik makro maupun mikro yang lebih
efektif dan efisien dari berbagai kondisi
stakeholder;

42Mengembangkan norma standar,  kriteria,
pedoman, petunjuk teknis strategi komunikasi
dan pelaksanaan advokasi yang efektif serta
monitoring evaluasi advokasi kebijakan ilmu
ekonomi, baik makro maupun rnikro; dan

43 Meningkatkan kapasitas pemangku kepentingan
untuk  mengembangkan strategi  advokasi
kebijakan ilmu ekonomi, baik rnakro maupun
mikro yang tepat untuk diri mereka sendiri
dalam meneraokan kebiiakan.

13 Analisis Kebijakan
Pemerintah Daerah
Bidang
Administrasi dan
Keuangan

Mampu  mengidentifikasi
dan menganalisis
permasalahan  dan isu-isu
strategis yang berkaitan
dengan kebijakan
Pemerintah. Daerah
bidang administrasi dan
keuangan daerah

41 Mampu menghimpun dan mengidentifikasi data
pennasalahan dan  rsu-isu  strategis  yang
berkaitan dengan kebijakan Pemerintah Daerah
bidang adrninistrasi dan keuangan daerah;

42Mampu menganalisis permasalahan dan isu-isu
strategis yang berkaitan dengan kebijakan
Pemerintah  Daerah bidang administrasi dan
keuangan daerah;

43 Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan
dari stakeholder pelaksanaan analisis kebijakan
Pemerintah  Daerah bidang adrninistrasi dan
keuangan daerah.

14 Manajemen
Keuangan Daerah

Mampu mengevaluasi dan
menyusun perangkat
norma standar prosedur

instrument manaiemen

4.1 Mampu melakukan evaluasiterhadap
pelaksanaan ~ manajemen  keuangan  daerah,

menemukenali kelebihan  dan  kekurangan,

melakukan pengembangan atau perbaikan cara

\
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keuangan daerah

kerja manajemen keuangan daerah yang lebih
efektif/efisien;

42Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis dan

cara kerja pelaksanaan manajemen keuangan
daerah;

4.3 Mampu meyakinkan clan memperoleh dukungan

dari  stakeholder — pelaksanaan  manajemen
keuanzan daerah.

15 Advokasi
Kebijakan
Otonomi Daerah

4 Mampu mengembangkan

strategi advokasi
kebijakan otonomi daerah
yang tepat sesuai kondisi.

41

42

4.4

Mengevaluasi  strategi advokasi yang ada saat
uu, menganalisis kekuatan dan kekurangan
berbagai. metode yang dijalankan  dengan
kelompok sasaran yang berbeda,
Mengembangkan norma standar, prosedur,
kriteria.pedcman, dan/atau  petunjuk  teknis
strategi advokasi kebijakan otonomi daerah
Meningkatkan kapasitas pemangku
kepentingan  untuk mengembangkan strategi
advokasi yang dapat dijalankan oleh merecka
sendiri dalam menerapkan kebijakan otonomi
daerah,

III. PERSYARATAN

JABATAN

Jenis Jabatan Uraian Tinzkat Pentinznva terhadao Jabatan
Mutlak Penting | Perlu
A. Pendidikan 1. Jenjang Sarjana /Diploma IV
2 Bidang Ekonomi/Keuangan/Manajemen/Kebijakan Publik/ llmu Hukum/llmu
Ilmu Administrasi
3. Pelatihan 3. Manajerial | Pelatihan
Kepemimpimpinan
Pratama
4. Teknis Manajemn
Peemrintahan

daerah.Pengelolaan
keuangan daerah,
Manajemen
Kepegawaian,
Pengadaan barang /
jasa Pemerintah

5. Fungsional

6. Pengalaman Kerja

I. Memiliki

pengalaman jabatan
dalam bidang
pernerintahan/huku
m/organisasi/perek
onomiandan
pembangunan
secara kumulatif
paling kurang J
(lima) tahun

2. Sedang atau pemah

menduduki jabatan
administrator atau
jabatan fungsional
jenjang ahJi madya
paling singkat 2
(dua) tahun

7. Pangkat

Pembina (IV/a)

8. Indikator Kinerja Jabatan

I. Sinkronisasi pelak:sanaan program bidang perekonomian
2. Singkronisasi pelaksanaan. program bidang Keuangan \




=27 -

G. STAF AHLI BID ANG PEMERINT AHAN, POLITIK DAN HUKUM

Nama Jabatan Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Politik dan Hukum
Kelompok Jabatan Jabatan Pimpinan Tinggi

Urusan Pemerintahan Bidang Kesekretariatan

Kode Jabatan

JABAT AN PIMPINAN TINGGI

L. IKHTISAR JABATAN

Memberik:an telaahan, analisa, danrekomendasi terhadap isu - isu yang berhubungan dengan permasalahan

bidang Pemerintahan, Hukwn clan Politik sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku demi
kelancaranjalannya Pemerintahan Daerah.

1L STANDAR KOMPETENSI
KOMPETENSI LEVEL DESKRIPSI INDIKOR KOMPETENSI
A. MANAJERIAL
1. Integritas 4 Mampu menciptakan 4.1. Menciptakan  situasi kerja yang mendorong

situasi kerja yang
mendorong kepatuhan
pad.a nilai, norma, dan
etika organisasi

Seluruh pemangku kepentingan mematuhi nilai,
norma, dan etika organisasi dalam segala situasi
clan kondisi;

4.2.Mendukung dan menerapkan prinsip moral dan
standar  etika yang  tinggi, serta  berani
menanggung konsekuensinya

4.3 Berani melalrukan  koreksi  atau  mengambil
tindakan atas penyimpangan kode etik/nilai-nilai
yang dilakukan oleh orang lain, pada tataran
lingkup kerja setingkat instansi meskipun ada
resiko.

Membangun komitmen
rim, sinergi

4.1. Membangun sinergi antar unit kerja di lingkup

instansi yang dipimpin;

4.2 Memfasilitasi  kepentinganyang berbeda dari unit
kerja lain sehinggatercipta sinergi dalam rangka

pencapaian target kerja organisasi;

4.3. Mengembangkan sistem yang menghargai kerja
sama antar unit, memberikan  dukungan [
semangat untuk memastikan tercapainya sinergi
dalam ranzka pencanaian taraet keria orzanisasi.

Mampu mengemukakan
pemikiran multidimensi
secara lisan dan tertulis
untuk mendorong
kesepakatan dengan
tujuan meningkatkan
kinerja secara
keseluruhan

4.1 Mengintegrasikan informasi -informasi penting
hasil  diskusi  dengan  pihak lain  untuk
mendapatkan pemahaman yang sama; Berbagi
informasi dengan pemangk:u kepentingan untuk
tujuan meningkatkan kinerja secara keseluruhan;

4.2 Menuangkan pemikiran/konsep yang multidimensi
dalam bentuk tulisan formal,

4.3 Menyampaikan informasi secara persuasif

untuk mendorong pemangku kepentingan sepakat
padalangkah-langkah bersama dengan

tujuan meningkatkan kinerja secara keseluruhan.

2. Kerjasama 4

3. Komunikasi 4

4. Orientasi pada 4
hasil

Mendorong  unit kerja
mencapai  target yang
ditetapkan atau melebihi
basil kerja sebelumnya

4.1 Mendorong unit kerja di tingkat instansi untuk
mencapai  kinerja yang melebihi target yang
ditetapkan;

4.2 Memantau clan mengevaluasi hasil kerja unitnya
agar selaras dengan sasaran strategi instansi

4.3 Mendorong pemanfatan sumber dayabersama antar
unit kerja dsalam rangkka meningkatkan efektivitas

dan efisiensi pencaoaian target \




- 28 -

Mampu memonitor, |41 Memahami dan memberi perhatian kepada isu-isu
S.  Pelayanan Publik 4 mengevaluasi, jangka panjang, kesempatan atau kekuatan politik
memperhitungkan dan yang mempengaruhi organisasi dalam
mengantisipasi ~ dampak hubungannya dengan dunia luar,
dari 1su - isu jangka emmperhitungkan  dan mengantisipasi ~ dampak
panjang, kesempatan, terhadap  pelaksanaan  tugas-tugas  pelayanan
atau  kekuatan  politik public secara  objektif, transparan, dan
dalam  hal pelayanan professional dalam lingkup organisasi;
kebutuhan pemangku | 4.2 Menjaga agar kebijakan pelayanan publik yang
kepentingan yang diselenggarakan  oleh instansinya telah selaras
transparan,  objektif, clan dengan standar pelayanan yang objektif, netral,
profesional . . . e .
tidak memihak, tidak diskriminatif, serta tidak
terpengaruh kepentingan pribadi/

4.3 Menerapkan strategi jangka panjang yang berfokus
pada pemenuhan kebutuhan pemangku
kepentingan dalam menyusun kebijakan dengan
mengikuti standar objektif, netral, tidak memihak,
tidak diskriminatif, transparan, tidak terpengaruh
kepentingan pribadi/k:elompok.

6. Pengembangan 4 Menyusun program 4.1 Menyusun program pengembangan jangka
diri dan orang pengembangan panjang bersama - sama dengan bawahan, tennasuk
lain jangka panjang didalamnya penetapan tujuan,  bimbigan,
dalam rangka penugasan  dan pengalaman  lainnya, serta
mendorong  manajemen mengalokasikan waktu untuk mengikuti pelatihan
pembelajaran I pendidikan [ pengembangan kompetensi dan
karir;

4.2 Melaksanakan manajemen pembelajaran termasuk
evaluasi dan umpan balik pada tataran organisasi;

4.3 Mengembangkan orang-orang  disekitarannya
secara konsisten, melakukan kederisasi untuk
nosisi-posisi di unit kerianva,

7. Mengelola 4 Memimpin perubahan 4.1 Mengarahkan unit kerja untuk lebih siap dalam
perubahan pada unit kerja menghadapi  perubahan  termasuk  memitigasi
risiko yang mungkin terjadi;

4.2 Memastikan perubahan sudah diterapkan secara
aktif di lingkungan unit kerjanya secara berkala

43 Memimpin dan memastikan penerapan program-
program oerubahan selaras antar unit kerja.

8. Pengambilan 4 Menyelesaikan  masalah | 4. IMenyusun dan/atau memutuskan konsep
Keputusan yang mengandung risiko penyelesaian masalah yang melibatkan
tinggi, mengantisipasi beberapa/seluruh  fungsi dalam organisasi;
dampak keputusan, | 4.2 Menghasilkan solusi dari berbagai masalah yang
membuat tindakan kompleks, terkait dengan bidang kerjanya yang
pengamanan; mitigasi berdampak pada pihak lain;
risiko 43 Membuat keputusan Cclan mengantisipasi dampak
keputusannya serta  menyiapkan tindakan
penangannya (mitigasi resiko)
B. SOSIO KULTURAL
9. Perekat Bangsa 4 Mendayagunakan 4.1 Menginisiasi dan merepresentasilcan pemerintahan
perbedaan secara di Jingkungan kerja dan masyarakat untuk

konstruktif clan kreatif

untuk meningkatkan
efektifitas Organisasi

4.2

senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan dalam

keberagaman  dan menenma segala bentuk
perbedaan dalam kehidupan bermasyarakat;
Mampu  mendayagunakan perbedaan  Jatar
belakang,  agama/kepercayaan, suku, jender,
sosial,  ekonomi,  preferensi politik  untuk
mencapai kelancaran pencapaian tujuan
organisasi

4.3 Mampu membuat program yang mengakomodasi

perbe~ latar  belakang. agamalke perc~~aan,
suku, lender, soslal ekonorm, oreferenst pohttk

\
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C. TEKNIS
L0. Pengkajian bidang Mampu mengevaluasi dan | 41 Mampu melakukan evaluasi terhadap isu - isu
Pemerintahan menyusun perangkat untuk proses pengkajian dan penelitian bidang
norm a, standar dan pemerintahan,  menganalisis kelebihan  dan |
prosedur pengkajian dan kekurangan, serta memberikan  rekornendasi
penelitian bidang perbaikan dalam bidang pemerintahan; ;
pemerintahan 42 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis,
cara kerja yang dijadikan norma standar,
prosedur, instrumen dalam bidang
pemerintahan; dan

43 Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan
dari stakeholder dan memberikan bimbingan
dan fasilitasi kepada instansi lain  atau
stakeholder terkait pengkajian dan penelitian
bidang pemerintahan .

11. Pengkajian Mampu mengevaluasi dan [4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap isu - isu
Bidang Hukum menyusun perangkat untuk proses pengkajian dan penelitian bidang
norma, standar dan pemerintahan, menganalisis  kelebihan  dan
prosedur pengkajian dan kekurangan,  serta memberikan  rekomendasi

penelitian bidang hokum perbaikan dalam bidang hukum;

42 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis,
cara kerja yang dijadikan norma standar,
prosedur, instrumen dalam bidang hukum; dan

43 Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan
dari stakeholder dan memberikan bimbingan dan
fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder
terkait pengkajian dan penelitian bidang hukum.

12. Pengkajian Bidang Mampu mengevaluasi dan [ 4IMampu melakukan evaluasi terhadap isu - isu
Politik menyusun perangkat untuk proses pengkajian dan penelitian bidang
norma, standar dan pemerintahan, menganalisis  kelebihan  dan
prosedur pengkajian dan kekurangan, serta memberikan rekomendasi

penelitian bidang politik perbaikan dalam bidang politik;

42 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara
kerja yang dijadikan norma standar, prosedur,
instrumen dalam bidang politik; dan;

43 Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan

dari stakeholder clan memberikan bimbingan
clan fasilitasi  kepada
stakeholder terkait pengkajian dan penelitian
bidang politik

instansi  Jain atau

13. Penyusunan
kebijakan daerah
Bidang
pemerintahan,
Hukum dan politik

Mampu me)akukan
hannonisasi kebijakan,
meningkatkan  efektivitas
implementasi, monitoring
dan  evaluasi dalam
penyusunan kebijakan
bidang pemerintahan,

hukwn dan politik

4 1 Mampu melakukan penyelarasan (hannonisasi)

dengan peraturan perundang-undangan  yang

Jain, mampu merumuskan intisari dari suatu
kebijakan yang akan memberikan dampak
positif dari maksud dan tujuan kebijakan bagi

instansi dan masyarakat;

42Menguasai kunci-kunci sukses dalam
implementasi suatu kebijakan, dan menerapkan
praktek  terbaik  pendekatan implementasi

kebijakan, mampu merumuskan solusi terhadap
hambatan dalam implementasi suatu kebijakan
dan mengembangkan pendekatan baru dalam
implementasi untuk meningkatkan efektivitas
suatu kebijakan; dan

43 Mampu menetapkan upaya perbaikan dan
menetapkan langkah.-langkah tindak lanjut dari
basil monitoring dan evaluasi..

14. Advokasi Mampu mengembangkan 4.1 Mengevaluasi teknik, metode strategi advokasi
Kebijakan strategi advokasi yang ad.a saat ini menganailisis kelemahan dan
Administrasi kebijakan administrasi kekurangan  serta mengembangkan  berbagai
Pemerintah pemerintahan daerah yang teknik, metode strategi advoka.si kebijakan
Daerah tepat sesuai kondisi administrasi  pemerintahan ~ daerah yang lebih

efektif dan efisien dari berbagai  kondisi

stakeholder; .
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4.2Mengembangkan norma standar, kriteria,
pedoman, petunjuk teknis strategi komunikasi
dan pelaksanaan advokasi yang efektif serta
monitoring evaluasi advokasi kebijakan
administrasi pemerintahan daerah; dan

4.3 Meningkatkan kapasitas pemangku kepentingan
untuk  mengembangkan strategi  advokasi
kebijakan administrasi pemerintahan
yang tepat untuk diri mereka sendiri
menerankan _kebiiakan.

daerah
dalam

15. Advokasi
Kebijakan
Otonomi Daerah

4 Marnpu mengembangkan

strategi
kebijakan otonomi daerah
yang tepat sesuai kondisi.

advokasi

4.1 Mengevaluasi strategi advokasi yang ada saat

rm, menganalisis kekuatan dan kekurangan
berbagai metode yang clijalankan  dengan
kelompok sasaran yang berbeda;

4.2 Mengembangkan norma standar, prosedur,

kriteria,pedoman, dan/atau petunjuk

teknis strategi advokasi kebijakan otonomi

daerah

4.3 Meningkatkan kapasitas pemangku kepentingan
untuk mengembangkan strategi advokasi yang
dapat dijalankan oleh mereka sendiri dalam
menerapkan kebijakan otonomi daerah.

Staf Ahli Bidang Pemerintahan,

I1I1. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Jabatan Uraian Tingkat Pentinznva terhadao Jabatan
Mutlak Pentina ] Perlu
A. Pendidikan [. Jenjang Sarjana /Diploma IV
2. Bidang Hukum [ Ilmu Politik /Ilmu Pemerintahan [ Ilmu Administrasi Pemerintahan
Ilmu I Ilmu Administrasi Publik f bidang ilmu lainnya yang relevan denganjabatan

Hukum, dan Politik

! B. Pelatihan

1. Manajerial

Pelatihan
Kepemirnpirnpinan
Pratama

2. Teknis

Diklat Teknis terkait
dengan Pemerintahan
dan kesejahteraan
sosial

3. Fungsional

C. Pengalaman Kerja

1. Memiliki
pengalaman jabatan
dalarn bidang

pemerintahan]  dan

hukum secara
kumulatif  paling
kurang 5 (lima)
tahun

2. Sedang atau pemah
menduduki jabatan
administrator  atau

jabatan fungsional

jenjang ahli madya
singkat 2

paling
(dua) tahun

D. Pangkat

Pembina (IV/a)

E. Indikator Kinerja Jabatan

1. Persentase rekomendasi

atas isu strategis bidang pemerintahan, hukum

danpolitik yang disampaikan pada Bupati;
2. Persentase pengaduan masyarakat bidang pemerintahan, hukum dan
politik vans berhasil dikoordinasikan dan dianalisa.
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H. STAF AHLI BIDANG EKONOMI DAN KEUANGAN
Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintahan
Kode Jabatan

Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan
Jabatan Pimpinan Tinggi
Bidang Kesekretariatan

JABATAN PIMPINAN TINGGI

l. IKHTISAR JABAT AN

Memberikan rekomendasi terhadap

isu-isu strategis kepada Bupati di Bidang Ekonomi, Keuangan

II. STANDAR KOMPETENSI

hasil

mencapai  target yang
ditetapkan atau melebihi
basil kerja sebelumnya

KOMPETENSI | LEVEL | DESKRIPSI | INDIKOR KOMPETENSI
A. MANAJERIAL

I Integritas 4 Mampu menciptakan 4 1. Menciptakan situasi kerja yang mendorong eluruh
situasi kerja yang pernangku kepentingan mematuhi nilai, norma,
mendorong kepatuhan dan etika organisasi dalam segala situasi dan
pada nilai, norma, dan kondisi;
etika organisasi 4.2Mendukung dan menerapkan prinsip moral dan

standar  etika yang  tinggi, serta  berani
menanggung konsekuensinya

43Berani  melakukan  koreksi atau mengambil
tindakan atas penyimpangan kode etik/nilai-nilai
yang dilakukan oleh orang lain, pada tataran
lingkup kerja setingkat instansi meskipun ada
resiko.

2. Kerjasama 4 Membangun komitmen 4.1 Membangun sinergi antar unit kerja di lingkup

" tim, sinergi instansi yang dipimpin;

42. Memfasilitasi kepentinganyangberbeda dari unit
kerja lain sehingga tercipta sinergi dalam rangka

pencapaian target kerja organisasi;

4.3. Mengembangkan sistem yang menghargai kerja
sama antar unit, memberikan dukungan |
semangat untuk memastikan tercapainya sinergi
dalam raagka pencapaian target keria orzanisasi.

3. Komunikasi 4 Mampu mengemukakan 4.1 Mengintegrasikan informasi -informasi penting
pemikiran multidimensi hasii  diskusi dengan  pihak lain  untuk
secara lisan dan tertulis mendapatkan pemahaman yang sama; Berbagi
untuk mendorong informasi dengan pemangku kepentingan untuk
kesepakatan dengan tujuan meningkatkan kinerja secara keseluruhan,
tujuan meningkatkan 42Menuangkan pemi.kiran/konsep yang multidimensi
kinerja secara dalarn bentuk tulisan formal,
keseluruhan 43 Menyampaikan infonnasi secara persuasif untuk

mendorong pemangku kepentingan sepakat pada
langkah-langkah bersama dengan tujuan
meningkatkan kinerja secara keseluruhan

4. Orientasi pada 4 Mendorong unit kerja 151  Mendorong unit kerja di tingkat instansi untuk

mencapai kinerja yang melebihi target yang
ditetapkan;

152 Memantau dan mengevaluasi basil kerja
unitnya agar selaras dengan sasaran strategi
instansi

153 Mendorong pemanfatan sumber daya bersama
antar unit kerja dsalam rangkka meningkatkan
efektivitas dan efisiensi pencapaian taraet
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Mampu memonitor, |4.1 Memahami dan memberi perhatian kepada isu-isu
5 Pelayanan Publik 4 mengevaluasi, jangka panjang, kesempatan atau kekuatan politik
memperhitungkan dan yang mempengaruhi organisasi dalam
mengantisipasi dampak hubungannya dengan dunia luar,
dari isu - isu jangka emmperbitungkan  clan mengantisipasi ~ dampak
panjang, kesempatan, terhadap  pelaksanaan  tugas-tugas  pelayanan
atau  kekuatan  politik public secara objektif, transparan, dan
dalam  hal pelayanan professional dalam lingkup organisasi;
kebutuhan pemangku | 4.2 Menjaga agar kebijakan pelayanan publik yang
kepentingan yang diselenggarakan  oleh instansinya telah selaras
transp.'flran, objektif, - clan dengan standar pelayanan yang objektif, netrall
profesional tidak memihak, tidak diskrirninatif, serta tidak
terpengaruh kepentingan pribadi/

4.3 Menerapkan strategi jangka panjang yang berfokus
pada pemenuhan kebutuhan pemangku
kepentingan dalam menyusun kebijakan dengan
mengikuti standar objektif, netral, tidak memihak,
tidak diskrirninatif, transparan, tidak terpengaruh
kepentingan pribadi/kelompok.

6 Pengembangan 4 Menyusun program 4.1 Menyusun program pengembangan jangka
diri dan orang pengembangan panjang bersama - sama dengan bawahan, termasuk
lain jangka panjang didalamnya penetapan tujuan, bimbigan,
dalam rangka penugasan  dan pengalaman  lainnya, serta
mendorong  mana.,emen mengalokasikan waktu untuk mengikuti pelatihan
pembelajaran | pendidikan / pengembangan kompetensi dan
karir;

42 Melaksanakan manajemen pembelajaran termasuk
evaluasi danumpan batik pada tataran organisasi;

4.3 Mengembangkan orang-orang  disekitarannya
secara konsisten, melakukan kederisasi untuk
posisi-posisi di unit kerjanya,

7 Mengelola 4 Memimpin perubahan 4.1 Mengarahkan unit kerja untuk lebih siap dalam
perubahan pada unit kerja menghadapi  perubahan  tennasuk  memitigasi
risiko yang mungkin terjadi;

42 Memastikan perubahan sudah diterapkan secara
aktif di lingkungan unit kerjanya secara berkala

4.3 Memimpin dan memastikan penerapan prograrn-
program perubahan selaras antar unit kerja.

8 Pengambilan 4 Menyelesaikan  masalah | 4] Menyusun dan/atau memutuskan konsep
Keputusan yang mengandung risiko penyelesaian masalah yang melibatkan
tinggi,  mengantisipasi beberapa/seluruh  fungsi dalam organisasi;
dampak keputusan, | 42 Menghasilkan solusi dari berbagai masalah yang
membuat tindakan kompleks, terka:it dengan bidang kerjanya yang
pengamanan;  mitigasi berdampak pada pihak: lain;
risiko 43 Membuat keputusan clan mengantisipasi dampak
keputusannya serta  menyiapkan tindakan
penangannya (mitigasi resiko)
B. SOSIO KULTURAL
9  Perekat Bangsa 4 Mendayagunakan 4.1Menginisiasi dan merepresentasikan pemerintahan
perbedaan secara di lingkungan kerja dan rnasyarakat untuk
konstruktif dan kreatif senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan dalam
untuk meningkatkan keberagaman  dan menenma  segala  bentuk
efektifitas Organisasi perbedaan dalam kehidupan bermasyarakat;

42 Mampu mendayagunakan perbedaan  latar
belakang,  agama/kepercayaan, suku, jender,
sosial, ekonomi, preferensi  politik untuk
mencapai kelancaran pencapaian tujuan
organisasi

4.3 Mampu membuat program yang mengakomodasi
perbedaan latar belakang agama/kepercayaan,

suku, jender, sosial ekonomi, preferensi politik

C. TEKNIS
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I0 Rekomendasi
penyusunan
Kebijakan
peoduk Hukurn
Daerah

Mampu mengembangkan
strategi advokasi
kebijakan produk hukurn
daerah yang tepat sesuai
kondisi

4.1 Mengevaluasi teknik, metode strategi advokasi
yang ada saat ini menganailisis kelemahan dan
kekurangan  serta mengembangkan  berbagai
teknik, metode strategi advokasi kebijakan
produk hukurn daerah yang lebih efektif dan
efisien dari berbagai kondisi stakeholder;

4.2 Mengembangkan norma  standar, kriteria,
pedoman, petunjuk teknis strategi komunikasi
dan pelaksanaan advokasi yang efektif serta
monitoring evaluasi advokasi kebijakan produk
hukurn daerah; dan

4.3 Meningkatkan kapasitas pemangku kepentingan
untuk  mengembangkan strategi  advokasi
kebijakan produk hukum daerah yang tepat
untuk diri mereka sendiri dalam menerapkan
kebiiakan.

11 Rekomendasi
Kebijakan
Pemetaan Potensi
Perekonomian
Daerah

Mampu mengembangkan

strategi advokasi
Pemetaan Potensi
Perekonomian Daerah

yang tepat sesuai kondisi

4.1 Mengevaluasi  teknik, metode strategi advokasi
yang ada saat ini menganailisis kelemahan dan
kekurangan  serta mengembangkan  berbagai
teknik, metode strategi kebijakan  Pernetaan
Potensi Perekonomian Daerah yang lebih efektif
dan efisien dari berbagai kondisi stakeholder;

4.2  Mengembangkan norma  standar, kriteria,
pedoman, petunjuk teknis strategi komunikasi
dan pelaksanaan advokasi yang efektif serta
monitoring evaluasi kebijakan Pemetaan Potensi
Perekonomian Daerah; dan

4.3 Meningkatkan kapasitas pemangku kepentingan
untuk  mengembangkan strategi  kebijakan
Pemetaan Potensi Perekonomian Daerah yang
tepat untuk diri  mereka sendiri  dalam
menerapkan kebiiakan.

|12 Rekomendasi
kebijakan ilmu
Ekonomi , baik
makro maupun
mikro

Mampu mengembangkan
strategi advokasi
kebijakan ilmu

ekonomi, baik makro
maupun Mikro yang tepat
sesuai kondisi

4. IMengevaluasi  teknik, metode strategi advokasi
yang ada saat ini menganailisis kelemahan dan
kekurangan  serta mengembangkan  berbagai
teknik, rnetode strategi advokasi kebijakan ilmu
ekonomi, baik makro maupun mikro yang lebih
efektif dan efisien dari berbagai kondisi
stakeholder;

4.2Mengembangkan nonna standar, kriteria,
pedornan, petunjuk teknis strategi komunikasi
dan pelaksanaan advokasi yang efektif serta
monitoring evaluasi advokasi kebijakan ilrnu
ekonomi, baik makro rnaupun mikro; dan

4.3 Meningkatkan kapasitas pemangku kepentingan
untuk  mengembangkan strategi  advokasi
kebijakan ilmu ekonomi, baik makro maupun
mikro yang tepat untuk diri mereka sendiri
dalam menerapkan kebiiakan.

13 Analisis Kebijakan
Pemerintah Daerah
Bidang
Administrasi clan
Keuangan

Mam.po mengidentifikasi
dan menganalisis
pennasalahan  clan isu-isu
strategis yang berkaitan
dengan kebijakan
Pemerintah Daerah
bidang administrasi  dan
keuangan daerah

4.1 Mampu menghimpun dan mengidentifikasi data
permasalahan dan isu-isu  strategis yang
berkaitan dengan kebijakan Pemerintah Daerah
bidang administrasi dan keuangan daerah;

42Mampu rnenganalisis pennasalahan  dan isu-isu
strategis yang berkaitan dengan kebijakan
Pemerintah  Daerah bidang administrasi dan
keuangan daerah;

4.3 Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan
dari stakeholder pelaksanaan analisis kebijakan
Pemerintah  Daerah bidang administrasi dan
keuanzan _daerah.

14 Manajemen
Keuangan Daerah

Mampu mengevaluasi dan
menyusun perangkar
norma standar prosedur

instrument manajemen

4.1. Mampu melakukan evaluasiterhadap
pelaksanaan ~ manajemen  keuangan  daerah,
menemukenali ~ kelebihan ~ dan  kekurangan.,

melakukan nenzembanzan atau perbaikan cara
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keuangan daerah

kerja manajemen keuangan daerah yang lebih
efektif/efisien;

4.2Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis dan
cara kerja pelaksanaan manajemen keuangan
daerah;

4.3 Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan
dari  stakeholder  pelaksanaan manajemen
keuangan daerah.

15 Advokasi 4 Mampu mengembangkan
Kebijakan strategi advokasi
Otonomi Daerah kebijakan otonomi daerah

yang tepat sesuai kondisi.

4.1 Mengevaluasi strategi advokasi yang ada saat
IID, menganalisis  kekuatan clan kekurangan
berbagai metode yang dijalankan  dengan
kelompok sasaran yang berbeda;

4.2 Mengembangkan nonna standar, prosedur,
knteria.pedoman, dan/atau  petunjuk  teknis
strategi advokasi kebijakan otonomi daerah

4.5 Meningkatkan kapasitas pemangku
kepentingan untuk mengembangkan  strategi
advokasi yang dapat dijalankan oleh mereka
sendiri dalam menerapkan kebijakan otonomi
daerah.

III. PERSYARATAN JABATAN

Jenis Jabatan Uraian Tinzkat Pentinznva terhadao Jabatan
Mutlak Pentina Perlu
A. Pendidikan [. Jenjang Sarjana / Diploma IV
2.Bidang Ekonorni/Keuangan/Manajemen/Kebijakan Publik/ Ilmu Hukum/Ilmu
Ilmu Administrasi
B. Pelatihan 1. Manajerial Pelatihan
Kepemimpimpinan ~
Pratama
D. Teknis Manajemn
Peemrintahan

daerah.Pengelolaan
keuangan daerah,
Manajemen
Kepegawaian,
Pengadaan barang /
jasa Pemerintah

3. Fungsional

C. Pengalaman Kerja

1. Memiliki
pengalaman jabatan
dalam bidang
pemerintahan/huku
m/organisasi/perek
onomian clan
pembangunan
secara kumulatif
paling kurang 5
(lima) tahun

2. Sedang atau pemah

menduduki jabatan

administrator atau

| jabatan fungsional
jenjang ahli madya
paling singkat 2
(dua) tahun

D. Pangkat

—_— e 5~ — — 4]

E. Indikator Kinerja Jabatan

Pembina(IV/a)

I. Sinkronisasi pelaksanaan program bidang perekonomian
3. Singkronisasi pelaksanaan. program bidang Keuangan




[ INSPEKTUR DAERAH

Nama Jabatan
Kelompok Jabatan

Urusan Pemerintahan

Kode Jabatan
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Inspek:tur
Jabatan Pimpinan Tinggi
Pengawasan Internal Pemerintah

JABATAN PIMPINAN

TINGGI

l. IKHTISAR JABA TAN

Melaksanakan sebagian tugas Bupati di bidang pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah dengan cara
merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan tugas di bidang pembinaan dan pengawasan

penyelenggaraan pemerintah daerah agar tercapai sesuai dengan perencanaan

Tl.  STAND AR KOMPETENSI

KOMPETENSI

| LEVEL ‘

DES KRIPS I

INDIKOR KOMPETENSI

A. MANAJERIA

L,

1. Integritas Mampu menciptakan 4.1. Menciptakan situasi kerja yang mendorong
situasi kerja yang seluruh pemangku kepentingan mematuhi nilai,
mendorong kepatuhan norma, dan etika organisasi dalam segala situasi
pada nilai, norma, dan dan kondisi;
etika organisasi 42 Mendukung dan menerapkan prinsip moral dan

standar etika yang tinggi, serta berani
menanggung konsekuensinya

43.Berani  melakukan koreksi atau mengambil
tindale.an atas penyimpangan kode etik/nilai-
nilai yang dilakukan oleh orang lain, pada
tataran  lingkup kerja  setingkat  instansi
meskipun ada resiko.

2. Kerjasama Membangun komitmen 4.1. Membangun sinergi antar unit kerja di lingkup
tim, sinergi instansi yang dipimpin;

4.2. Memfasilitasi kepentingan yang berbeda dari
unit kerja lain sehingga tercipta sinergi dalam
rangka pencapaian target kerja organisasi;

43. Mengembangkan sistem yang menghargai kerja
sama antar unit, memberikan  dukungan [/
semangat untuk memastikan tercapainya sinergi
dalam rangka pencapaian target keria organisasi

3. Komunikasi Mampu mengemukakan 4.1 Mengintegrasikan informasi - infonnasi
pemikiran multidimensi penting hasil diskusi dengan pihak lain untuk
secara lisan dan tertulis mendapatkan pemahaman yang sama; Berbagi
untuk mendorong informasi dengan pemangku kepentingan untuk
kesepakatan dengan tujuan meningkatkan kinerja secara
tujuan meningkatkan keseluruhan;
kinerja secara 42 Menuangkan pemikiran | konsep yang
keseluruhan multid.imensi dalam bentuk tulisan formal,

43  Menyampaikan informasi secara p ersuasif
mendorong pemangku  kepentingan  sepakat
langkah-langkah bersama dengan tujuan mening
kinerja secara keseluruhan .

4. Orientasi pada Mendorong  unit kerja | a. Mendorong unit kerja di tingkat instansi untuk

hasil mencapai  target yang mencapai  kinerja yang melebihi target yang
ditetapkan atau melebihi ditetapkan;
hasil kerja sebelumnya b. Memantau dan mengevaluasi hasil kerja unitnya

agar selaras dengan sasaran strategi instansi
Mendorong pemanfatan swnber daya bersama
antar unit kerja dsaJam rangkk:a meningkatkan
efektivitas dan efisiensi pencapaian target
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5. Pelayanan Publik 4 Mampu memonitor, |[4.1 Memahami dan memberi perhatian kepada isu-
mengevaluasi, isu jangka panjang, kesempatan atau kekuatan
memperhitungkan clan politik yang mempengaruhi organisasi dalam
mengantisipasi ~ dampak hubungannya dengan dunia luar,
dari 1su - isu jangka emmperhitungkan ~ clan mengantisipasi  dampak
panJang, kesempatan, terhadap  pelaksanaan tugas-tugas pelayanan
atau kekuatan politik public  secara  objektif,  transparan, dan
dalam  hal pelayanan professional dalam lingkup organisasi;
kebutuhan pemangku | 4.2 Menjaga agar kebijakan pelayanan publik yan
kepentingan yang diselenggarakan  oleh instansinya telah selara
transparan, objektif, clan dengan standar pelayanan yang objektif, netral
profesional tidak memihak, tidak diskriminatif, serta tida

terpengaruh kepentingan pribadi/ !

4.3 Menerapkan strategi jangka panjang yang berfoku
pada pemenuhan kebutuhan pemangk
kepentingan dalam menyusun kebijakan denga
mengikuti standar objektif, netral, tidak memihal
tidak diskriminatif, transparan, tidak terpengaru
kepentingan pribadi/kelompok.

6. Pengembangan 4 Menyusun program 4.1 Menyusun program  pengembangan jangka
diri clan orang pengembangan panjang bersama - sama dengan bawahan,
lain jangka panjang termasuk  didalamnya penetapan tujuan,

dalam rangka bimbigan, penugasan dan pengalaman lainnya,

mendorong  manajemen serta mengalokasikan waktu untuk mengikuti

pembelajaran pelatihan /| pendidikan /| pengembangan
kompetensi clan karir;

4.2 Melaksanakan manajemen pembelajaran
tennasuk evaluasi Clan umpan balik pada tata.ran
organisasi;

4.3  Mengembangkan orang-orang disekitarannya
secara konsisten, melakukan kederi sasi untuk
posisi-posisi di unit kerianva

7. Mengelola 4 Memimpin perubahan 4.1 Mengarahkan unit kerja untuk lebih siap dalam
perubahan pada unit kerja menghadapi  perubahan termasuk memitigasi

risiko yang mungkin terjadi;

4.2 Memastikan perubahan sudah diterapkan secara
aktif di lingkungan unit kerjanya secara berkala

4.3 Memirnpin dan memastikan penerapan program
- program perubahan selaras anta.r unit kerja.

8. Pengambilen 4 Menyelesaikan masalah | 4.1 Menyusun  dan/atau  memutuskan  konsep
Keputusan yang mengandung risiko penyelesaian masalah yang melibatkan |

tinggi, = mengantisipasi beberapa/seluruh  fungsi dalam organisasi;

dampak keputusan, | 4.2 Menghasilkan solusi dari berbagai masalah yang

membuat tindakan kompleks, terkait dengan bidang kerjanya yang

pengamanan; mitigasi berdampak pada pihak lain;

risiko 43 Membuat keputusan dan mengantisipasi dampak
keputusannya serta  menyiapkan  tindakan
penangannya (mitigasi resiko)

B. SOSIO KULTURAL

9. Perckat Baagsa 4 Mendayagunakan 4.1 Menginisiasi dan merepresentasikan
perbedaan secara pemerintahan di lingkungan  kerja dan
konstruktif dan kreatif masyarakat untuk senantiasa menjaga persatuan
untuk rneningkatkan dan kesatuan dalam keberagaman dan menerima

efektifitas Organisasi segala bentuk perbedaan dalam kehidupan
bennasyarakat;

4.2 Mampu mendayagunakan perbedaan latar
belakang, agama/kepercayaan,  suku, jender,
sosial, ekonomi, preferensi  politik  untuk
mencapai kelancaran pencapaian tujuan
orgamsasi

43 Mampu membuat program yang
mengakomodasi oerbedaan latar  belakanz
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agama/kepercayaan, suku, jender, sosial
ekonomi, preferensi politik
C. TEKNIS

10. Advokasi Mampu 4.1 Mengevaluasi teknik, metode strategi advokasi
Kebijakan mengembangkan yang ada saat ini menganailisis kelemahan dan
Pengawasan strategi advokasi kekurangan  serta mengembangkan  berbagai
Internal kebijakan ~ pengawasan teknik, metode strategi advokasi yang lebih
Pemerintah internal pemerintah efektif dan efisien dari berbagai kondisi
stakeholder \

4.2 Mengembangkan norma standar, kriteria,

pedoman, petunjuk. teknis strategi komunikasi

4.3.

dan pelaksanaan advokasi yang efektif serta
monitoring evaluasi advokasi kebijakan publik

Mendorong stakeholder untuk mengembangkan
strategi advokasi yang tepat untuk diri rnereka

sendiri; mengidentifikasi hambatan di
lingkungan mereka sendiri dalam penerapan
kebijakan, serta mengidentifikasi ~menemukan

akses ke somber daya yang dibutubkan untuk
menerapkan kebiiakan

11. Pengawasan
Penyelenggaraan
Urusan
Pemerintah
Daerah

Mampu rnengevaluasi
dan menyusun
perangkat norma standar
prosedurinstrurnent
pengawasan
penyelenggaraan urusan
pemerintah daerah

41

4.2

43

Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis /

metode/sistem  cara kerja menemu  kenali
kelebihan dan kekurangan melakukan

pengembangan  atau perbaikan cara kerja
pengawasan penyelenggaraan urusan

pemerintah  daerah yang lebih efektif/efisien
termasuk pengawasan internal dan khusus;
Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis,

cara kerja yang dijadikan nonna standar,
prosedur, instrumen pengawasan
penyelenggaraan ~ urusan pemerintah  daerah

termasuk pengawasan internal dan khusus;

Marnpu meyakinkan dan memperoleh dukungan
dari  stakeholder pelaksanaan pelayanan
komunikasi publik dan memberikan bimbingan

dan fasilitasi kepada instansi lain  atau
stakeholder terkait pengawasan
penyelenggaraan urusan pemerintah  daerah
tennasuk pengawasan internal dan khusus.

12. Pengawasan Mampu  mengevaluasi| 4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis /
Keuangan clan dan menyusun metode/sistem cara kerja menemu  kenali
Kinerja Perangkat perangkat norma standar kelebihan dan  kekurangan melakukan
Daer ah prosedur instrument pengembangan atau perbaikan cara kerja

pengawasan  keuangan pengawasan keuangan dan kinerja perangkat

dan kinerja perangkat
daerah

4.2

43

daerah yang lebih efektif/efisien;

Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis,
cara kerja yang dijadikan norma standar,
prosedur, instrumen pelaksanaan pengawasan
keuangan clan kinerja perangkat daerah;

Marnpu meyakinkan dan memperoleh dukungan
dari  stakeholder  pelaksanaan  pengelolaan
teknologi, informatika clan manajemen data dan
memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada
instansi lain atau  stakeholder terkait
pengawasan keuangan dan kinerja perangkat
daerah.

13. Penyusunan
Laporan Hasil
Pengawasan

Mampu  mengevaluasi
dan menyusun
perangkat norma standar
prosedur instrument
penyusunan laporan

basil pengawasan

4.1

4.2

Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/
metode/ sistem cara kerja kenali
kelebihan clan melakukan

pengembangan  atau perbaikan cara kerja
penyusunan

lebih efektif/efisien;
Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis,

cara kerja yang dijadikan norma
prosedur, instrumen penyusunan

menemu
kekurangan

standar,
laporan basil

laporan basil pengawasan yang ;
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43

pengawasan,

Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan
dari stakeholder pelaksanaan pengembangan e-
govennent, dan memberikan bimbingan dan
fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder
terkait penyusunan laporan hasil pengawasan

14. Pengawasan 4 Mampu  meagevaluasi | 41 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis J
Laporan Hasil clan menyusun metode/sistem  cara kerja menemu  kenali
Pengawasan perangkat norma standar kelebihan dan kekurangan melakukan

prosedur instrument pengembangan  atau perbaikan cara kerja
pemantauan tindak pemantauan tindaklanjut basil pengawasan yang
lanjut basil pengawasan lebih efektif/efisien;

42 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis,
cara kerja yang clijadikan nonna standar,
prosedur, instrwnen pelaksanaan pemantauan
tindaklanjut basil pengawasan;

43 Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan
dari  stakeholder  pelaksanaan  pengelolaan
informasi publik. clan memberikan bimbingan
dan fasilitasi kepada instansi lain  atau |
stakeholder  terkait pemantauan tindaklanjut
basil penzawasan.

15. Advokasi 4 Mampu 41  Mengevaluasi strategi advokasi yang ada saat
Kebijakan mengembangkan ini, menganalisis kekuatan dan kekurangan
Otonomi Daerah strategi advokasi berbagai metode yang dijalankan  dengan

kebijakan otonomi kelompok sasaran yang berbeda;
daerah yang tepat [ 42 Meogembangkan nonna standar, prosedur,
sesuai kondisi kriteria, pedoman, dan / atau petunjuk
teknis strategi advokasi kebijakan otonomi
daerah
44 Meningkatkan kapasitas pemangku kepentingan

untuk mengembangkan strategi advokasi yang
dapat dijalankan oleh mereka sendiri dalam
menerapkan kebijakan otonomi daerah.

III. PERSYARATAN JABATAN

Jenis Jabatan Uraian [ingkat Pentinznva terhadan Jabatan |
Mutlak Penting | Perlu
A. Pendidikan 1. Jenjang Sarjana / Diploma IV
2. Bidang Ekonomi / Administrasi Negara / Hukum /llmu Pemerintahan
[Imu
B. Pelatihan 1.Manajerial Pelatihan
Kepemimpimpinan
Pratarna
2. Teknis Diktat
teknis terkait
pengawasan

3. Fungsional
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C. Pengalaman Kerja

. Memiliki

pengalaman jabatan
dalam bidang
bidang Pengawasan
secara  kumulatif
paling  kurang 5
(lima) tahun.
Sedang atau
pernah  menduduki
jabatan
administrator ~ atau
jabatan  fungsional
jenjang ahli madya
paling singkat 2
(dua) tahun:

D. Pangkat

Pembina (IV/a)

E. Indikator Kinerja Jabatan

1. Kualitas penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dan tata kelola

administrasi keuangan;
2. Penurunan Persentase penyimpangan pengelolaan keuangan.




J. SEKRET ARIS DPRD

Nama Jabatan
Kelompok Jabatan

Urusan Pemerintahan

KodeJabatan
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Sekretaris DPRD
Jabatan Pimpinan Tinggi

Kesekretariatan

JABATAN PIMPCNAN TINGGI

} HHH AR

FARALAN

Memimpin, mengkoordinasikan,

menyelenggarakan,
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

mengevaluasi

dan pelaporan kegiatan kesekretariatan DPRD

IL STANDAR KOMPETENSL
KOMPETENSL LEVE] DESKRIPS T TNDIKOR KOMPETENSI
A MANAJERIATL
1. Integritas 4 Mampu menciptakan 4.1. Menciptakan situasi kerja yang mendorong
situasi kerja yang seluruh pemangku kepentingan mematuhi nilai,
mendorong kepatuhan norma, Cclan etika organisasi dalam segala situasi
pada nilai, norma, dan dan kondisi;
etika organisasi 4.2. Mendukung dan menerapkan prinsip moral dan
standar  etika yang  tinggi, serta  berani
Menanggung konsekuensinya

43Berani melakukan  koreksi atau mengambil
tindakan atas penyimpangan kode etik/nilai-nilai
yang dilakukan oleh orang lain, pada tataran
lingkup kerja setingkat instansi meskipun ada
resiko.

2. Kerjasarna 4 Membangun kornitmen 4.1. Membangun sinergi antar unit kerja di lingkup
tim, sinergi instansi yang dipimpin;

4.2. Memfasilitasi kepentingan yang berbeda dari unit
kerja lain sehingga tercipta sinergi dalam rangka
pencapaian target kerja organisasi;

4.3. Mengembangkan sistem yang menghargai kerja
sarna antar unit, memberikan  dukungan [
semangat untuk memastikan tercapainya sinergi
dalam ranaka pencapaian taraet keria organisasi.

3. Komunikasi 4 Mampu mengemukakan 4.1 Mengintegrasikan  infonnasi - informasi penting
pemikiran mul tidimensi basil  diskusi  dengan  pihak  lain  untuk
secara lisan dan tertulis mendapatkan  pemahaman yang sama; Berbagi
untuk mendorong informasi dengan pemangku kepentingan untuk
kesepakatan dengan tujuan meningkatkan kinerja secara keseluruhan;
tujuan meningkatkan 4.2 Menuangkan pemikiran J  konsep yang
kinerja secara multidimensi dalam bentuk tulisan formal;
keseluruhan 4.3 Menyarnpaikan infonnasi secara persuasif

untuk mendorong pemangku kepentingan sepak:at |
langkah - langkah bersama dengan tyuan
meningkatkan kinerja secara keseluruhan.

4. Orientasi pada 4 Mendorong  unit kerja | 4.1 Mendorong  unit kerja di tingkat instansi untuk

has i mencapai  target yang mencapai  kinerja yang melebihi target yang
ditetapkan atau melebihi ditetapkan;

basil kerja sebelumnya

4.2 Memantau dan mengevaluasi basil kerja unitnya
agar selaras dengan sasaran strategi instansi
4.3 Mendorong pemanfatan sumber daya bersama antar

unit kerja dsalam rangkka meningkatkan efektivitas

dan efisiensi pencapaian target
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5. Pelayanan Publik 4 Mampu memonitor, [*-1 Memaharni dan memberi perhatian kepada isu-isu |
mengevaluasi, jangka panjang, kesempatan atau kekuatan politik
memperhitungkan dan yang mempengaruhi orgamsasi dalam
mengantisipasi  darnpak hubungannya dengan dunia luar, '
dari tsu - isu jangka emmperhitungkan  dan mengantisipasi ~ dampak
panjang, kesempatan, terhadap  pelaksanaan  tugas-tugas  pelayanan
atau  kekuatan  politik public secara  objektif, transparan, dan
dalam  hal pelayanan professional dalam lingkup organisasi;
kebutuhan pemangku 4.2 Menjaga agar kebijakan pelayanan publik yang
kepentingan yang diselenggarakan  oleh instansinya telah selaras
transparan, objektif, dan dengan standar pelayanan yang objektif, netral,
profesional tidak memihak, tidak diskriminatif, serta tidak

terpengaruh kepentingan pribadi/

4.3 Menerapkan strategi jangka panjang yang berfokus
pada pernenuhan kebutuhan pemangku
kepentingan dalarn menyusun kebijakan dengan
roengikuti standar objektif, netral tidak memihak,
tidak diskriminatif, transparan, tidak terpengaruh
kepentingan pribadi/kelompok.

6. Pengembangan 4 Menyusun program 4.1 Menyusun program pengembanganjangka “
diri dan orang pengembangan panJang bersama - sama dengan bawahan,
lain jangka panjang termasuk didalamnya penetapan tujuan,

dalam rangka bimbigan, penugasan dan pengalaman lainnya,

mendorong  manajemen serta mengalokasikan ~ waktu untuk mengikuti

pembelajaran pelatihan /|  pendidikan | pengembangan
kompetensi dan karir;

4.2 Melaksanakan manajemen pembelajaran tennasuk
evaJuasi dan umpan balik pada tataran organisasi;

4.3 Mengembangkan orang-orang  disekitarannya
secara konsisten, melakukan kederisasi untuk
posisi-posisi di unit kerjanya,

7. Mengelola 4 Memirnpin perubahan 4.1 Mengarahkan unit kerja untuk lebih siap dalam
perubahan pada unit kerja menghadapi  perubahan  tennasuk memitigasi

risiko yang mungkin terjadi;

4.2 Memastikan perubahan sudah diterapkan secara
aktif di Jingkungan unit kerjanya secara berkala

4.3 Memimpin dan memastikan penerapan program-
program perubahan selaras an.tar unit kerja.

8. Pengambilan 4 Menyelesaikan masaJah | 4.1 ~ Menyusun dan/atau  memutuskan konsep
Keputusan yang mengandung risiko penyelesaian masalah yang melibatkan

tinggi, mengantisipasi beberapa/seluruh  fungsi dalam organisasi;
dampak keputusan, 4.2 Menghasilkan solusi dari berbagai masalah yang
membuat tindakan kompleks, terkait dengan bidang kerjanya yang
pengamanan; mitigasi berdampak pada pihak lain;
risiko 4.3 Membuat keputusan dan mengantisipasi dampak

' keputusannya serta  menyiapkan tindakan

penangannya (mitigasi resiko)
\
B. SOSIO KULTURAL

9. Perekat Bangsa 4 Mendayagunakan 4.1 Menginisiasi dan merepresentasikan
perbedaan secara pemerintahan di lingkungan  kerja  dan
konstruktif dan kreatif masyarakat untuk senantiasa menjaga persatuan
untuk meningkatkan dan kesatuan dalam keberagarnan dan menerima ‘
efektifitas Organisasi segala bentuk perbedaan dalam kehidupan

bermasyarakat;

42 Mampu  mendayagunakan perbedaan  latar
belakang,  agama/kepercayaan, suku, jender,
sosial,  ekonomi,  preferensi  politik  untuk
rnencapai kelancaran pencapaian tujuan
organisasi

43 Mampu membuat program yang
mengakomodasi perbedaan latar  belakang,
agama/kepercavaan, suku, iender, sosial ekonomi,
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preferensi politik

C._ Teknis

10. Penyusunan Mampu mengevaluasi |41 Mampu melakukan evaluasi tcknis/metode/sistem
Produk Hukum pelaksanaan penyusunan penyusunan produk hukum daerah, menemu
Daerah produk hukum daerah kenali kelebihan dan kekurangan melakukan

dan melakukan
pembahasan dengan
stakeholder terkait.

43

42 Mampu melakukan pembahasan dengan DPRD

pengembangan atau perbaikan cara kerja
Penyusunan Produk Hukum Daerah yang lebih
efektifi'efisien dibidang ekonomi, SDA, dan
Pembangunan; 1

dan/atau stakeholder terkait Penyusunan Produk
Hukum Daerah dibidang ekonomi, SDA, dan
Pembangunan;

Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan
dari stakeholder pelaksanaan Penyusunan Produk
Hukum Daerah. dan memberikan bimbingan dan
fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder
terkait pengadaan barang dan jasa dibidang
ekonomi, SDA, dan Pembanaunan.

11. Manajemen SDM

Mampu
mengernbangkan
strategi penyusunan
Manajemen ASN yang
tepat sesuai kondisi.

4.1

43

4.2 Mengernbangkan norma standar, prosedur, kriteria,

Mengevaluasi strategi Manajemen ASN yang ada
saat ini, menganalisis kekuatan dan kekurangan
berbagai metode yang dijalankan dengan
kelompok sasaran yang berbeda;

pedoman, dan/atau petunjuk teknis strategi
Manajemen ASN~

Meningkatkan kapasitas pemangku kepentingan
untuk mengembangkan strategi Manajemen ASN
yang dapat dijalankan oleh mereka sendiri dalam
menerapkan kebijakan penyusunan perencanaan
pembangunan daerah

12. Penyusunan
Risalah dan
kegiatan
persidangan serta
pendokumentasian
produk-produk
hukum

Mampu mengevaluasi
clan menyusun
perangkat norma standar
prosedurinstnnnent
penyusunan risalah dan
kegiatan persidangan
serta pendokumentasian
produk-produk  hukum.

4.1

4.2

43

Mampu melakukan evaluasi terdadap teknis /
metode / sistem cara kerja menemu kenali
kelebihan clan kekurangan melakukan
pengembangan  atau perbaikan cara kerja
penyusunan risalah dan kegiatan persidangan
serta pendokumentasian produk-produk hukum
yang lebih efektif/efisien;

Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara
kerja yang dijadikan nonna standar, prosedur,
instrumen pelaksanaan penyusunan risalah clan
kegiatan persidangan serta pendokumentasian
produk-produk hukum; clan

Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan
dari stakeholder pelaksanaan penyusunan risalah
dan kegiatan persidangan serta pendokumentasian
produk-produk hokum dan  memberikan
bimbingan clan fasilitasi kepada instansi lain atau
stakeholder terkait penyusunan risalah dan
kegiatan persidangan serta pendokumentasian
produk-produk hukum.

13. Pengolaan
Keuangan Daerah

Mampu mengevaluasi
dan menyusun
perangkat norrna standar
prosedur instrument
Pengelolaan Keuangan
Daerah

4.1

4.2

43

Mampu  melakukan evaluasi terdadap teknis /
metode / sistem cara kerja menemu kenali
kelebihan dan kekurangan melakukan
pengembangan atau perbaikan cara kerja
pengelolaan keuangan daerah yang lebih
efektif/efisien;

Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara
kerja yang dijadikan nonna standar, prosedur,
instrumen pelaksanaan pengelolaan keuangan
daerah;

Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan
dari  stakeholder pelaksanaan  Pengelolaan
Keuangan Daerah dan memberikan bimbingan
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dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder
terkait Pengelolaan Keuangan Daerah.

14. Pengelolaan
Barang Milik
Daerah

Mampu  Mengevaluasi
Pengelolaan

Milik Daerah

Barang

4.1

4.2

43

Mampu melakukan evaluasi terdadap

metode [/ sistem cara kerja menemu
kelebihan dan
pengembangan atau
pengelolaan
efektif/efisien;
Marnpu  melakukan
petunjuk  operasional
Barang Milik Daerah;
Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan
dari stakeholder pelaksanaan Pengelolaan Barang
Milik Daerah dan memberikan bimbingan dan
fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder
terkait Pengelolaan Barana Milik Daerah.

teknis
kenali
kekurangan melakukan

perbaikan  cara kerja
Barang Milik Daerah yang Jebih

perbaikan,
pelaksanaan

menyusun
pengelolaan

15. Advokasi
Kebijakan
Otonomi Daerah

Mampu

mengembangkan

strategi advokasi
kebijakan otonomi
daerah yang tepat
sesuai kondisi.

4.1

4.2

4.5

Mengevaluasi strategi advokasi yang ada saat ini,
menganalisis kekuatan dan kekurangan berbagai
metode  yang dijalankan  dengan
sasaran yang berbeda;
Mengembangkan norma standar, prosedur,
kriteria, pedoman, dan [ atau petunjuk

teknis strategi advokasi kebijakan otonomi

daerah

Meningkatkan kapasitas pemangku kepentingan
untuk mengembangkan  strategi advokasi yang
dapat dijalankan oleh mereka sendiri
menerapkan kebijakan otonomi daerah.

kelompok

dalam

111. PERSY ARA TAN JABAT AN
Jenis Jabatan Uraian _Tinakat Pentinznva terhadao Jabatan |
Mutlak Pentinz | Perlu
A Pendidikan 1. Jenjang Sarjana [ Diploma JV
2. Bidang Ilmu Pemerintahan/ Hukum/ Administrasi Negara | Administrasi Publik /
Ilmu Kebijakan Publik / Sosial dan Politik/ Manajemen
B. Pelatihan 1.Manajerial | Pelatihan
Kepemimpimpinan
Pratama

2. Teknis

Diktat legal drafting

Diklat teknis terkait
kesekretariatan

3. Fungsional
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| C. Pengalaman Kerja 1. Memiliki
pengalaman
jabatan dalam
bidang
kesekretariatan
/hukwn/
Kepegawaian
| Organisasi
secara kumulatif
paling kurang 5
(lima) tahun

2. tahun Sedang atau
pemah menduduki
jabatan
administrator  atau
jabatan  fungsional
jenjang ahli madya
paling  singkat 2
(dua) tahun:

D. Pangkat Pembina(IV/a)

E. Indikator Kinerja Jabatan 1. Kualitas tata kelola persidangan;
2. Kualitas pengelolaan Barang Milik Daerah.
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K. KEPALA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Nama Jabatan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
Kelompok Jabatan Jabatan Pimpinan Tinggi

Urusan Pemerintahan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah
Kode Jabatan

JABATANPIMPINAN  TINGGI

I. IKHTISARJABATAN
Memimpin, membina, mengoordinasikan, memfasilitas, menyelenggarakan, mengawasan dan mengendalikan urusan
perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah, serta penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan tugas
dukungan teknis, evaluasi dan pelaporan serta pembinaan teknis fungsi-fungsi penunjang yang mencakup

perencanaan pemerintahan dan sosial, perencanaan ekonomi clan prasarana wilayah, dan perencanaan pembangunan
daerah.

II. STAND AR KOMPETENSI

KOMPETENSI LEVEL DESKRIPSI INDIKOR KOMPETENSI
A. MAN AJERIAL
. Integritas 4 Mampu menciptakan 4.1. Menciptakan  situasi kerja yang mendorong
situasi kerja yang seluruh pernangku kepentingan mematuhi nilai,
mendorong kepatuhan norma, dan etika organisasi dalam segala situasi
pada nilai, norma, dan dan kondisi;
etika organisasi 4.2. Mendukung dan menerapkan prinsip moral dan

standar  etika yang  tinggi, serta  berani
menanggung konsekuensinya

43.Berani melakukan  koreksi atau mengambil
tindakan atas penyimpangan kode etik/nilai-nilai
yang dilakukan oleh orang lain, pada tataran
lingkup kerja setingkat instansi meskipun ada

resiko.
2. Kerjasama 4 Membangun komitmen 4.1. Membangun sinergi antar unit kerja di lingkup '
tim, sinergi instansi yang dipimpin; ‘

4.2. Memfasilitasi kepentinganyang  berbeda dari unit
kerja lain sehingga tercipta sinergi dalam rangka
pencapaian target kerja organisasi;

4.3. Mengembangkan sistem yang menghargai kerja
sama antar unit, memberikan  dukungan [
semangat untuk. memastikan tercapainya sinergi
dalam ranzka pencapaian target kerja organisasi.

3. Komunikasi 4 Mampu mengemukakan 4.1 Mengintegrasikan inforrnasi -informasi penting
pemikiran multidimensi hasil  diskusi dengan  pihak  lain  untuk
secara lisan dan tertulis mendapatkan  pemahaman yang sama; Berbagi
untuk mendorong mformasi dengan pemangku kepentingan untuk
kesepakatan dengan tujuan meningkatkan kinerja secara keseluruhan;
tujuan meningkatkan 4.2 Menuangkan pemikiran | konsep yang multi
kinerja secara dimensi dalam bentuk tulisan formal;
keseluruhan 4.3 Menyampaikan informasi secara persuasif untuk

mendorong pemangku kepentingan sepakat pada
langkah-langkah bersarna dengan tujuan

meningkatkan kinerja secara keseluruhan.

4. Orientasi pada 4 Mendorong  unit kerja | a. Mendorong  unit kerja di tingkat instansi untuk

hasil mencapm  target yang mencapai kinerja yang melebihi target yang
ditetapkan atau melebihi d.itetapkan;

basil kerja sebelumnya b. Memantau dan mengevaluasi basil kerja unitnya

agar selaras dengan sasaran strategi instansi
¢. Mendorong pemanfatan sumber daya bersama antar
unit kerja dsalam rangkka meningkatkan efektivitas
dan efisiensi pencapaian target

)

\
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5. Pelayanan Publik 4 Mampu memonitor, | 4.1 Memahami dan memberi perhatian kepada isu-isu
mengevaluasi, jangka panjang, kesempatan atau kekuatan politik
memperhitungkan dan yang mempengaruhi organisasi dalam
mengantisipasi ~ dampak hubungannya dengan dunia luar,
dari rsu - isu jangka ernmperhitungkan ~ dan mengantisipasi ~ dampak
panjang, kesempatan, terhadap  pelaksanaan  tugas-tugas  pelayanan
atau kekuatan  politik public secara  objektif, transparan, dan
dalam  hal pelayanan professional dalam lingkup organisasi;
kebutuhan pemangku | 4.2 Menjaga agar kebijakan pelayanan publik yang
kepentingan yang diselenggarakan  oleh instansinya telah selaras
transparan, objektif, dan dengan standar pelayanan yang objektif netral,
profesional tidak memihak, tidak diskriminatif, serta tidak

terpengaruh kepentingan pribadi/

4.3 Menerapkan strategijangka panjang yang berfokus
pada pemenuhan kebutuhan pemangku
kepentingan dalam menyusun kebijakan dengan
mengikuti standar objektif, netral, tidak memihak,
tidak diskriminatif, transparan, tidak terpengaruh
kepentingan pribadi/kelompok.

6. Pengembangan 4 Menyusun program 4.1 Menyusun program pengembangan jangka

diri dan orang pengembangan panjang bersama - sama dengan bawahan,
lain jangka panjang termasuk didalamnya penetapan tujuan,
dalam rangka bimbigan, penugasan dan pengalaman lainnya,
mendorong  manajemen serta mengalokasikan ~ waktu untuk mengikuti
pembelajaran pelatihan | pendidikan | pengembangan

kompetensi dan karir;

4.2 Melaksanakan manajemen pembelajaran termasuk
evaluasi dan umpan balik pada tataran organisasi;

4.3 Mengembangkan orang-orang  disekitarannya
secara konsisten, melakukan kederisasi untuk
posisi-posisi  di unit kerjanya,

7. Mengelola 4 Memimpin perubahan 4.1 Mengarahkan unit kerja untuk lebih siap dalam

perubahan pada unit kerja menghadapi  perubahan  termasuk  memitigasi
risiko yang mungkin terjadi;

4.2 Memastikan perubahan sudah diterapkan secara
aktif di lingkungan unit kerjanya secara berkala

4.3 Memimpin dan memastikan penerapan program-
program perubahan selaras antar unit kerja.

8. Pengambilan 4 Menyelesaikan  rnasalah | 4.1 Menyusun dan [/ atau memutuskan  konsep

Keputusan yang mengandung risiko penyelesaian masalah yang melibatkan
tinggi, = mengantisipasi beberapa/seluruh  fungsi dalam organisasi;
dampak keputusan, 4.2 Menghasilkan solusi dari berbagai masalah yang
membuat tindakan kompleks, terkait dengan bidang kerjanya yang
pengamanan;  mitigasi berdampak pada pihak lain;
risiko 4.3 Membuat keputusan dan mengantisipasi dampak

keputusannya serta  menyiapkan tindakan
penangannya (mitigasi resiko)

B. SOSIO KUL TURAL

9. Perckat Bangsa 4 Mendayagunakan 4.1 Menginisiasi dan merepresentasikan
perbedaan secara pemerintahan di lingkungan kerja  dan
konstruktif dan kreatif masyarakat untuk senantiasa menjaga persatuan
untuk meningkatkan dan kesatuan daJam keberagaman dan menerima
efektifitas Organisasi segala bentuk perbedaan  dalam  kehidupan
bennasyarakat;

42 Mampu mendayagunakan perbedaan  latar
belakang,  agama/kepercayaan, suku, jender,
sosial,  ekonomi, preferensi  politik  untuk
mencapai kelancaran pencapaian tujuan
orgamsast

43  Mampu membuat program yang
mengakomodasi perbedaan latar __belakanz
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agama/kepercayaan, suku, jender, sosial ekonomi,
preferensi politik

C. TEKNIS

10. Advokasi
kebijakan bidang
Perencanaan,
Penelitian dan
Pengembangan

Marnpu

mengembangkan

strategi advokasi
kebijakan bidang
perencanaan,  penelitian

dan pengembangan yang
tepat sesuai kondisi.

4.1 Mengevaluasi strategi advokasi yang ada saat ini,
menganalisis kekuatan dan kekurangan berbagai
metode yang dijalankan dengan kelompok
sasaran yang berbeda ;

4.2 Mengembangkan norrna standar, prosedur,
kriteria, pedoman, dan/atau  petunjuk teknis
strategi  advokasi kebijakan biclang perencanaan,
penelitian dan pengembangan; dan

4.3  Meningkatkan kapasitas pemangku kepentingan
untuk mengembangkan  strategi advokasi yang
dapat dijalankan oleh mereka sendiri dalam
menerapkan  kebijakan  bidang
penelitian dan penaembangan

perencanaan,

11. Perencanaan
Pembangunan
Wilayah

Mampu melakukan
evaluasi dan
mengoordinasikan
penyusunan
perencanaan
pembangunan daerah.

4.1 Mampu melakukan  evaluasi terhadap teknis [
metode  /sistem  cara  kerja,  perencanaan
pembangunan daerah, menemukenali kelebihan dan
kekurangan, melakukan ~ pengembangan atau
perbaikan cara kerja perencanaan pembangunan
daerah yang lebih efektif/efisien; ;

4.2 Mampu mengoordinasikan penyusunan
perencanaan pembangunan daerah;

4.3 Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan
dari strakholder pelaksanaan perencanaan
pembangunan daerah dan memberikan bimbingan
serta fasilitasi kepada instansi lain atau terkait
nerencanaan pembangunan daerah.

12. Penyusunan
RPJM/RPJP dan
RRT

Mampu rnengevaluasi
pelaksanaan penyusunan
RPJM/RPJP clan RRT

4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis [
metode [ sistem cara kerja penyusunan RPJM/RPJP
clan  RRT, menemukenali kelebihan dan
kekurangan, melakukan ~ pengembangan atau

RRT yang lebih efektif/efisien
RPJP dan RRT;

43 Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan
dari strakholder pelaksanaan penyusunan
RPJM/RPJP dan RRT clan memberikan bimbingan
serta fasilitasi kepada instansi lain atau terkait
perencanaan pembangunan daerah.

perbaikan cara kerja penyusunan RPJM/RPJP dan

42 Mampu mengoordinasikan penyusunan RPIM [/

13. Pengernbangan
Fasilitasi clan
Inovasi Daerah

Mampu  mengevaluasi
pelaksanaan  pembinaan
fasilitasi  dan
daerah.

inovasi

4.1 Marnpu mengevaluasi pelaksanaan pembinaan,
penyelenggaraan, dan efektifitas fasilitasi dan
inovasi daerah serta menemu kenali kelebihan
dan  kelemahan  efektifitas  penyelenggaraan
fasilitasi dan inovasi daerah

4.2 Mampu menyusun teknik, metode pembinaan dan

mengembangkan kapasitas SDM dalam fasilitasi
dan inovasi daerah;

4.3 Mampu meyakinkan clan memperoleh dukungan
dari stakeholder terkait pengembangan teknik,
metode, dan kapasitas SDM untuk pembinaan dan

pengembangan fasilitasi dan inovasi daerah.

pengembangan fasilitasi dan inovasi daerah, serta ,




- 48 -

14. Pengelolaan 4 Mampu mengevaluasi 4.1 Mampu melakukan evaluasi  perencanaan,
Pelaksanaan pelaksanaan  penelitian pengelolaan, administrasi, dan realisasi penelitian
Penelitian dan dan pengembangan. dan pengembangan, serta menemu  kenali
Pembangunan kelebihan dan kelemahan pelaksanaan penelitian

dan pengembangan;

4.2 Mampu menyusun pedoman petunjuk teknis tata
cara penelitian dan pengembangan ; dan

43 Mampu meyakinkan clan memperoleh dukungan
dari stakeholder terkait perbaikan tata cara
penelitian dan pengembangan,

15. Advokasi 4 Mampu 4.1 Mengevaluasi strategi advokasi yang ada saat ini,
Kebijakan mengembangkan rnenganalisis kekuatan dan kekurangan berbagai
Otonomi Daerah strategi advokasi metode  yang dijalankan  dengan  kelompok

kebijakan otonomi sasaran yang berbeda,
daerah yang tepat | 42  Mengembangkan norma standar, prosedur,

sesuai kondisi.

4.6

kriteria, pedoman, dan / atau petunjuk

teknis strategi advokasi kebijakan otonomi

daerah

Meningkatkan kapasitas pemangku kepentingan
untuk mengembangkan  strategi advokasi yang
dapat dijalankan oleh mereka sendiri dalam
menerapkan kebijakan otonomi daerah.

HI. PERSYARATAN

Jenis Jabatan

A. Pendidikan

JABATAN
Uraian Tinzkat Pentinznva terhadao Jabatan
Mutlak Pentina | Perlu
. Jenjang Sarjana [ Diploma IV
2. Bidang llmu Pemerintahan / Manajemen [/ Kebijakan Publik /Ilmu Hukum / Sosial
llmu Politik / Ilmu Administrasi /Teknik / Ekonomi

B. Pelatihan 1. Manajerial Pelatihan
Kepemimpimpinan
Pratama
2. Teknis Diklat teknis terkait
perencanaan,
penelitian dan
pengembangan
daerah
3. Fungsional
C. Pengalaman Kerja . Memiliki "
pengalaman
jabatan dalam
bidang
perencanaan/penelit
ian/pengernbangan
secara kumulatif
paling  kurang
(lima) tahun
~. Sedang atau pernah |
menduduki jabatan
administrator ~ atau
jabatan  fungsiooal
jenjang ahli madya
paling singkat 2
(dua) tahun:
D. Pangkat Pembina (IV/a)
E. Indikator Kinerja Jabatan 1. Kualitas basil perencanaan pembangunan dan prasarana wilayah
2. Kualias hasil dan pemanfaat penelitian dan pengernbangan \
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L. KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Nama Jabatan Badan Pengelola Keungan Daerah
Kelompok Jabatan Jabatan Pimpinan Tinggi
Urusan Pemerintahan Pengelola Keuangan Daerah

Kode Jabatan

JABATAN PIMPINAN TINGGI

L IKHTISAR JABATAN

Memimpin, mengkoordinasikan, merumuskan dan menetapkan bahan kebijakan bidang urusan pengelolaan keuangan
dan aset daerah sesuai denaan peraturan dan ketentuan vans berlaku demi tercapainya tujuan Pemerintah Daerah

I STANDAR KOMPETENSI

KOMPETENSI [IFVFI T DESKRIPSI | INDIKOR KOMPETENSI
A._ MANAIJERIAI
1. Integritas 4 Mampu menciptakan 4.1. Menciptakan  situasi kerja yang mendorong
situasi kerja yang seluruh pemangku kepentingan mematuhi nilai,
mendorong kepatuhan norma, Clan etika organisasi dalam segala situasi
pada nilai, norma, dan dan kondisi;
etika organisasi 4.2. Mendukung dan menerapkan prinsip moral dan

standar  etika yang  tinggi, serta  berani
menanggung konsekuensinya

43 Berani melakukan  koreksi atau mengambil
tindakan atas penyimpangan kode etik/nilai-nilai
yang dilakukan oleh orang Jain, pad.a tataran
lingkup kerja setingkat instansi meskipun ada

resiko.
2. Kerjasama 4 Membangun komitmen 4.1. Membangun sinergi antar unit kerja  di lingkup
tim, sinergi instansi yang dipimpin;

42. Memfasilitasi kepentingan yang berbeda dari unit
kerja lain sehingga tercipta sinergi dalam rangka
pencapaian target kerja organisasi;

4.3. Mengembangkan sistem yang menghargai kerja
sama antar unit, memberikan  dukungan /
semangat untuk memastikan tercapainya sinergi
dalam ranzka nencanaian target keria organisasi.

3. Komunikasi 4 Mampu mengemukakan 4.1 Mengintegrasikan informasi -informasi penting
pemikiran multidimensi hasil  diskusi  dengan  pibak lain  untuk
secara lisan dan tertulis mendapatk:an pemahaman yang sama; Berbagi
untuk mendorong informasi dengan pemangku kepentingan untuk
kesepakatan dengan tujuan meningkatkan kinerja secara keseluruhan;
tujuan meningkatkan 42 Menuangkan pemikiran /[ konsep yang multi
kinerja secara dimensi dalam bentuk tulisan formal;
keseluruhan 4.3 Menyampaikan informasi secara persuasif untuk

mendorong pemangku kepentingan sepakat pada
langkah-langkah bersama dengan tujuan

meningkatkan kinerja secara keseluruhan.

4. Orientasi pada 4 Mendorong  unit kerja| a. Mendorong  unit kerja di tingkat instansi untuk

hasil mencapai  target yang mencapai  kinerja yang melebihi  target yang
ditetapkan atau melebihi ditetapkan;

basil kerja sebelumnya b. Memantau clan mengevaluasi basil kerja unitnya

agar selaras dengan sasaran strategi instansi

¢. Mendorong pemanfatan sumber daya bersama antar
unit kerja dsalam rangkka meningkatkan efektivitas
dan efisiensi pencapaian target v

\
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Mampu memonitor, | 4.1 Memahami dan memberi perhatian kepada isu-
5. Pelayanan Publik 4 mengevaluasi, isu jangka panjang, kesempatan atau kekuatan
memperhitungkan  daa politik yang mempengaruhi organisasi dalam
mengantisipasi dampak hubungannya dengan dunia luar,
dari isu - isu jangka emmperhitungkan dan mengantisipasi dampak
panjang,  kesempatan, terhadap  pelaksanaan tugas-tugas pelayanan
atau kekuatan politik public  secara  objektif, transparan, clan
dalam hat pelayanan professional dalam lingkup organisasi;
kebutuhan  pemangku | 42 Menjaga agar kebijakan pelayanan publik yang
kepentingan yang diselenggarakan oleh instansinya telah selaras
transparan, objektif, dan dengan standar pelayanan yang objektif, netral,
profesional tidak mernihak, tidak diskriminatif, serta tidak
terpengaruh kepentingan pribadi/

4.3 Menerapkanstrategi jangka panjang yang berfokus
pada pemenuhan  kebutuhan pemangku
kepentingan dalam menyusun kebijakan dengan
mengikuti standar objektif, netral, tidak memihak,
tidak diskriminatif,transparan, tidak terpengaruh
kepentingan pribadi/kelompok.

6. Pengembangan 4 Menyusun program 4.1 Menyusun program pengem.banganjangka
diri dan orang pengembangan panjang bersama - sama dengan bawahan,
lain jangka panjang termasuk  didalamnya  penetapan  tujuan,
dalam rangka bimbigan, penugasan dan pengalarnan lainnya,
mendorong manajemen serta mengalokasikan waktu untuk mengikuti
pembelajaran pelatthan / pendidikan / pengembangan
kompetensi dan karir,

4.2 Me)aksanakan manajemen pembelajaran termasuk
evaluasi dan umpan balik pada tataran organisasi;

43 Mengembangkan orang-orang disekitarannya
secara konsisten, melakukan kederisasi untuk
posisi-posisi di unitkerianva.

7. Mengelola 4 Memimpin perubahan 4.1 Mengarahkan unit kerja untuk lebih siap dalam
perubahan pada unit kerja menghadapi perubahan termasuk mernitigasi
risiko yang mungkin terjadi;

4.2 Mernastikan perubahan sudah diterapkan secara
aktifdi lingkungan unit kerjanyasecara berkala

4.3 Memimpin clan memastikan penerapan program-
program perubahan selaras antar unit kerja.

8. Pengambilan 4 Menyelesaikan masalah | 4.1 Menyusun dan/atau  memutuskan konsep
Keputusan yang mengandung risiko penyelesaian ~ masalah  yang  melibatkan
tinggi, = mengantisipasi beberapa/seluruh fungsi dalam organisasi;
dampak kepurusan, [ 42 Menghasilkan solusi dari berbagai masalah yang
membuat tindakan kompleks, terkait dengan bidang kerjanya yang
pengamanan; mitigasi berdampak pada pihak lain;
risiko 43 Membuat keputusan dan mengantisipasi dampak
keputusannya  serta menyiapkan tindakan
penangannya (mitigasi resiko)
B. SOSIO KULTURAL
9. Perekat Bangsa 4 Mendayagunakan 41  Menginisiasi dan merepresentasikan
perbedaan secara pemerintahan di lingkungan kerja dan
konstruktif dan kreatif masyarakat untuk senantiasa menjaga persatuan
untuk meningkatkan dan kesatuan dalam keberagarnan dan menerima
efektifitas Organisasi segala bentuk perbedaan dalam kehidupan
bennasyarakat;

4.2 Mampu mendayagunakan perbedaan latar
belakang, agarna/k.epercayaan, suku., jender,
sosial, ekonorni, preferensi politik untuk
mencapai  kelancaran  pencapaian  tujuan
organisasi

4.3 Mampu membuat program yang
mengakomodasi  perbedaan  latar  belakang

agama/kepercayaan, suku, jender, sosial ekononp.
preferensi nolitik \
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C. Teknis

10. Advokasi Mampu 4.1 Mengevaluasi strategi advokasi yang ada saat ini,
kebijakan mengembangkan menganalisis kekuatan dan kekurangan berbagai
Pengelolaan strategi advokasi metode yang dijalankan dengan kelompok

Keuangan Daerah

kebijakan di  bidang
kepegawaian yang tepat
sesuai kondisi

sasaran yang berbeda;

4.2  Mengembangkan norma  standar, prosedur,
kriteria, pedoman, dan/atau  petunjuk  teknis
strategi advokasi kebijakan kepegawaian; dan

4.3 Meningkatkan kapasitas pemangku kepentingan
untuk mengernbangkan  strategi advokasi yang
dapat dijalankan oleh mereka sendiri dalam
menerapkan kebijakan kepegawaian.

11. Penyusunan
Rancangan APBD

Mampu mengevaluasi
pelaksanaan realisasi
APBD dan menyusun
rancangan APBD

4.1 Mampu melakukan evaluasi pelaksanaan realisasi
APBD serta menemu kenali kelebihan dan
kelemahan pelaksanaan dan realisasi APBD;

4.2 Mampu menyusun rancangan APBD;

4.3 Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan
dari stakeholder terkait rancangan APBD.

12. Pengelolaan
Barang Milik
Negara ( Aset
Daerah)

Mampu mengevaluasi
pelaksanaan pengelolaan
dan administrasi Barang
Milik Negara

4.1 Mampu melakukan  evaluasi perencanaan,
pengelolaan, pemanfaatan, realisasi, administrasi,
dan distribusi Barang Milik Negara, serta
menemu  kenali  kelebihan  dan  kelemahan
pengelolaan dan administrasi BMN;

42 Mampu menyusun pedoman petunjuk teknis tata
kelola dan administrasi Barang Milik Negara;

4.3 Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan
dari stakeholder terkait perbaikan tata kelola clan
administrasi BMN serta peningkatan kapasitas
SDM pengelola BMN

13. Pengelolaan
Keuangan Daerah

Mampu mengevaluasi
pelaksanaan pengelolaan
keuangan daerah

4.1 Mampu melakukan  evaluasi  perencanaan,
pengelolaan, ad.ministrasi, dan realisasi keuangan
daerah, serta menemu kenali kelebihan dan !
kelemahan pengelolaan dan ad.ministrasi
keuangan daerah;

4.2 Mampu menyusun pedoman petunjuk teknis tata
kelola dan administrasi keuangan daerah;

43 Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan
dari stakeholder terkait perbaikan tata kelola dan
administrasi keuangan daerah serta peningkatan
kapasitas SDM pengelola keuangan daerah.

14. Penyusunan
Laporan
Keuangan

Mampu mengevaluasi
pelaksanaan penyusunan
laporan  keuangan dan
aset daerah

4.1 Mampu melakukan evaluasi pengumpulan,
pengolahan dan penyajian laporan keuangan dan
aset daerah, serta menemu kelebi ban dan
kelemahan laporan keuangan daerah;

4.2 Mampu menyusun pedornan petunjuk teknis
penyusunan laporan keuangan; dan

43 Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan
dari stakeholder terkait pedoman petunjuk teknis
penyusunan laporan keuangan clan peningkatan
kapasitas SDM penyusun laporan,

15. Advokasi
Kebijakan
Otonomi Daerah

Mampu

mengernbangkan

strategi advokasi
kebijakan otonomi

daerah yang tepat
sesuai kondisi.

41 Mengevaluasi strategi advokasi yang ada saat ini,
menganalisis kekuatan dan kekurangan berbagai
metode yang dijalankan  dengan  kelompok
sasaran yang berbeda;

42  Mengembangkan norma standar, prosedur,
knteria, pedoman, dan [/ atau petunjuk
teknis strategi advokasi kebijakan otonomi
daerah

4.7 Meningkatkan kapasitas pemangku kepentingan
untuk: mengembangk.an  strategi advokasi yang
dapat dijalankan oleh mereka sendiri dalam
menerapkan kebijakan otonomi daerah.
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I1l.  PERSYARATANJABATAN

Jenis Jabatan Uraian | Tinzkat Pentinenva terhadao Jabatan

| Mutlak | Penting Perlu

A. Pendidikan | Jenjang Sarjana /Diploma IV

2. Bidang Ilmu Ekonomi/ Akuntansi/ Keuangan/ Ilmu Manajemen/ Perpajakan/ Teknik
Ilmu Industri

B. Pelatihan 1. Manajerial Pelatihan i
Kepemimpimpinan w
Pratmna

2. Teknis Diklat Manajemen
Perencanaan J

Diklat Pengadaan
Barang dan Jasa J

Diklat teknis terkait
pengelolaan o
keuangan

3. Fungsional

C. Pengalaman Kerja 1. Memiliki wl
pengalaman
jabatan dalam
bidang keuangan
secara  kumulatif
paling kurang 3
(lima) tahun

2. Sedang atau
pernah
menduduki A
jabatan
administrator atau
jabatan fungsional
jenjang ahli
madya paling
singkat 2 (dua)
tahun:

D. Pangkat Pembina (IV/a)

E. Indikator Kinerja Jabatan 1. Kualitas pengelolaan keuangan
2. Kualitas pengelolaan barang milik neaara \




M. KEPALA BAD AN KEPEGA WAIAN, PENDIDIKAN

Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintahan :

- 53 -

Jabatan Pimpinan Tinggi
Kepegawaian

Kode Jabatan

DAN PELATIHAN

Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan

JABATAN PIMPINAN T[NGGI

IKHTISAR JABATAN

Memimpin pelaksanaan tugas Badan Kepegawaian Daerah dalam rangka merumuskan, mengkoordinasikan,

membina, mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan dibidang kepegawaian
sesuai dengan peraturan perundang-undangaa yang berlaku agar tugas pokok clan fungsi Badan Kepegawaian
Daerah azar danat terlaksana secara efisien dan efektif.

IL STANDAR KOMPETENSJ
KOMPETENSI LEVEL DESKRIPSI INDIKOR KOMPETENSI
A. MANAIJERIAL
|, Integritas 4 Mampu menciptakan 4.1. Menciptakan  situasi kerja yang mendorong
situasi kerja yang seluruh  pemangku kepentingan mematuhi nilai,
mendorong kepatuhan norma, dan etika organisasi dalam segala situasi
pada nilai, norma, clan dan kondisti;
etika organisasi 4.2. Mendukung dan menerapkan prinsip moral dan
standar  etika yang tinggi, serta  berani
menanggung konsekuensinya

43Berani  melakukan  koreksi atau mengambil
tindakan atas penyimpangan kode etik/nilai-nilai
yang dilakukan oleh orang lain, pada tataran
lingkup kerja setingkat instansi meskipun ada
resiko.

2. Kerjasama 4 Membangun komitmen 4.1. Membangun sinergi antar unit kerja di lingkup
tim, sinergi instansi yang dipimpin;

4.2. Memfasilitasi kepentingan yang berbeda dari
unit kerja lain sehingga tercipta sinergi dalam
rangka pencapaian target kerja organisasi;

4.3. Mengembangkan sistem yang menghargai kerja
sama antar unit, memberikan  dukungan [/
semangat untuk memastikan tercapainya sinergi
dalam rangka pencapaian target keria organisasi.

3. Kornunikasi 4 Mampu mengemukakan 4.1 Mengintegrasikan infonnasi - informasi penting
pemikiran multidimensi basil  diskusi dengan  pihak  lain  untuk
secara lisan dan tertulis mendapatkan  pemahaman yang sama; Berbagi
untuk mendorong informasi dengan pemangku kepentingan untuk
kesepakatan dengan tujuan meningkatkan kinerja secara keseluruhan;
tujuan meningkatkan 42 Menuangkan pemikiran [ konsep yang multi
kinerja secara dimensi dalam bentuk tulisan formal;
keseluruhan 43 Menyampaikan  infonnasi  secara persuasif |

mendorong  pemangku  kepentingan  sepakat
langkah-langkah bersama dengan tujuan rneningk
kinerja secara keseluruhan.

4. Orientasi pada 4 Mendorong  unit kerja | 4.1 Mendorong  unit kerja di tingkat instansi untuk

hasil mencapai  target yang mencapai  kinerja yang melebihi target yang
ditetapkan atau melebihi ditetapkan;
basil kerja sebelumnya 42 Memantau dan mengevaluasi basil kerja unitnya
agar selaras dengan sasaran strategi instansi
43 Mendorong pemanfatan sumber daya bersama antar
unit kerja dsalam rangkk:a meningkatkan efektivitas
dan efisiensi_pencanaian target \

\




-54 -

Mampu memonitor, | 4.1 Memahami dan memberi perhatian kepada isu-isu
5. Pelayanan Publik 4 mengevaluasi, jangka panjang, kesempatan atau kekuatan politik
memperhitungkan dan yang mempengaruhi orgarusasi dalam
mengantisipasi  dampak hubungannya dengan dunia luar,
dari tsu - isu jangka emmperhitungkan ~ dan mengantisipasi ~ dampak
panjang, kesempatan, terhadap  pelaksanaan  tugas-tugas  pelayanan
atau kekuatan  politik public secara objektif, transparan, dan
dalam  hal pelayanan professional dalam lingkup organisasi;
kebutuhan pemangku | 4.2 Menjaga agar kebijakan pelayanan publik yang
kepentingan yang diselenggarakan  oleh instansinya telah selaras
transparan, objektif, dan dengan standar pelayanan yang objektif, netral,
profesional tidak memihak, tidak diskriminatif, serta tidak
terpengaruh kepentingan pribadi/

4.3 Menerapkan strategi jangka panjang yang berfokus
pad.a pemenuhan kebutuhan pemangku
kepentingan dalam menyusun kebijakan dengan
mengikuti standar objektif, netral, tidak memihak,
tidak diskriminatif, transparan, tidak terpengaruh
kepentingan pribadi/k.elompok.

6. Pengembangan 4 Menyusun program 4.1 Menyusun program pengembangan jangka
diri dan orang pengembangan panjang bersama - sama dengan bawahan,
lain jangka panjang termasuk didalamnya penetapan tujuan,
dalam rangka bimbigan, penugasan dan pengalaman lainnya,
mendorong  manajemen serta mengalokasikan ~ waktu untuk mengikuti
pembelajaran pelatihan |  pendidikan | pengembangan
kompetensi dan Kkarir;

4.2 Melaksanakan rnanajemen pembelajaran termasuk
evaluasi clan umpan balik pada tataran organisasi;

4.3 Mengembangkan orang - orang disekitarannya
secara konsisten, melakukan kederisasi untuk
posisi-posisi di unit kerjanya,

7.  Mengelola 4 Memimpin perubahan 4.1 Mengarahkan unit kerja untuk lebih siap dalam
perubahan pada unit kerja rnenghadapi  perubahan  termasuk  memitigasi
risiko yang mungkin terjadi;

4.2 Memastikan perubahan sudah diterapkan secara
aktif di lingkungan unit kerjanya secara berkala

4.3 Memimpin dan memastikan penerapan program-
program perubahan selaras antar unit kerja.

8. Pengambilan 4 Menyelesaikan masalah | 4.1  Menyusun  dan/atau  memutuskan konsep
Keputusan yang mengandung risiko penyelesaian masalah yang melibatkan
tinggi, mengantisipasi beberapa/seluruh  fungsi dalam organisasi;
darnpak keputusan, | 4.2 Menghasilkan solusi dari berbagai masalah yang
membuat tindakan kompleks, terkait dengan bidang kerjanya yang
pengamanan; mitigasi berdampak pada pihak lain;
risiko 4.3 Membuat keputusan dan mengantisipasi dampak
keputusannya serta  menyiapkan tindakan
penangannya (mitigasi resiko)
B. SOSIOKULTURAL
9. PerekatBangsa 4 Mendayagunakan 4.1 Menginisiasi dan merepresentasikan
perbedaan secara pernerintahan di  lingkungan  kerja dan
konstruktif dan kreatif masyarakat untuk senantiasa menjaga persatuan
untuk meningkatkan dan kesatuan dalam keberagaman dan menerima
efektifitas Organisasi segala bentuk perbedaan  dalam  kehidupan
bermasyarakat;

4.2 Mampu mendayagunakan perbedaan  latar
belakang,  agama/kepercayaan, suku, jender,
sosial,  ekonomi,  preferensi  politik  untuk
mencapai  kelancaran  pencepaian  tujuan
organisasi

4.3  Mampu membuat program yang
rmengakomodasi _perbedaan  latar  belakang
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agamalkepercayaan,
preferensi politik

suku, jender, sosial ekonomi, .

C. Teknis
10.Advokasi Mampu 4.1 Mengevaluasi strategi advokasi yang ada saat ini,
Kebijakan mengembangkan menganalisis kekuatan dan kekurangan berbagai
Kepegawaian strategi advokasi metode yang dijalankan dengan kelompok
Oaerah kebijakan di  bidang sasaran yang berbeda;
kepegawaian yang tepat | 42  Mengembangkan nonna standar, prosedur,
sesuai kondisi kriteria, pedoman, dan/atau  petunjuk teknis
strategi advokasi kebijakan kepegawaian; dan
4.3 Meningkatkan kapasitas pemangku kepentingan
untuk mengembangkan  strategi advokasi yang
dapat dijalankan oleh mereka sendiri dalarn |
menerapkan kebijakan kepegawaian.

16. Manajemen SDM Mampu mengevaluasi 4.1 Mampu mengidentifikasi kelemahan  dan
perangkat nonna standar kekurangan pedoman, petunjuk teknis
prosedur instrumen pelaksanaan manajemen SDM yang ada;
penerapan manajemen 42 Mampu menyusun pedoman petunjuk teknis
SDM dalam penerapan manajemen SDM (perencanaan

SOM, analisis jabatan, analisis beban kerja,
standar kompetensi, perencanaan pengembangan
kompetensi, evaluasi jabatan manajemen Kkinerja,
administrasi ~ kepegawaian, sistem  informasi
kepegawaian);

4.3 Memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada
pengelola kepegawaian dalam penerapan
pedoman clan petunjuk teknis perencanaan SOM,
analisis jabatan, analisis beban kerja, standar
kompetensi, perencanaan pengembangan
kompetensi, evaluasi jabatan manajernen kinerja,
administrasi ~ kepegawaian, sistem informasi
kepeaawaian ).

17. Rekrutmen SOM Mampu mengevaluasi 4.1 Mampu mengevaluasi penyelenggaraan
nonna standar, prosedur, rekruitmen, menemukenali kelebihan dan
pedoman, petunjuk kekurangan penyelenggaraan rekruitmen;
teknis rekruitmen SDM 42 Menyusun norma standar prosedur clan pedoman
dan petunjuk teknis sistem rekruitmen SOM yang
berbasis kompetensi clan dilaksanakan  secara
obyektif, transparan , akuntabel dan bebas dari
unsur korupsi kolusi dan nepotisme;

43 Mampu mengkoordinasikan peyelenggaraan
rekruitmen SOM yang bersifat lintas instansi

18. Pengembangan Mampu mengevaluasi 4.1 Marnpu menganalisis perencanaan pengembangan

Kompetensi norma, standar, kompetensi, proses dan hasil pelaksanaan
prosedur, pedoman dan pengembangan kompetensi serta sistem eval uasi
petunjuk teknis clan evaluasi pengembangan kompetensi yang ada
 pengembangan pada saat m menemukenali kelemahan dan

| kompetensi ~ dan  atau kelebihan yang ada dan mebuat rekomendasi
mengkoordinasikan perbaikan;
penyusunan 42 Menyusun nonna standar, kriteria ,prosedur
perencaanan pedoman, petunjuk teknis penyusunan
pengembangan perencanaan pengembangan kompetensi,
kompetensi, pelaksanaan dan evaluasi pengembangan
pelaksanaan dan kompetensi;
evaluasi pengembangan 43 Mampu mengkoordinasikan menyusunan
kompetensi ditingkat perencanaan pengembangan kompetensi secara
instansi instansional.

19. Pengelolaan Mampu  mengevaluasi | 41  Mengevaluasi norma, standar, prosedur, kriteria,

Kesejahteraan nonna standar, kriteria, jenis jenis dan bentuk kesejahteraan yang ada
pedoman, petunjuk serta penerimanya Clan mengevaluasi pelaksanaan
teknis pelaksanaan pemberian  kesejahteraan  dari  aspekkeadilan
sistem pengelolaan kelayakan serta dampak terhadap motivasi clan,
kesejahteraan produktivitas pegawai;

4.2 Mengembanzkan dan menyusun norma, standar,
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43

prosedur, kriteria, jenis jenis clan bentuk bentuk
yang lebih effektif
untuk meningkatkan motivasi dan produktivitas
pegawai.dan

Menyusun rekomendasi penyempurnaan  sistem
yang dapat meningkatkan
produktivitas dan motivasi pegawai.

pengelolaan  kesejahteraan

remunerasi

20. Advokasi
Kebijakan
Otonomi Daerah

4 Mampu
mengembangkan
strategi
kebijakan

daerah
sesuai kondisi.

advokasi
otonomi

yang tepat

4.2

4.8

Mengevaluasi strategi advokasi yang ada saat ini,
menganalisis kekuatan dan kekurangan berbagai
metode yang dijalankan dengan kelompok
sasaran yang berbeda,

Mengembangkan norma stander, prosedur,
kriteria, pedoman, clan /atau petunjuk

teknis strategi advokasi kebijakan otonomi
daerah

Meningkatkan kapasitas pemangku kepentingan
untuk mengembangkan strategi yang
dapat dijalankan oleh mereka sendiri dalam
menerapkan kebijakan otonomi daerah.

advokasi

118 PERSYARATANJABATAN
Jenis Jabatan Uraian Tinzkat Pentinznva terhadao Jabatan
Mutlak | Penting ‘ Perlu
A. Pendidikan I. Jenjang Sarjana / Diploma IV
~ Bidang Ilmu Pemerintahan/ Administrasi Publik/Hukum
IImu
B. Pelatihan 1. Manajerial Pelatihan
Kepemimpimpinan J
Pratama
2.Teknis Dildat Manajemen
Pengelolaan SDM |
Berbasis
Kompetensi
Orientasi Manajernen
SOM Aparatur A
Diktat Legal Drafting
o
Diklat Pengadaan
Barang/J asa J
Pemerintah
3. Fungsional | Diklat Anal is
Kepegawaian Jenjang ol
Ahli Madya
Diklar Assesor SOM
Aparatur Jenjang J
Ahli Madva
Diklat Auditor
Kepegawaian Jenjang J
Ahli Madva
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C. Pengalaman Kerja

Memiliki
pengalaman jabatan
dalam bidang

rmanaJemen SOM,
kepegawaian secara
kurnulatif paling
kurang 5  (lima)
tahun

2.Sedang atau pernah
menduduki jabatan
administrator ~ atau
jabatan fungsional
jenjang ahli madya
paling  singkat 2
(dua) tahun:

D. Pangkat

Pembina (IV/a)

E. Indikator Kinerja Jabatan

1. Kualitas Manajemen SDM Aparatur dilingkungan
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N. KEPALABADANPENANGGULANGANBENCANADAERAH

Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintahan
Kode Jabatan

Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Jabatan Pimpinan Tinggi
Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

JABATAN PIMPINAN TINGGI

l. IKHTISAR JABATAN

Memimpin pelaksanaan tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam membina, mengkoordinasikan,
mengevaluasi dan mengendalikan kegiatan di bidang

penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana sesuai
denzan neraturan perundang-undangan

memfasilitasi,

menyelenggarak:an, mengawasi,

vang berlaku

IL _STAND AR KOMPETENSI

KOMPETENSI | LEVEL DESKRIPSI INDIKOR KOMPETENSI
A. MANAJERIAL
I. Integritas 4 Mampu menciptakan 4.J. Menciptakan situasi  kerja yang mendorong
situasi kerja yang seluruh pemangku kepentingan mematuhi nilai,
mendorong kepatuhan norma, dan etika organisasi dalam segala situasi
pada nilai, nonna, clan dan kondisti;
etika organisasi 4.2. Mendukung clan menerapkan prinsip moral dan
standar  etika yang  tinggi, serta  berani
menanggung konsekuensinya

4.3.Berani  melak:ukan koreksi atau mengambil
tindakan atas penyimpangan kode etik/nilai-nilai
yang dilakukan oleh orang lain, pada tataran
lingkup kerja setingkat instansi meskipun ada
resiko.

2. Kerjasama 4 Membangun komitmen 4.1. Membangun sinergi antar unit kerja di lingkup
tim, sinergi instansi yang dipimpin;

4.2. Memfasilitasi kepentingan yang berbeda dari unit
kerja lain sehingga tercipta sinergi dalam rangka
pencapaian target kerja organisasi;

4.3. Mengembangkan sistem yang menghargai kerja
sama antar unit, memberikan  dukungan [
semangat untuk memastikan tercapainya sinergi
dalam ranzka uencanaian target keria oraanisasi

3. Komunikasi 4 Mampu mengemukakan 4.1 Mengintegrasikan informasi -informasi penting
pemikiran multidimensi basil  diskusi  dengan  pihak  lain  untuk
secara lisan dan tertulis mendapatkan pemahaman yang sama; Berbagi
untuk mendorong informasi dengan pemangku kepentingan untuk
kesepakatan dengan tujuan meningkatkan kinerja secara keseluruhan;
tujuan meningkatkan 42 Menuangkan pemikiran [/ konsep yang multi
kinerja secara dimensi dalam bentuk tulisan formal;
keseluruhan 4.3 Menyampaikan informasi secara persuasif untuk

rnendorong pemangku kepentingan sepakat pada
langkah-langkah bersama dengan tujuan
meningkatkan kinerja secara keseluruhan.

4. Orientasi pada 4 Mendorong  unit kerja | a. Mendorong unit kerja di tingkat instansi untuk

hasil mencapai  target yang mencapat kinerja yang melebihi target yang
ditetapkan atau melebihi ditetapkan;

hasil kerja sebelumnya

b. Memantau dan mengevaluasi

hasil kerja unitnya
agar selaras dengan sasaran strategi instansi

Mendorong pemanfatan sumber daya bersama antar
unit kerja dsalam rangkka meningkatkan efektivitas
dan efisiensi alan target \

\
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S. Pelayanan Publik 4 Mampu memonitor, | 4.1  Memahami dan memberi perhatian kepada isu-
mengevaluasi, isu jangka panjang, kesempatao atau kekuatan
memperhitungkan dan politik yang mempengaruhi organisasi dalam
mengantisipasi dampak hubungannya dengan dunia luar,
dari IsU - isu jangka emmperhitungkan ~ dan mengantisipasi  dampak
panjang,  kesempatan, terhadap  pelaksanaan  tugas-tugas  pelayanan
atau  kekuatan  politik public  secara  objektif,  transparan,  dan
dalam  hal  pelayanan professional dalam lingkup organisasi;
kebutuhan pemangku | 4.2 Menjaga agar kebijakan pelayanan publik yang
kepentingan yang diselenggarakan  oleh instansinya telah selaras
transparan, objektif, clan dengan standar pelayanan yang objektif, netral,
profesional tidak memihak, tidak diskriminatif, serta tidak

terpengaruh kepentingan pribadi/

4.3 Menerapkan strategi jangka panjang yang berfokus
pada pemenuhan kebutuhan pemangku
kepentingan dalam menyusun kebijakan dengan
mengikuti standar objektif, netral, tidak memihak,
tidak diskriminatif, transparan, tidak terpengaruh
kepentingan pribadi/kelompok.

6. Pengembangan 4 Menyusun program 41 Menyusun program pengembanganjangka

diri dan orang pengembangan panjang bersama - sama dengan bawahan,
lain jangka panjang termasuk didalamnya penetapan tujuan,
dalam rangka bimbigan, penugasan dan pengalaman lainnya,
mendorong  manajemen serta mengalokasikan ~ waktu untuk mengikuti
pembelajaran pelatihan | pendidikan | pengembangan

kompetensi dan karir;

4.2 Melaksanakan manajemen pembelajaran tennasuk
evaluasi dan umpan balik pada tataran organisasi;

4.3 Mengembangkan orang-orang  disekitarannya
secara konsisten, melakukan kederisasi untuk
posisi-posisi di unit kerjanya

7. Mengelola 4 Memimpin perubahan 4.1 Mengarahkan unit kerja untuk lebih siap dalam

perubahan pada unit kerja menghadapi perubahan termasuk memitigasi
risiko yang mungkin terjadi;

4.2 Memastikan perubahan sudah diterapkan secara
aktif di Lingkungan unit kerjanya secara berkala

4.3 Memimpin dan memastikan penerapan program-
program perubahan selaras antar unit kerja.

8. Pengambilan 4 Menyelesaikan  masalah | 4] Menyusun dan/atau  memutuskan konsep

Keputusan yang mengandung risiko penyelesaian masalah yang melibatkan
tinggi, mengantisipasi beberapa/seluruh  fungsi dalam organisasi;
dampak keputusan, | 4.2 Menghasilkan solusi dari berbagai masalah yang
membuat tindakan kompleks, terkait dengan bidang kerjanya yang
pengamanan; mitigasi berdampak pada pihak lain;
risiko 4.3 Membuat keputusan dan mengantisipasi dampak

keputusannya serta  rnenyiapkan tindakan
penangannya (mitigasi resiko)
B. SOSIO KUL TURAL

9. Perekat Bangsa 4 Mendayagunakan 41 Menginisiasi dan rnerepresentasikan
perbedaan secara pemerintahan di  lingkungan  kerja  dan
konstruktif dan kreatif masyarakat untuk senantiasa menjaga persatuan
untuk meningkatkan dan kesatuan dalam keberagaman dan menerima
efektifitas Organisasi segala  bentuk perbedaan dalam kehidupan

bermasyarakat;

42 Mampu mendayagunakan perbedaan  latar
belakang,  agama/kepercayaan, suku, jender,
sosial,  ekonomi,  preferensi  politik  untuk
mencapai  kelancaran  pencapaian tujuan
orgsnisasi

4.3 Mampu membuat program yang
mengakomodasi  perbedaan latar belakang

agama/kepercayaan, suku, jender, sosial ekonomi

\
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preferensi politik

C. TEKNIS
10. Pencegahan dan Mampu mengevaluasi | 4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap  teknis
Kesiapsiagaan clan menyusun /metode/  sistemlcara  kerja  rnenemu  kenali
Bencana perangkat nonna standar kelebihan dan kekurangan melakukan
prosedur serta petunjuk pengembangan atau  perbaikan cara  kerja
teknis pencegahan dan pencegahan dan kesiapsiagaan  bencana yang
kesiapsiagaan bencana lebih efektif/efisien;

4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara
kerja yang dijadikan norma standar, prosedur,
instrumen pelaksanaan pencegahan dan
kesiapsiagaan bencana; clan

43 Mampu meyalcinkan dan mampu memperoleh
dukungan dari instansi lain dan masyarakat
terhadap pencegahan dan kesiapsiagaan bencana

11. Pemetaan Potensi Mampu melakukan 4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis /
Kerawanan evaluasi dan metode | sistem cara kerja, pemetaan potensi
Bencana mengoordinasikan kerawanan bencana, menemukenali kelebihan clan

penyusunan kekurangan,  melakukan = pengembangan  atau
perencanaan perbaikan cara kerja perencanaan pemetaan
pemetaan potensi potensi kerawanan bencana  yang  lebih
kerawanan bencana efektif7efisien;

4.2 Mampu mengoordinasikan penyusunan pemetaan
potensi kerawanan bencana .dan

4.3 Mampu meyakinkan clan memperoleh dukungan
dari strakholder pelaksanaan perencanaan
pemetaan potensi kerawanan bencana dan
memberikan bimbingan serta fasilitasi kepada
instansi pemetaan potensi kerawanan bencana

12. Penanganan Mampu mengeval uasi 41 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis /
darurat dan menyusun norma rnetode | sistern cara kerja rnenemukenali
standar, prosedur, keJebihan dan kekurangan melakukan
pedoman, serta petunjuk pengembangan atau perbaikan cara kerja teknis
teknis penanggulangan penanganan darurat  bencana  yang  lebih

darurat Bencana efekti:£€fisien;

4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara
kerja yang dijadikan norma stander, prosedur,
instrwnen pelaksanaan teknis penanganan darurat
bencana;

43 Mampu meyakinkan dan mampu memperoleh
dukungan dari instansi lain dan masyarakat
terhadao—teknis anan—darurat-bencana

13. Pengelolaan Mampu mengevaluasi 4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis [/
Distribusi dan menyusun metode /| sistem cara kerja menemukenali
Longistik perangkat kelebihan dan kekurangan melakukan

norma.standar  prosedur pengembangan atau  perbaikan  cara kerja

serta  petunjuk  teknis pengelolaan  distribusi  logistik  yang  lebih

pengelolaan distribusi efektiflefisien;

longistik 4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara
kerja yang dijadikan nonna standar, prosedur,
instrumen  pelaksanaan  pengelolaan  distribusi
Logistik;;

43 Mampu meyakinkan dan mampu memperoleh
dukungan dari instansi lain terhadap pelaksanaan
pengelolaan distribusi logistik.

14. Rehabilitasi clan Mampu  mengevaluasi | 4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis /
Rekonstruksi dan menyusun metode  /sistem cara kerja menemukenali
perangkat norma kelebihan dan kekurangan melakukan
standar prosedur serta pengembangan atau  perbaikan cara kerja
petunjuk teknis pengelolaan  rehabilitasi  dan rekonstruksi  yang

pengelolaan  rehabilitasi Iebih efektif/efisien;
dan rekonstruksi 4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara

kerja vang diiadikan nonna standar, prosedur.i
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instrumen pelaksaaaan  pengelolaan rehabilitasi
dan rekonstruksi; dan

43 Mampu meyakinkan dan mampu memperoleh
dukungan dari instansi lain terhadap pelaksanaan
pengelolaan rehabilitasi dan rekonstruksi

15. Advokasi 4 Mampu 4.1 Mengevaluasi strategi advokasi yang ada saat ini,
Kebijakan mengembangkan menganalisis kekuatan clan kekurangan berbagai
Otonomi Daerah strategi advokasi metode yang dijalankan dengan kelompok

kebijakan otonollli sasaran yang berbeda;
daerah yang tepat | 4.2 Mengembangkan norma standar, prosedur,
sesuai kondisi. kriteria, pedoman, dan J atau petunjuk

teknis strategi advokasi kebijakan otonomi

daerah

4.9 Meningkatkan kapasitas pemangku kepentingan
untuk mengembangkan  strategi advokasi yang
dapat dijalankan oleh mereka sendiri dalam
menerapkan kebijakan otonomi daerah.

III. PERSYARA.TAN Ji\BATAN

Jenis Jabatan Uraian | Tinzkat Pentinznva terhadao Jabatan
| Mutlak Penting Perlu
A. Pendidikan 1. Jenjang Sarjana [ Diploma IV
2. Bidang Bidang Ilmu Pertanahan /Manajemen /Psikologi / Sosial J Teknik /
Imu Kesehatan dan Keselamatan Kerjal Pemerintahan/ Planologi/ EkonomiJ
Teknik] Geodesi dan Astronomi
B. Pelatihan 1. Manajerial Pelatihan
Kepemimpimpinan )
Pratama
2.Teknis | Dildat teknis terkait
| penanggulangan -
bencana daerah
3. Fungsional -

C. Pengalaman Kerja 1. Memiliki 5/
pengalaman jabatan
dalam bidang
penanggulangan
bencanal
ketentraman dan
ketertiban ~ umum/
perlindungan
masyarakat]  social
secara kumulatif
paling  kurang 5
(lima) tahun

2. Sedang atau pernah -/

menduduki jabatan

administrator  atau
jabatan  fungsional
jenjang ahli madya

paling  singkat 2

(dua) tahun

D. Pangkat Pembina (IV/a)

E. Indikator Kinerja Jabatan 1. Kualitas penyelenggaraan pencegahan clan kesiapsiagaan bencana;
2. Kualitas manajemen pengelolaan rehabilitasi dan rekonstruksi. \
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0. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Nama Jabatan
Kelompok Jabatan

Urusan Pemerintahan :

Kode Jabatan

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Jabatan Pimpinan Tinggi
Pendidikan dan Kebudayaan

JABATAN PIMPINAN TINGGI

I IKHTISAR JABATAN

Membantu Bupati/Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan dan kebudayaan
serta tugas pembantuan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka mendukung pencapaian
sasaran program serta visi clan misi Pemerintah Daerah.

II. STANDAR KOMPETENSI

KOMPETENSI

DES KRIPS I

INDIKOR KOMPETENSI

A. MANAJERIAL

1. Integritas

Mampu menciptakan
situasi kerja yang
mendorong kepatuhan
pada nilai, norma, dan
etika organisasi

4.1. Menciptakan  situasi kerja yang mendorong
seluruh pemangku kepentingan mematuhi nilai,
nonna, clan etika organisasi dalam segala situasi
dan kondisi;

4.2. Mendukung dan menerapkan prinsip moral dan
standar  etika yang  tinggi, serta  berani
menanggung konsekuensinya

43.Berani melakukan  koreksi atau mengambil
tindakan atas penyimpangan kode etik/nilai-nilai
yang dilakukan oleh orang lain, pada tataran
lingkup kerja setingkat instansi meskipun ada
resiko.

2. Kerjasama

Membangun komitmen
rim, sinergi

4.1. Membangun sinergi antar unit kerja
instansi yang dipimpin;

4 .2. Memfasilitasi kepentingan yang berbeda dari
unit kerja lain sehingga  tercipta sinergi dalam
rangka pencapaian target kerja organisasi;

4.3. Mengembangkan sistem yang menghargai kerja
sama antar unit, memberikan  dukungan [/
semangat untuk memastikan tercapainya sinergi
dalam raazka pencapaian target keria organisasi.

di lingkup

3. Komunikasi

Mampu mengemukakan
pemikiran multidimensi
secara lisan dan tertulis
untuk mendorong
kesepakatan dengan
tujuan meningkatkan
kinerja secara

kesel uruhan

4.1 Mengintegrasikan informasi -informasi penting
hasil  diskusi  dengan  pihak  lain  untuk
mendapatkan pemahaman yang sama; Berbagi
informasi dengan pemangku kepentingan untuk
tujuan meningkatkan kinerja secara keseluruhan;

42 Menuangkan pemikiran [ konsep yang multi
dimensi dalam bentuk tulisan formal;

4.3 Menyampaikan informasi secara persuasif
untuk mendorong pemangku kepentingan sepakat
langkah -langkah bersama dengan tujuan
meningkatkan kinerja secara keseluruhan.

4. Orientasi pada
hasil

Mendorong  unit kerja
mencapai target yang
ditetapkan atau melebihi
basil kerja sebelumnya

4.1 Mendorong
mencapai
ditetapkan;

4.2 Memantau dan mengevaluasi basil kerja unitnya
agar selaras dengan sasaran strategi instansi

4.3 Mendorong pemanfatan sumber daya bersarna antar
unit kerja dsalam rangkka meningkatkan efektivitas
dan efisiensi pencapaian target

unit kerja di tingkat instansi untuk
kinerja yang melebihi target yang
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Mampu memonitor, |4.1 Memaharni dan memberi perhatian kepada isu-isu
5. Pelayanan Publik 4 mengevaluasi, jangka panjang, kesempatan atau kekuatan politik
memperhitungkan clan yang mempengaruhi organisasi dalam
meogantisipasi ~ dampak hubungannya deogan dunia luar,
dari tsu - isu jangka emmperhitungkan ~ clan mengantisipasi ~ dampak
panjang, kesempatan, terhadap  pe)aksanaan  tugas-tugas  pelayanan
atau  kekuatan  politik public secara objektif, transparan, dan
dalam  hal pelayanan professional daJam lingkup organisasi;
kebutuhan pemangku | 42 Menjaga agar kebijakan pelayanan publik yang
kepentingan yang diselenggarakan  oleh instansinya telah selaras
transparan, objelctif, dan dengan standar pelayanan yang objektif, netral,
profesional tidak memihak, tidak diskriminatif, serta tidak
terpengaruh kepentingan pribadi/

4.3 Menerapkan strategi jangka panjang yang berfokus
pada pemenuhan kebutuhan pemangku
kepentingan dalam menyusun kebijakan dengan
mengikuti standar objektif, netral, tidak memihak,
tidak diskriminatif, transparan, tidak terpengaruh
kepentingan pribadi/kelompok.

6. Pengembangan 4 Menyusun program 4.1 Menyusun program pengembangan jangka
diri dan orang pengembangan panJang bersama - sama dengan bawahan,
lain jangka panjang termasuk didalamnya penetapan tujuan,
dalam rangka bimbigan, penugasan dan pengalaman lainnya,
mendorong manajemen serta mengalokasikan  waktu untuk mengikuti
pembelajaran pelatihan | pendidikan | pengembangan
kompetensi dan karir;

4.2 Melaksanakan manajemen pembelajaran termasuk
evaluasi dan umpan batik pada tataran organisasi;

43  Mengembangkan orang-orang  disekitarannya |
secara konsisten, melJakukan kederisasi untuk
posisi-posisi di unit kerianya

7. Mengelola 4 Memimpin perubahan 41  Mengarahkan unit kerja untuk lebih siap dalam
perubahan pada unit kerja menghadapi  perubahan termasuk  mernitigasi
risiko yang mungkin terjadi;

42 Memastikan perubahan sudah diterapkan secara
aktif di lingkungan unit kerjanya secara berkala

43 Memimpin dan memastikan penerapan program-
program perubahan selaras antar unit kerja.

8. Pengambilan 4 Menyelesaikan masalah | 41 Menyusun dan / atau memutuskan konsep
Keputusan yang mengandung risiko penyelesaian masalah yang melibatkan
tinggi,  mengantisipasi beberapalseluruh  fungsi dalam organisasi;
dampak keputusan, | 4.2 Menghasilkan solusi dari berbagai masalah yang
membuat tindakan kompleks, terkait dengan bidang kerjanya yang
pengamanan; m.itigasi berdampak pada pihak lain;
risiko 4.3 Membuat keputusan dan mengantisipasi dampak
keputusannya serta  menyiapkan tindakan
penangannya (mitigasi resi.ko)
B. SOSIO KULTURAL
9. Perekat Bangsa 4 Mendayagunakan 4.1  Menginisiasi dan merepresentasikan
perbedaan secara pemerintahan di  lingkungan  kerja dan
konstruktif —dan krearif masyarakat untuk senantiasa rnenjaga persatuan
untuk meningkatkan dan kesatuan dalam keberagaman dan menerima
efektifitas Organisasi segala bentuk perbedaan  dalam kehidupan
bermasyarakat;

42  Mampu  mendayagunakan perbedaan  latar
belakang,  agama/kepercayaan, suku, jender,
sosial,  ekonorni, preferensi  politik  untuk
rmencapai  kelancaran  pencaparan  tujuan
orgaoisasi

43 Mampu membuat program yang
menaakomodasi  nerbedaan  latar  belakang \
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agama/kepercayaan, suku, jender, sosial ekonomi,
preferensi politik

C. Teknis

10.Advokasi Mampu 4.1 Mengevaluasi strategi bidang pendidikan yang ada
Kebijakan Bidang mengembangkan saat ini, menganalisis kekuatan dan kekurangan
Pendidikan strategi penyusunan berbagai metode yang dijalankan dengan

kebijakan bidang kelompok sasaran yang berbeda;

pendidikan  yang tepat [ 4.2 Mengembangkan  norma standar, prosedur,

sesuai kondisi. kriteria, pedoman, dan [/ atau petunjuk teknis
strategi bidang Pendidikan;

4.3 Meningkatkan kapasitas pemangku kepentingan
untuk  mengembangkan strategi yang dapat
dijalankan oleh mereka sendiri dalam
menerapkan kebijakan pendidikan.

11. Perencanaan Mampu mengevaluasi 4.1 Mengevaluasi sarana dan prasarana yang ada saat
Penyediaan perencanaan uu, menganalisis  kekuatan dan kekurangan
Sarana Prasarana penyediaaan sarana berbagai  metode yang dijalankan  dengan
Pendidikan pendidikan kelompok sasaran yang berbeda;

4.2 Mengembangkan norma standar, prosedur,
kriteria, pedoman, dan [/ atau petunjuk teknis
penyediaan sarana dan prasarana Pendidikan;

4.3 Meningkatkan Kkapasitas pemangku kepentingan
untuk  rnengembangkan strategi yang dapat
dijalankan oleh mereka sendiri dalam penyediaan
sarana dan prasarana pendidikan.

12. Perencanaan SDM Mampu mengevaluasi 4.1 Mampu mengevaluasi Perencanaan ~ SOM
Pendidikan perencanaan SDM Pendidik dan Kependidikan yang ada sesuai

pen.didik dan dengan jurnlah clan sebaran serta proyeksi anak

kependidikan dan usia sekolah;

pemenuhannya 4.2 Mampu menyusun pedoman dan petunjuk teknis
Perencanaan SOM Pendidik clan Kependidikan;

4.3 Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan
dari pemangku kepentingan terhadap Perencanaan
SDM Pendidik dan Kependidikan dan
pemenuhannya,

13. Pengawasan Mampu  mengevaluasi | 4.1 Mampu melakukan evaluasi terdadap teknis
Penyelenggaraan dan menyusun /metode/sistem cara kerja menemu  kenali
Pendidikan perangkat nonna standar kelebihan dan kekurangan melakukan

prosedur pengawasan pengembangan atau  perbaikan  cara  kerja

penyelenggaraan pengawasan penyelenggaraan Pendidikan;

pendidikan 4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara
kerja yang dijadikan norma standar, prosedur,
instrumen pelaksanaan pengawasan
penyelenggaraan Pendidikan;

4.3 Mampu meyakinkan clan memperoleh dukungan
dari  stakeholder  pelaksanaan pengawasan
penyelenggaraan  pendidikan dan memberikan
bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau
stakeholder terkait Pendidikan.

14. Pengelolaan Marnpu  mengevaluasi | 4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap pembinaan
kesenian dan dan menyusun kesenian dan pengelolaan cagar budaya, menemu
pengelolaan perangkat norma standar kenali kelebihan clan kekurangan, melakukan
cagar budaya prosedur instrum en pengembangan atau  perbaikan pembinaan

pembinaan kesenian clan kesenian dan pengelolaan cagar budaya yang

pengelolaan cagar lebih efektif/efisien ;

budaya 4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis clan
cara kerja pelaksanaan pembinaan kesenian dan
pengelolaan cagar budaya;

43 Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan

dari stakeholder pelaksanaan pembinaan kesenian
dan pengelolaan cagar budaya dan memberikan

bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau
stakeholder  terkait pembinaan kesenian  clan
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pengelolaan cagar budaya

15. Advokasi 4 Mampu 4.1 Mengevaluasi strategi advokasi yang ada saat ini,
Kebijakan mengembangkan menganalisis kekuatan dan kekurangan berbagai
Otonomi Daerah strategi advokasi metode yang dijalankan  dengan kelompok

kebijakan otonomi sasaran yang berbeda;
daerah yang tepat | 42 Mengembangkan norma standar, prosedur,
sesuai kondisi. kriteria, pedoman, dan / atau petunjuk  teknis
strategi advokasi kebijakan otonomi
daerah
4.10 Meningkatkan kapasitas pemangku
kepentingan

untuk mengembangkan  strategi advokasi yang
dapat dijalankan oleh mereka sendiri dalam
menerapkan kebijakan otonomi daerah.

III. PERSYARATAN JABATAN

Jenis Jabatan Uraian | Tingkat Pentinznva terhadan Jabatan
] Mutlak Pentina Perlu
A. Pendidikan I. Jenjang Sarjana / Diploma IV
- Bidang Ilmu Pendidikan/ Ilmu Kesenian/ Ilmu Kebudayaan/ Manajemen Pendidikan
[lmu
B. Pelatihan 4. Manajerial Pelatihan
Kepemimpimpinan
Pratama
5. Teknis Diklat Pendidikan
dan Kebudayaan
6. Fungsional

C. Pengalaman Kerja

I. Memiliki
pengalaman jabatan
dalam bidang
pendidikan/
kebudayaan secara
kumulatif  paling
kurang 5 (lima)

thun
2. Sedang atau
pemah menduduki
jabatan

administrator  atau
jabatan  fungsional
jenjang ahli madya
paling  singkat 2
(dua) tahun:

D. Pangkat

Pembina (IV/a)

. E. Indikator Kinerja Jabatan

1. Kualitas hasil penyusunan kebijakan kebudayaan

2. Pengelolaan Kebudayaan dan Pembinaan Kesenian Dan Pengelolaan
Cagar Budaya

3. Peningkatan kualitas Pendidik, Sarana dan Prasarana untuk

4. Pendidikan dan Kebudayaan Persentase Peningkatan Keluarga sadar
pendidikan clan sadar budaya
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P. KEP ALA DINAS KESEHA TAN

Nama Jabatan

Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintahan
Kode Jabatan

Dinas Kesehatan
Jabatan Pimpinan Tinggi
Kesehatan

JABATAN PIMPINAN TINGGI

I. IKHTJSAR JABATAN

Melaksanakan

sebagian
mengkoordinasikan,

tugas

membina, mengarahkan,

Bupati/Walikota

dibidang
menyelenggarakan,

kesehatan dengan  cara
mengevaluasi dan melaporkan

merencanakan,
kegiatan

kesehatan masyarakat, penanggulangan penyakit, pelayanan kesehatan dan sumber daya kesehatan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan
secara efisien dan efektif sesuai dengan perencanaan ..

yang berlaku agar tugas pokok clan fungsi dinas kesehatan agar dapat terlaksana

II. STANDAR KOMPETENSI
KOMPETENSI LEVEL DESKRIPSI INDIKOR KOMPETENSI
A. MANAJERIAL
1. Integritas 4 Mampu menciptakan 4.1. Menciptakan situasi kerja yang mendorong
situasi kerja yang seluruh pemangku kepentingan mematuhi nilai,
mendorong  kepatuhan norma, clan etika organisasi dalam segala situasi
pada nilai, norma, clan clan kondist;
etika organisasi 4.2. Mendukung dan menerapkan prinsip moral dan
standar etika yang tinggi, serta Dberani
menanggung konsekuensinya

43.Berani melakukan koreksi atau mengambil
tindakan atas penyimpangan kode etik/nilai-
nilai yang dilakukan oleh orang lain, pada
tataran  lingkup  kerja  setingkat  instansi
meskipun ada resiko.

2. Kerjasama 4 Membangun komitmen 4.1. Membangun sinergi antar unit kerja di lingkup
tim, sinergi instansi yang dipimpin;

4.2, Memfasilitasi  kepentingan yang berbeda dari
unit kerja lain sehingga tercipta sinergi dalam
rangka pencapaian target kerja organisasi;

4.3. Mengembangkan sistem yang menghargai kerja
sama antar unit, memberikan dukungan [/
semangat untuk memastikan tercapainya sinergi
dalam ranzka pencapaian target keria oraanisasi.

3. Komunikasi 4 Mampu mengemukakan 4.1 Mengintegrasikan infonnasi - informasi
pemikiran multidimensi penting basil diskusi dengan pihak lain untuk
secara lisan dan tertulis mendapatkan pemahaman yang sama; Berbagi
untuk mendorong infonnasi dengan pemangku kepentingan untuk
kesepakatan dengan tujuan meningkatkan kinerja secara
tujuan meningkatkan keseluruhan;
kinerja secara 4.2 Menuangkan pemikiran [/ konsep yang multi
keseluruhan dimensi dalam bentuk tulisan formal,;

4.3  Menyampaikan infonnasi secara p ersuasif
mendorong pemangku kepentingan  sepakat
langkah-langkah bersama dengan tujuan mening
kinerja secara keseluruhan.

4. Orientasi pada 4 Mendorong  unit kerja |a. Mendorong unit kerja di tingkat instansi untuk

hasil mencapm target yang mencapm kinerja yang melebihi target yang

ditetapkan atau melebihi
hasil kerja sebelwnnya

ditetapkan;

Memantau dan mengevaluasi hasil kerja unitnya
agar selaras dengan sasaran strategi instansi
Mendorong pemanfatan sumber daya bersama
antar unit kerja dsalam rangkka meningkatkan
efektivitas dan efisiensi pencapaian target \

\
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Mampu memonitor, | 4.1 Memahami dan memberi perhatian kepada isu-
5. Pelayanan Publik 4 .mengevaiuasi, isu jangka panjang, kesempatan atau kekuatan
memperhitungkan dan politik yang mempengaruhi organisasi dalam
mengantisipasi ~ dampak hubungannya dengan dunia luar,
dari isu - isu jangka emmperhitungkan  dan mengantisipasi dampak
panjang, kesempatan, terhadap pelaksanaan  tugas-tugas pelayanan
atau kekuatan  politik public secara  objektif, transparan, dan
dalam  hal pelayanan professional dalam lingkup organisasi;
kebutuhan pemangku | 4.2 Menjaga agar kebijakan pelayanan publik yan
kepentingan yang diselenggarakan  oleh mstansinya telah selara
transparan, objektif, dan dengan standar pelayanan yang objektif, netra
profesional tidak memihak, tidak diskriminatif, serta tida
terpengaruh kepentingan pribadi/

4.3 Menerapkan strategijangka panjang yang berfokt
pada pemenuhan kebutuhan pemangk
kepentingan dalam menyusun kebijakan denga
mengikuti standar objektif, netral, tidak memihal
tidak diskriminatif, transparan, tidak terpengaru
kepentingan pribadi/kelompok.

6. Pengembangan 4 Menyusun program 4.1 Menyusun program pengembangan jangka
diri dan orang pengembangan panjang bersama - sama dengan bawahan,
lain jangka panjang termasuk didalamnya penetapan tujuan,
dalam rangka bimbigan, penugasan dan pengalaman lainnya, |
mendorong  manajemen serta mengalokasikan waktu untuk mengikuti
pembelajaran pelathan /| pendidikan /| pengembangan
kompetensi dan karir;

4.2 Melaksanakan manajemen  pembelajaran
termasuk evaluasi dan umpan balik pada tataran
organisasi;

43  Mengembangkan orang-orang disekitarannya
secara konsisten, melakukan kederisasi untuk
posisi-posisi di unit kerianya.

7. Mengelola 4 Memimpin perubahan 4.1 Mengarabkan unit kerja untuk lebih siap dalam
perubahan pada unit kerja menghadapi  perubahan termasuk memitigasi
risiko yang mungkin terjadi;

42 Memastikan perubahan sud.ah diterapkan secara
aktif di lingkungan unit kerjanya secara berkala

4.3 Memimpin dan memastikan penerapan program-
program perubahan selaras antar unit kerja.

8. Pengambilan 4 Menyelesaikan masalah | 4.1 Menyusun dan [ atau memutuskan konsep
Keputusan yang mengandung risiko penyelesaian masalah yang rnelibatkan
tinggi, mengantisipasi beberapa/seluruh  fungsi dalam organisasi;
dampak keputusan, | 4.2 Menghasilkan solusi dari berbagai masalah yang
membuat tindakan kompleks, terkait dengan bidang kerjanya yang
pengamanan; mitigasi berdampak pada pihak lain;
risiko 4.3 Membuat keputusan dan mengantisipasi dampak
keputusannya serta  menyiapkan tindakan
penangannya (mitigasi resiko)
B. SOS[O KULTURAL
9. Perekat Bangsa 4 Mendayagunakan 4.1 Menginisiasi dan merepresentasikan
perbedaan secara pemerintahan di  lingkungan kerja dan
konstruktif dan kreatif masyarakat untuk senantiasa menjaga persatuan
untuk meningkatkan dan kesatuan dalam keberagaman dan menerima
efektifitas Organisasi segala bentuk perbedaan dalam kehidupan
bennasyarakat;

4.2 Mampu mendayagunakan  perbedaan latar
belakang, agamalkepercayaan., suku, jender,
sosial, ekonomi, preferensi  politik untuk
mencapai kelancaran pencapaian tujuan
orgamsasi

__________________ T, 4.3 Mampu membuat program yang
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latar
jender,

mengakomodasi perbedaan
agama/kepercayaan, suku,
ekonomi, preferensi politik

belakang
sosial

C. Teknis

: 10.Advokasi Mampu 4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis /
\ Kebijakan Bidang mengembangkan metode | sistem cara kerja menemukan
Kesehatan strategi penyusunan kelebihan clan kekurangan dalam melakukan
kebijakan bidang pengembangan  atau perbaikan  pengelolaan

kesehatan  yang  tepat sarana dan prasarana yang lebih efektiflefisien;

sesuai kondisi 4.2 Mengembangkan  norma standar, prosedur,

kriteria, pedoman, dan/atau petunjuk teknis

strategi bidang kesehatan;

4.3 Meningkatkan kapasitas pemangku kepentingan
untuk mengembangkan  strategi yang dapat
dijalankan oleh  mercka sendiri dalam
meneraokan kebiiakan kesehatan

11. Pengelolaan Mampu mengevaluasi 41 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis /
Saranadan dan menyusun metode/ sistem cara kerja menemukan kelebihan
Prasarana Bidang perangkat standar dan kekurangan dalam melakukan
Kesehatan prosedur Sarana dan pengembangan  atau perbaikan  pengelolaan

prasarana pelayanan sarana dan prasarana yang lebih efektif/efisien;

keschatan serta 4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis,
mengkoordinasikan cara kerja yang dijadikan norma standar,
penyelenggaraan prosedur, instrumen dalam standar pengelolaan

pelayanan keschatan
yang komprehensif

43

sarana dan prasarana kesehatan;

Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan
dari stakeholder pada pengelolaan sarana dan
prasaran kesehatan dan memberikan bimbingan
dan fasilitasi kepada instansi setiap unit lainnya
atau stakeholder terkait pengelolaan
prasarana kesehatan.

sarana dan

12.

Analisis kelayakan
Izin Pendirian RS
dan Fasilitas
Kesehatan

Mampu mengevaluasi
dan menyusun
perangkat norma standar
prosedur kelayakan
rumah sakit dan fasilitas

kesehatan

4.1

4.2

43

Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis /.
metode/sistem cara kerja menemukan kelebihan
dan kekurangan dalam melakukan
atau perbaikan cara kerja Studi
Kelayakan Pelatihan dan produktivitas Tenaga
Kerja yang lebih efektiflefisien;

Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis,

cara kerja yang dijadikan norma standar,
prosedur, instrumen prosedur kelayakan rumah
sakit dan fasilitas kesehatan;
Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan
dari stakeholder terkait prosedur kelayakan
nunah sakit dan fasilitas kesehatan dan
memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada
instansi setiap unit lainnya atau stakehoider
terkait kelayakan sakit dan fasilitas
kesehatan.

pengembangan

rumah

13.

Analisis kelayakan
Izin Farmasi Alat
Kesehatan dan
makan Minum

Mampu mengevaluasi dan
menyusun perangkat
norma standar prosedur
instrument

4.1

4.2

43

Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis /
metode [/ sistem cara kerja menemukan
kelebihan dan kekurangan dalam melakukan
pengembangan  atau perbaikan cara kerja
Kelayakan Izin Farmasi, Alat Kesehatan dan
Makanan Minuman yang lebih efektif/efisien:
Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis,
cara kerja yang dijadikan nonna standar,
prosedur, instrument Kelayakan Izin Farmasi,
Alat Kesehatan dan Makanan Minuman;

Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan
dari stakeholder, pelaksanaan pengembangan e-
goverment, serta memberikan bimbingan dan
fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder'
terkait kelayakan Izin Fannasi, Alat Kesehatan
dan Makanan Minuman ..
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14. Perencanaan 4 Mampu mengevaluasi | 41  Mampu melakukan Evaluasi kebutuhan SOM
SDM Tenaga ketersediaan SDM tenaga kesehatan clan ketersediaan SDM tenaga
Kesehatan tenaga  kesehatan  clan kesehatan  yang ada dengan pertumbuhan

menyusun  perencanaan penduduk dan sebarannya
kebutuhan SDM tenaga | 4.2 Mampu menyusun perencanaan kebutuhan SDM
kesehatan tenaga kesehatan dan ketersediaan SDM tenaga

kesehatan saatini danyang akan datang;

43 Mampu meyakinkan clan memperoleh dukungan
dari stakeholder terkait dengan perencanaan
SDM tenaga kesebatan dan memberikan
bimbingan dan fasilitasi kepada stakeholder
terkait lainnva,

15. Advokasi 4 Mampu 41 Mengevaluasi strategi advokasi yang ada saat
Kebijakan mengembangkan uu, menganalisis kekuatan dan kekurangan
Otonomi Daerah strategi advokasi berbagai metode yang dijalankan  dengan

kebijakan otonomi kelompok sasaran yang berbeda;
daerah yang tepat | 4.2 Mengembangkan norma standar, prosedur,
sesuai kondisi. kriteria, pedornan, dan /atau petunjuk
teknis strategi advokasi kebijakan otonomi
daerah
4.11 Meningkatkan kapasitas pemangku
kepentingan

untuk mengembangkan strategi advokasi yang
dapat d.ijjalankan oleh mereka sendiri dalam
menerapkan kebijakan otonomi daerah.

111. PERSYARATAN JABATAN

Jenis Jabatan Uraian Tinekat Pentinznva terhadan Jabatan |
Mutlak Penting | Perlu
A. Pendidikan l.Jenjang Sarjana / Diploma IV
2. Bidang llmu Kesehatan/ Kedokteran/ Keperawatan/ Farmasi/ Kesehatan
[Imu Masyarakat / Ilmu Gizi dan Kesehatan/ Manajemen Rumah Sakit
B. Pelatihan . Manajerial Pelatihan
Kepemimpimpinan
Pratama
2. Teknis Diktat Kesehatan
3.Fungsional

C. Pengalaman Kerja . Memiliki
pengalaman jabatan
dalam bidang

kesehatan secara
kumulatif paling
kurang 5 (lima)

thun

1A Sedang atau
pemah menduduki
jabatan

administrator ~ atau
jabatan  fungsional
jenjang ahli madya
paling  singkat 2
(dua) tahun:

D. Pangkat Pembina (IV/a)
E. Ind.ikator Kinerja Jabatan 1. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat (meningkatnya usia harapan
hidup/menurunnya angka kematian bayi); l
2.  Ketersediaanjumlah  dan kualitas SOM tenaga kesehatan; AN

3. Ketersediaan sarana pelayanan kesehatan.
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Q. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PEN AT AAN RUANG

Nama Jabatan Dinas Pekerjaan Umum clan Penataan Ruang
Kelompok Jabatan Jabatan Pimpinan Tinggi
Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum clan Penataan Ruang

Kode Jabatan

JABATAN PIMPINAN TINGGI

l. IKHTISARJABATAN

Melaksanakan sebagian tugas Bupati/Walikota di bidang Pekerjaan Umum clan Penataan Ruang dengan
merumuskan  kebijakan dalam penyusunan program, pelaksanaan pembangunan, pelaksanaan rehabilitasi dan
pemeliharaan, pembinaan, pembimbingan dan pengendalian, terhadap penyelenggaraan infrastruktur jalan,
jembatan, bangunan pelengkap jalan dan pengembangan sumber daya air berupa jaringa irigasi dan bangunan
pelengkap lainnya serta melakukan pendataan, pengendalian dan pengawasan dan rekomendasi terhadap
pemanfaatan aset infrastruktur kebinarnargaan dan sumberdaya air atau diluar fungsinya dan tugas lain yang
diberikan Bupati/W alikota.

IIL. STANDAR KOMPETENSI

KOMPETENSI LEVEL DES KRIPS 1 INDIKOR KOMPETENSI
A. MANAJERIAL
1. Integritas 4 Mampu menciptakan 4.1. Menciptakan situasi kerja yang mendorong
situasi kerja yang seluruh pemangku kepentingan mematuhi nilai,
mendorong kepatuhan nonna, dan etik:a organisasi daJam segala situasi
pada nilai, norma, dan dan kondisi;
etika organisasi 4.2. Mendukung dan menerapkan prinsip moral dan

standar etika yang tinggi, serta berani
menanggung konsekuensinya

43.Berani melakukan koreksi atau mengambil
tindakan atas penyimpangan kode etik/nilai-
nilai yang dilak.ukan oleh orang lain, pada
tataran  lingkup  kerja  setingkat  instansi
rneskipun ada resiko.

2. Kerjasama 4 Membangun kornitmen 4.1. Membangun sinergi antar unit kerja di lingkup

tim, sinergi instansi yang dipimpin;

4.2. Memfasilitasi kepentingan yang berbeda dari
unit kerja lain sehingga tercipta sinergi dalam
rangka pencapaian target kerja organisasi;

4.3. Mengembangkan sistem yang menghargai kerja
sama antar unit. memberikan  dukungan [/
semangat untuk memastikan tercapainya sinergi
dalatnranzka pencapaian target keria organisasi,

3. Komunikasi 4 Mampu mengemukakan 4.1 Mengintegrasikan informasi -informasi penting
pemikiran multidimensi basil  diskusi dengan  pihak lain  untuk
secara lisan dan tertulis mendapatkan pemahaman yang sama; Berbagi
untuk mendorong informasi dengan pemangku kepentingan untuk
kesepakatan dengan tujuan meningkatkan kinerja secara
tujuan meningkatkan keseluruhan;
kinerja secara 4.2 Menuangkan pemikiran [/ konsep yang multi
keseluruhan dimensi dalam bentuk tulisan formal;

4.3 Menyampaikan informasi secara persuasif
untuk mendorong pemangku kepentingan sepaka
langkah - langkah bersama dengan tujuan
meningkatkan kinerja secara keseluruhan.

4. Orientasi pada 4 Mendorong  unit kerja | a. Mendorong unit kerja di tingkat instansi untuk

basil mencapai  target yang mencapai  kinerja yang melebihi target yang
ditetapkan atau melebihi d.itetapkan;

hasil kerja sebelumnya b. Memantau dan mengevaluasi basil kerja unitnya

agar selaras dengan sasaran strategi instansi

c. Mendorong pemanfatan sumber daya bersama
antar unit kerja dsalam rangkka meningkatkan
efelctivitas dan efisiensi pencapaian target \.. |

\
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Mampu memonitor, [4.1 Memahami dan memberi perhatian kepada isu-

5. Pelayanan 4 mengevaluasi, 1su. J.angka panjang, kesemPatan ate.lu llcekuatan
Publik memperhitungkan dan politik yang mempengaruhi organisasi dalam
mengantisipasi ~ dampak hubungannya dengan dunia luar,

dari isu - isu jaagka emmperhitungkan dan mengantisipasi dampak

panjang, kesempatan, terhadap pelaksanaan tugas-tugas pelayanan

atau kekuatan  politik public secara  objektif, transparan,  dan

dalam  hal pelayanan professional dalam lingkup organisasi;

kebutuhan pemangku 4.2 Menjaga agar kebijakan pelayanan publik yan

kepentingan yang diselenggarakan  oleh instansinya telah selara

transparan, objektif, dan dengan standar pelayanan yang objektif netra
profesional tidak memihak, tidak diskriminatif, serta tida

terpengaruh kepentingan pribadi/

4.3 Menerapkan strategi jangka panjang yang berfoku
pada pemenuhan kebutuhan pemangk
kepentingan dalam rnenyusun kebijakan denga
mengikuti standar objektif, netral, tidak memihal
tidak diskriminatif, transparan, tidak terpengaru
kepentingan pribadi/kelompok.

6. Pengembangan 4 Menyusun program 4.1 Menyusun program pengernbangan jangka
diri dan orang pengembangan panjang bersama - sama dengan bawahan,
lain jangka panjang termasuk didalamnya penetapan tujuan,
dalam rangka bimbigan, penugasan dan pengalaman lainnya,
mendorong manajemen serta mengalokasikan  waktu untuk mengikuti
pembelajaran pelatihan | pendidikan | pengembangan
kompetensi dan karir;

4.2 Melaksanakan manajemen pembelajaran
termasuk evaluasi dan wnpan balik pada tataran
organisasi;

43  Mengembangkan orang-orang disekitarannya
secara konsisten, rnelakukan kederisasi untuk |
nosisi - posisi di unit kerianva.

7. Mengelola 4 Memimpin perubahan 4.1 Mengarahkan unit kerja untuk lebih siap dalam
perubahan pada unit kerja menghadapi  perubahan termasuk memitigasi
risiko yang mungkin terjadi;

4.2 Memastikan perubahan sudah diterapkan secara
aktif di lingkungan unit kerjanya secara berkala

4.3 Memimpin dan rnemastikan penerapan program -
- program perubahan selaras antar unit kerja.

8. Pengambilan 4 Menyelesaikan  masalah [ 4.1 ~ Menyusun  dan/atau  memutuskan  konsep
Keputusan yang mengandung risiko penyelesaian masalah yang melibatkan
tinggi, mengantisipasi beberapa/seluruh  fungsi dalam organisasi;
dampak keputusan, | 4.2 Menghasilkan solusi dariberbagai masalah yang
membuat tindakan kompleks, terkait dengan bidang kerjanya yang
pengamanan; mitigasi berdampak pada pihak lain;
risiko 43 Membuat keputusan clan mengantisipasi dampak
keputusannya serta  rnenyiapkan  tindakan
penangannya (mitigasi resiko)
B. SOSIO KULTURAL
9. Perekat Bangsa 4 Mendayagunakan 4.1  Menginisiasi dan merepresentasikan
perbedaan secara pemerintahan di lingkungan kerja dan
konstruktif dan Kkreatif masyarakat untuk: senantiasa menjaga persatuan
untuk meningkatkan dan kesatuan dalam keberagaman dan menerima
efektifit.as Organisasi segala bentuk perbedaan dalam kehidupan
bermasyarakat;

4.2 Mampu mendayagunakan perbedaan  latar
belakang, agama/kepercayaan, suku, jender,
sosial, ekonomi, preferensi  politik  untuk
mencapai kelancaran pencapaian tujuan
organisasi

4.3  Mampu membuat program yang
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mengakomodasi perbedaan latar belakang
agama/kepercayaan, suku, jender, sosial
ekonomi, preferensi politik

C. Teknis

10. Advokasi Mampu 4.1 Mengevaluasi strategi advokasi yang ada saat

Kebijakan mengembangkan ini, menganalisis kekuatan dan kekurangan

Pembangunan strategi advokasi berbagai metode yang dijalankan dengan

Bidang kebijakan kelompok sasaran yang berbeda,;

Infrastruktur pembangunan 42 Mengembangkan norma stander, prosedur,
infrastruktur yang kriteria, pedornan, dan/atau petunjuk teknis
tepat sesuai kondisi. strategi advokasi kebijakan pembangunan

infrastruktur;

4.3 Meningkatkan kapasitas pemangku kepentingan
untuk mengembangkan strategi advokasi yang
dapat dijalankan oleh mereka sendiri dalam
menerapkan kebijakan pembangunan
infrastruktur.

11. Teknik Mampu 4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis
Perencanaan dan mengevaluasi clan /metode/sistem perencanaan dan pengendalian
Pengendalian menyusun tata ruang, renemu kenali kelebihan dan
TataRuang perangkat nonna kekurangan, melakukan pengembangan atau

standar prosedur perbaikan teknik pe.rencanaandan pengendalian
instrumen tata ruang yang lebih efektif/efisien;; ,

perencanaan clan
pengendalian tata
ruang

42

43

Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis,

cara kerja yang dijadikan norma standar,
prosedur, instrumen  perencanaan  dan
pengendalian tata ruang;
Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan
dari stakeholder terhadap sistemperencanaan
dan pengendalian tata ruang serta memberikan
imbingan clan fasilitasi kepada instansi lain atau
stakeholder terkait perencanaan dan
pengendalian tata ruang.,

12. Rancang bangun
Infrastruktur
Sumber Daya Air
clan Salman
Drainase

Mampu
mengevaluasi
ketersediaan
infrastruktur Sumber
Daya Air dan saluran
Drainase dan
menyusun rancang
bangun konstruksi
Sumber Daya Air clan
Salman Drainase

4]

Mampu melakukan evalnasi  ketersediaan
infrastruktur  (bendungan, = embung, saluran
primer dan tersier irigasi) sertarnenemu kenali
kelebihan dan  kekurangan ketersediaan |
infrastruktur Sumber Daya Air dan Saluran
Drainase;

4.2 Mampu menyusun rancang bangun infrastruktur

43

(bendungan, embung, saluran primer dan tersier
irigasi) clan Saluran.Drainase

Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan
dari pemangku kepentingan terhadap
Perencanaan SDM Pendidik dan Kependidikan
dan pemenuhannya.

13. Rancang bangun
Infrastuktur Jalan
Jembatan dan
Bangunan
Pelengkap

Mampu
mengevaluasi
ketersediaan
Infrastruktur Jalan,
Jembatan, dan
Bangunan Pelengkap
dan menyusun
rancang bangun
Infrastruktur /alan,
Jembatan, dan

4.1

42

43

Mampu melakukan evaluasi ketersediaan
infrastruktur Jalan, Jembatan, clan Bangunan
Peleogkap serta menemu kenali kelebihan dan
kekurangan ketersediaan infrastruktur Jalan, |
Jembatan, clan Bangunan Pelengkap;

Mampu menyusun rancang bangun Infrastruktur
Jalan, Jembatan, dan Bangunan Pelengkap;
Mampu meyakinkan dan memperoleb dukungan
dari stakeholder terhadap rencana

pembangunan Infrastruktur Jalan, Jembatan, dan

Bangunan Pelengkap Bangunan Pelengkap ..

14. Analisis Kelayakan Mampu  rnengevaluasi| 41 Mampu mengevaluasi pelaksanaan analisis
ljin Usaha pelaksanaan analisis penzman usaha pembangunan infrastruktur
Pembangunan kelayakan izin usaha serta menemu kenali kelebihan dan kelemahan,
Infrastruktur pembangunan analisis kelayakan pemberian ijin usaha

infrastruktur oembanaunan infrastruktur;
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4.2 dan
dalam

usaha

metode,
SOM

1111

Mampu  menyusun  teknik,
mengembangkan kapasitas
menganalisis kelayakan
pembangunan infrastruktur;
Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan
dari stakeholder terkait pengembangan teknik,
metode, dan kapasitas SOM analisis pemberian
ijin usaha oembanzunan _infrastruktur

43

15. Advokasi 4
Kebijakan
Otonomi Daerah

Mampu
mengembangkan
strategi
kebijakan
daerah
sesuai kondisi.

advokasi
otonomi

yang tepat

4.1 Mengevaluasi strategi advokasi yang ada saat
iru, menganalisis kekuatan dan kekurangan |
berbagai metode yang dijalankan  dengan
kelompok sasaran yang berbeda;
Mengembangkan norma standar, prosedur,
kriteria, pedoman, dan /atau petunjuk

teknis strategi advokasi kebijakan otonomi

42

daerah

412 Meningkatkan
kepentingan
untuk mengembangkan strategi advokasi yang
dapat dijalankan oleh mereka sendiri dalam
menerapkan kebijakan otonomi daerah.

kapasitas pemangku

Il PERSYARATAN JABATAN

Jenis Jabatan

Uraian

Tinzkat Pentinsnva terhadap Jabatan

Mutlak Penting | Perlu

A. Pendidikan l. Jenjang

Sarjana / Diploma IV

2. Bidang
[lmu

Teknik Sipil/Teknik Industri/Arsitektur /Teknik Pengairan

B Pelatihan 1. Manajerial

Pelatihan
Kepemimpimpinan
Pratama

2. Teknis

Diklat Manajemen
Konstruksi dan
Penataan Ruang

3. Fungsional

C. Pengalaman Kerja

1. Memiliki
pengalaman jabatan
dalam bidang Bina

Marga dan Cipta
Karya secara
kumulatif  paling
kurang 5 (lima)
tahun;

2. Sedang atau

Sedang atau pemah
menduduki jabatan
administrator  atau
jabatan  fungsional
jenjang ahli madya
paling singkat 2
(dua) tahun:

D. Pangkat

Pembina (IV/a)

E. Indikator Kinerja Jabatan

|. Kualitas konstruksi jalan, jembatan, saluran irigasi, drainase, dan

penataan ruang

\

\
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R. KEPALA DINAS KET AHANAN PANGAN

Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintahan:

Jabatan Pimpinan Tinggi

Kode Jabatan

Kepala Dinas Ketahanan Pangan

Pertanian dan Ketahanan Pangan

JABAT AN PIMPINAN

TINGGI

IKHTISAR JABA TAN

Melaksanakan
mengkoordinasikan, melaksanakan, dan mengendalikan tugas di bidang ketahanan pangan agar tercapai

sebagian tugas Gubemur di bidang ketahanan

sesuai dengan visi clan misi Pemerintab Daerah.

pangan dengan cara merencanakan,

1L STANDAR KOMPETENSI
KOMPETENSI LEVEL DESKRIPSI INDIKOR KOMPETENSI
A MANAJERIAL

I. Integritas 4 Marnpu menciptakan | 4.1.Menciptakan  situasi kerja yang mendorong
situasi  kerja  yang seluruh  pemangku  kepentingan  mematuhi
mendorong nilai, norma, dan etika organisasi dalam segala
kepatuhan pada situasi dan kondisi;
nilai, nonna, dan |4.2. Mendukung dan menerapkan prinsip moral dan
etika organisasi standar etika yang tinggi, serta berani

menanggung konsekuensinya

43Berani melakukan koreksi atau mengambil
tindakan atas penyimpangan kode etik/nilai-
nilai yang dilakukan oleh orang lain, pada
tataran  lingkup  kerja  setingkat instansi
meskipun ada resiko.

2. Kerjasama 4 Membangun 4.1. Membangun sinergi antar unit kerja
komitmen tim, dilingkup instansi yang dipimpin,
sinergi 4.2. Mernfasilitasi kepentinganyang

berbeda dari unit kerja lain sehingga tercipta
sinergi dalam rangka pencapaian target kerja
organisasi;

4.3. Mengembangkan sistem yang menghargai kerja
sama antar unit, memberikan dukungan /
semangat  untuk  mernastikan  tercapainya
sinergi dalam rangka pencapaian target kerja
organisasi.

3. Komunikasi 4 Mampu 4.1 Mengintegrasikan informasi  -informasi
mengemukakan penting hasil diskusi dengan pihak lain untuk
pemikiran mendapatkan pemahaman yang sarna; Berbagi
multidimensi  secara informasi ~ dengan  pemangku  kepentingan
lisan dan tertulis untuk tujuan meningkatkan  kinerja secara
untuk mendorong keseluruhan;
kesepakatan dengan (42 Menuangkan  pemikiran / konsep yang
tujuan meningkatkan multidimensi dalarn bentuk tulisan formal;
kinerja secara 43 Menyampaikan  informasi secara persuasif
keseluruhan untuk mendorong pemangku kepentingan

sepakat pada langkah-langkah  bersama
dengan tujuan meningkatkan kinerja secara
keseluruhan.

4. Orientasi pada 4 Mendorong unit [4.1  Mendorong  unit kerja di tingkat instansi
hasil kerja mencapai untuk rnencapai kinerja yang melebihi target
target yang yang ditetapkan;
ditetapkan atau [ 4.2 Memantau dan mengevaluasi  basil kerja
melebihi  basil kerja unitnya agar selaras dengan sasaran strategi

sebelurnnya instansi

4.3 Mendorong pemanfatan sumber daya bersama
antar unit kerja dsalam rangkka meningkatkan
efelctivitas dan efisiensi pencapaian target — \

\



- 75 -

Mampu memonitor, | 4.1 Memahami dan memberi perhatian kepada isu-

5. Pelayanan 4 mengevaluasi, isu jangka panjang, kesempatan atau kekuatan
Publik memperhitungkan politik yang mempengaruhi organisasi dalam

dan mengantisipasi hubungannya dengan dunia luar,
dampak dari isu - isu emmperhitungkan dan mengantisipasi dampak
Jangka panJang, terhadap pelaksanaan tugas-tugas pelayanan
kesempatan, atau public  secara  objektif, transparan, dan
kekuatan politik professional dalam lingkup organisasi;

dalam hal pelayanan | 42 Menjaga agar kebijakan pelayanan publik

kebutuhan yang diselenggarakan oleh instansinya telah

pernangku selaras dengan standar pelayanan yang

kepentingan yang objektif, netral, tidak ~memihak, tidak

transparan,  objektif, diskriminatif, serta  tidak  terpengaruh

dan profesional kepentingan pribadi/

4.3. Menerapkan strategi jangka panjang yang
berfokus pada  pemenuhan kebutuhan
pemangku kepentingan dalam menyusun
kebijakan dengan mengikuti standar objektif,
netral, tidak memihak, tidak diskriminatif,
transparan, tidak terpengaruh  kepentingan
pribadi/kelompok.

6. Pengembangan 4 Menyusun  program 4.1.Menyusun  program pengembangan  jangka
diri dan orang pengembangan panjang bersama - sama dengan bawahan,
lain Jangka panjang termasuk  didalamnya  penetapan  tujuan,

dalam rangka bimbigan, penugasan dan pengalaman lainnya,
mendorong serta mengalokasikan waktu untuk mengikuti
manajemen pelatihan J pendidikan J pengembangan
pembelajaran kompetensi dan karir;

4.2. Melaksanakan manajemen pembelajaran
termasuk evaluasi dan umpan balik pada
tataran organisasi;

4.3 Mengembangkan orang-orang disekitarannya
secara konsisten, melakukan kederisasi untuk
posisi-posisi di unit kerjanya.

7. Mengelola 4 Memimpin 4.1. Mengarahkan unit kerja untuk lebih siap dalam
perubahan perubahan pada unit menghadapi perubahan termasuk memitigasi

kerja risiko yang mungkin terj adi;

4.2. Memastikan perubahan sud.ah diterapkan secara
aktif di lingkungan unit kerjanya secara
berkala

4.3, Memimpin dan memastikan penerapan
program-program perubahan selaras antar unit
kerja.

8. Pengambilan 4 Menyelesaikan 4.1.Menyusun dan/atau  memutuskan  konsep “
Keputusan masalah yang penyelesaian masalah  yang  melibatkan '

mengandung  risiko
tinggi,
mengantisipasi
dampak  keputusan,
membuat  tindakan
pengamanan;
mitigasi risiko

beberapa/seluruh  fungsi dalam organisasi;

4.2. Menghasilkan solusi dari berbagai masalah -
yang kompleks, terkait dengan bidang
kerjanya yang berdampak pad.apihak lain;

4.3.Membuat keputusan dan mengantisipasi
dampak keputusannya serta menyiapkan
tindakan penangannya (mitigasi resiko)

B. SOSIOKULTURAL

9. Perekat Bangsa

4

Mendayagunakan

perbedaan secara
konstruktif dan
kreatif untuk

4.1.Menginisiasi dan merepresentasikan,'
pemerintahan di lingkungan kerja dan
masyarakat untuk  senantiasa rmenjaga

persatuan dan kesatuan dalam keberagaman
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meningkatkan dan menerima segala bentuk perbedaan dalam
efektifitas kehidupan bermasyarakat;
Organisasi 4.2. Mampu mendayagunakan perbedaan latar

belakang, agama/k.epercayaan, suk:u, jender,
sosial, ekonomi, preferensi politik untuk |
mencapal  kelancaran  pencapman  tujuan -

orgarusasi
4.3 Mampu membuat program yang
mengakomodasi ~ perbedaan  Jatar belakang
agama/kepercayaan, suku, jender, sosial

ekonomi, preferensi politik

C. Teknis

10. Advokasi 4 Mampu 4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknik/
kebijakan bidang mengembangkan metode/sistem cara  kerja, mengetahui
Ketahanan strategi advokasi kelebihan dan kekurangan, serta melakukan
Pangan kebijakan bidang pengembangan atau perbaikan

Ketahanan Pangan teknik/metode/sistem  cara kerja penyusunan

kebijakan Ketahanan Pangan yang lebih
efektif dan efisien;

4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk: teknis,
cara kerja yang dijadikan nonna, standar,
prosedur, kriteria pelaksanaan penyusunan
kebijakan Ketahanan Pangan;

4.3 Mampu meyakinkan dan memperoleh

dukungan dari stakeholder terhadap
pelaksanaan penyusunan kebijakan Ketahanan
Pangan.

11. Perencanaan 4 Mampu 4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis J
Penyediaan mengevaluasi metode /sistem cara kerja menemu kenali
Infrastruktur pelaksanaan kelebihan dan kekurangan melakukan
Kemandirian Perencanaan pengembangan atau perbaikan cara kerja
Pangan Penyediaan Perencanaan Penyediaan Infrastruktur

Infrastruktur Kemandirian Pangan efektif/efisien;

Kemandirian Pangan | 4.2 Mampu memberikan petunjuk teknis dan
memecahkan pennasalahan dalam pelaksanaan
Perencanaan Penyediaan Infrastruktur
Kemandiaan Pangan;

4.3 Mampu meyakinkan dan memperoleh

dukungan dari stakeholder pelaksanaan
Perencanaan Penyediaan Infrastruktur
Kemandiaan Pangan

12. Pemetaan Potensi 4 Mampu 4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap Teknis /
ketahanan pangan mengevaluasi dan metode/sistem  cara kerja menemu kenali

memecahkan kelebihan dan  kekurangan = melakuk:an

masalah dalam pengembangan atau perbaikan cara kerja
pelaksanaan Pemetaan Potensi Ketahanan Pangan yang lebih

. Pemetaan Potensi efektif /efisien tennasuk;

Ketahanan Pangan 4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis,
cara kerja yang dijadikan norma standar,
prosedur, mstrumen Pemetaan Potensi
Ketahanan Pangan

4.3 Mampu meyakinkan dan memperoleh

dukungan dari stakeholder Pemetaan Potensi \
Ketahanan Pangan.
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13. Pengawasan Mampu 4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis /
Keamanan mengevaluasi dan metode [ sistem cara kerja menemu kenali
pangan memecahkan kelebihan dan kekurangan melakukan

masalah dalam pengembangan  atau perbaikan cara Kkerja

pelaksanaa Pengawasan =~ Keamanan Pangan yang lebih

Pengawasan efektif/ efisien;

Keamanan Pangan 4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis,
cara kerja yang dijadikan norma standar,
prosedur, instrumen Pengawasan Keamanan
Pangan;

43 Mampu  meyakinkan dan  memperoleh -
dukungan dari  stakeholder pelaksanaan
Pengawasan Keamanan Pangan.

14. Pengelola Mampu 4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis /
disribusi mengevaluasi clan metode/sistem  cara kerja menemu kenali
Pangan memecahkan kelebihan dan kekurangan melakukan

masalah dalam pengembangan  atau perbaikan cara Kkerja

pelaksanaan Pengelolaan  Distribusi  Pangan yang lebih

Pengelolaan efektif/efisien;

Distribus Pangan 42 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis,
cara kerja yang dijadikan norma standar,
prosedur, instrumen Pengelolaan  Distribusi
Pangan

4.3 Mampu meyakinkan dan memperoleh
dukungan dari stakeholder Pengelolaan
Distribusi Pangan.

15. Advokasi | Mampu 4,1 Mengevaluasi strategi advokasi yang ada saat
Kebijakan | mengembangkan rm, menganalisis kekuatan dan kekurangan |
Otonomi strategi advokasi berbagai metode yang dijalankan  dengan
Daerah kebijakan  otonomi kelompok sasaran yang berbeda;

daerah yang tepat | 4.2 Mengembangkan norma

sesual kondisi.

413 Meningkatkan

standar, prosedur,
kriteria, pedoman, dan [ atau petunjuk

teknis strategi advokasi kebijakan otonomi
daerah

kapasitas pemangku
kepentingan

untuk mengembangkan strategi advokasi yang
dapat dijalankan oleh mereka sendiri dalam

menerapkan kebijakan otonomi daerah.

L. PERSY ARA TAN JABA TAN

Jenis Jabatan

Uraian

Tinzkat Pentingnva terhadan Jabatan

Mutlak Penting I Perlu

A Pendidikan

Sarjana / Diploma IV

Agronomi dan
Holtikultura

Pertanian /Teknologi Pertanian/Penyuluh dan Komunikasi [/ Pertanian /[ |
Teknologi Industri Benih / Teknologi Industri Pertanian /Ilmu Hama
dan Penyakit Tumbuhan [ Agrobisnis [/ Mikrobiologi Pertanian /

B. Pelatihan 1. Manajerial

Pelatihan
Kepemimpimpinan
Pratama

2. Teknis

I. Diklat Budidaya
Perikanan

2. Diklat
Pemberdayaan
Nelayan kecil

dan
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usaha kecil
perikanan

3. Fungsional -

C. Pengalaman Kerja I. Memiliki I
pengalaman
jabatan dalam
bidang

Pangan

secara kumulatif
paling kurang &
(lima) tahun

2. Sedang atau
pernah menduduki 1
jabatan

administrator atau
jabatan fungsional
jenjang ahli
madya paling
singkat 2 (dua)

tahun:
D. Pangkat , Pembina (IV/a)
E. Indikator Kinerja Jabatan | l. Menurunnya kerawanan pangan

2. Meningkatnya stabilitas ketersediaan pangan
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S. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Jabatan Pimpinan Tinggi
Kependudukan

Nama Jabatan
Kelompok Jabatan

Urusan Pemerintahan:
Kode Jabatan

JABATAN PIMPINAN TINGGI

IKHTISAR JABAT AN

Melaksankan

sebagian

tugas

Bupati/Walikota

dalam

mengendalikan,  mengkoordinasikan,

rnenyelenggarakan urusan pemerintah bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

1L

STAND AR KOMPETENSI

KOMPETENSI

| LEVEL |

DESKRIPSI

INDIKOR KOMPETENSI

A MANAJERIAL

~

1. Integri tas 4 Mampu menciptakan 4.1 Menciptakan situasi kerja yang mendorong
situasi kerja yang seluruh  pemangku kepentingan mernatuhi
mendorong kepatuhan nilai, nonna, dan etika organisasi dalam
pada nilai, nonna, dan segala situasi dan kondisi;
etika organisasi 4.2. Mendukung dan menerapkan prinsip moral

dan standar etika yang tinggi, serta berani
menanggung konsekuensinya

43Berani melakukan koreksi atau mengambil
tindakan atas penyimpangan kode etik/nilai-
nilai yang dilakukan oleh orang lain, pada
tataran  lingkup kerja setingkat instansi
meskipun ada resiko.

2. Kerjasama 4 Membangun komitmen | 41 Membangun sinergi antar unit kerja
tim, sinergi di lingkup instansi yang dipimpin;

42, Memfasilitasi kepentinganyang
berbeda dari unit kerja lain sehingga
tercipta sinergi dalam rangka
pencapaian target kerja organisasi;

4.3, Mengembangkan sistern yang menghargai
kerja sama antar unit, memberikan
dukungan / semangat untuk memastikan
tercapainya smergi dalam rangka
pencapaian target kerja organisasi

3. Komunikasi 4 Mampu mengemukakan | 4.1 Mengintegrasikan informasi -infonnasi
pemikira.n multidimensi penting basil diskusi dengan pihak lain
secara lisan dan tertulis untuk mendapatkan pemahaman yang sama;
untuk mendorong Berbagi infonnasi dengan  pemangku
kesepakatan dengan kepentingan  untuk tujuan meningkatkan
tujuan meningkatkan kinerja secara keseluruhan;
kinerja secara 42 Menuangkan pemikiran / konsep  yang
keseluruhan multidimensi dalam bentuk tulisan formal;

43 Menyampaikan informasi secara p ersuasif
mendorong pemangku kepentingan sepakat
langkah-langkah bersama dengan
meninzkatkan kinerja secara keseluruhan

4. Orientasi pada 4 Mendorong unit kerja [ a Mendorong unit kerja di tingkat instansi

hasii mencapai  target yang untuk mencapai kinerja yang melebihi target
ditetapkan atau yang ditetapkan;
melebihi  hasil  kerja|b. Memantau dan mengevaluasi basil kerja
sebelurnnya unitnya agar selaras dengan sasaran strategi
instansi
¢ Mendorong pemanfatan  sumber  daya

bersama antar unit kerja dsalam rangkka
meningkatkan  efektivitas  dan  efisiensi

pencapaian target
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5. Pelayanan 4 Mampu memonitor, [4.] Memahami dan memberi perhatian kepada
Publik mengevaluasi, isu-isu jangka panjang, kesempatan atau
memperhitungkan dan kekuatan  politkk  yang  mempengaruhi

mengantisipasi  dampak orgamsasi  dalam hubungannya  dengan

dari tsu - 1isu jangka dunia luar, emmperhitungkan clan

panjang,  kesempatan, mengantisipasi dampak terhadap

atau  kekuatan  politik pelaksanaan tugas-tugas pelayanan public

dalam  hal pelayanan secara objektif, transparan, clan professional

kebutuhan pemangku dalam lingkup organisasi;

kepentingan yang | 4.2 Menjaga agar kebijakan pelayanan publik yan
transparan, objektif, dan diselenggarakan oleh instansinya telah selara

profesional dengan standar pelayanan yang objekti

netral, tidak memihak, tidak diskriminati

serta tidak terpengaruh kepentingan pribadi/

4.3 Menerapkan strategi jangka panjang yan
berfokus pada pemenuhan kebutuha
pemangku  kepentingan  dalam  menyusu
kebijakan dengan mengikuti standar objekti
netral, tidak memihak, tidak diskriminati
transparan, tidak terpengaruh  kepentinga
pribadi/kelompok.

6. Pengembangan 4 Menyusun program 4.1 Menyusun program pengembanganjangka
diri dan orang pengembangan panjang bersama ~ sama dengan bawahan,
lain jangka panjang terrnasuk didalamnya penetapan tujuan,

dalam rangka bimbigan, penugasan dan pengalaman

mendorong manajemen lainnya, serta mengalokasikan waktu untuk

pembelajaran mengikuti pelatihan [ pendidikan /
pengembangan kompetensi dan karir;

4.2 Melaksanakan manajemen pembelajaran
terrnasuk evaluasi dan umpan balik pada
tataran Organisasi;

4.3 Mengembangkan orang-orang
disekitarannya secara konsisten, melakukan
kederisasi untuk posisi-posisi di unit
kerianva.

7. Mengelola 4 Memimpin perubahan 4.1 Mengarahkan unit kerja untuk lebih siap
perubahan pada unit kerja dalam menghadapi perubahan termasuk

memitigasi risiko yang mungkin terjadi;

4.2 Memastikan perubahan sudah diterapkan
secara aktifdi lingkungan unit kerjanya
secara berkala

4.3 Memimpin dan memastikan penerapan
program-program perubahan selaras antar
unit kerja.

8. Pengambilan 4 Menyelesaikan masalah 4.1 Menyusun dan/atau  memutuskan konsep
Keputusan yang mengandung penyelesaian  masalah  yang mehbatkan

risiko tinggi, beberapa/seluruh  fungsi dalam organisasi;

mengantisipasi dampak 4.2 Menghasilkan solusi dari berbagai masalah

keputusan, membuat yang kompleks, terkait dengan bidang

tindakan  pengamanan; kerjanya yang berdampak pad.a pihak lain;

mitigasi risiko 4.3 Membuat keputusan dan mengantisipasi
dampak keputusannya serta menyiapkan
tindakan penangannya (mitigasi resiko)

B. SOSIO KUL TURAL

9. Perekat Bangsa 4 Mendayagunakan 4.1 Menginisiasi dan  merepresentasikan

perbedaan secara pemerintahan di lingkungan kerja dan
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konstruktif dan kreatif
untuk meningkatkan
efektifitas Organisasi

masyarakat ~ untuk  senantiasa  menjaga
persatuan Clan kesatuan dalam keberagaman
dan menenma segala bentuk perbedaan
dalam kehidupan bermasyarakat;

4.2 Mampu mendayagunakan perbedaan latar
belakang, agama/kepercayaan, suku, jender,
sosial, ekonomi, preferensi politik untuk
mencapai  kelancaran ~ pencapaian  tujuan

orgarusasi

4.3 Mampu membuat program yang
mengakomodasi  perbedaan latar be]akang
agama/kepercayaan,  suku, jender, sosial

ekonomi, preferensi politik

C. Teknis
10. Advokasi Mampu 4.1 Mengevaluasi  strategi advokasi yang ada
Kebijakan mengembangkan saat ini, menganalisis kekuatan clan
Administrasi strategi advokasi kekurangan berbagai metode yang
Kependudukan Kebijakan Administrasi dijalankan dengan kelompok sasaran yang
dan Pencatatan .Kependudukan dan berbeda;

Sipil

Pencatatan ~ Sipil yang
tepat sesuai kondisi

4.2 Standar, prosedur, kriteria, pedoman,
dan/atau petunjuk teknis strategi advokasi
kebijakan administrasi kependudukan dan
pencatatan sipil;

43 Meningkatkan ~ kapasitas ~ pemangku
kepentingan untuk mengembangkan strategi
advokasi yang dapat dijalankan oleh mereka
sendiri ~ dalam  menerapkan kebijakan
administrasi kependudukan dan pencatatan
sipil.

11. Teknik Tata
Kelola
Pelayanan

Pendaftaran
Penduduk

Mampu mengevaluasi
pelaksanaan pelayanan
kependudukan dan
menyusun petunjuk
teknis dan prosedur
Tata Kelola Pelayanan
Pendaftaran Penduduk

4.1 Mengevaluasi efektifitas penerapan prosedur
Tata Ketola Pelayanan Pendaftaran
Penduduk;

4.2 Menguji Tata Kelola Pelayanan Pendaftaran
Penduduk dalam pelaksanaan kegiatan di
unit kerjanya;

43 Mampu mengkoordinasikan  pelaksanaan
Pelayanan  Pendaftaran = Penduduk  serta
memberikan  biimbingan  dan fasilitasi
kepada stakeholder agar dapat terselenggara
sesuai dengan standar yang telah ditetapkan

12. Teknik Tata
Ketola Pelayanan
Pencatatan Sipil

Mampu  rnengevaluasi
pelaksanaan pelayanan
pencatatan  sipil dan

menyusun petunjuk
teknis dan prosedur tata
kelola pelayanan

pencatatan  sipil

2.1 Mengevaluasi efektifitas penerapan
prosedur
tata kelola pelayanan pencatatan sipil;

4.2  Menguji tata kelola pelayanan pencatatan

sipil
dalam  pelaksanaan  kegiatan di  unit
kerjanya;

43 Mampu  mengkoordinasikan  pelaksanaan
Pelayanan Pencatatan Sipil serta

memberikan ~ bimbingan = dan fasilitasi
kepada stakeholder agar dapat terselenggara
sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

I 13. Sistem Informasi
Administrasi
. Kependudukan

Mampu  mengevaluasi
dan menyusun petunjuk
teknis sistem informasi
administrasi
kependudukan

4.1 Mampu melakukan evaluasi sistem
infonnasi administrasi kependudukan,
menemu kenali kelebihan dan kekurangan
melakukan pengembangan atau perbaikan
sistem informasi \
administrasi keoendudukan vanz lebih
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4.2

4.3

efektif/ efisien;
Mampu menyusun pedoman, petunjuk
teknis, cara kerja yang dijadikan norma
standar, prosedur, instrumen sistem
manajemen administrasi kependudukan;
Mampu meyakinkan dan memperoleh
dukungan dari stakeholder terhadap sistem
informasi administrasi kependudukan serta
memberikan bimbingan  dan fasilitasi
kepada instansi lain atau stakeholder terkait
sistem informasi administrasi kependudukan

14. Pengelolaan 4
data
Kependudukan

Mampu
dan menyusun petunjuk
teknis
pengelolaan

kependudukan

4.1

mengevaluasi

dan  prosedur

data

4.2

43

Mampu melakukan
data  kependudukan,
kelebihan  dan
pengembangan atau perbaikan pengelolaan
data kependudukan  kependudukan
lebih efektif/ efisien;

Mampu menyusun pedoman,
teknis, cara kerja yang dijadikan norma
standar, prosedur, instrumen pengelolaan
data kependudukan;

Mampu meyakinkan dan memperoleh
dukungan dari  stakeholder terhadap
pengelolaan data  kependudukan serta
memberikan ~ bimbingan = dan fasilitasi
kepada instansi lain atau stakeholder terkait
pengelolaan data kependudukan.

evaluasi pengelolaan
menemu  kenali

kekurangan = melakukan

petunjuk

yang

15. Advokasi 4
Kebijakan
Otonomi
Daer ah

Mampu
mengembangkan
strategi
kebijakan
daerah
sesuai kondisi.

4.1

advokasi
otonomi

yang tepat
4.2

4.14

kepentingan

Mengevaluasi
saat  ini,
kekurangan

strategi advokasi yang ada
menganalisis  kekuatan  dan

berbagai metode yang
dijalankan dengan kelompok sasaran yang
berbeda;

Mengembangkan  norma
prosedur, kriteria, pedoman,
petunjuk
teknis strategi advokasi kebijakan otonomi

standar,
dan [ atau

daerah

Meningkatkan kapasitas pemangku
untuk mengembangkan  strategi advokasi
yang dapat dijalankan oleh mereka sendiri
dalam  menerapkan  kebijakan

daerah.

otonomi

' III.  PERSYARATAN JABATAN

Jenis Jabatan

Uraian

Tingkat Pentingnya terhadap Jabatan

Mutlak

Penting | Perlu

A. Pendidikan 1. Jenjang

Sarjana /Diploma IV

2.Bidang
[Imu

Ekonomi / Administrasi Negara / Hukum /Iimu Pemerintahan /
Manajemen [ Kebijakan Pubhk/ Teknik Informatika/ Statistik/

Matematika/ Geografi

B. Pelatihan

I Manajerial | Pelatihan
Kepemimpimpinan
Pratama
2. Teknis Diklat teknis dalam
bidang \
kependudukan dan
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pencatatan  sipil

3. Fungsional

C. Pengalaman Kerja

I. Memiliki o
pengalaman
jabatan dalam
bidang
kependudukanisis
tern informasi
secara  kumulatif
paling kurang 5
(lima) tahun

2. Sedang atau ~
pemah
menduduki
jabatan
administrator atau
jabatan
fungsional
JenJang ahli
mad ya paling
singkat 2 (dua)
tahun;

D. Pangk.at

Pembina (IV/a)

E. Indikator Kinerja Jabatan

1. Kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil
2. Akurasi dan keaktualan data kependudukan

\

\
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T. KEPALADINAS PEMBERDAYAANMASYARAKATDANDESA

Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintahan
Kode Jabatan

Kepala Dinas Pernberdayaan Masyarakat clan Desa
Jabatan Pimpinan Tinggi
Pemberdayaan Masayarakat dan Desa

JABATAN PIMPINAN

TINGGJ

I IKHTISAR JABAT AN

Memimpin, mernbina, mengoordinasikan, memfasilitasi, menyelenggarakan, mengawasi dan
mengendalikan kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat clandesa

II.  STANDAR KOMPETENSI

KOMPETENSI

LEVEL

DESKRIPSI

INDIKOR KOMPETENSI

A. MANAJERIAL

[ Integritas 4 Mampu menciptakan 4.1. Menciptakan situasi kerja yang mendorong
situasi kerja yang seluruh pemangku kepentingan mematuhi
mendorong kepatuhan nilai, norma, dan etika organisasi dalam
pada nilai, norma, dan segala situasi dan kondisi;
etika organisasi 4.2. Mendukung dan menerapkan prinsip moral

dan standar etika yang tinggi, serta berani
menanggung konsekuensinya

43Berani melakukan koreksi atau mengambil
tindakan atas penyimpangan kode etik/nilai-
nilai yang dilakukan oleh orang lain, pada
tataran lingkup kerja setingkat instansi
meskipun ada resiko.

2. Kerjasama 4 Membangun 41 Membangun sinergi antar unit kerja
komitmen tim, sinergi di lingkup instansi yang dipimpin;

4.2. Memfasilitasi kepentinganyang
berbeda dariunit kerja lain sehingga
tercipta sinergi dalam rangka
pencapaian target kerja organisasi;

43. Mengembangkan sistem yang menghargai
kerja  sama antar unit, memberikan
dukungan /| semangat untuk memastikan
tercapainya smergi dalam rangka
pencapaian target keria organisasi.

3. Komunikasi 4 Mampu 4. Mengintegrasikan infonnasi -informasi
mengemukakan penting hasil diskusi dengan pihak lain |
pemikiran untuk mendapatkan pemahaman yang sama;
multidimensi secara Berbagi  informasi  dengan  pemangku
Jisan clan tertulis untuk kepentingan  untuk tujuan meningkatkan
mendorong kinerja secara keseluruhan;
kesepakatan dengan 42 Menuangkan pemikiran / konsep yang
tujuan meningkatkan multidimensi dalam bentuk tulisan formal;
kinerja secara 43 Menyampaikan informasi secara persuasif
keseluruhan untuk mendorong pemangku kepentingan s

pad.a langkah-langkah bersarna dengan tujuan
meningkatkan kinerja secara keseluruhan.

4. Orientasi pada 4 Mendorong unit kerja | a. Mendorong instansi

hasil

A~ e e e~~~ ~— e

mencapai target yang

ditetapkan atau
melebihi  hasil kerja
sebelumnya

N~ e e e e~ A~ A —

b. Memantau

' - ~plegre~va~pa=ivan.ta=rges~tn,

unit kerja di tingkat
untuk mencapai kinerja yang melebihi target
yang ditetapkan;

dan mengevaluasi hasil kerja
unitnya agar selaras dengan sasaran strategi
instansi

¢.  Mendorong pemanfatan sumber  daya
bersama antar unit kerja dsalam rangkka
~eningkatkan  efektivitas  dan  efi\siensi

~ A~~~
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Mampu memonitor, | 4.1 Memahami dan memberi perhatian kepada

9. Pelayanan 4 mengevaluasi, isu-isu jangka panjang, kesempatan atau
Publik memperhitungkan  dan kekuatan ~ politik  yang  mempengaruhi

mengantisipasi orgarusasi dalam  hubungannya dengan
dampak dari isu - isu dunia luar, emmperhitungkan dan
jangka panJang, mengantisipasi dampak terhadap
kesempatan, atau pelaksanaan tugas-tugas pelayanan public
kekuatan politik secara objektif, transparan, dan professional
dalam hal pelayanan dalam lingkup organisasi;
kebutuhan  pemangku | 4.2 Menjaga agar kebijakan pelayanan publik yan
kepentingan yang diselenggarakan oleh instansinya telah selara
transparan, objektif, dengan standar pelayanan yang objekti
dan profesional netral, tidak memihak, tidak. diskriminati
serta tidak terpengaruh kepentingan pribadi/

43  Menerapkan strategi jangka panjang yan
berfokus pada pemenuhan kebutuha
pemangku  kepentingan  dalam  menyusu
kebijakan dengan mengikuti standar objekti
netral, tidak memihak, tidak diskriminati
transparan, tidak terpengaruh  kepentinga
pribadi/kelompok.

6. Pengembangan 4 Menyusun program 41 Menyusun program pengembangan jangka
diri dan orang pengembangan panjang bersama - sama dengan bawahan,
lain jangka panjang termasuk didalamnya penetapan tujuan,

dalam rangka bimbigan, penugasan dan pengalaman
mendorong lainnya, serta mengalokasikan waktu untuk
manajemen mengikuti pelatihan /pendidikan /
pembelajaran pengembangan kompetensi dan karir;

4.2 Melaksanakan manajemen pembelajaran
termasuk evaluasi dan umpan balik pada
tataran organisasi;

4.3 Mengembangkan orang-orang
disekitarannya secara konsisten, melakukan
kederisasi untuk posisi-posisi di unit
kerianva.

7. Mengelola 4 Memimpin perubahan | 4.1 Mengarahkan unit kerja untuk lebih siap
perubahan pada unit kerja dalam menghadapi perubahan termasuk

memitigasi risiko yang mungkin terjadi;

4.2 Memastikan perubahan sudah diterapkan
secara aktif di lingkungan unit kerjanya
secara berkala

4.3 Memimpin dan memastikan penerapan
program-program perubahan selaras antar
unit kerja.

8. Pengambilan 4 Menyelesaikan 4.1 Menyusun dan/atau memutuskan konsep
Keputusan masalah yang penyelesaian  masalah  yang melibatkan

rnengandung risiko beberapa/seluruh  fungsi dalam organisasi;
tinggi, mengantisipasi 4.2 Menghasilkan solusi dari berbagai masalah
dampak keputusan, yang kompleks, terkait dengan bidang
membuat tindakan kerjanya yang berdampak pada pihak Jain;
pengamanan; mitigasi | 4.3 Membuat keputusan dan mengantisipasi
risiko dampak keputusannya serta menyiapkan
tindakan penangannya (mitigasi resiko)
B. SOSIO KULTURAL

9. Perekat Bangsa | 4 Mendayagunakan 4.1 Menginisiasi dan merepresentasikan

perbedaan secara pemerintahan di lingkungan kerja dan
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konstruktif dan kreatif
untuk  meningkatkan
efektifitas Organisasi

4.2

masyarakat ~ untuk  senantiasa = memaga
persatuan dan kesatuan dalam keberagaman
dan menenma segala bentuk perbedaan
dalam kehidupan bermasyarakat;

Mampu mendayagunakan perbedaan latar

belakang, agama/kepercayaan, suku, jender,

sosial, ekonomi, preferensi politik untuk
mencapai  kelancaran  pencapaian tujuan
orgarusasi
4.3 Mampu membuat program yang
mengakomodasi  perbedaan latar belakang
agama/kepercayaan, suku, jender, sosial
ekonomi, preferensi politik
C. Teknis
10. Advokasi Marnpu 4.1 Mengevaluasi  teknik, metode strategi
Kebijakan mengembangkan advokasi yang ada saat ini menganailisis
Bidang | strategi advokasi kelemahan dan kekurangan serta
Pemberdayaan pemberdayaan mengembangkan  berbagai teknik, metode
Masyarakat dan masyarakat dan strategi advokasi yang Jebih efektif dan
tiyuh /Desa tiyuh/desa efisien dari berbagai kondisi stakeholder.
yang  tepat  sesual | 42 Mengembangkan norma standar, kriteria,
kondisi pedoman, petunjuk teknis strategi

43

komunikasi dan pelaksanaan advokasi yang
effektif serta monitoring evaluasi advokasi
kebijakan pemberdayaan masyarakat dan

desa/tiyuh.

Memampukan stakeholder untuk
mengembangkan strategi advokasi yang |
tepat untuk diri mereka sendiri;
mengidentifikasi hambatan di lingkungan

mereka sendiri dalarn penerapan kebijakan;
serta mengidentifikasi menemukan akses ke
sumber daya yang dibutuhkan untuk
menerapkan kebijakan pemberdayaan |
masyarakat dan desa/tiyuh

1.

Pemetaan
Potensi Tiyuh /
Desa

Menyusun petunjuk
teknis dan prosedur
pemetaan potensi
Tiyuh/desa

4.1

4.2

43

Mampu mengevaluasi hasil pemetaan
potensi desa (potensi alam, ekonomi, sosial,
budaya)
teknik metode pemetaan dan menemukenali
kelemahan dan kelebihan proses pemetaan
potensi desa;

Mampu membuat perbaikan teknik metode
pemetaan dan menyusun petunjuk
teknis/prosedur pemetaan potensi desa

Mampu meyakinkan dan memperoleh
dukungan stakeholder  terkait hasil
pemetaan pelaksanaan pembangunan desa
potensi desa dan program pembangunan
desa, serta memberikan bimbingan dan
fasilitasi kepada instansi terkait dengan \

dari




-87 -

12. Fasilitasi | Mampu mengevaluasi 4.1 Mampu  mengevaluasi pelaksanaan
kerjasama antar 1 pelaksanaan dan kerjasama antar desa dan menemukenali
tiyuh /desa menyusun petunjuk kelemahan dan  kelebihan efektifitas

teknis kerjasama antar kerjasama antar desa;

desa 4.2 Mampu membuat perbaikan teknik metode
kerjasama  antar desa dan menyusun
petunjuk  teknis/prosedur  kerjasama antar
desa;

4.3 meyakinkan dan memperoleh dukungan dari
stakeholder terkait dengan  program
kerjasama antar desa, serta rnemberikan
bimbingan dan fasilitasi kepada instansi
terkait dengan kerjasama antar desa

13. Pembinaan dan Mampu mengevaluasi 4.1 Mampu mengevaluasi  pelaksanaan
pengawasana pelaksanaan administrasi pemerintahan desa  dan
penyelenggaraan administrasi menemukenali  efektifitas penyelenggaraan
administrasi pemerintahan desa administrasi desa;

pemerintah  tiyuh serta menyusun 4.2 Mampu membuat perbaikan
| desa petunjuk teknis penyelenggaraan administrasi  desa dan
administrasi desa menyusun  petunjuk  Teknis  /prosedur
administrasi desa;

43 Mampu meyakinkan dan memperoleh
dukungan dari stakeholder terkait
penyelenggaraan  administrasi desa, serta
memberikan ~ bimbingan  dan fasilitasi
kepada perangkat desa terkait dengan
penvelenaaaraan administrasi desa.

14. Pemberdayaan Mampu 4.1 Mampu mengevaluasi pelaksanaan
lembaga mengevaluasi pemberdayaan  lembaga masyarakat desa
masyarakat desa pelaksanaan dan dan menemukenali kelemahan dan

menyusun petunjuk kelebihan efektifitas lembaga desa;

teknis 4.2 Mampu membuat perbaikan teknik metode

pemberdayaan pemberdayaan masyarakat desadan

lembaga  masyarakat menyusun petunjuk teknis/prosedur

desa pengorgarusasian dan  penatalaksanaan
lembaga masyarakat desa;

4.3 meyakinkan dan memperoleh dukungan dari
stakeholder terkait dengan  program
pemberdayaan lembaga masyarakat desa,
serta memberikan bimbingan dan fasilitasi
kepada perangkat desa dan pengurus
lembaga  terkait dengan pemberdayaan
lembaga masyarakat desa

15. Advokasi Mampu 4.1 Mengevaluasi strategi advokasi yang ada
Kebijakan mengembangkan saat  rru, menganalisis  kekuatan  dan
Otonomi strategi advokasi kekurangan berbagai metode yang
Daerah kebijakan otonomi dijalankan dengan kelompok sasaran yang

daerah  yang  tepat : berbeda;

sesuai kondisi. | 42 Mengembangkan  norma standar,
prosedur, kriteria, pedoman, dan [ atau
petunjuk
teknis strategi advokasi kebijakan otonomi
daerah

4.15 Meningkatkan kapasitas pemangku
kepentingan
untuk mengembangkan  strategi advokasi

yang dapat dijalankan oleh mereka sendiri

dalam  menerapkan  kebijakan  otonomi
daerah. \

\
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m. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Jabatan Uraian Tingkat Pentingnya terhadap Jabatan
Mutlak Penting | Perlu
A Pendidikan I, Jenjang Sarjana /Diploma IV
2 Bidang IImu Manajemen /Pemerintahan / Administrasi Negara / Hukum/
IImu Sosiologi/ Sosiatri/ Kesejahteraan Sosial
B. Pelatihan 1. Manajeria | Pelatihan
[ Kepemimpimpinan
Pratama
). Teknis Diklat  Masyarakat
Tiyuh/Desa

Diklat Keuangan
Tiyuh /Desa

Diklat teknis terkait |

pemberdayaan
masyarakat dan desa

3. Fungsiona

C. Pengalaman Kerja

1. Memiliki

pengalaman
jabatan dalam
bidang
pemerintahan/kes
ejahteraan
sosial/pemberday
aan masyarakat
secara kumulatif
paling kurang 5
(lima) tahun

2. Sedang atau
pemah menduduki
jabatan
administrator atau
jabatan fungsional
jenjang ahli madya
paling singkat 2
(dua) tahun

D. Pangkat

Pembina (IV/a)

E. Indikator Kinerja Jabatan

1. Peningkatan kesejahteraan masyarakat desa;

2. Kualitas pengelolaan keuangan dan aset desa;

3. Tingkat efektifitas pemberdayaan lembaga
masvarakat desa.
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U. KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

Nama Jabatan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga
Kelompok Jabatan Jabatan Pimpinan Tinggi
Urusan Pemerintahan Pemuda dan Olahraga

Kode Jabatan

JABATAN PIMPINAN TINGGI

A. IKHTISARJABATAN

Memimpin pelaksanaan tugas pada Dinas Pemuda dan Olahraga dalam rangka membantu Bupati/Walikota dalam
melaksanakan fungsi pelaksana urusan pemerintahan di bidang pemuda dan olahraga yang menjadi kewenangan
daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah, dengan cara menyiapkan bahan perumusan kebijakan

daerah, pembinaan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan,
di Sekretariat, Bidang Kepemudaan, Bidang Pembudayaan

mengawasi, mengevaluasi dan mengendalikan kegiatan
Olahraga dan Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga

berdasarkan peraturan yang berlaku agar tugas pokok dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga dapat terlaksana

secara efisien dan efektif.

B. STANDAR KOMPETENSI
KOMPETENSI | LEVEL DESKRIPSI INDIKOR KOMPETENSI
A. MANAJERIAL
1. Integritas 4 Mampu menciptakan 4.1. Menciptakan  situasi kerja yang mendorong

situasi kerja yang
mendorong kepatuhan
pada nilai, norma, dan
etika organisasi

seluruh pemangku kepentingan mematuhi nilai,
norma, dan etika organisasi dalam segala situasi
clan kondisi;

4.2. Mendukung dan menerapkan prinsip moral dan
standar etika yang tinggi, serta berani
menanggung konsekuensinya

4.3.Berani  melak:ukan koreksi atau mengarnbil
tindakan atas penyimpangan kode etik/nilai-nilai
yang dilakukan oleh orang lain, pada tataran
lingkup kerja setingkat instansi meskipun ada
resiko.

2. Kerjasama 4 Membangun komitmen
fun, sinergi

4.1. Membangun sinergi antar unit kerja
di lingkup instansi yang dipimpin;

4.2. Memfasilitasi kepentinganyang
berbeda dari unit kerja lain sehingga
tercipta sinergi dalam rangka
pencapaian target kerja organisasi;

4.3. Mengembangkan sistem yang menghargai kerja
sama antar unit, memberikan  dukungan [
semangat untuk memastikan tercapainya sinergi
dalam ranzka pencapaian target keria orzanisasi.

3. Komunikasi 4 Mampu mengemukakan
pemikiran multidimensi
secara lisan dan tertulis
untuk mendorong
kesepakatan dengan
tujuan meningkatkan
kinerja secara

hasil  diskusi  dengan  pihak  lain  untuk
mendapatk.an pemahaman yang sama; Berbagi
informasi dengan pemangku kepentingan untuk
tujuan meningkatkan kinerja secara keseluruhan;
4.2  Menuangkan pemikiran / konsep  yang
multidimensi dalam bentuk tulisan formal,
4.3 Menyampaikan infonnasi Secara persuasif
untuk mendorong pemangku kepentingan sepakat
langkah-Iangkah bersama dengan tujuan
meningkatkan kinerja secara keseluruhan.

4.1 Mengintegrasikan infonnasi -informasi penting ',

keseluruhan
4. Orientasi pada 4 Mendorong  unit kerja
basil mencapai target yang

ditetapkan atau rnelebihi
hasil kerja sebelumnya

4.1 Mendorong  unit kerja di tingkat instansi untuk
mencapai  kinerja yang melebihi target yang
ditetapkan;

4.2 Memantau dan mengevaluasi basil kerja unitnya
agar selaras dengan sasaran strategi instansi

4.3 Mendorong pemanfatan sumber daya bersama antar
unit kerja dsalam rangkka meningkatkan efektivitas

dan efisiensi pencaoaian taraet ,

\
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5. Pelayanan Publik Mampu memonitor, |4.1 Memahami dan memberi perhatian kepada isu-isu
4 mengevaluasi, jangka panjang, kesempatan atau kekuatan politik
memperhitungkan clan yang mempengaruhi organisasi dalam
mengantisipasi ~ dampak hubungannya dengan dunia luar,
dari tsu - isu jangka emmperhitungkan ~ dan mengantisipasi ~ dampak
panjang,  kesempatan, terhadap  pelaksanaan  tugas-tugas pelayanan
atau  kekuatan  politik public  secara objektif, transparan, dan

dalam hal pelayanan professional dalam lingkup organisasi;
kebutuhan pemangku | 4.2 Menjaga agar kebijakan pelayanan publik yang
kepentingan yang diselenggarakan  oleh instansinya telah selaras
transparan, objektif dan dengan standar pelayanan yang objektif, netral,
profesional tidak memihak, tidak diskriminatif, serta tidak

terpengaruh kepentingan pribadi/

4.3 Menerapkan strategi jangka panjang yang berfokus
pada pemenuhan kebutuhan pemangku
kepentingan dalam menyusun kebijakan dengan
mengikuti standar objektif, netral, tidak memihak,
tidak diskriminatif, transparan, tidak terpengaruh
kepentingan pribadi/kelompok.

6. Pengembangan 4 Menyusun program 41 Menyusun program pengembangan jangka
diri dan orang pengembangan panjang bersama - sama dengan bawahan,
lain jangka panjang termasuk. di.dalamnya penetapan tujuan,

dalam rangka bimbigan, penugasan dan pengalaman lainnya,

mendorong  manajemen serta mengalokasikan waktu untuk mengikuti

pembelajaran pelatihan [ pendidikan [ pengembangan
kompetensi clankarir;

4.2 Melaksanakan manajemen pembelajaran termasuk
evaluasi clan um.pan balik pada tataran organisasi:

4.3 Mengembangkan orang-orang disekitarannya
secara konsisten, melakukan kederisasi untuk
nosisi-nosisi di unit kerianva.

7. Mengelola 4 Memimpin perubahan 4.1 Mengarahkan unit kerja untuk Jebih siap dalam
perubahan pada unit kerja menghadapi perubahan termasuk memitigasi

risiko yang mungkin terjadi;

4.2 Memastikan perubahan sudah diterapkan secara
aktif di lingkungan unit kerjanya secara berkala

4.3 Memimpin dan memastikan penerapan program-
program perubahan selaras antar unit kerja.

8. Pengambilan 4 Menyelesaikan  masalah | 4.1  Menyusun dan/atau  memutuskan konsep
Keputusan yang mengandung risiko penyelesaian masalah yang melibatkan

tinggi, mengantisipasi beberapa/seluruh  fungsi dalam organisasi;
dampak keputusan, | 4.2 Menghasilkan solusi dari berbagai masalah yang
membuat tindakan kompleks, terkait dengan bidang kerjanya yang
pengamanan; mitigasi berdarnpak pada pihak lain;
risiko 4.3 Membuat keputusan dan mengantisipasi

dampak keputusannya serta menyiapkan

tindakan penangannya (mitigasi resiko)

B. SOSIOKULTURAL

9. Perekat Bangsa 4 Mendayagunakan 4.1  Menginisiasi dan merepresentasikan

perbedaan secara pemerintahan di  lingkungan  kerja dan

konstruktif clan kreatif masyarakat untuk senantiasa menjaga persatuan

untuk. meningkatkan dan kesatuan dalam keberagaman dan menerima

efektifitas Organisasi segala  bentuk perbedaan  dalam  kehidupan
bennasyarakat;

4.2 Mampu mendayagunakan perbedaan  latar
belakang,  agam.a/kepercayaan,  suku, jender,
sosial,  ekonomi, preferensi  politik  untuk
mencapai  kelancaran = pencapaian  tujuan |
orgeusasr v

4.3 mpu membuat program yang
mengakomodasi perbedaan latar  belakang

- agama/kepercayaan, 7 suku—jender;- sosial-ekonomi,
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preferensi politik

C. Teknis

LO. Advokasi
kebijakan
Kepemudaan dan
Olahraga

Mampu
mengembangkan
strategi  advokasi
tepat sesuai kondisi

yang

4.1

4.2

43

Mengevaluasi  teknik, metode strategi advokasi
yang ada saat ini, menganalisis kelemahan dan
kekurangan  serta mengembangkan berbagai
teknik, metode strategi advokasi yang lebih
efektif dan efisien dari berbagai  kondisi
stakeholder;

Mampu mengembangkan norma standar, kriteria,
pedoman, petunjuk teknis strategi kornunikasi dan
pelaksanaan advokasi  yang  efektif serta
monitoring evaluasi advokasi kebijakan Bidang
Pemuda dan Olahraga;
Memampukan
mengembangkan strategi advokasi yang tepat
untuk diri mereka sendiri; mengidentifikasi
hambatan di lingkungan mereka sendiri dalam
penerapan  kebijakan;  serta mengidentifikasi
menemukan  akses ke somber daya yang
dibutuhkan untuk meneraokan kebijakan,

stakeholder untuk

11. Pembinaan
Karakter
kepemudaan

Mampu
mengevaluasi
pelaksanaan
pembinaan karakter
kepemudaan

4.1

4.2

43

Mampu melakukan evaluasi kegiata
pemberdayaan dan pengembangan pemuda dan
organisasi kepemudaan;

Mampu
pembinaan

menyusun perbaikan pelaksanaan
kepemudaaan, menyusun petunjuk
teknis pembinaan dan pemberdayaan pemuda dan
organisasi kepemudaan;
Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan
dari stakeholder terkait metode/teknik
pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan pemuda
serta rencana pengembangan  pemuda  dan
organisasi keaiatan oemuda

12. Pembinaan
Keolahragaan

Mampu
pelaksanaan

mengevaluasi
pembinaan
keolahragaan

4.1

4.2

43

Mampu melakukan
pelaksanaan,
keolahragaaan
clan kelemahan
keolahragaan;
Mampu memperbaiki
keolahragaan
pengelolaan.,
pengembangan
olahraga;
Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan
dari stakeholder terkait metode/teknik pembinaan
keolahragaan serta

evaluasi
pengelolaan, dan
serta menemu kenali

pelaksanaan

perencanaan,
pembinaan

kelebihan
dan pembinaan

system pembinaan
dan menyusun petunjuk teknis
dan pembinaan  serta rencana
olahraga dan organisasi kegiatan

rencana  pengernbangan
olahraza clan orzanisasi kegiatan olahraga.

13. Pembinaan
Kepemudaan

Mampu mengevaluasi
dan menyusun
perangkat nonna standar
prosedur instrumen
pembinaan dan
pengembangan

organisasi kepramukaan

4.1

4.2

43

Mampu melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan
pembinaan clan  pengembangan
menemu kelebihan  clan
melakukan  pengembangan  atau
pembinaan dan  pengembangan
kepramukaan yang lebih

organisasi
kepramukaan, kenali
kekurangan,
perbaikan

orgamsasi

efektif/ efisien;

Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis dan
cara kerja pembinaan dan pengembangan
organisasi kepramukaan;

Mampu meyakinkan clan memperoleh dukungan
dari stakeholder pembinaan dan pengembangan
organisasi kepramukaan, memberikan bimbingan
clan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder
terkait pembinaan dan pengembangan organisasi
kepramukaan. \

\
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14. Promosi dan 4 Mampu  mengevaluasi | 41  Mampu melakukan evaluasi terhadap pembibitan ‘
Pembudayaan dan menyusun dan peningkatan tenaga olahraga dan organisasi
Olahraga perangkat nonna standar keolahragaan, menemu kenali kelebihan dan

prosedur instrutnen kekurangan, dan melakukan pengembangan atau

pengelolaan olahraga perbaikan pembibitan dan peningkatan tenaga

pendidikan,  pembibitan olahraga dan organisasi keolahragaan yang lebih

dan peningkatan efektif/efisien;

tenagaolahragadan 4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis dan

organisasi keolahragaan cara kerja pembibitan dan peningkatan tenaga
olahraga dan organisasi keolahragaan;

43  Mampu meyakinkan clan memperoleh dukungan |
dari stakeholder pembibitan dan peningkatan
tenaga olahraga dan organisasi keolahragaan, dan
memberikan  bimbingan dan fasilitasi kepada
instansi lain atau stakeholder terkait pembibitan
dan peningkatan tenaga olahraga dan organisasi
keolahragaan.

| 15. Advokasi 4 Mampu 4] Mengevaluasi strategi advokasi yang ada saat ini,

Kebijakan mengembangkan menganalisis kekuatan dan kekurangan berbagai
Otonomi Daerah strategi advokasi metode  yang dijalankan  dengan kelompok
kebijakan otonorni sasaran yang berbeda;
daerah yang tepat | 42  Mengembangkan nonna standar, prosedur,
sesuai kondisi. kriteria, pedoman, dan / atau petunjuk
teknis strategi advokasi kebijakan otonomi
daerah

4.16 Meningkatkan kapasitas pemangku;
kepentingan
untuk mengembangkan  strategi advokasi yang
dapat dijalankan oleh mereka sendiri dalam
menerankan kebiiakan otonomi daerah.

C. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Jabatan Uraian Tinzkat Pentinznva terhadap Jabatan
Mutlak Penting | Perlu
A Pendidikan 1. Jenjang Sarjana / Diploma IV
2. Bidang Ilmu Keolahragaan [ Sosiologi /Sosial dan Politik/ Manajemen
[lmu
B. Pelatihan |, Manajerial Pelatihan '
Kepemimpimpinan
Pratama
2. Teknis Pelatihan Manajemen

Olahraga modem

Pelatihan pengelolaan
kelembagaan
olahraga

Pelatihan Manajemen
Organisasi
Kepemudaan

3. Fungsional
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C. Pengalaman Kerja 1. Memiliki
pengalaman

jabatan dalam
bidang

pendidikan /
olahraga [/
kebudayaan

secara kumulatif
paling kurang 5
(Iima) tahun

2. tahun Sedang atau
pemah menduduki
jabatan
administrator atau
jabatan fungsional
jenjang ahli madya
paling  singkat 2
(dua) tahun:

D. Pangkat Pembina (IV/a)

1. Kualitas pengembangan bidang kepemudaaan dan olahraga;

2. Kualitas pembinaan kepramukaan
3. Persentase Peningkatan Prestasi Pemuda dan Olahraga.

; E. Indikator Kinerja Jabatan
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V. KEPALA DINAS PARIWISATA

Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintahan
Kode Jabatan

Kepala Dinas Pariwisata
Jabatan Pimpinan Tinggi
Pariwisata

JABAT AN PIMPINAN

TINGGI

I.  IKHTISAR JABATAN

Melaksanakan sebagian

pemasaran pariwisata,
SDM.

Tugas

Bupati/Walikota di
mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan tugas untuk mengoptimalkan potensi destinasi pariwisata
mengelola prasarana dalam pembangunan

bidang pariwisata dengan cara merencanakan

ekonomi kreatif clan meningkatkan kapasita:

1l.__STANDAR KOMPETENSI

KOMPETENSC | LEVEL | DESKRIJPSI INDIKOR KOMPETENSI
A MANAJERIAL
1. Integritas 4 Mampu menciptakan 4.1. Menciptakan situasi kerja yang mendorong
situasi kerja yang seluruh pemangku kepentingan mematuhi nilai,
mendorong kepatuhan norma, dan etika organisasi dalam segala situasi
pada nilai, norma, dan dan kondisi;
etika organisasi 4 2. Mendukung clan menerapkan prinsip moral dan
standar etika yang tinggi, serta berani
menanggung konsekuensinya

43Berani  melakukan koreksi atau mengambil
tindakan atas penyimpangan kode etik/nilai-
nilai yang dilakukan oleh orang lain, pada
tataran  lingkup  kerja  setingkat  instansi
meskipun ada resiko.

2. Kerjasama 4 Membangun komitmen 4.1. Membangun sinergi antar unit kerja
tirn, sinergi di lingkup instansi yang dipimpin;

42. Memfasilitasi kepentinganyang
berbeda dariunit kerja lain sehingga
tercipta sinergi daJam rangka
pencapaian target kerja organisasi

4.3. Mengembangkan sistem yang menghargai kerja
sama antar unit, memberikan dukungan [
semangat untuk memastikan tercapainya sinergi
dalam rangka pencapaian target keria organisasl

3. Komunikasi 4 Mampu mengemukakan 4] Mengintegrasikan informasi -informasi penting
pemikiran multidimensi hasil  diskusi dengan  pihak lain  untuk
secara lisan dan tertulis mendapatkan pemahaman yang sarna; Berbagi
untuk mendorong infonnasi dengan pemangku kepentingan untuk
kesepakatan dengan tujuan meningkatkan kinerja secara
tujuan meningkatkan keseluruhan;
kinerja secara 42  Menuangkan pemikiran [ konsep yang
keseluruhan multidimensi dalam bentuk tulisan formal;

43  Menyampaikan  informasi secara p ersuasif
mendorong  pemangku  kepentingan  sepakat
langkah-langkah bersama dengan tujuan mening
kinerja secara keseluruhan.

4. Orientasi pada 4 Mendorong  unit kerja | . Mendorong unit kerja di tingkat instansi untuk

hasil mencapai  target yang mencapai  kinerja yang me)ebihi target yang
ditetapkan atau melebihi ditetapkan;
hasil kerja sebeJurnnya b. Memantau dan mengevaluasi basil kerja unitnya '
agar seJaras dengan sasaran strategi instansi

c. Mendorong pemanfatan sumber daya bersama
antar unit kerja dsalam rangkka meningkatkan

efektivitas dan efisiensi pencaoaian tar]l;e~
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5. Pelayanan Publik 4 Mampu memonitor, |41 Memahami dan memberi perhatian kepada isu- |
mengevaluasi, isu jangka panjang, kesempatan atau kekuatan
memperhitungkan dan politik yang mempengaruhi organisasi dalam
mengantisipasi ~ dampak hubungannya dengan dunia luar,
dari isu - isu jangka emmperhitungkan dan mengantisipasi dampak
panjang, kesempatan, terhadap pelaksanaan  tugas-tugas pelayanan
atau  kekuatan  politik public  secara  objektif, transparan, dan
dalam  hal pelayanan professional dalam lingkup organisasi;
kebutuhan pemangku 4.2 Menjaga agar kebijakan pelayanan publik yan|
kepentingan yang diselenggarakan  oleh instansinya telah selarg
transparan, objektif, clan dengan standar pelayanan yang objektif, netraj
profesional tidak memihak, tidak diskriminatif, serta tida

terpengaruh kepentingan pribadi/

4.3 Menerapkan strategijangka panjang yang berfoku
pada pemenuhan kebutuhan pemangkl
kepentingan dalam menyusun kebijakan denga
mengikuti standar objektif, netral, tidak memihal
tidak diskriminatif, transparan, tidak terpengaru
kepentingan pribadi/kelompok.

6. Pengembangan 4 Menyusun program 4.1 Menyusun program pengembanganjangka

diri dan orang pen.gembang an panjang bersama - sama dengan bawahan,
lain jangka panjang termasuk didalamnya penetapan tujuan,
dalam rangka bimbigan, penugasan dan pengalaman lainnya,
mendorong  manajemen serta mengalokasikan waktu untuk mengikuti
pembelajaran pelatihan / pendidikan [ pengembangan
kompetensi dan karir;

4.2 Melaksanakan manajemen pembelajaran
tennasuk evaluasi dan umpan balik pada tataran
organisasi;

4.3 Mengembangkan orang-orang disekitarannya
secara konsisten, melakukan kederisasi untuk
posisi-posisi di unit kerianva.

7. Mengelola 4 Memimpin perubahan 4.1 Mengarahkan unit kerja untuk lebih siap dalam

perubahan | pada unit kerja menghadapi perubahan termasuk memitigasi
risiko yang mungkin terjadi;

4.2 Memastikan perubahan sudah diterapkan secara
aktif di lingkungan unit kerjanya secara berkala

4.3 Memimpin clan memastikan penerapan program-
program perubahan selaras antar unit kerja.

8. Pengambilan 4 Menyelesaikan ~ masalah 4.1  Menyusun dan/atau  memutuskan konsep

Keputusan yang mengandung risiko penyelesaian masalah yang melibatkan
tinggi, mengantisipasi beberapa/seluruh  fungsi dalam organisasi;
dampak keputusan, | 4.2 Menghasilkan solusi dariberbagai masalah yang
membuat tindakan kompleks, terkait dengan bidang kerjanya yang
pengamanan; mitigasi berdampak pada pihak lain;
risiko 4.3 Membuat keputusan dan mengantisipasi

dampak keputusannya serta menyiapkan
tindakan penangannya (mitigasi resiko)
B. SOSIO KUL TURAL

9. Perekat Bangsa 4 Mendayagunakan 4,1 Menginisiasi clan merepresentasikan
perbedaan secara pemerintahan di lingkungan  kerja clan
konstruktif dan kreatif masyarakat untuk senantiasa menjaga persatuan
untuk meningkatkan clan kesatuan dalam keberagaman dan menerima
efektifitas Organisasi segala bentuk perbedaan dalam kehidupan

bermasyarakat;

4.2 Mampu mendayagunakan  perbedaan latar
belakang, agama/kepercayaan, suku, jender,
sosial, ekonomi, preferensi  politik untuk
mencapai kelancaran pencapaian tujuan
organisasi

4.3 Mampu membuat program ‘Z -
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mengakomodasi ~ perbedaan  latar  belakang
agama/kepercayaan, suku,  jender, sosial
ekonomi, preferensi politik

C. Teknis

10.Advokasi
Kebijakan
Pariwisata

Mampu

mengembangkan

strategi advokasi yang
tepat sesuai kondisi

4.1

4.2

4.3.

Mengevaluasi  strategi advokasi yang ada saat
mi, menganalisis kekuatan dan kekurangan
berbagai metode yang dijalankan
kelompok sasaran yang berbeda;
Mengembangkan  norma, standar, prosedur,
kriteria, pedoman, dan/atau petunjuk teknis
strategi advokasi kebijakan pariwisata ;
Meningkatkan kapasitas pemangku kepentingan
untuk mengembangkan strategi advokasi yang
dapat dijalankan oleh mereka sendiri dalam
menerapkan kebijakan pariwisata.

dengan

11. Manajemen
Industri
Pariwisata

Mampu mengevaluasi

perangkat norma standar
prosedur instrumen
penerapan  manajemen

industri pariwisata

4.1

4.2

43

Mampu  mengidentifikasi kelemahan  dan
kekurangan pedoman, petunjuk teknis
pelaksanaan manajemen industri pariwisata;
Mampu menyusun pedoman petunjuk teknis
dalam penerapan manajemen industri pariwisata
(perencanaan, pelaksanaan, evaluasi)  dan
menyusun rencana perbaikan pengelolaan serta
ketersediaan  prasaran pengembangan  industri
pariwisata;

Memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada
pelaku industri pariwisata dalam penerapan
pedoman dan petunjuk teknis perencanaan,
pela.ksanaan, dan evaluasi dalam mela.ksana.kan
industri  pariwisata  serta rencana perbaikan
pengelolaan serta ketersediaan

prasaran
pengembangan industri oariwisata.

12. Pemetaan Sumber Mampu mengevaluasi 4.1 Mampu melakukan evaluasi destinasi

Daya Destinasi destinasi wisata serta perencanaan clan pengelolaan dan serta menemu

Pariwisata menyusun peta potensi kenali kelebihan dan kelemahan

destinasi wisata.

4.2

43

teknis/metode/sistem cara  kerja untuk
memetakan potensi destinasi wisata;

Mampu menyusun perencanaan peta potensi
destinasi  wisata clan pengelolaan  destinasi
wisata serta rnenyusun rencana pengembangan
destinasi wisata;

Marnpu meya.kinkan dan memperoleh dukungan
dari stakeholder terkait rencana pengembangan
destinasi wisata.

13. Teknik Promosi Mampu mengevaluasi 4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknisl
Pariwisata dan menyusun metode /sistem cara kerja menemu kenali
perangkat norma standar kelebihan dan kekurangan melakukan
prosedur instrurnen pengembangan  atau perbaikan cara kerja
pelaksanaan promosi promosi pariwisata yang lebih efektif/efisien; ;
pariwisata 4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis,
cara kerja yang dijadikan norma, standar,
prosedur, kriteria, instrumen  pelaksanaan

promosi pariwisata;

4.3

Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan
dari stakeholder pelaksanaan promosi pariwisata
dan memberikan  bimbingan dan fasilitasi
kepada instansi lain atau stakeholder terkait
promosi pariwisata

>
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14. Analisis 4 Mampu mengevaluasi 4.1 Mampu mengevaluasi pelaksanaan analisis
Kelayakan lzin dan menyusun perizinan usaha pariwisata serta menemu kenali
Usaha Pariwisata perangkat norma standar kelebihan dan kelemahan analisis kelayakan

prosedur instrumen pemberian 1ZIn usaha pariwisata,

kelayakan  izm usaha | 42 Mampu menyusun  teknik, metode, dan

pariwisata mengembangkan kapasitas SDM  dalarn
menganalisis kelayakan izin usaha pariwisata; ‘

4.3 Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan

dari stakeholder terkait pengembangan teknik,
metode, dan kapasitas SDM analisis pemberian
izin usaha pariwisata.

15. Advokasi 4 Marnpu 4.1 Mengevaluasi strategi advokasi yang ada saat
Kebijakan mengembangkan ini, menganalisis kekuatan dan kekurangan
Otonomi Daerah strategi advokasi berbagai metode yang dijalankan  dengan

kebijakan otonorni kelompok sasaran yang berbeda;
daerah yang tepat | 42 Mengembangkan nonna standar, prosedur,
sesuai kondisi. kriteria, pedoman, dan /atau petunjuk
teknis strategi advokasi kebijakan otonomi
daerah
4.17 Meningkatkan kapasitas pemangku
kepentingan |
untuk mengembangkan  strategi advokasi yang '
dapat dijalankan oleh mereka sendiri dalam
menerapkan kebijakan otonomi daerah .
. III.  PERSYARATAN JABATAN
Jenis Jabatan Uraian Tinakat Pentinanva terhadan Jabatan
Mutlak Pentina | Perlu
A. Pendidikan 1. Jenjang Sarjana / Diploma IV
2. Bidang Pariwisata/ Sosial/ Sejarah/ Ekonomi/ Hukum/ Manajemen/ Arkeolog/
IImu Kesenian/ Bahasa
B. Pelatihan 1. Manajerial | Pelatihan
Kepemimpimpinan
Pratama
2. Teknis Diktat Manajemen
Pemasaran
Pariwisata

Diklat Pelestarian
Cagar Budaya

3.Fungsional

C. Pengalaman Kerja

3. Memiliki
pengalaman jabatan
dalam bidang
bidang Kebudayaan

dan pariwisata
secara kumulatif
paling kurang 5
(lima) tahun.

4. Sedang atau
pemah menduduki
jabatan
administrator  atau

jabatan fungsional
jenjang ahli madya
paling  singkat 2
(dua) tahun:

D. Pangkat

Pembina (IV/a)

E. Indikator Kinerja Jabatan

Persentase

1. peningkatan destinasi pariwisata.; \
2. Kualitas ketersediaan prasaran ekonomi kreatif.
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W. KEPALA DIN AS KEARS IPAN DAN PERPUST AKAAN DAERAH

Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintahan

Jabatan Pimpinan Tinggi

Perpustakaan dan Kearsipan

Kode Jabatan

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah

JABATAN PIMPINAN

TINGGI

IKHTISAR JABATAN

Melaksanakan
mengkoordinasikan,

melaksanakan dan mengendalikan

sesuai dengan perencanaan

sebagian tugas Bupati/W alikota dibidang perpustakaan dan kearsipan dengan cara merencanakan,
tugas di bidang perpustakaan dan kearsipan agar tercapai

11. STANDAR KOMPETENSI
KOMPETENSI LEVEL DESKRIPSI INDTKOR KOMPETENSI
A. MANAJERIAL
I. Integritas 4 Mampu menciptakan 4.1, Menciptakan situasi kerja yang mendorong
situasi kerja yang seluruh pemangku kepentingan mematuhi nilai,
mendorong kepatuhan norma, dan etika organisasi dalam segala situasi
pada nilai, norma, dan dan kondisi;
etika organisasi 4.2, Mendukung dan menerapkan prinsip moral dan
standar etika yang tinggi, serta berani
menanggung konsekuensinya

4.3.Berani melJakukan koreksi atau mengambil
tindakan atas penyimpangan kode etik/nilai-
nilai yang dilakukan oleh orang Jain, pada
tataran  lingkup  kerja  setingkat  instansi
meskipun ada resiko.

2. Kerjasama 4 Membangun komitmen 4], Membangun sinergi antar unit kerja
rim, sinergi di lingkup instansi yang dipimpin;

4.2, Memfasilitasi kepentinganyang
berbeda dari unit kerja Jain sehingga
tercipta sinergi dalam rangka
pencapaian target kerja organisasi,

4.3. Mengembangkan sistem yang menghargai kerja
sama antar unit, memberikan  dukungan /
semangat untuk memastikan tercapainya sinergi
dalam rangka pencapaian target keria organisasl

. 3. Komunikasi 4 Mampu mengemukakan 4.1 Mengintegrasikan informasi - infonnasi
pemikiran multidimensi penting hasil diskusi dengan pihak lain untuk
secara lisan dan tertulis mendapatkan pemahaman yang sama; Berbagi
untuk mendorong infonnasi dengan pemangku kepentingan untuk
kesepakatan dengan tujuan meningkatkan kinerja secara
tujuan meningkatkan keseluruhan;
kinerja secara 42 Menuangkan pemikiran | konsep yang
keseluruhan multidimensi dalam bentuk tulisan formal,;

43 Menyampaikan informasi secara persuasif
untuk mendorong pemangku kepentingan sepaka
langkah-langkah bersama dengan tujuan
meningkatkan kinerja secara keseluruhan.

4. Orientasi pada 4 Mendorong  unit kerja [a Mendorong unit kerja di tingkat instansi untuk
hasil mencapai  target yang mencapai  kinerja yang melebihi target yang
ditetapkan atau meJebihi ditetapkan;
' basil kerja sebelumnya b. Memantau dan mengevaluasi basil kerja unitnya
agar selaras dengan sasaran strategi instansi ‘
c¢. Mendorong pemanfatan sumber daya bersama
antar unit kerja dsalam rangkka meningkatkan
efektivitas dan efisiensi pencapaian target \.

\
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41

Mampu memonitor, Memahami dan memberi perhatian kepada isu-
5. Pelayanan Publik 4 mengevaluasi, isu jangka panjang, kesempatan atau kekuatan
memperhitungkan dan politik yang mempengaruhi organisasi dalam
mengantisipasi ~ dampak | hubungannya dengan dunia luar,
dari tsu - isu jangka ermnperhinmgkan dan mengantisipasi dampak
panjang, kesempatan, terhadap pelaksanaan  tugas-tugas pelayanan
atau  kekuatan  politik public  secara  objektif, transparan,  dan
dalam  hal pelayanan professional dalam lingkup organisasi;
kebutuhan pemangku 4.2 Menjaga agar kebijakan pelayanan publik yan
kepentingan yang diselenggarakan  oleh instansinya telah selara
transparan, objektif, dan dengan standar pelayanan yang objektif, netra
profesional tidak memihak, tidak diskriminatif, serta tidai
terpengaruh kepentingan pribadi/

4.3 Menerapkan strategi jangka panjang yang berfokt
pada pemenuhan kebutuhan pemangk
kepentingan dalam menyusun kebijakan denga
mengikuti standar obje.ktif, netral, tidak memihal
tidak diskriminatif, transparan, tidak terpengaru
kepentingan pribadi/kelompok.

6. Pengembangan 4 Menyusun program 4.1 Menyusun program pengembangan jangka
diri clan orang pengembangan panJang bersama - sarna dengan bawahan,
lain jangka panjang termasuk didalamnya penetapan tujuan,
dalam rangka bimbigan, penugasan clan pengalaman lainnya,
mendorong  manajemen serta mengalokasikan ~ waktu untuk mengikuti
pembelajaran pelatihan /| pendidikan /| pengembangan
kompetensi dan karir;

42  Melaksanakan manajemen pembelajaran
termasuk evaluasi danumpan balik pada tataran
organisasi;

43  Mengernbangkan orang-orang disekitarannya
secara konsisten, melakukan kederisasi untuk
posisi-posisi di unit kerianva,

7. Mengelola 4 Memimpin perubahan 41  Mengarahkan unit kerja untuk lebih siap dalam |
perubahan pada unit kerja menghadapi  perubahan termasuk memitigasi
risiko yang mungkin terjadi;

42 Memastikan perubahan sudah diterapkan secara
aktif di lingkungan unit kerjanya secara berkala

43 Memimpin dan memastikan penerapan program-
program perubahan selaras antar unit kerja.

8. Pengambilan 4 Menyelesaikan  masalah | 4.1 Menyusun  dan/atau  memutuskan  konsep
Keputusan yang mengandung risiko penyelesaian masalah yang melibatkan
tinggi, = mengantisipasi beberapalseluruh fungsi dalam organisasi;
dampak keputusan, | 42 Menghasilkan solusi dari berbagai masalah yang
membuat tindakan kompleks, terkait dengan bidang kerjanya yang
pengamanan;  mitigasi berdampak pada pihak lain;
risiko 4.3 Membuat keputusan dan mengantisipasi
dampak  keputusannya serta menyiapkan
tindakan penangannya (mitigasi resiko)
B. SOSIO KUL TURAL
9. Perekat Bangsa 4 Mendayagunakan 41 Menginisiasi dan merepresentasikan
perbedaan secara pemerintahan di lingkungan kerja dan
konstruktif dan kreatif masyarakat untuk senantiasa menjaga persatuan
untuk meningkatkan dan kesatuan dalam keberagaman dan menerima
efektlfitas  Organisasi segala bentuk perbedaan dalam kehidupan
bennasyarakat;

42  Mampu mendayagunakan perbedaan  Jatar
belakang, agama/kepercayaan, suku, jender,
sosial, ekonomi, preferensi politik untuk
mencapai kelancaran pencapaian tujuan
organisasi

4.3  Mampu membuat program yang
mengakomodasi perbedaan  latar be)akang]
agama/kepercayaan, suku, jender. sosial
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ekonomi, preferensi politik

C. Teknis

10. Advokasi Mampu mengevaluasi, |4.1 Mengevaluasi sttategi advokasi yang ada saat
Kebijakan bidang mengembangkan dan mt, menganalisis kekuatan dan kekurangan
Perpustakaan clan menyusun strategi berbagai metode yang dijalankan  dengan
Kearsipan advokasi  kebijakan  di kelompok sasaran yang berbeda;

bidang Perpustakaan | 42 Mengembangkan norma standar, prosedur,

dan Kearsipan kriteria, pedoman, dan/atau petunjuk teknis
strategi advokasi kebijakan bidang perpustakaan
dan kearsipan;

4.3 Meningkatkan kapasitas pemangku kepentingan
untuk mengembangkan strategi advokasi yang
dapat dijalankan oleh mereka sendiri dalam
menerapkan kebijakan bidang perpustakaan dan
kearsinan

I1.  Pengelolaan Mampu 41 Mampu melakukan evaluasi  pelaksanaan
Perpustakaan mengembangkan pengelolaan  perpustakaan  serta menemukan

perangkat norma standar kelebihan clan kekurangan dalam melakukan

prosedur dan pengembangan  atau perbaikan  pelaksanaan
mengevaluasi pengelolaan Perpustakaan dan Kerarsipan yang
pengelolaan lebih efektif'efisien;

perpustakaan 42 Mampu menyusun perbaikan /| pedoman
operasional pengelolaan sarana dan prasarana
Perpustakaan dan Kearsipan;

4.3 Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan
dari stakeholder terhadap pengelolaan sarana
dan prasarana Perpustakaan dan Kearsipan serta
memberikan  bimbingan dan fasilitasi kepada
kepada instansi setiap unit lainnya atau
stakeholder  terkait pengelolaan sarana dan
prasarana Perpustakaan dan Kearsipan;

12. Pelestarian Mampu mengevaluasi 41  Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/
Koleksi Nasional clan menyusun metode | sistem cara kerja menemukan
dan Naskah Kuno perangkat norma standar kelebihan dan kekurangan dalam melakukan

prosedur Kelayakan pengembangan atau perbaikan cara kerja Studi

Pelestarian Koleksi Kelayakan Pelestarian Koleksi Nasional dan

Nasional dan Naskah Naskah Kuno yang lebih efektif/efisien;

KW10 42 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis,
cara kerja yang dijadikan norma standar,
prosedur, instrumen  prosedur  Kelayakan
Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno;

4.3 Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan
dari stakeholder terkait prosedur Kelayakan
Pe)estarian Koleksi Nasional dan Naska Kuno
serta memberikan  bimbingan dan fasilitasi
kepada instansi lainnya atau stakehoider terkait
Kelayakan Pelestarian Koleksi Nasional dan
Naskah Kuno:

13. Pengelolaan Arsip Mampu  mengevaluasi 4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis /
dan menyusun metode | sistem cara kerja menemukan
perangkat norma standar kelebihan dan kekurangan dalam melakukan
prosedur instrwnent pengembangan  atau perbaikan cara kerja
pengelolaan arsip pengelolaan arsip yang lebih efektifi'efisien,

4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis,
cara kerja yang dijadikan norma standar,
prosedur, instrumen pengelolaan arsip;

43 Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan

dari  stakeholder, pelaksanaan  pengelolaan
teknologi, informatika dan manajemen data
serta memberikan dan fasilitasi
kepada instansi lain atau stakeholder terkait
pengembangan pengelolaan arsip; \

bimbingan

\
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14 Perlindungaa dan 4 Mampu mengevaluasi [4.1 Mampu melakukan  evaluasi  pelaksanaan |
' Penyelamatan dan menyusun perlindungan dan penyelamatan arsip, serta
Arsip perangkat menemukan kelebihan dan kekurangan dalam ‘
nonna standar prosedur melakukan perlindungan dan penyelamatan
perlindungan dan arsip yang lebih efektif/efisien;
penyelamatan  arsip 42  Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis,
cara kerja yang dijadikan norma standar,
prosedur, instrument perlindungan
penyelamatan  arsip;

4.3 Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan
dari stakeholder, pelaksanaan penyelamatan dan
perlindungan arsip, serta memberikan
bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain
atau stakeholder terkait perlindungan
penyelamatan dan perlindungan arsip.

15. Advokasi 4 Mampu 41  Mengevaluasi strategi advokasi yang ada saat
Kebijakan mengembangkan rm, menganalisis kekuatan dan kekurangan
Otonomi Daerah strategi advokasi berbagai metode yang dijalankan  dengan

kebijakan otonomi kelompok sasaran yang berbeda;
daerah yang  tepat [ 42 Mengembangkan nonna standar, prosedur,

sesuai kondisi.

4.18

kriteria, pedoman, dan /atau petunjuk
teknis strategi advokasi kebijakan otonomi
daerah
Meningkatkan
kepentingan
untuk mengembangkan strategi advokasi yang
dapat dijalankan oleh mereka sendiri
menerapkan kebijakan otonomi daerah.

kapasitas pemangku

dalam

1L PERSYARATAN JABATAN
Jenis Jabatan Uraian | Tinl'kat Pentimmva terhadao Jabatan
| Mutlak Pentina | Perlu
A Pendidikan 1. Jenjang Sarjana / Diploma IV
2. Bidang Sastra Indonesia/ Ilmu Bahasa/ Tata Naskah
[Imu
B. Pelatihan IA Manajerial Pelatihan
Kepemimpimpinan
Pratama
B.Teknis Diktat Teknis
Perpustakaandan
Kearsinan
C. Fungsional
C. Pengalaman Kerja 1. Memiliki
pengalaman  jabatan
dalam bidang
Perpustakaan dan
Kearsipan | tata
ruang secara
kumulatif paling
kurang 5  (lima)
tahun
2. Sedang atau pemah
menduduki  jabatan
administrator atau
jabatan fungsional
jenjang ahli madya
paling  singkat 2
(dua) tahun: \

D. Pangkat

Pembina (1V/a)




- 102 -

E. Indikator Kinerja Jabatan I, Kualitas pengelolaan perpustakaan, pe)estarian koleksi nasional
dan/atau naskah kuno;
2. Kualitas pengelolaan arsip dan penyelamatan arsip.
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X. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

Kepala Dinas Perhubungan
Jabatan Pimpinan Tinggi
Perhubungan

Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintahan
Kode Jabatan

JABATAN PIMPINAN

TINGGI

l. IKHTISAR JABATAN

Memimpin, membina, mengoordinasikan,

memfasilitasi, menyelenggarakan,

mengawasi dan mengendalikan kegiatan

di bidang perhubungan berdasarkan kebijakan Bupati/Walikota dan Peraturan Perundang-Undangan Yyang berlaku.

11. STANDAR KOMPETENSI

KOMPETENSI LEVEL DESKRIPSI INDIKOR KOMPETENSI
A. MANAJERIAL
I. Integritas 4 Mampu menciptakan 41 Menciptakan  situasi kerja yang mendorong
situasi kerja yang seluruh pemangku kepentingan mematuhi nilai,
mendorong kepatuhan nonna, dan etika organisasi dalam segala situasi
pada nilai, nonna, dan dan kondisi;
etika organisasi 42 Mendukung dan menerapkan prinsip moral dan
standar etika yang tinggi, serta berani
menanggung konsekuensinya
43 Berani melakukan  koreksi atau mengambil
tindakan atas penyimpangan kode etik/nilai-nilai
yang dilakukan oleh orang lain, pada tataran
lingkup kerja setingkat instansi meskipun ada
resiko.
2. Kerjasama 4 Membangun komitmen 4.]. Membangun sinergi antar unit kerja
tim, sinergi di lingkup instansi yang dipimpin;
42. Memfasilitasi kepentinganyang
berbeda dari unit kerja lain sehingga
tercipta sinergi dalam rangka
pencapaian target kerja organisasi;
43. Mengembangkan sistem yang menghargai kerja
sama antar unit, memberikan  dukungan J
semangat untuk memastikan tercapainya sinergi
dalam ranzka pencapaian target keria organisasi.
3. Komunikasi 4 Mampu mengemukakan 41 Mengintegrasikan  infonnasi -informasi penting
pemikiran multidimensi hasil  diskusi  dengan  pihak  lain  untuk
secara lisan clan tertulis mendapatkan  pemahaman yang sama; Berbagi
untuk mendorong infonnasi dengan pemangku kepentingan untuk
kesepakatan dengan tujuan meningkatkan kinerja secara keseluruhan;
tujuan meningkatkan 4.2 Menuangkan pemikiran | konsep yang
kinerja secara multidimensi dalam bentuk tulisan formal,;
keseluruhan 4.3 Menyampaikan informasi secara persuasif
untuk mendorong pemangku kepentingan sepakat
langkah-langkah bersama dengan tujuan
meningkatkan kinerja secara keseluruhan.
4. Orientasi pada 4 Mendorong  unit kerja [4.1 Mendorong unit kerja di tingkat instansi untuk
hasil mencapai  target yang mencapai  kinerja yang melebihi target Yyang
ditetapkan atau melebihi ditetapkan;

basil kerja sebelumnya

4.2 Memantau dan mengevaluasi hasil kerja unitnya
agar selaras dengan sasaran strategi instansi

43 Mendorong pemanfatan sumber daya bersama antar
unit kerja dsalam rangkka meningkatkan efektivitas

"

dan efisiensi pencapaian target

\
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Mampu memonitor, | 4.1 Memahami dan memberi perhatian kepada isu-isu
5. Pelayanan Publik 4 mengevaluasi, jangka panjang, kesempatan atau kekuatan politik
memperhitungkan dan yang mempengaruhi orgamsasi dalam
mengantisipasi ~ dampak hubungannya dengan dunia luar,
dari 1SU - isu jangka emmperhitungkan ~ dan mengantisipasi ~ dampak
panjang, kesempatan, terhadap  pelaksanaan  tugas-tugas  pelayanan
atau  kekuatan  politik public secara objektif, transparan, dan
dalam  hal  pelayanan professional dalam lingkup organisasi;
kebutuhan pemangku | 42 Menjaga agar kebijakan peJayanan publik yang
kepentingan yang diselenggarakan  oleh instansinya telah selaras
transparan, objektif, dan dengan standar pelayanan yang objektif, netral,
profesional tidak memihak, tidak diskriminatif, serta tidak
terpengaruh kepentingan pribadi/

4.3 Menerapkan strategi jangka panjang yang berfokus|
pada pemenuhan kebutuhan pemangku
kepentingan dalam menyusun kebijakan dengan
mengi.kuti standar objektif, netral, tidak memihak,
tidak diskriminatif, transparan, tidak terpengaruh
kepentingan pribadi/kelompok.

6. Pengembangan 4 Menyusun program 4.1 Menyusun program pengernbangan jangka
diri dan orang pengembangan panjang bersama - sama dengan bawahan,
lain jangka panjang termasuk didalamnya penetapan tujuan,

dalam rangka birnbigan, penugasan dan pengalaman lainnya,

mendorong  manajemen serta mengalokasikan waktu untuk mengikuti

pembelajaran pelatihan [ pendidikan [ pengembangan
kompetensi dan karir;

42 Melaksanakan manajemen pembelajaran termasuk
evaluasi dan umpan balik pada tataran organisasi;

43 Mengembangkan orang-orang disekitarannya
secara konsisten, melakukan kederisasi untuk
posisi-posisi di unit kerjanya.

7. Mengelola 4 Memimpin perubahan 4.1 Mengarahkan unit kerja untuk lebih siap dalam
perubahan pada unit kerja menghadapi perubahan termasuk mernitigasi

risiko yang mungkin terjadi;

42 Memastikan perubahan sudah diterapkan secara
aktif di lingkungan unit kerjanya secara berkala

4.3 Mernimpin dan memastikan penerapan program-
program perubahan selaras antar unit kerja

8. Pengambilan 4 Menyelesaikan masalah | 4.1  Menyusun dan/atau = memutuskan konsep
Keputusan yang mengandung risiko penye]esaian masalah yang melibatkan

tinggi,  mengantisipasi beberapa/seluruh  fungsi dalam organisasi;
dampak keputusan, | 42 Menghasilkan solusi dari berbagai masalah yang
membuat tindakan kompleks, terkait dengan bidang kerjanya yang
pengamanan; mitigasi berdampak pada pihak lain;
risiko 43 Membuat keputusan clan mengantisipasi

dampak keputusannya serta menyiapkan

tindakan penangannya (rnitigasi resiko)

B. SOSIO KULTURAL

9. Perckat Bangsa 4 Mendayagunakan 4.1  Menginisiasi dan merepresentasikan

perbedaan secara pemerintahan di lingkungan  kerja  dan

konstruktif clan kreatif masyarakat untuk senantiasa menjaga persatuan

untuk meningkatkan dan kesatuan dalam keberagaman dan menerima

efektffitas Organisasi segala bentuk perbedaan  dalam  kehidupan
bermasyarakat;

42 Mampu  mendayagunakan perbedaan  latar
belakang,  agama/kepercayaan, suku, jender, "
sosial, ekonomi,  preferensi  politik  untuk
mencapai kelancaran pencapaian tujuan
organisasi

43 Mampu membuat program yang
mengakomodasi perbedaan latar  belakang

agama/kepercayaan, suku, jender, sosial ekonomi,
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preferensi politik

C. Teknis

10. Advokasi
kebijakan lalu
lintas Angk:utan
Jalan

Marnpu
mengembangkan

sttategi advokasi
Kebijakan Latu Lintas
Angk:utan Jalan

41

4.2

43

Mengevaluasi strategi advokasi yang ad.a saat ini, |
menganalisis kekuatan dan kekurangan berbagai
metode yang dijalankan  dengan  kelompok
sasaran yang berbeda ;

Mengembangkan nonna standar, prosedur,
kriteria, pedoman, dan/atau  petunjuk teknis
strategi  advokasi  Kebijakan Latu  Lintas
Angk:utan Jalan;

Meningkatkan kapasitas pemangk:u kepentingan
untuk mengembangkan
dapat dijalankan
menerapkan
Jalan

strategi advokasi yang
oJeh mereka sendiri dalam
Kebijakan Lalu lintas Angkutan

11. Manajemen Lalu
Lintas Angk:utan
JaJan

Mampu mengevaluasi

dan menyusun
perangkat nonna standar
prosedur Manajemen
lalu  lintas  angkutan

jalan

41

42

43

Mampu melakukan evaluasi manajemen lalu
lintas yang ada, menemu kenali kelebihan dan
kekurangan manajemen lalu lintas angkutan jalan
menjadi lebih effektif/effisien;

Mampu melakukan  perbaikan, menyusun
petunjuk  operasional  pelaksanaan manajemen
lalu lintas angkutan jalan, manajemen dan
rekayasa lalu lintas;

Mampu meyakinkan clan mampu memperoleh
dukungan dari stakeholder terkait perbaikan
manajemen  lalu lintas angkutan jalan dan
memberikan  bimbingan dan fasilitasi kepada
instansi  lain atau stakeholder terkait daJam
meneravkan perbaikan dimaksud.

12, Penyusunan
rencana induk
jaringan LLAJ

Mampu  mengevaluasi
jaringan lalu lintas clan
menyusun rencana
induk jaringan LLAJ

4.1

42

43

Mampu melakukan evaluasi jaringan lalu lintas
yang ada, menemu kenali kelebihan dan
kekurangan pengembangan atau  perbaikan
manajemen kerja menjadi lebih effektif/effisien;
Mampu menyusun rencana induk jaringan LLAJ
sesuai dengan arah pembangunan daerah dan
pembangunan wilayah sekitamya (regional);
Mampu meyakinkan dan mampu memperoleh
dukungan dari stakeholder terkait dengan rencana
induk jaringan LLAJ dan implementasinya, serta
memberikan  bimbingan clan fasilitasi kepada
instansi lain atau stakeholder terkait dalam
menerapkan perubahan dimaksud

13. Audit keselamatan
LLAJ

Mampu mengevaluasi
basil audit keselamatan
LLAJ dan menyusun
rekomendasi
peningkatan

keselamatan LLAJ

4.1

42

43

Mampu melakukan evaluasi hasil audit
keselamatan LLAJ (jumlah kecelakaan, jumlah
korban, sumber penyebab ), menemu  kenali
kelebihan dan kekurangan melakukan
pengembangan atau perbaikan manajemen kerja
menjadi lebih effektif/effisien;

Mampu  menyusun pedoman petunjuk teknis,
standar dan prosedur, untuk infrastruktur dan
operasi keselamatan LLAJ;

Mampu meyakinkan dan mampu memperoleh
dukungan dari stakeholder terkait perubahan dan
memberikan ~ bimbingan dan fasilitasi kepada
instansi  lain atau stakeholder terkait dalam
menerapkan perubahan dimaksud.

14. Analisis kelayakan
trayek angkutan
umum, taksi,
angkutan barang,
clan kendaraan
bermotor

Mampu mengevaluasi
hasil analisis kelayakan
trayek angk:utan umum,
taksi, angkutan barang,
dan kendaraan bennotor.

4.1

4.2

43

Mampu melakukan evaluasi basil analisis
kelayakan trayek angkutan umum, taksi, angkutan
barang, dan kendaraan bermotor, menemu kenali
kelebihan dan kekurangan;

Mampu rekomendasi  UID trayek
angkutan umum, taksi, angkutan barang, dan

menyusun

kendaraan bermotor; '
Mampu mevakinkan dan memperoleh dukungan
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dari stakeholder terhadap basil analisa kelayakan
kelayakan trayek angkutan umum, taksi, angkutan
barang, clan kendaraan bermotor serta
memberikan birnbingan dan fasilitasi kepada
instansi lain atau stakeholder terkait kelayakan
trayek angkutan umum, taksi, angkutan barang,
dan kendaraan bermotor.

15. Advokasi
Kebijakan
Otonomi Daerah

4 Mampu
mengembangkan
strategi
kebijakan
daerah
sesuai kondisi.

advokasi
otonomi

yang tepat

4.1 Mengevaluasi
menganalisis
metode yang dijalankan
sasaran yang berbeda;
Mengembangkan norma standar,
kriteria, pedoman, dan [ atau petunjuk
teknis strategi advokasi kebijakan otonomi
daerah
Meningkatkan
kepentingan
untuk mengernbangkan  strategi advokasi
dapat oleh mereka sendiri
meneraokan kebiiakan otonomi daerah.

strategi advokasi yang ada saat ini,
kekuatan clan kekurangan berbagai
dengan  kelompok

4.2 prosedur,

4.19 kapasitas pemangku

yang

dijalankan dalam

IlI. PERSYARATANJABATAN

Jenis Jabatan

A. Pendidikan

B. Pelatihan

Uraian |Tin7kat Pentinznva terhadap Jabatan
| Mutlak Penting | Perlu
1. Jenjang Sarjana / Diploma IV
ti. Bidang Ilmu Transportasi / llmu Manajemen Transportasi [/ Ilmu Teknik
Ilmu

1. Manajerial Pelatihan

Kepemimpimpinan A

Pratama

2. Teknis

1. Diklat Manajemen
Angkutan Umurn

£). Diklat
Penyusunan
Analisis Dampak
Lalu Lintas

3. Diklat Manajemen
Transportasi
Perkotaan

4. D.iklat Pengelola
Perlenekaoan JaJan

5. Diklat Rencana
Induk Lalu Lintas
dan Anzkutan Jalan

6. Diklat
Oriented
Development

Transport

7. Diklat Sistem
Manajemen
Keselamatan
Anakutan Umum

3. Fungsional




- 107 -

C. Pengalaman Kerja 1. Memiliki

pengalaman

jabatan dalam
bidang

perhubungan [ tran
sportasi secara
kumulatif paling
kurang 5 (lima)

2. tahun Sedang atau
pernah  menduduki
jabatan
administrator ~ atau
jabatan fungsional
jenjang ahli madya
paling  singkat 2
(dua) tahun:

D. Pangkat Pembina (IV/a)

E. Indikator Kinerja Jabatan 1. Kualitas manajemen lalu lintas angkutan jalan;

2. Kualitas rekomendasi trayek angkutanjalan;
3. Kualitas pengelolaan sarana transportasi.
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Y. KEPALA DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM

Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM
Jabatan Pimpinan Tinggi
Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM

Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintahan:
Kode Jabatan

JABATAN PIMPINAN TINGGI

|. IKHTISAR JABATAN

Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah di bidang perdagangan, perindustrian, koperasi dan , usaha kecil dar
menengah sesuai dengan kewenangan Daerah clan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah yang meliput
koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah serta perdagangan dan pengelolaan pasar,

II. STAND AR KOMPETENSI

KOMPETENSI

LEVEL

DESKRIPSI

INDIKOR KOMPETENSI

A. MANAJERIAL

1. Integritas 4 Mampu menciptakan 4.1. Menciptakan situasi kerja yang mendorong
situasi kerja yang seluruh pemangku kepenti.ngan mematuhi nilai,
mendorong kepatuhan norma, dan etika organisasi dalarn segala situasi
pada nilai, norma, dan dan kondisi;
etika organisasi 4.2. Mendukung dan menerapkan prinsip moral dan

standar etika yang tinggi, serta berani
menanggung konsekuensinya

43.Berani melakukan  koreksi atau mengambi]
tindak:an atas penyimpangan kode etik/nilai-
nilai yang dilakukan oleh orang Jain, pada
tataran  lingkup  kerja  setingkat  instansi
meskipun ada resiko.

2. Kerjasama 4 Membangun komitmen 4.1. Membangun sinergi antar unit kerja
tim, sinergi di lingkup instansi yang dipimpin;

4.2. Memfasilitasi kepentinganyang
berbeda dari unit kerja lain sehingga
tercipta sinergi dalam rangka
pencapaian target kerja organisasi;

4.3. Mengembangkan sistem yang menghargai kerja
sama antar unit, memberikan dukungan [/
semangat untuk memastikan tercapainya sinergi
dalam ranzka pencapaian taraet keria orzanisasi.

3. Komunikasi 4 Mampu mengemukakan 4.1 Mengintegrasikan infonnasi -informasi penting
pemikiran multidimensi hasil  diskusi dengan  pihak lain  untuk
secara lisan dan tertulis mendapatkan pemahaman yang sama; Berbagi
untuk mendorong informasi dengan pemangku kepentingan untuk
kesepakatan dengan tujuan meningkatkan kinerja secara
| tujuan meningkatkan keseluruhan;
kinerja secara 4.2 Menuangkan pemikiran | konsep yang
keseluruhan multidimensi dalam bentuk tulisan formal;

4.3  Menyampaikan infonnasi secara p ersuasif
mendorong  pemangku  kepentingan  sepakat
langkah-langkah bersama dengan tujuan mening
kinerja secara keseluruhan.

4. Orientasi pada 4 Mendorong  unit kerja| @ Mendorong  unit kerja di tingkat instansi untuk

hasil mencapai  target yang mencapai  kinerja yang melebihi target yang
ditetapkan atau melebihi ditetapkan;

hasil kerja sebelumnya

b. Memantau dan mengevaluasi hasil kerja unitnya
agar selaras dengan sasaran strategi instansi

¢. Mendorong pemanfatan sumber daya bersama
antar unit kerja dsalam rangkka meningkatkan
efektivitas dan efisiensi pencapaien target \
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5. Pelayanan Publik 4 Mampu memonitor, |4.1 Memahami dan memberi perhatian kepada isu-
mengevaluasi, isu jangka panjang, kesempatan atau kekuatan
memperhitungkan clan politik yang mempengaruhi organisasi dalam
mengantisipasi  dampak hubungannya dengan dunia luar,
dari isu - isu jangka emmperhitungkan  dan mengantisipasi dampak
panjang, kesempatan., terhadap  pelaksanaan tugas-tugas pelayanan
atau kekuatan  politik public  secara  objektif,  transparan, dan
dalam  hal pelayanan professional dalam lingkup organisasi;
kebutuhan pemangku 4.2 Menjaga agar kebijakan pelayanan publik yan
kepentingan yang diselenggarakan  oleh instansinya telah selara
transparan, objektif, dan dengan standar pelayanan yang objektif, ne~
profesional tidak memihak, tidak diskriminatif, serta ti

terpengaruh kepentingan pribadi/

4.3 Menerapkan strategi jangka panjang yang berfok
pada pemenuhan kebutuhan peman
kepentingan dalam menyusun kebijakan denga
mengikuti standar objektif, netral, tidak memihal
tidak diskriminatif, transparan, tidak terpengaru
kepentingan pribadi/kelompok.

6. Pengembangan 4 Menyusun program 4.1 Menyusun program pengembanganjangka

diri dan orang pengembangan panjang bersarna - sama dengan bawahan,
lain jangka panjang termasuk didalamnya penetapan tnjuan,
dalam rangka bimbigan, penugasan dan pengalaman lainnya,
mendorong  manajemen serta mengalokasikan waktu untuk mengikuti
pembelajaran pelatihan [ pendidikan [ pengembangan
kompetensi dan karir;

4.2 Melaksanakan manajemen pembelajaran
termasuk evaluasi dan umpan balik pad.a tataran
organisasi;

4.3 Mengembangkan orang-orang disekitarannya
secara konsisten, melakukan kederisasi untuk
posisi-posisi  di unit kerianva.

7. Mengelola 4 Memimpin perubahan 4.1 Mengarahkan unit kerja untuk lebih siap dalam

perubahan pada unit kerja menghadapi perubahan termasuk memitigasi
risiko yang mungkin terj adi;

4.2 Memastikan perubahan sudah diterapkan secara
aktif di lingkungan unit kerjanya secara berkala

4.3 Memimpin dan memastikan penerapan program-
program perubahan selaras antar unit kerja.

8. Pengarnbilan 4 Menyelesaikan masalah | 4.1 Menyusun dan/atau  memutuskan  konsep

Keputusan yang mengandung risiko penyelesaian masalah yang  melibatkan
tinggi, = mengantisipasi beberapa/seluruh  fungsi dalam organisasi;
dampak keputusan, 4.2 Menghasilkan solusi dari berbagai masalah yang
membuat tindakan kompleks, terkait dengan bidang kerjanya yang ;
pengamanan; mitigasi berdampak pada pihak lain;
risiko 4.3 Membuat keputusan dan mengantisipasi

dampak keputusannya serta menyiapkan
tindakan penangannya (mitigasi resiko)
B. SOSIO KULTURAL

9. Perekat Bangsa 4 Mendayagunakan 4.1  Menginisiasi dan merepresentasikan
perbedaan secara pemerintahan di lingkungan kerja dan
konstruktif dan kreatif masyarakat untuk senantiasa menjaga persatuan
untuk meningkatkan dan kesatuan dalam keberagaman dan menerima
efektifitas Organisasi segala bentuk perbedaan daJam kehidupan

bermasyarakat;

4.2 Mampu mend.ayagunakan  perbedaan latar
belakang, agama/kepercayaan, suku, jender,
sosial, ekonomi, preferensi politik untuk
rnencapai kelancaran pencapaian tujuan |
organisasi

4.3 Marnpu membuat program vang
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mengakomodasi perbedaan  latar
agama/kepercayaan, suku,  jender,
ekonomi, preferensi politik

belakang
sosial

C. Teknis

10.Advokasi Mampu 4.1 Mengevaluasi  strategi advokasi yang ada saat
Kebijakan mengembangkan ini, menganalisis kekuatan dan kekurangan
Perdagangan, strategi advokasi berbagai metode yang dijalankan  dengan

Perindustrian, kebijakan di  bidang kelompok sasaran yang berbeda;
Koperasi dan Perdagangan, 4.2 Mengembangkan norrna standar, prosedur,
Usaha Kecil Perindustrian, ~ Koperasi kriteria, pedoman, dan/atau petunjuk teknis
Menengah clan Usaha  Kecil strategi advokasi kebijakan di  bidang
Menengah  yang tepat Perdagangan,  Perindustrian, Koperasi, dan

sesuai kondisi

4.3.

Usaha Kecil Menengah;

Meningkatkan kapasitas pemangku kepentingan
untuk mengembangkan  strategi advokasi yang
dapat dijalankan oleh mereka sendiri dalam
menerapkan kebijakan di bidang Perdagangan,
Perindustian, Koperasi, Usaha Kecil Menengah;
Mampu meyakinkan dan memperoleh

dukungan dari  stakeholder pelaksanaan
advokasi kebijakan bidang  Perdagangan,
Perindustrian,  Koperasi, dan Usaha Kecil
Menengah dan memberikan  bimbingan dan
fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder
terkait.

11. Analisis
Kelayakan Izin
Usaha
Perdagangan

Mampu mengevaluasi
dan menyusun

perangkat norma standar
prosedur instrument
kelayakan izin usaha
perdagangan

4.1

42

43

Mampu melakukan
cara  kerja,

evaluasi terhadap sistem
menemukan  kelebihan  clan
kekurangan  serta melakukan pengembangan
atau perbaikan cara kerja kelayakan izin usaha
perdagangan;

Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis,
cara kerja yang dijadikan norma standar,
prosedur, instrwnen pelaksanaan kelayakan izin
usaha perdagangan;

Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan
dari  stakeholder  pelaksanaan  tzm
perdagangan.

usaha

12. Perencanaan
Pembangunan
Industri

Mampu mengevaluasi
dan menyusun
perangkat norma
standar prosedur
instrument
perencanaan
pembangunan
industri

4.1

42

43

Marnpu melakukan evaluasi terhadap Teknis /
metode/sistem cara kerja menemu  kenali
kelebihan dan kekurangan rnelakukan
pengembangan  atau perbaikan cara kerja
perencanaan pembangunan industri yang lebih
efektif7efisien;

Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis,
cara kerja yang dijadikan norma
prosedur, instrwnen pelaksanaan perencanaan
pembangunan industri;

Mampu meyak.inkan dan memperoleh dukungan
dari  stakeholder  pelaksanaan  perencanaan
pembangunan industri dan memberikan
bimbingan dan fasilitasi kepada
atau stakeholder terkait
pembanzunan industri.

standar,

instansi lain
perencanaan

U. Analisis
Kelayakan lzin
IUTI Kecil dan
Menengah

Mampu
mengevaluasi dan
menyusun
perangkat, norma,
standar prosedur
instrument terkait
Pemberian izin IUI
kecil dan menengah

4.1

4.2

43

Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis [
metode /sistem cara kerja menemu kenali
kelebihan dan kekurangan rnelakukan
pengembangan  atau perbaikan cara kerja
pemberian izin IUI kecil dan menengah yang
lebih efektif/efisien;

Mampu menyusun pedoman.petunjuk
yang dijadikan
instrument

teknis,
cara kerja
prosedur,

norma standar,

pelaksanaan ~ pemberian

izin IUI kecil dan menengah;
Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan
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dari stakeholder pelaksanaan pemberian izin IUI
kecil dan menengah dan memberikan bimbingan
dan fasilitasi  kepada
stakeholderterkait pemberian izin JUI kecil dan
menengah,

instansi lain atau

14. Analisis
kelayakan izin
usaha simpan
pinjam

Mampu  mengevaluasi
dan menyusun
perangkat nonna standar
prosedur instrument
kelayakan  izm usaha
simpan pinjam

4.1

42

43

Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis /
metode/sistem  cara kerja menemu  kenali
kelebihan dan kekurangan;
pengembangan  atau perbaikan
kelayakan izin usaha simpan pinjam;
Mampu menyusun pedornan, petunjuk teknis,
cara kerja yang dijadikan norma standar,
prosedur, instrumen pelaksanaan kelayakan izin
usaha simpan pinjam;

melakukan
cara kerja

Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan :

dari stakeholder pelaksanaan
usaha simpan pinjam

kelayakan izin

15. Penilaian dan
Pengawasan
Koperasi

Mampu rnengevaluasi,
menyusun perangkat
norma standar prosedur

sistem/proses  penilaian
dan Pengawasan
kesehatan koperasi

tingkat instansi

4.1

4.2

43

Mampu melakukan  evaluasi  sistem/proses
peniJaian dan Pengawasan kesehatan koperasi
(permodalan, kualitas, aktiva produktif;

likuiditas; kemandirian
dan  pertumbuhan; dan jatidiri  koperasi),
menemu  kenali kelebihan dan kekurangan
melakukan pengembangan atau perbaikan cara

manajemen; efisiensi;

kerja  proses penilaian dan  Pengawasan
kesehatan koperasi menjadi lebih
effektif/effisien;

Marnpu menyusun pedoman petunjuk teknis,
standar dan prosedur sistem/proses penilaian
dan Pengawasan
instansi

Mampu meyakinkan dan mampu memperoleh
dukungan dari stakeholder terkait sistem/proses
penilaian dan Pengawasan kesehatan koperasi
dan memberikan  bimbingan dan fasilitasi
kepada instansi lain atau stakeholder terkait
sistem/proses penilaian dan Penawasan

kesehatan koperasi tingkat :

16. Pengembangan
UKM

Mampu  mengevaluasi,
menyusun norma,
standar, prosedur,
pedoman dan petunjuk
teknis Strategi
pengembangan 4.1
Marnpu mengevaluasi
strategi  pengembangan
UKM vyang ada saat ini,
menemu kenali
kelebihan dan
kekurangan  melakukan
pengembangan atau
perbaikan strategi

pengembangan UKM
ditinzkat _instansi -

4.J

4.2

4.3

Mampu mengevaluasi strategi pengembangan
UKM yang ada saat ini, menemu kenali

kelebihan dan  kekurangan melakukan
pengembangan atau perbaikan strategi
pengembangan UKM ditingkat instansi;

Mampu menyusun mengembangkan norma,

standar, prosedur, pedoman dan petunjuk teknis
strategi pengembangan UKM ditingkat instansi ;
Mampu mengkoordinasikan ~ meyakinkan clan
mampu memperoleh dukungan dari stakeholder
terkait  strategi pengembangan UKM dan
memberikan  bimbingan dan fasilitasi kepada
instansi lain atau stakeholder terkait strategi
Pengembangan UKM.

\
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17. Advokasi
Kebijakan
Otonomi Daerah

4 Mampu 4.1
mengembangkan
strategi advokasi
kebijakan otonomi
daerah yang tepat | 4.2
sesuai kondisi.
4.20

Mengevaluasi  strategi advokasi yang ada saat
nu, menganalisis kekuatan dan kekurangan
berbagai metode yang dijalankan  dengan
kelompok sasaran yang berbeda;
Mengembangkan nonna standar, prosedur,
kriteria, pedoman, dan /atau petunjuk

teknis strategi advokasi kebijakan otonomi
daerah

Meningkatkan kapasitas pemangku

kepentingan

untuk mengembangkan
dapat dijalankan oleh mereka sendiri
menerapkan kebijakan otonomi daerah.

strategi advokasi yang
dalam

IIL PERSYARATAN

Jenis Jabatan

A. Pendidikan

JABATAN
Uraian | Tintlat Pentinsnva terhadap Jabatan
| Mutlak Penting Perlu
. Jenjang Sarjana / Diploma 1V
2. Bidang Ilmu Ekonomi/ Manajemen/ Koperasi/ Administrasi Niaga/ Kewirausahaanl
Timu Ilmu Bisnis/ Tata Niaga

B. Pelatihan

1.Manajerial

Pelatihan
Kepemimpimpinan
Pratama

2 Teknis

Pelatihan Teknis
Perindustrian
danl'erdagangan;

Pelatihan Manajemen
Perkoperasian;

Pelatihan
Pemberdayaan UKM,;

Diklat Pengadaan
Barang/Jasa
Pemerintah.

3.Fungsional

C. Pengalaman Kerja

. Memiliki

pengalaman jabatan

dalam bidang
Ekonomi/
Keuangan/
Perdagangan/
Perindustrian
secara kumulatif
paling  kurang 5
(Lima) tahun.

2. Sedang atau
pemah  menduduki
jabatan
administrator ~ atau
jabatan fungsional
jenjang ahli madya
paling singkat 2
(dua) tahun:

D. Pangkat

Pembina (IV/a)

E. Indikator Kinerja Jabatan

1. Kualitas kelembagaan, usaha clan kesehatan koperasi;
2. Kualitas kelembagaan, usaha dan pertumbuhan U saha Kecil dan

Menengah;

3. Kualitas kestabilan harga bahan pokok. \

\




Z. KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Nama Jabatan
Kelompok Jabatan

Urusan Pemerintahan :

Kode Jabatan
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Kepala Dinas Kelautan clan Perikanan
Jabatan Pimpinan Tinggi

Kelautan dan Perikanan

JABATAN PIMPINAN TINGGI

l. IKHTISAR JABATAN

Membantu Bupati/Walikota dalam melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang kelautan clan
perikanan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

II. STANDAR KOMPETENSI

LEVEL |

KOMPETENSI DESKRIPSI INDIKOR KOMPETENSI
A. MA~AJERIAL
I.  Integritas 4 Mampu menciptakan 4.1. Menciptakan situasi kerja yang mendorong
situasi kerja yang seluruh pemangku kepentingan mematuhi nilai,
mendorong kepatuhan nonna, dan etika organisasi dalam segala situasi
pada nilai, norma, dan dan kondisi;
etika organisasi 4.2. Mendukung dan menerapkan prinsip moral dan
standar etika yang tinggi, serta berani
menanggung konsekuensinya
43.Berani melakukan koreksi atau mengambil
tindakan atas penyimpangan kode etik/nilai-
nilai yang dilakukan oleh orang lain, pada
tataran  lingkup  kerja  setingkat  instansi
meskipun ada resiko.
2. Kerjasama 4 Membangun komitmen 4.1, Membangun sinergi antar unit kerja
tim, sinergi di lingkup instansi yang dipimpin;
4.2. Memfasilitasi kepentinganyang
berbeda dari unit kerja lain sehingga
tercipta sinergi dalam rangka
pencapaian target kerja organisasi; ’
4.3. Mengembangkan sistem yang menghargai kerja '
sama antar unit, memberikan  dukungan [/
semangat untuk memastikan tercapainya sinergi
dalam ranzka pencapaian target kerja organisasi.
3. Komunikasi 4 Mampu mengemukakan 4.1 Mengintegrasikan  infonnasi -informasi penting
pemikiran multidimensi hasil ~ diskusi  dengan  pihak lain  untuk
secara lisan dan tertulis mendapatkan pemahaman yang sama; Berbagi
untuk mendorong informasi dengan pemangku kepentingan untuk
kesepakatan dengan tujuan meningkatkan kinerja secara
tujuan meningkatkan keseluruhan;
kinerja secara 42  Menuangkan  pemikiran |/ konsep  yang
keseluruban multidimensi dalam bentuk tulisan formal;
4.3 Menyampaikan informasi secara persuasif
untuk mendorong pemangku kepentingan sepaka
langkah- langkah bersama dengan tujuan
meningkatkan kinerja secara keseluruhan.
4. Orientasi pada 4 Mendorong unit kerja | a. Mendorong unit kerja di tingkat instansi untuk

hasil

mencapai  target yang
ditetapkan atau melebihi
hasil kerja sebelumnya

mencapai  kinerja yang melebihi target yang |

ditetapkan;

b. Memantau dan mengevaluasi hasil kerja unitnya

agar selaras dengan sasaran strategi instansi

¢. Mendorong pemanfatan somber daya bersama

antar unit kerja dsalarn rangkka meningkatkan
efektivitas dan efisiensi nencanaian target
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Mampu memonitor, 4.1 Memahami dan memberi perhatian kepada isu-
5. Pelayanan Publik 4 mengevaluasi, isu. j?ngka panjang, kesemPatan atz.lu llcekuatan
memperhitungkan dan politik yang mempengaruhi organisasi dalam
mengantisipasi ~ dampak hubungannya dengan dunia luar,
dari tsu - isu jangka emmperhitungkan dan mengantisipasi dampak
panjang, kesernpatan, terhadap pelaksanaan tugas-tugas pelayanan
atau kekuatan  politik public secara objektif, transparan, dan

dalam hal pelayanan professional dalam lingkup organisasi;
kebutuhan pemangku 4.2 Menjaga agar kebijakan pelayanan publik yan|
kepentingan yang diselenggarakan  oleh instansinya telah selara
transparan, objektif, dan dengan standar pelayanan yang objektif, netra]
profesional tidak rnemihak, tidak diskriminatif, serta tida

terpengaruh kepentingan pribadi/

4.3 Menerapkan strategi jangka panjang yang berfoku
pada pemenuhan kebutuhan pemangk
kepentingan dalam rnenyusun kebijakan denga
rnengikuti standar objektif, netral, tidak memihal
tidak diskriminatif, transparan, tidak terpengaru
kepentingan pribadi/kelompok.

6. Pengembangan 4 Menyusun program 4.1 Menyusun program pengembangan jangka
diri dan orang pengembangan panjang bersama - sama dengan bawahan,
lain jangka panjang termasuk didalamnya penetapan tujuan,

dalam rangka bimbigan, penugasan dan pengalaman lainnya,

mendorong  manaJemen serta mengalokasikan waktu untuk mengikuti

pembelajaran pelatihan ) pendidikan /pengembangan
kompetensi dan karir;

4.2 Melaksanakan manajemen pembelajaran
termasuk evaluasi dan umpan batik pada tataran
organisasi;

4.3 Mengembangkan orang-orang disekitarannya
secara konsisten, melakukan kederisasi untuk
posisi-posisi di unit kerianva.

7. Mengelola 4 Memimpin perubahan 4.1 Mengarahkan unit kerja untuk lebih siap dalam
perubahan pada unit kerja menghadapi perubahan termasuk memitigasi

risiko yang mungkin terjadi;

4.2 Memastikan perubahan sudah diterapkan secara
aktif di lingkungan unit kerjanya secara berkala

4.3 Memimpin dan memastikan penerapan program-
program perubahan selaras antar unit kerja. “

8. Pengambilan 4 Menyelesaikan  masalah 4.1 Menyusun  dan/atau  memutuskan  konsep
Keputusan yang mengandung risiko penyelesaian masalah yang melibatkan

tinggi,  mengantisipasi beberapa/seluruh  fungsi dalam organisasi;

dampak keputusan, 4.2 Menghasilkan solusi dariberbagai masalah yang

membuat tindakan kompleks, terkait dengan bidang kerjanya yang

pengamanan; mitigasi berdampak pada pihak lain;

risiko 4.3 Membuat keputusan dan mengantisipasi
dampak keputusannya serta menyiapkan
tindakan penangannya (mitigasi resiko)

B. SOSIO KULTURAL

9. Perekat Bangsa 4 Mendayagunakan 4.1 Menginisiasi dan merepresentasikan

perbedaan secara pemerintahan di lingkungan kerja  dan

konstruktif dan kreatif masyarakat untuk senantiasa menjaga persatuan |

untuk meningkatkan clan kesatuan dalam keberagaman dan menerima

efektifitas Organisasi segala bentuk perbedaan dalam kehidupan
bermasyarakat;

42 Marnpu mendayagunakan perbedaan  latar
belakang, agama/kepercayaan, suku, jender,
sosial, ekonomi, preferensi  politik  untuk
mencapai kelancaran pencapaian tujuan
organisasi

4.3 Mampu membuat program vang
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mengakomodasi perbedaan  latar  belakang
agama/kepercayaan, suku, jender, sosial
ekonomi, preferensi politik

C. Teknis

10. Advokasi
Kebijakan Bidang
Kelautan clan
Perikanan

Mampu

mengembangkan

strategi advokasi
kebijakan bidang

kelautan dan perikanan

4.1

4.2

Mampu melakukan evaluasi terhadap teknik/
metode  /sistem  cara  kerja,
kelebihan  clan kekurangan,
pengembangan atau perbaikan
teknik/metode/sistem cara kerja penyusunan
kebijakan bidang kelautan clan perikanan yang
Jebih efektif dan efisien;

Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis,
cara kerja yang dijad.ikan norma, standar,
prosedur,  kriteria  pelaksanaan  penyusunan
kebijakan bidang kelautan clan perikanan;

mengetahui
serta melakukan

4.3 Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan

dari stakeholder terhadap pelaksanaan
penyusunan  kebijakan bidang kelautan dan
perikanan, serta memberikan bimbingan dan
fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder
terkait penyusunan kebijakan bidang kelautan
dan perikanan.

11. Pembinaan
nelayan kecil dan
pengelolaan
tempat pelayanan
ikan

Mampu mengevaluasi
dan menyusun

perangkat nonna standar
prosedur kriteria dalam
melakukan pembinaan
nelayan kecil dan
pengelolaan ternpat
pelayanan ikan

4.1

Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis /
metode/sistem  cara kerja, menemu kenali
kelebihan dan kekurangan melakukan
pengembangan  atau perbaikan cara kerja

pembinaan  nelayan kecil dan pengelolaan
tempat pelayanan ikan yang lebih
efektif/efisien;

4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis,

43

cara kerja yang dijadikan norma standar,
prosedur, instrum.en pelaksanaan pembinaan
nelayan kecil dan pengelolaan tempat pelayanan
ikan;

Mampu meyakinkan clan memperoleh dukungan
dari  stakeholder pelaksanaan pembinaan
nelayan kecil dan pengeJojaan tempat pelayanan
ikan dan memberikan bimbingan dan fasilitasi
kepada instansi lain atau stakeholder terkait
pembinaan  nelayan kecil dan pengelolaan
tempat pelavanan ikan.

12. Pemetaan potensi
kelautan dan
perikanan

Mampu mengevaluasi

dan menyusun
perangkat nonna standar
prosedur, kriteria
Pemetaan potensi

kelautan dan perikanan

4.1

4.2

43

Mampu melakukan evaluasi terdadap teknis /
metode/sistem cara  kerja  menemukenali
kelebihan dan melakukan
pengembangan atau perbaikan cara kerja terkait
Pemetaan potensi kelautan dan perikanan yang .
lebih efektif clan efisien;

Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis,
cara kerja yang dijad.ikan norma standar,
prosedur, instrum.en pelaksanaan  Pemetaan
potensi kelautan dan perikanan;

Mampu meyakinkan dan mampu memperoleh
dukungan dari stakeholder pelaksanaan
Pemetaan potensi usaha kelautan dan perikanan
dan memberikan  bimbingan dan fasilitasi
kepada instansi lain atau stakeholder terkait
Pemetaan potensi kelautan dan perikanan serta
mampu mengambil keputusan dalam
pemecahan masalah teknis operasional yang
timbul dalam Pemetaan potensi kelautan dan
perikanan.

kekurangan
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13. Pemberdayaan
Nelayan kecil dan
usaha kecil
perikanan

4 Mampu mengevaluasi
dan menyusun
perangkat norma standar
prosedur, kriteria

program pemberdayaan
nelayan kecil dan usaha
kecil perikanan

4.1  Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis /
metode/sistem cara kerja, menemukan kelebihan
dan kekurangan, serta mampu melakukan
pengembangan atau perbaikan cara kerja
pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil
perikanan yang lebih efektif dan efisien;

4.2  Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis,
cara kerja yang dijadikan norma standar,
prosedur, kriteria pelaksanaan pemberdayaan
neJayan kecil dan usaha kecil perikanan;

4.3 Mampu meyakinkan dan mampu memperoleh
dukungan dari  stakeholder pelaksanaan
pemetaan peluang investasi usaha kelautan dan
perikanan dan memberikan  bimbingan serta
fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder
terkait pemberdayaan nelayan kecil dan usaha
kecil perikanan, serta mampu mengambil
keputusan dalam pemecahan masalah teknis
operasional yang timbul dalam pemberdayaan
nelavan kecil dan usaha kecil perikanan.

14. Pengawasan
sumberdaya
perikanan

4 Mampu menyusun
konsep kebijakan  dan
| rekomendasi terkait
1 pengawasan
Penangkapan ikan,
| pengawasan

Pembudidaya ikan dan
pengawasan pengolahan
basil perikanan

4.1 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis,
cara kerja yang dijadikan intrumen pelaksanaan
pengawasan  Penangkapan ikan, pengawasan
Pembudidaya ikan dan pengawasan pengolahan
hasil perikanan mencakup pengawasan asal
bahan baku yang masuk ke unit pengolahan ikan
(UPI)

4.2 Pengawasan  penggunaan  bahan tambahan
pangan berbahaya pada produk perikanan di
UPI, sentra perikanan., pasar tradisional, pasar
modem, dan pemeriksaan dokumen perijinan
dan non perijinan sektor perikanan;

43  Mampu mengevaluasi  penerapan  standar
kompetensi dan  kualifikasi di  bidang
pengawasan  Penangkapan ikan, pengawasan
Pembudidaya ikan dan pengawasan pengolahan
basil perikanann, serta mampu menjadi mentor
clan rujukan penyelesaian  masalah  perihal
pengawasan pengeloan basil perikanan. Mampu
merekomendasikan  kebijakan hasil pengawasan
asal bahan baku, pengawasan penggunaan
bahan  tambahan  pangan  berbahaya, dan
pemeriksaan dokumen perijinan non perijinan
pada UPL.

15. Advokasi
Kebijakan |

Otonorni Daerah |

4 Mampu
mengembangkan
strategi advokasi
kebijakan otonomi

daerah yang tepat
sesuai kondisi.

4.1 Mengevaluasi strategi advokasi yang ada saat
mt, menganalisis kekuatan dan kekurangan
berbagai metode yang dijalankan  dengan
kelompok sasaran yang berbeda;

4.2 Mengembangkan norma standar, prosedur,
kriteria, pedoman, dan /atau petunjuk
teknis strategi advokasi kebijakan otonomi
daerah

4.21 Meningkatkan kapasitas pemangku
kepentingan
untuk mengembangkan strategi advokasi yang
dapat dijalankan oleh mereka sendiri dalam
menerapkan kebijakan otonomi daerah.

ML PERSYARATAN JABATAN
Jenis Jabatan Uraian |_Tinakat Pentinznva terhadap Jabatan |
‘ Mutlak ‘ Penting ‘ Perlu
A. Pendidikan l.Jenjang Sarjana [/ Diploma IV
2. Bidang llmu Perikanan dan Kelautan
IImu
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B. Pelatihan 1 .Manajerial Pelatihan
Kepemimpimpinan
Pratama

2. Teknis Diklat Budidaya

Perikanan

Diklat
Pemberdayaan
Nelayan kecil dan
usaha kecil
perikanan

3. Fungsional

C. Pengalaman Kerja 1. Memiliki
pengalaman
jabatan dalam
bidang
perikanan/
kelautan

secara

kumulatif paling
kurang 5 (lima)

tahun

2. Sedang atau pernah -
menduduki  jabatan
administrator atau

jabatan  fungsional
jenjang ahli madya
paling singkat 2
(dua) tahun:

D. Pangkat Pembina (IV/a)

E. Indikator Kinerja Jabatan 1. Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap

2. Peningkatan Kesejahteraan Nelayan dan Petani Budidaya
lkan




AA. KEPALA
Nama Jabatan

Kelompok

Urusan Pemerintahan:
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DINAS PERTANIAN

Kepala Pertanian
Jabatan Pimpinan Tinggi
Pertanian

Jabatan

Kode Jabatan

JABATAN PIMPINAN

TINGGI

IKITTISAR JABAT AN

Memimpin, membina, mengoordinasikan, memfasilitasi, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan
kegiatan di bidang pertanian berdasarkan kebijakan Bupati/Walikota clan Peraturan Perundang-Undangan yang

berlaku.
1L STAND AR KOMPETENSI
KOMPETENSI LEVEL DES KRIPS 1 INDIKOR KOMPETENSI
A. MANAJERIAL

1. Integritas 4 Mampu menciptakan 4.1. Menciptakan situasi kerja yang mendorong
situasi kerja yang seluruh pemangku kepentingan mematuhi nilai,
mendorong kepatuhan norma, dan etika organisasi dalam segala situasi
pada nilai, norma, dan clan kondisi;
etika organisasi 4.2. Mendukung clan menerapkan prinsip moral dan

standar etika yang tinggi, serta berani
menanggung konsekuensinya

4.3.Berani melakukan koreksi atau mengambil
tindakan atas penyimpangan kode etik/nilai-nilai
yang dilakukan oleh orang lain, pada tataran
lingkup kerja setingkat instansi meskipun ada
resiko.

2. Kerjasama 4 Membangun komitmen | 4.1. Membangun sinergi antar unit kerja
tim, sinergi di lingkup instansi yang dipirnpin;

4.2. Memfasilitasi kepentinganyang
berbeda dari unit kerja lain sehingga
tercipta sinergi dalam rangka
pencapaian target kerja organisasi;

4.3. Mengembangkan sistem yang menghargai kerja
sama antar unit, memberikan dukungan /
semangat untuk memastikan tercapainya sinergi
dalam ranzka pencapaian target keria organisasi.

3. Komunikasi 4 Mampu mengemukakan | 4.1 Mengintegrasikan  informasi -informasi penting
pemikiran multidimensi hasil  diskusi dengan pihak lain untuk
secara lisan dan tertulis mendapatkan pemahaman yang sama; Berbagi
untuk mendorong informasi dengan pemangku kepentingan untuk
kesepakatan dengan tujuan meningkatkan kinerja secara keseluruhan;
tujuan meningkatkan 42 Menuangkan pemikiran /| Kkonsep yang
kinerja secara multidimensi dalam bentuk tulisan formal;
keseluruhan 4.3 Menyampaikan informasi secara persuasif

untuk mendorong pemangku kepentingan sepakat
langkah-langkah bersama dengan tujuan
meningkatkan kinerja secara keseluruhan.

4. Orientasi pada 4 Mendorong unit kerja| 4.1 Mendorong unit kerja di tingkat instansi untuk

basil mencapai target yang mencapai kinerja yang melebihi target yang
ditetapkan atau melebihi ditetapkan;
hasil kerja sebelumnya | 4.2 Memantau dan mengevaluasi hasil kerja unitnya
agar selaras dengan sasaran strategi instansi
4.3 Mendorong pemanfatan somber dayabersama antar
unit kerja dsalam rangkka meningkatkan efektivitas
clan efisiensi pencapaian target

\
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Mampu memonitor, 4.1 Memahami dan memberi perhatian kepada isu-isu i
5. Pelayanan Publik 4 mengevaluasi, jangka panjang, kesempatan atau k.eku.atan politik ‘
memperhitungkan dan yang mem.pengaruhi organisasi dalam
mengantisipasi ~ dampak hubungannya dengan dunia luar,
dari tsu - isu jangka emmperhitungkan ~ dan mengantisipasi ~ dampak
panjang, kesempatan, terhadap  pelaksanaan  tugas-tugas  pelayanan
atau  kekuatan politik public secara  objektif, transparan, dan
dalam  hal pelayanan professional dalam lingkup organisasi;
kebutuhan pemangku | 4.2 Menjaga agar kebijakan pelayanan publik yang
kepenringan yang diselenggarakan  oleh instansinya telah selaras
transparan, objektif, dan dengan standar pelayanan yang objektif, netral,
profesional tidak memihak, tidak diskriminatif, serta tidak
terpengaruh kepentingan pribadi/

4.3 Menerapkan strategi jangka panjang yang berfokus
pada pemenuhan kebutuhan pemangku]|
kepentingan dalam menyusun kebijakan dengan
mengikuti standar objektif, netral, tidak memihak.,
tidak diskriminatif, transparan, tidak terpengaruh
kepentingan pribadi/kelompok.

6. Pengembangan 4 Menyusun program 4.1 Menyusun program pengembanganjangka
diri dan orang pengembangan panjang bersama - sama dengan bawahan,
lain jangka panjang tennasuk didalamnya penetapan tujuan,

dalam rangka bimbigan, penugasan dan pengalaman lainnya,

mendorong  manajemen serta mengalokasikan waktu untuk mengikuti

pembelajaran pelatihan / pendidikan Jpengernbangan
kompetensi dan karir;

4.2 Melaksanakan manajemen pembelajaran termasuk
evaluasi dan umpan balik pada tataran organisasi;

4.3 Mengembangkan orang-orang disekitarannya
secara konsisten, melak.ukan kederisasi untuk
posisi-oosisi diunit kerianva.

7. Mengelola 4 Memimpin perubahan 4.1 Mengarahkan unitkerja untuk lebih siap dalam
perubahan pada unit kerja menghadapi perubahan termasuk memitigasi

risiko yang mungkin terjadi;

4.2 Memastikan perubahan sudah diterapkan secara |
aktif di lingkungan unit kerjanya secara berkala

4.3 Memimpin dan memastikan penerapan program-
program perubahan selaras antar unit kerja.

8. Pengambilan 4 Menyelesaikan masalah | 4.1 ~ Menyusun  dan/atau  memutuskan  konsep
Keputusan yang mengandung risiko penyelesaian masalah yang melibatkan

tinggi, mengantisipasi beberapa/seluruh  fungsi dalam organisasi;
dampak. keputusan, | 4.2 Menghasi lkan solusi dari berbagai masalah yang
membuat tindakan kompleks, terkait dengan bidang kerjanya yang
pengamanan; mitigasi berdampak pada pihak lain;
| risiko 4.3 Membuat keputusan dan mengantisipasi
dampak keputusannya serta menyiapkan
tindakan penangannya (mitigasi resiko)
B. SOSIO KUL TURAL

9. Perekat Bangsa 4 Mendayagunakan 41  Menginisiasi dan merepresentasikan

perbedaan secara pemerintahan di lingkungan  kerja  dan

konstruktif dan kreatif masyarakat untuk senantiasa menjaga persatuan

untuk meningkatkan dan kesatuan dalam keberagaman dan menerima

efektifitas Organisasi segala bentuk perbedaan dalam kehidupan
bermasyarakat;

42 Mampu mendayagunakan perbedaan latar
belakang,  agama/kepercayaan, suku, jender, |
sosial,  ekonomi,  preferensi politik  untuk
mencapai kelancaran pencapaian tujuan
organisasi

43  Mampu membuat program yang \
mengakomodasi perbedaan latar  belakang
agarna/kepercayaan, suku, [ender, sosial ekonomi,
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preferensi politik

kebijakan pertanian

4.2

43

C. Teknis

10. Advokasi Mampu 41 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknik [/
kebijakan mengembangkan metode [ sistem cara kerja,mengetahui kelebihan
Pertanian strategi advokasi dan kekurangan, serta melakukan pengembangan

atau perbaik:an teknik/metode/sistem
penyusunan  kebijakan
lebih efektif dan efisien;
Mampu menyusun pedomaa, petunjuk teknis, cara
kerja yang dijadikan norma,
kriteria  pelaksanaan
bidang pertanian;

Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan
dari stakeholder terhadap pelaksanaan
penyusunan  kebijakan  bidang pertanian dan
peternakan, serta memberikan bimbingan dan
fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder
terkait penyusunan kebijakan bidang pertanian

cara kerja
bidang pertanian yang

standar, prosedur,
penyusunan kebijakan

11. Analisis kelayakan
izin usaha
pertanian dan
peternakan

Mampu mengevaluasi
pelaksanaan analisis
perizinan dan
meyakinkan stakeholder
terkait  basil  analisis
kelayakan perizinan

4.1

4.2

43

Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis /
metode  /sistem cara kerja menemu kenali
kelebihan dan kekurangan rnelakukan

pengembangan atau perbaikan cara kerja analisis
kelayakan izin usaha pertanian efektif/efisien:
Mampu memberikan  petunjuk  teknis dan
memecahkan  permasalahan dalam pelaksanaan
analisis perizinan;

Mampu meyakinkan dan rnemperoleh dukungan
dari stakeholder pelaksanaan analisis kelayakan
izin usaha pertanian dan peternakan  dan
memberikan  bimbingan dan fasilitasi kepada
instansi stakeholder terkait analisis
kelayakan izinusaha pertanian dan petemakan.

lain atau

43

12. Pengendalian dan Mampu  mengevaluasi | 4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis /
penangulangan dan memecahkan metode /sistem cara kerja menemu kenali
bencana pertanian masalah dalam kelebihan dan kekurangan melakukan

pelaksanaan pengembangan atau  perbaikan  cara kerja

pengendalian dan pengendalian dan  penanggulangan bencana

penanggulangan pertanian yang Jebih efektiff efisien termasuk

bencana pertanian dan pengawasan internal dan khusus;

peternakan 4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara
kerja yang dijadikan norma standar, prosedur.
instrumen  pengendalian  dan penanggulangan
bencana pertanian dan petemakan;

43 Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan
dari stakeholder pengendalian dan
penanggulangan bencana pertanian dan
petemakan dan memberikan  bimbingan dan
fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder
terkait  pengendalian dan  penanggulangan
bencana pertanian dan peternakan

13. Pengawasan Mampu  mengevaluasi | 4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis /
penggunaan Saran.a dan memecahkan metode/sistem cara  kerja menemu  kenali
prasarana pertanian masalah dalam kelebihan dan kekurangan melakukan

pelaksanaan pengembangan atau  perbaikan  cara  kerja
pengawasan penggunaan pengawasan penggunaan sarana  prasarana
sarana prasarana pertanian clan  peternakan yang lebih
pertanian dan efektif/efisien

peternakan 4.2 Mampu menyusml pedoman, petunjuk teknis, cara

kerja yang dijadikan norma standar, prosedur,
instrumen pelaksanaan pengawasan penggunaan
sarana prasarana pertanian clan peternakan;

Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan

dari  stakeholder  oelaksanaan  pengawasan
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penggunaan  sarana prasarana pertanian  dan
memberikan  bimbingan dan fasilitasi kepada
instansi lain atau stakeholder terkait pengawasan
penggunaan sarana prasarana pertanian

14. Peningkatan 4 Mampu  mengevaluasi | 4.1 ~Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis J
produksi pertanian dan memecahkan metode [/ sistem cara kerja menemu kenali
masalJah. dalam kelebihan dan kekurangan melakukan |
pelaksanaan  penyediaan pengembangan atau perbaikan  cara  kerja
sarana dan prasarana, peningkatan  produksi  pertanian yang lebih

penyediaan bibit, pupuk, efektifi'efisien
danpakan 42 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis,
cara kerja yang dijadikan nonna standar,
prosedur, instrwnen peningkatan produksi

pertanian;

4.3 Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan
dari stakeholder pelaksanaan peningkatan
produksi pertanian dan petemakan dan
memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada
instansi lain atau stakeholder terkait peningkatan
produksi pertanian.

15. Advokasi 4 Marnpu 4.1 Mengevaluasi strategi advokasi yang ada saat ini,
Kebijakan mengembangkan menganalisis kekuatan dan kekurangan berbagai
Otonomi Daerah. strategi advokasi metode yang dijalankan  dengan  kelompok

kebijakan otonomi sasaran yang berbeda;
daerah yang tepat [ 4.2 Mengembangkan norma standar, prosedur,
sesuai kondisi. kriteria, pedoman, clan / atau petunjuk
teknis strategi advokasi kebijakan otonomi
daerah
422 Meningkatkan kapasitas pemangku ]‘
kepentingan

untuk mengembangkan  strategi advokasi yang
dapat dijalankan oleh mereka sendiri dalam
menerapkan kebiiakan otonomi daerah.

I11. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Jabatan Uraian Tinzkat Pentinanva terhadap Jabatan |
Mutlak Penting | Perlu
A. Pendidikan 1. Jenjang Sarjana [ Diploma IV
D. Bidang Pertanian [ Peternakan [ Teknologi pertanian J Teknologi petemakan [ Teknik
[lmu Industri Pertanian [ Agribisnis
. B. Pelatihan 1. Manajerial Pelatihan
Kepemimpimpinan W
Pratama
2. Teknis Diklat Budidaya
Pertanian oJ

Diklat Pengolahan
Hasil Pertanian

Diklat teknis terkait
pertanian

3. Fungsional
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C. Pengalaman Kerja

Memiliki I
pengalarnan
jabatan dalam
bidang

pertanian

clan peternakan
secara kumulatif
paling kurang $§
(lima) tahun

. tahun Sedang atau -
pernah  menduduki
jabatan

administrator ~ atau
jabatan fungsional
jenjang ahli madya
paling  singkat 2
(dua) tahun:

D. Pangkat

Pembina (IV/a)

E. Indikator Kinerja Jabatan

1. Persentase peningkatan produksi pertanian dan;
2. Kecepatan pengendalian bencana terkait pertanian




BB. KEPALA DIN AS KOMUNIKASI,

Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintahan:
Kode Jabatan
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INFORMA TIKA DAN PERSANDIAN

Kepala Dinas Kornunikasi, Infonnatika dan Persandian

Jabatan Pimpinan Tinggi
Komunikasi

JABAT AN PIMPINAN TINGGI

IKHTISAR JABATAN

Melaksanakan
mengkoordinasikan,

sebagian tugas Bupati/Walikota

persandian agar tercapai sesuai dengan perencanaan.

di bidang Komunikasi clan Infonnatika dengan cara merencanakan
melaksanakan ~dan mengendalikan tugas di bidang komunikasi dan informatika, statistik

II. STAND AR KOMPETENSI
KOMPETENSI LEVEL DESK.RIPS I | INDIKOR KOMPETENSJ
A. MANAIJERIAL .

[.  Integritas 4 Mampu menciptakan | 4.1, Menciptakan situasi kerja yang mendorong
situasi kerja yang | seluruh pemangku kepentingan mematuhi nilai,
mendorong kepatuhan : nonna., dan etika organisasi dalam segala situasi
pada nilai, nonna., dan dan kondisi;
etika organisasi | 42. Mendukung dan menerapkan prinsip moral dan

standar etika yang tinggi, serta berani
menanggung konsekuensinya

43.Berani melakukan  koreksi atau mengambil
tindakan atas penyimpangan kode etik/nilai-

| nilai yang dilakukan oleh orang lain, pada
tataran  lingkup  kerja  setingkat  instansi
meskipun ada resiko.

2. Kerjasama 4 Membangun komitmen 4. 1. Membangun sinergi antar unit kerja
tim, sinergi di lingkup instansi yang dipimpin;

4.2. Memfasilitasi kepentinganyang
berbeda dari unit kerja lain sehingga
tercipta sinergi dalam rangka
pencapaian target kerja organisasi;

4.3. Mengembangkan sistem yang menghargai kerja
sama antar unit, memberikan dukungan /
semangat untuk memastikan tercapainya sinergi
dalam ranaka pencapaian target keria orzanisasi,

3. Komunik.asi 4 Mampu mengemukakan 4.1 Mengintegrasikan infonnasi -informasi penting
pemikiran multidimensi basil  diskusi dengan pihak lain  untuk
secara lisan clan tertulis mendapatkan pernahaman yang sama; Berbagi
untuk mendorong informasi dengan pemangku kepentingan untuk
kesepakatan dengan tujuan meningkatkan kinerja secara
tujuan meningkatkan keseluruhan;
kinerja secara 4.2 Menuangkan pemikiran / konsep yang
keseluruhan multidimensi dalam bentuk tulisan formal,

4.3  Menyampaikan informasi secara p ersuasif
mendorong  pemangku  kepentingan  sepakat
langkah-langkah bersa.ma dengan tujuan mening
kinerja secara keseluruhan.

4. Orientasi pada 4 Mendorong  unit kerja | a Mendorong unit kerja di tingkat instansi untuk

hasil

mencapai  target yang
ditetapkan atau melebihi
basil kerja sebelumnya

mencapai kinerja yang melebihi target yang
ditetapkan;

b. Memantau dan mengevaluasi basil kerja unitnya
agar selaras dengan sasaran strategi instansi

c. Mendorong pemanfatan sumber daya bersama
antar unit kerja dsalam rangkka meningkatkan
efektivitas dan efisiensi pencapaian target \

\
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5. Pelayanan Publik 4 Mampu memonitor, | 4.1 Memahami dan memberi perhatian kepada isu-
mengevaluasi, isu jangka panjang, kesempatan atau kekuatan
memperhitungkan dan politik yang mempengaruhi organisasi dalam
mengantisipasi  dampak hubungannya dengan dunia luar,
dari isu - isu jangka emmperhitungkan ~ dan mengantisipasi dampak
panjang, kesempatan, terhadap  pelaksanaan  tugas-tugas pelayanan
atau  kekuatan  politik public  secara  objektif,  transparan, dan
dalam  hal pe)ayanan | professional dalam lingkup organisasi;
kebutuhan pemangku 1 4.2 Menjaga agar kebijakan pelayanan publik yan)
kepennngan yang diselenggarakan  oleh instansinya telah selarg
transparan, objektif, dan dengan standar pelayanan yang objektif, netra
profesional tidak mernihak, tidak diskriminatif, serta tida

terpengaruh kepentingan pribadi/

4.3 Menerapkan strategi jangka panjang yang berfoki
pada pemenuhan kebutuhan peman~
kepentingan dalam menyusun kebijakan denga
mengikuti standar objektif, netral, tidak memihal
tidak diskriminatif transparan, tidak terpengaru
kepentingan pribadi/kelompok.

6. Pengembangan 4 Menyusun program 4.1 Menyusun program pengembanganjangka

diri dan orang pengembangan panjang bersama - sama dengan bawahan,
lain Jjangka panjang termasuk didalamnya penetapan tujuan,
dalam rangka bimbigan, penugasan dan pengalaman lainnya,
mendorong  manajemen serta mengalokasikan waktu untuk mengikuti
pembelajaran pelatihan / pendidikan /pengembangan
kompetensi dan karir;

4.2 Melaksanakan manajemen pembelajaran
termasuk evaluasi dan umpan balik pada tataran
orgamsasi;

4.3 Mengembangkan orang-orang disekitarannya
secara konsisten, melakukan kederisasi untuk
nosisi-oosisi _di unit kerianva.

7. Mengelola 4 Memimpin perubahan 4.1 Mengarahkan unit kerja untuk lebih siap dalam

perubahan pada unit kerja menghadapi perubahan termasuk memitigasi
risiko yang mungkin terjadi;

4.2 Memastikan perubahan sudah diterapkan secara
aktif di lingkungan unit kerjanya secara berkala

4.3 Memimpin dan memastikan penerapan program-
program perubahan selaras antar unit kerja.

8. Pengambilan 4 Menyelesaikan ~ masalah | 41 Menyusun  dan/atau  memutuskan  konsep

Keputusan i yang mengandung risiko penyelesaian masalah yang  melibatkan
| tinggi, mengantisipasi beberapa/seluruh  fungsi dalam organisasi;
I dampak keputusan., | 4.2 Menghasilkan solusi dari berbagai masalah yang
‘ membuat tindakan kompleks, terkait dengan bidang kerjanya yang
| pengamanan;  rnitigasi berdampak pada pihak lain;
' risiko 4.3 Membuat keputusan dan mengantisipasi
“ dampak keputusannya serta menyiapkan
| tindakan penangannya (mitigasi resiko)

B. SOSIO KUL TURAL

9. Perekat Bangsa 4 Mendayagunakan 4.1 Menginisiasi dan merepresentasikan
perbedaan secara pemerintahan di lingkungan  kerja clan
konstruktif dan kreatif masyarakat untuk senantiasa menjaga persatuan
untuk meningkatkan dan kesatuan dalam keberagaman dan menerima
efektifitas Organisasi segala bentuk perbedaan dalam kehidupan

bermasyarakat;

42 Mampu mendayagunakan  perbedaan latar
belakang, agama/kepercayaan,  suku, jender,
sosial, ekonomi, preferensi  politik  untuk
mencapai kelancaran pencapaian tujuan
organisasi

4.3 Marnpu membuat nrozram yang
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mengakomodasi perbedaan  latar  belakang
agama/kepercayaan, suku,  jender, sosial

ekonomi, preferensi politik

C. Teknis

10.Advokasi Mampu  mengevaluasi, 4.1 Mengevaluasi strategi advokasi yang ada saat
Kebijakan mengembangkan dan uu, menganalisis kekuatan dan kekurangan
Komunikasi, menyusun strategi berbagai metode yang dijalankan  dengan
infromatika dan advokasi  kebijakan  di kelompok sasaran yang berbeda;
persandian Bidang komunikasi | 42 Mengembangkan  norma standar, prosedur,

informatika dan kriteria, pedoman, dan/atau petunjuk teknis

persandian strategi advokasi kebijakan komunikasi

4.3.

informatikadan persandian;

Meningkatkan kapasitas pemangku kepentingan
untuk mengembangkan strategi advokasi yang
dapat dijalankan oleh mereka sendiri dalam
menerapkan kebijakan komunikasi informatika
dan nersandian.

11. Pengelolaan
Komunikasi
daninformasi
Publik

Mampu mengevaluasi
dan menyusun
perangkat nonna standar
prosedur instrument
pengelolaan komunikasi
daninfonnasipublik

4.1

4.2

43

Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis /
metode /sistem cara kerja menemu kenali
kelebihan dan kekurangan; melakukan
pengembangan  atau perbaikan cara kerja
pengelolaan  komunikasi dan infonnasi publik
yang lebih efektif/efisien;

Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis,
cara kerja yang dijadikan nonna standar,
prosedur, instrumen pelaksanaan pengelolaan
komunikasi dan informasi publik;

Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan
dari stakeholder pelaksanaan pelayanan
komunikasi dan  informasi publik dan
memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada
instansi lain atau stakeholder terkait pengelolaan
komunikasi dan informasi publik, .

12. Pengelolaan
teknologi dan
Informatika

Mampu mengevaluasi
dan menyusun

perangkat nonna standar
prosedurinstrument
pengelolaan teknologi
dan informatika

4.1

4.2

43

Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis J
metode/sistem  cara kerja menemu  kenali
kelebihan dan kekurangan melakukan
pengembangan atau perbaikan cara kerja
pengelolaan teknologi, infonnatika dan
manajemen data yang lebih efektif/ efisien serta
pengelolaan  domain dan sub domain untuk
pemerintah daerah;

Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis,
cara kerja yang dijadikan norma standar,
prosedur, instrumen pelaksanaan pengeJoJaan
teknologi, informatika dan manajemen data
serta pengelolaan domain dan sub domain untuk
pemerintah daerah;

Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan
dari  stakeholder  pelaksanaan  pengelolaan
teknologi, informatika dan manajemen data dan
memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada
instansi lain atau stakeholder terkait pengelolaan
teknologi, informatika dan manajemen data
serta pengelolaan domain dan sub domain untuk
oemerintah daerah.

13. Manajemen
layanan teknologi
informasi

Mampu  mengevaluasi |
pelaksanaan dan
pengelolaan  pelayanan |
teknologi informasi.

4.1

4.2

Mampu melakukan evaluasi  perencanaan,
pelaksanaan, dan pengelolaan  layanan
teknologi  infonnasi  serta menemu  kenali
kelebihan dan  kelemahan
pelaksanaan, dan pengelolaan;
Mampu menyusun atau mengembangkan teknik

perencanaan,

/metode pelaksanaan dan pengelolaan layanan
serta kapasitas SDM pelayanan teknologi
informasi;
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43

Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan

dari stakeholder terhadap rencana
pengembangan teknik/metode serta
pengembangan SOM  pelayanan  teknologi
informasi.

14. Pengelolaan 4 Mampu 4.1 Mampu melakukan evaluasi terdadap teknis [/
Teknologi dan mengevaluasi dan metode /sistem cara kerja menemu kenali
informatika menyusun kelebihan dan  kekurangan melakukan

perangkat norma pengembangan atau perbaikan cara kerja
standar prosedur pengelolaan teknologi,informatika dan
instrument manajernen data yang lebih efektif/efisien;
pengelolaan 4.2 Mampu menyusun pedoman,petunjuk teknis,
teknologi clan cara kerja yang dijadikan norma standar,
informatika prosedur, instrumen pelaksanaan pengelolaan
teknologi, informatika dan manajemen data;

4.3 Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan
dari  stakeholder = pelaksanaan  pengelolaan
teknologi, infonnatika dan manajemen data dan
memberikan  bimbingan dan fasilitasi kepada
instansi lain atau stakeholder terkait pengelolaan
teknologi, infonnatika dan manaiemen data.

15. Advokasi 4 Mampu 4.1 Mengevaluasi strategi advokasi yang ada saat
Kebijakan mengembangkan 101, menganalisis kekuatan clan kekurangan
Otonomi Daerah strategi advokasi berbagai metode yang dijalankan  dengan

kebijakan otonomi kelompok sasaran yang berbeda;
daerah yang tepat | 42 Mengembangkan norma standar, prosedur,
sesuai kondisi. kriteria, pedoman, dan [/ atau petunjuk
teknis strategi advokasi kebijakan otonomi
daerah

4.23 Meningkatkan kapasitas pemangku
kepentingan
untuk mengembangkan strategi advokasi yang
dapat dijalankan oleh mereka sendiri dalam
menerapkan kebijakan otonomi daerah.

i II. ' PERSYARATAN JABATAN
Jenis Jabatan Uraian Tinzkat Pentinznva terhadap Jabatan
Mutlak Penting | Perlu
A. Pendidikan 1.Jenjang Sarjana / Diploma IV
2. Bidang Sosial/Teknik  Informatika!feknik  Elektro/ Ilmu Komunikasi/ Teknologi
[lmu Infonnasi / Manajemen Informatika/ Telekomunikasi

B. Pelatihan

1. Manajerial

Pelatihan
Kepemimpimpinan
Pratama

2.Teknis

Diklat Teknologi
Informasi dan
Komunikasi ;

3. Fungsional
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C. Pengalaman Kerja 1. Memiliki ~
pengalaman jabatan
dalam bidang

bidang komunikasi |
clan  informatika,

persandian clan
publik/humas /
statistik secara

kumulatif  paling
kurang 5 (lima) n

tahun.
2. Sedang atau
. pemah menduduki
jabatan

administrator  atau
jabatan fungsional
jenjang ahli madya
paling singkat 2
(dua) tahun:

D. Pangkat Pembina (IV/a)

E. Indikator Kinerja Jabatan I. Kualitas informasi clan komunikasi publik;
2. Kaualitas pengelolaan teknologi clan informatika clan persandian;
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CC. KEPALA DINAS PERUMAHAN,KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Nama Jabatan Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
Kelompok Jabatan Jabatan Pimpinan Tinggi
Urusan Pemerintahan Bidang Perumah.an Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan

Kode Jabatan

JABATAN PIMPINAN TINGGI

l. IKHTISAR JABA TAN

Membantu Bupati/Walikota dengan cara rnemimpin, merumuskan kebijakan daerah, menetapkan kebijakan
teknis, mengkoordinasikan, menyelenggarakan kebijakan, program dan kegiatan, serta mengendalikan tugas pada
bidang perumahan rakyat, Kawasan pennukiman dan pertanahan yang menjadi kewenangan daerah.

IL. STAND AR KOMPETENSI

KOMPETENSI LEVEL DESKRIPSJ INDIKOR KOMPETENSI
A. MANAJERIAL
[.  Integritas 4 Mampu menciptakan 41. Menciptakan situasi kerja yang mendorong
situasi kerja yang seluruh pernangku kepentingan mematuhi nilai,
mendorong kepatuhan norma, dan etika organisasi dalam segala situasi
padanilai, norma, clan clan kondisi;
etika organisasi 4.2, Mendukung dan menerapkan prinsip moral dan

standar etika yang tinggi, serta berani
menanggung konsekuensinya

43Berani rnelakukan koreksi atau mengambil
tindakan atas penyimpangan kode etik/nilai-
nilai yang dilakukan oleh orang lain, pada
tataran  lingkup  kerja  setingkat  instansi
rneskipun ada resiko.

2. Kerjasama 4 Membangun komitmen 4.1. Membangun sinergi antar unit kerja

tim, sinergi di lingkup instansi yang dipimpin,

42 Memfasilitasi kepentinganyang
berbeda dari unit kerja lain sehingga
tercipta sinergi dalam rangka
pencapaian target kerja organisasi;

43. Mengembangkan sistem yang menghargai kerja
sama antar unit, memberikan dukungan /
semangat untuk memastikan tercapainya sinergi
dalam ranzka pencapaian target keria oraanisasi

3. Komunikasi 4 Mampu mengemukakan 41 Mengintegrasikan informasi -infonnasi penting
pemikiran multidimensi basil  diskusi  dengan  pihak Jain untuk
secara lisan dan tertulis mendapatkan pemahaman yang sama; Berbagi
untuk mendorong informasi dengan pemangku kepentingan untuk
kesepakatan dengan tujuan meningkatkan kinerja secara
tujuan meningkatkan keseluruhan;
kinerja secara 42  Mermangkan  pemikiran | konsep  yang
keseluruhan multidimensi dalam bentuk tulisan formal,

4.3 Menyampaikan informasi secara persuasif
untuk mendorong pemangku kepentingan sepaka
langkah-langkah bersama dengan tujuan
meningkatkan. kinerja secara keseluruhan.

4.  Orientasi pada 4 Mendorong ~ writ kerja | a. Mendorong  unit kerja di tingkat instansi untuk

hasil mencapai  target yang mencapai  kinerja yang melebihi target yang
ditetapkan atau melebihi ditetapkan;

hasil kerja sebelwnnya b. Memantau dan mengevaluasi hasil kerja unitnya

agar selaras dengan sasaran strategi instansi

c. Meadorong pemanfatan sumber daya bersama
antar unit kerja dsalarn rangkka meningkatkan
efektivitas clan efisiensi pencapaian target \
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Mampu memonitor, 4.1 Memahami dan memberi perhatian kepada isu-
5. Pelayanan Publik 4 rnengevaluasi, isu jangka panjang, kesempatan atau kekuatan
memperhitungkan dan politik yang mempengaruhi organisasi dalam
mengantisipasi dampak hubungannya dengan dunia luar,
dari isu - isu jangka emmperhitungkan dan mengantisipasi dampak
panjang, kesempatan, terhadap pelaksanaan tugas-tugas pelayanan
atau  kekuatan  politik public  secara  objektif,  transparan, dan
dalam  hal pelayanan professional dalam lingkup organisasi;
. kebutuhan pemangku | 4.2 Menjaga agar kebijakan pelayanan publik yan
‘kepentingan yang diselenggarakan  oleh instansinya te]ah selara
transparan, objektif, dan dengan standar pelayanan yang objektif, netra
profesional tidak memihak, tidak diskriminatif, serta tida
- terpengaruh kepentingan pribadi/

4.3 Menerapkan strategi jangka panjang yang berfoku
pada pemenuhan kebutuhan pemangk
kepentingan dalam menyusun kebijakan denga
mengikuti standar objektif, netral, tidak memiha]
tidak diskriminatif, transparan, tidak terpengaru
kepentingan pribadi/kelompok.

6. Pengembangan 4 Menyusun program 4.1 Menyusun program pengembangan jangka
diri dan orang pengembangan partlang bersama - sama dengan bawahan,
lain jangka panjang terrnasuk didalamnya penetapan tujuan,
dalam rangka bimbigan, penugasan dan pengalaman lainnya,
mendorong  manajemen serta mengalokasikan waktu untuk mengikuti
pembelajaran pelatihan | pendidikan | pengembangan
kompetensi dan karir;

4.2 Melaksanakan ~ manajemen pembelajaran
termasuk evaluasi dan umpan balik pada tataran
orgamsasi;

43  Mengembangkan orang-orang disekitarannya
secara konsisten, melakukan kederisasi untuk
posisi-posisi di unit kerjanya.

7. Mengelola 4 Memimpin perubahan 4.1 Mengarahkan unit kerja untuk lebih siap dalam
perubahan pada unit kerja menghadapi  perubahan tennasuk memitigasi
risiko yang mungkin terjadi;

4.2 Memastikan perubahan sud.ah diterapkan secara
aktif di lingkungan unit kerjanya secara berkala

4.3 Memimpin dan memastikan penerapan program-
program perubahan selaras antar unit kerja.

8. Pengambilan 4 Menyelesaikan masalah | 4.1 Menyusun  dan/atau  memutuskan  konsep
Keputusan yang mengandung risiko penyelesaian masalah yang melibatkan
tinggi, mengantisipasi beberapa/seluruh  fungsi dalam organisasi;
dampak keputusan, | 4.2 Menghasilkan solusi dari berbagai masalah yang
| membuat tindakan kompleks, terkait dengan bidang kerjanya yang
| penﬁamanan; mitigasi berdampak pada pihak lain;
nsi o 4.3 Membuat keputusan dan mengantisipasi
dampa.k keputusannya  serta menyiapkan
tindakan penangannya (mitigasi resiko)
B. SOSIO KULTURAL
9. Perekat Bangsa 4 Mendayagunakan 4.1 Menginisiasi dan merepresentasikan
perbedaan secara pemerintahan di  lingkungan  kerja dan
konstruktif dan kreatif masyarakat untuk senantiasa menjaga persatuan
untuk meningkatkan dan kesatuan dalam keberagaman dan menerima
efektifitas Organisasi segala bentuk perbedaan dalam kehidupan
bermasyarakat;

4.2 Marnpu mendayagunakan perbedaan latar
belakang, agama/kepercayaan, suku, jender,
sosial, ekonomi, preferensi  politik untuk
mencapru  kelancaran pencapaian tujuan
orgamsasi

4.3 ampu mernbuat program yang
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mengakomodasi perbedaan  latar
agama/kepercayaan, suku,
ekonomi, preferensi politik

belakang
jender, sosial

C. Teknis

10. Advokasi
Kebijakan
Pembangunan
Perumahan

Mampu
mengembangkan

strategi advokasi
kebijakan pembangun
perumahan  yang tepat
sesuai kondisi

4.1

4.2

43

Mengevaluasi  strategi advokasi yang ada saat
rm, menganalisis kekuatan dan kekurangan
berbagai metode yang dijalankan  dengan
kelompok sasaran yang berbeda;
Mengembangkan  nonna standar, prosedur,
kriteria, pedoman, dan/atau petunjuk teknis
strategi advokasi kebijakan pem.bangun
perumahan;

Meningkatkan kapasitas pemangku kepentingan
untuk mengembangkan  strategi advokasi yang
dapat dijalankan oleh mereka sendiri dalam
menerapkan kebijakan pembangun perumahan.

11. Pertencanaan
Pembangunan
Kawasan
Pemukiman

Mampu  mengevaluasi
konsep dan prosedur di
bidang perumahan

4.1

4.2

43

Mampu melakukan evaluasi terdadap teknis /
metode/sistem  cara kerja menemu  kenali
kelebihan dan kekurangan melakukan
pengembangan atau perbaikan cara kerja;
Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis,
cara kerja yang dijadikan nonna standar,
prosedur, instrumen pelaksanaan perencanan
pembangunan Kawasan permukiman;

Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan
dari stakeholder  pelaksanaan  perencanaan
pembangunan kawsan permukiman dan
memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada
instansi lain atau stakeholder terkait

12. Pengawasan
Pembangunan
Kawasan
Pemukiman dan
Perumahan

Mampu

mengembangkan

strategi advokasi
kebijakan pertanahan
yang tepat sesuai
kondisi

4.1

4.2

43

Mengevaluasi strategi advokasi yang ada saat
mi, menganalisis kekuatan dan kekurangan
berbagai metode yang dijalankan  dengan
kelompok sasaran yang berbeda;
Mengembangkan  norma standar, prosedur,
kriteria, pedoman, dan/atau petunjuk teknis
strategi advokasi kebijakan pertanahan;
Meningkatkan kapasitas pemangku kepentingan
untuk mengembangkan strategi advokasi yang
dapat dijalankan oleh mereka sendiri dalam
menerapkan kebijakan pertanahan.

13. Advokasi
Kebijakan Bidang
Pertanahan

4.1

4.2

43

Mengevaluasi efektfifitas penerapan prosedur
di bidang pertanahan;

Menguji substansi dasar pertanahan dalam
pelaksanaan kegiatan di unit kerjanya;

Menjaga pelaksanaan prosedur dan kebijakan di
biang pertanahan dapat terselenggara  sesuai
dengan standar yang sudah ditetapkan.

14. Analisis Kelayakan
Pembangunan
Kawasan dan
Pendirian
bangunan

Mengembangkan

konsep, teori, kebijakan,
dan menjadi  somber
rujukan untuk
implementasi serta
pemecahan masalah
pembangunan sarana
dan prasarana

15. Advokasi
. Kebiiakan

|
' Mampu
. mengembangkan

4.1

4.2

43

4.1

Mengidentifikasi, menganalisis, teori, konsep,
kebijakan pembangunan sarana dan prasarana
serta pelaksanaannya menemukenali kelebihan
clan kekurangan dan rekomendasi perbaikanya;
Mengembangkan teori, konsep dan kebijakan
pembangunan sarana dan
meyakinkan stakeholder dan sharcholder terkait
untuk menerima konsep, teori dan kebijakan
yang dikembangkan;

Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam
implementasi kebijakan clan  pemecahan
masalah  dalam pembangunan  sarana dan
prasarana.

prasarana,

Mengevaluasi  strategi advokasi yang ada saat
im, menganalisis kekuatan dan kekuranzan
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Otonomi Daerah strategi advokasi berbagai metode yang dijalankan
kebijakan otonomi kelompok sasaran yang berbeda;
daerah yang tepat | 4.2 Mengembangkan norma
sesuai kondisi. kriteria, pedoman, dan /atau petunjuk.
teknis strategi advokasi kebijakan otonomi
daerah
4.24 Meningkatkan kapasitas
kepentingan

standar, prosedur,

untuk. mengembangkan  strategi advokasi yang
dapat dijalankan oleh mereka
menerapkan kebijakan otonomi daerah.

111 PERSYARATANJABATAN

Jenis Jabatan Uraian |
| Mutlak Ponting | Perlu
A. Pendidikan 1. Jenjang Sarjana /Diploma IV
2. Bidang Teknik Sipil / Planologi [ Agraria / Arsitektur [ Geodesi
[lmu
B.  Pelatihan 1. Manajerial Pelatihan
Kepemimpimpinan I
Pratama
2. Teknis Diklat Konstruksi
Bangunan ~
Diktat Pertanahan -V
3. Fungsional -
C. Pengalaman Kerja 1. Memiliki 4
pengalaman
jabatan dalam

bidang perumahan
rakyat/  Kawasan
permukiman/pertan
ahan/ tata ruang
secara kumulatif
paling kurang 5
(lima) tahun

2. Sedang atau pernah ol
menduduki  jabatan
administrator atau

jabatan  fungsional

jenjang ahli madya
paling  singkat 2
(dua) tahun:

D. Pangkat

Pembina (IV/a)

E. Indikator K.inerja Jabatan

1. Kualitas Penataan Kawasan Perumahan
2. Persentase Peningkatan Rumah Layak Huni
3. Kuahtas Penyelesaian Sengketa Tanah

sendiri
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DD. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Jabatan Pimpinan Tinggi

Nama Jabatan
Kelompok Jabatan

Urusan Pemerintahan :

Kode Jabatan

Penanaman Modal

JABATAN PIMPINAN TINGGI

L. IKHTISAR JABATAN

Menyusun rencana program, membagi tugas, mengarahkan dan mengkoordinasikan melaksanakan urusan
pemerintahan bidang Penanarnan Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu.

11. STAND AR KOMPETENSI

KOMPETENSI | LEVEL DESKRIPSI INDIKOR KOMPETENSI
A. MANAJERIAL
1. Integritas 4 Mampu menciptakan 4.1. Menciptakan  situasi kerja yang mendorong
situasi kerja yang seJuruh pemangku kepentingan mematuhi nilai,
mendorong kepatuhan nonna, dan etika organisasi dalam segala situasi
pada nilai, norma, dan dan kondisi;
etika organisasi 4.2. Mendukung dan menerapkan prinsip moral dan
standar etika yang tinggi, serta berani
menanggung konsekuensinya

4.3 Berani melakukan  koreksi atau mengambil
tindakan atas penyimpangan kode etik/nilai-nilai
yang dilakukan oleh orang lain, pada tataran
lingkup kerja setingkat instansi meskipun ada
resiko.

2. Kerjasama 4 Membangun komitmen 4.1. Membangun sinergi antar unit kerja
tim, sinergi di lingkup instansi yang dipimpin;

4 2. Memfasilitasi kepentinganyang
berbeda dari unit kerja lain sehingga
tercipta sinergi dalam rangka
pencapaian target kerja organisasi;

4.3. Mengembangkan sistem yang menghargai kerja
sama antar unit, memberikan  dukungan /
semangat untuk memastikan tercapainya sinergi
dalam ranzka pencapaian target keria oraanisasi

3. Komunikasi 4 Mampu mengemukakan 4.1 Mengintegrasikan informasi -informasi penting
pemikiran multidimensi basil  diskusi  dengan  pihak lain  untuk
secara lisan dan tertulis mendapatkan  pemahaman yang sama; Berbagi
untuk mendorong informasi dengan pemangku kepentingan untuk
kesepakatan dengan tujuan meningkatkan kinerja secara keseluruhan;
tujuan meningkatkan 42  Menuangkan  pemikiran / konsep  yang
kinerja secara multidimensi dalam bentuk tulisan formal;
keseluruhan 4.3 Menyarnpaikan informasi secara persuasif

untuk mendorong pemangku kepentingan sepakat
langkah-langkah bersama dengan tujuan
meningkatkan kinerja secara keseluruhan.

4. Orientasi pada 4 Mendorong  unit kerja [ 4.1 Mendorong unit kerja di tingkat instansi untuk

basil mencapai  target yang mencapai  kinerja yang rnelebihi target yang
ditetapkan atau melebihi ditetapkan;
basil kerja sebelurnnya 42 Memantau dan mengevaluasi hasil kerja unitnya
agar selaras dengan sasaran strategi instansi

4.3 Mendorong pemanfatan sumber daya bersama an.tar
unit kerja dsalam rangkka meningkatkan efektivitas
dan efisiensi pencapaian target .




- 133 -

5. Pelayanan Publik 4 Mampu memonitor, | 4.1 Memahami dan memberi perhatian kepada isu-isu
mengevaluasi, jangka panjang, kesempatan atau kekuatan politik
memperhitungkan dan yang mempengaruhi orgarusasi dalam
mengantisipasi ~ dampak hubungannya dengan dunia luar,
dari isu - isu jangka emmperhitungkan  dan mengantisipasi ~ dampak
panJang, kesempatan, terhadap  pelaksanaan  tugas-tugas  pelayanan
atau kekuatan  politik public  secara  objektif, transparan, dan
dalam  hal pelayanan professional dalam lingkup organisasi;
kebutuhan pemangku | 4.2 Menjaga agar kebijakan pelayanan publik yang
kepentingan yang diselenggarakan  oleh instansinya telah selaras
transparan, objektif, dan dengan standar pelayanan yang objektif netral,
profesional tidak memihak, tidak diskriminatif, serta tidak

terpengaruh kepentingan pribadi/

4.3 Menerapkan strategi jangka panjang yang berfokus
pada pemenuhan kebutuhan pemangku
kepentingan dalam menyusun kebijakan dengan |
mengikuti standar objektif, netral, tida.k memiha.k,
tidak diskriminatif, transparan, tidak terpengaruh
kepentingan pribadi/kelompok.

6. Pengembangan 4 Menyusun program 4.1 Menyusun program pengembangan jangka

diri dan orang pengembangan panjang bersama - sama dengan bawahan,
lain jangka panjang termasuk didalarnnya penetapan tujuan,
daJam rangka bimbigan, penugasan dan pengalaman lainnya,
mendorong  manajemen serta mengalokasikan waktu untuk mengikuti
pembelajaran pelatihan [ pendidikan [ pengembangan
kompetensi dan karir;

4.2 Melaksanakan manajemen pembelajaran tennasuk
evaluasi dan umpan balik pada tataran organisasi;

4.3 Mengembangkan orang-orang disekitarannya
secara konsisten, melakukan kederisasi untuk
posisi-posisi di unit kerjanya.

7. Mengelola 4 Memirnpin perubahan 4.1 Mengarahkan unit kerja untuk lebih siap dalam

perubahan pada unit kerja menghadapi perubahan termasuk memitigasi
risiko yang mungkin terjadi;

4.2 Memastikan perubahan sudah diterapkan secara
aktif di lingkungan unit kerjanya secara berkala

4.3 Memimpin dan memastikan penerapan program-
program perubahan selaras antar unit kerja.

8. Pengambilan 4 Menyelesaikan  masalah | 4.1  Menyusun dan/atau  memutuskan konsep

Keputusan yang mengandung risiko penyelesaian masalah yang melibatkan
tinggi, mengantisipasi beberapa/seluruh  fungsi dalam organisasi;

. dampak keputusan, | 42 Menghasilkan solusi dari berbagai masalah yang
membuat tindakan kompleks, terkait dengan bidang kerjanya yang
pengamanan;  mitigasi berdampak pada pihak lain;
risiko 4.3 Membuat keputusan dan mengantisipasi

dampak keputusannya serta menyiapkan
tindakan penangannya (mitigasi resiko)
B. SOS 10 KUL TURAL

9. Perekat Bangsa 4 Mendayagunakan 4.1 Menginisiasi dan merepresentasikan
perbedaan secara pemerintahan di  lingkungan  kerja dan
konstruktif dan kreatif masyarakat untuk senantiasa menjaga persatuan
untuk meningkatkan dan kesatuan dalam keberagaman dan menerirna
efektifitas Organisasi segala  bentuk perbedaan  dalam  kehidupan

bennasyarakat;

42 Mampu mendayagunakan perbedaan  latar
belakang,  agama/kepercayaan, suku, jender,
sosial, ekonomi, preferensi politik  untuk
mencapai kelancaran pencapaian tujuan
organisasi

4.3 Mampu membuat program yang
mengakomodasi perbedaan latar  belakang

agama/kepercayaan, suku, jender, sosial ekonomi,
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preferensi politik

C. Teknis

10. Advokasi Mampu 4.1 Mampu mengevaluasi teknik, metode strategi
Kebijakan mengembangkan advokasi yang ada saat uu menganalisis
Pengembangan strategi Kebijakan kelemahan dan kekurangan serta
Iklim Perencanaan Pengembangan Iklim mengembangkan berbagai teknik, metode strategi
Modal Penanaman Modal yang advokasi Kebijakan Pengembangan Iklim

tepat sesuai kondisi

4.2

43

Penanarman Modal yang lebih efektif dan efisien
dari berbagai kondisi stakeholder;

Mampu mengembangkan norma, standar, kriteria,
pedoman, petunjuk teknis strategi komunikasi clan
pelaksanaan advokasi  yang  efektif serta
monitoring dan evaluasi advokasi Kebijakan
Pengembangan lklim Penanaman Modal;
Memampukan stakeholder
mengembangkan strategi advokasi Kebijakan
Pengembangan  Iklim Penanaman Modal yang
tepat untuk diri mereka sendiri, mengidentifikasi
hambatan dilingkungan mereka sendiri dalam
penerapan  kebijakan,  serta mengidentifikasi
menemukan  akses ke sumber daya yang
dibutuhkan untuk  menerapkan Kebijakan
Pengembangan lklim Penanaman Modal;

untuk

11. Teknik Promosi
Penanaman Modal

Mampu
mengembangkan
perangkat norma
standar prosedur dan
mengevaluasi  Teknik
promosi Penanaman
Modal

4.1

4.2

43

Mampu  melakukan evaluasi proses perijinan
koperasi yang ada saat ini pada tingkat instansi,

menemu  kenali kelebihan  clan kekurangan,
melakukanpengembangan  atau perbaikan Teknik
promosi  Penanaman  Modal menjadi  lebih
efektif/efisien;

Mampu menyusun pedoman petunjuk teknis,
Teknik promosi Penanaman Modal di tingkat
instansi;

Mampu meyakinkan dan mampu memperoleh

dukungan dari stakeholder terkait Teknik promosi
Penanaman Modal dan memberikan bimbingan
clan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder
terkait Teknik promosi Penanaman Modal.

12. Tata Kelola Mampu  mengevaluasi, 4.1 Mampu mengevaluasi teknis/metode/sistem cara
Pelayanan | menyusun perangkat kerja  pelayanaan  terpadu  menemu  kenali
Perizinan dan Non norma standar prosedur, kelebihan clan kekurangan melakukan
Perizinan secara system/proses Tata pengembangan atau  perbaikan  tata  kelola
Terpadu kelola pelayanan pelayanan  perizinan dan nonpenzman secara

perizinan clan terpadu yang lebih efektif/efisien ;

nonperizinan secara | 42 Mampu; menyusun pedornan, petunjuk teknis,

terpadu cara kerja yang dijadikan norma standar,
prosedur, instrumen pelaksanaan tata kelola
pelayanan perizinan dan non perizinan secara
terpadu

43 Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan

dari stakeholder pelaksanaan pelayanan perizinan
clan nonperizinan serta memberikan bimbingan
dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder
terkait tata kelola pelayanan penzman dan
nonperizinan secara temadu.

13. Analisis Kelayakan Marnpu  mengevaluasi [ 4.1 Mampu mengevaluasi teknik metode analisis
Peizinan dan Non teknis dan metode kelayakan perizinan clan nonperizinan, menernu
Perizinan analisis kelayakan kenali kelebihan clan kekurangan  melakukan
Penanaman Modal penjman  nonpenzman pengembangan  atau perbaikan teknik metode

penanarnan modal analisis kelayakan;
4.2 Mampu mengembangkan teknik pengumpulan
pengolahan dan penyajian data perizinan dan
nonperizinan di bidang penanaman modal dan

43

pemanfaatanya yang lebih effisien;
mampu mevakinkan dan memperoleh dukungan
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dari stakeholder terhadap basil analisis kelayakan
perizinan dan non perizinan serta memberikan
bimbingan clan fasilitasi kepada instansi lain atau
stakeholder terkait perizinan dan non perizinan
penanaman modal.

sesuai kondisi.

14. Teknik 4 Mampu mengevaluasi 4.1 mampu mengevaluasi teknis J metode/sistem
Pengendalian dan menyusun pengendalian ~ pelaksanaan  penanaman  modal
Pelaksanaan | perangkat nonna standar menemu  kenali kelebihan dan kekurangan,
Penanaman Modal | prosedur inst:nunent melakukan pengembangan atau perbaikan cara

pengendalian kerja  pengendalian  pelaksanaan  penanaman

pelaksanaan penanaman modal yang lebih efektif/efisien ;

modal. 4.2 mampu rnenyusun pedornan, petunjuk teknis, cara
kerja yang dijadikan nonna standar, prosedur,
instrumen pengendalian pelaksanaan penanaman
modal;

43 mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan
dari stakeholder terhadap sistem pengendalian
penanaman modal serta rnemberikan bimbingan
dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder
terkait pelaksanaan penanaman modal

15. Advokasi 4 Mampu 4.1 Mengevaluasi strategi advokasi yang ada saat ini,
Kebijakan mengembangkan menganalisis kekuatan dan kekurangan berbagai
Otonomi Daerah strategi advokasi metode yang dijalankan  dengan  kelompok

kebijakan otonomi sasaran yang berbeda;
daerah yang tepat | 4.2 Mengembangkan norma standar, prosedur,

kriteria, pedoman, clan /atau petunjuk
teknis strategi advokasi kebijakan otonomi
daerah

4.25 Meningkatkan kapasitas pemangku
kepentingan
untuk mengembangkan  strategi advokasi yang
dapat dijalankan oleh mereka sendiri dalam
menerapkan kebijakan otonomi daerah.
1. PERSYARATAN JABATAN
Jenis Jabatan Uraian Tinzkat Pentingnya terhadap Jabatan
Mutlak Penting | Perlu
A. Pendidikan I. Jenjang Sarjana / Diploma IV
2, Bidang Ekonomi Pembangunan/ Manajemen/ llrnu Pemerintahan/ 1lmu Administrasi/
[Imu Hukum
i B. Pelatihan 1. Manajerial Pelatihan
Kepemimpimpinan J
Pratama
2. Teknis Diklat
Manajernen
Penanaman
Modal
3. Fungsional \
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C. Pengalaman Kerja 1. Memiliki
pengalaman

jabatan dalam
bidang

Penanaman Modal
secara kumulatif
paling kurang 5
(lima) tahun

2. tahun Sedang atau
pemah menduduki
jabatan
administrator  atau
jabatan fungsional
jenjang ahli madya
paling  singkat 2
(dua) tahun:

D. Pangkat Pembina (TV/a)

E. Indikator Kinerja Jabatan 1. Persentase peningkatan nilai penanaman modal dan Investasi Daerah;
2. Kualitas atau tingkat kepuasan stakeholder terhadap Layanan perijinan dan

non perizinan terpadu.
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EE. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pernerintahan :
Kode Jabatan

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Jabatan Pimpinan Tinggi
Lingkungan Hidup clan Kehutanan

JABATAN PIMPINAN TINGGI

. IKHTISAR JABA TAN

Memimpin, merencanakan,

mengatur, mengkoordinasikan,

melaksanakan, mengendalikan dan menentukan
kebijakan penyelenggaraan urusan pernerintahan bidang lingkungan hidup, kebersihan, dan pertamanan yang
menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan Kepala Daerah

1. STAND AR KOMPETENSI

KOMPETEMSI LEVEL DESKRIPSI INDIKOR KOMPETENSJ
A. MANAJERIAL
l. Integritas Mampu menciptakan 4.1. Menciptakan situasi kerja yang mendorong
situasi kerja yang seluruh pemangku kepentingan mematuhi nilai,
mendorong kepatuhan norma, clan etika organisasi dalam segala situasi
pad.a nilai, nortna, dan dan kondisi;
eti.ka organisasi 4.2. Mendukung dan menerapkan prinsip moral dan
standar etika yang tinggi, serta berani
menanggung konsekuensinya
43.Berani melakukan  koreksi atau mengambil
tindakan atas penyimpangan kode etik/nilai-
nilai yang dilakukan oleh orang lain, pada
tataran  lingkup  kerja  setingkat  instansi
meskipun ada resiko.
2. Kerjasama Membangun komitmen 4.1. Membangun sinergi antar unit kerja
tim, sinergi di lingkup instansi yang dipimpin;
4.2. Memfasilitasi kepentinganyang

berbeda dari unit kerja lain sehingga
tercipta sinergi dalam rangka
pencapaian target kerja organisasi,

4.3. Mengembangkan sistem yang menghargai kerja
sama antar unit, memberikan  dukungan /
semangat untuk memastikan tercapainya sinergi
dalam ranaka pencapaian target keria orzanisasl.

3. Komunikasi Marnpu mengemukakan 4.1 Mengintegrasikan informasi -informasi penting
pemikiran multidimensi hasil  diskusi  dengan  pihak lain  untuk
secara lisan dan tertulis mendapatkan pemaharnan yang sama; Berbagi
untuk mendorong informasi dengan pemangku kepentingan untuk
kesepakatan dengan tujuan meningkatkan kinerja secara
tujuan meningkatkan keseluruhan;
kinerja secara 4.2 Menuangkan pemikiran [/ konsep yang
keseluruhan multidimensi dalam bentuk tulisan formal;

4.3 Menyampaikan informasi secara p ersuasif
mendorong  pemangku  kepentingan  sepakat
langkah-langkah bersama dengan tujuan mening
kinerja secara keseluruhan.

4. Orientasi pad.a Mendorong  unit kerja | . Mendorong unit kerja di tingkat instansi untuk

hasil mencapai  target yang mencapai  kinerja yang melebihi target yang
ditetapkan atau melebihi ditetapkan;
hasil kerja sebelumnya b. Memantau dan mengevaluasi hasil kerja unitnya

agar selaras dengan sasaran strategi instansi
Mendorong pemanfatan sumber daya bersama
an.tar unit kerja dsalam rangkka meningkatk.an

efektivitas _dan efisiensi pencapaian _target \
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5 Pelayanan Publik 4 Marnpu memonitor, | 4.1 Memahami dan memberi perhatian kepada isu-
mengevaluasi, isu jangka panjang, kesempatan atau kekuatan
memperhitungkan dan politik yang mempengaruhi organisasi dalam
mengantisipasi dampak hubungannya dengan dunia luar,
dari isu - isu jangka emmperhitungkan ~ dan mengantisipasi dampak
panjang, kesempatan, terhadap pelaksanaan  tugas-tugas pelayanan
atau  kekuatan  politik public  secara  objektif, transparan, dan
dalam hal pelayanan professional dalam lingkup organisasi;
kebutuhan pemangku | 42 Menjaga agar kebijakan pelayanan publik yan
kepentingan yang diselenggarakan oleh instansinya telah selara
transparan, objektif, dan dengan standar pelayanan yang objektif, netra
‘profesional tidak memihak, tidak diskriminatif serta tida

terpengaruh  kepentingan pribadi/

4.3 Menerapkan strategi jangka panjang yang berfoki
pada pemenuhan kebutuhan pemangk
kepentingan dalam menyusun kebijakan denga
mengikuti standar objektif, netral, tidak memihal
tidak diskriminatif, transparan, tidak terpengaru
kepentingan pribadi/kelompok.

6. Pengembangan 4 Menyusun program 4.1 Menyusun program pengembangan jangka
diri dan orang pengembangan panjang bersama - sama dengan bawahan,
lain jangka panjang termasuk didalamnya penetapan tujuan,

dalam rangka bimbigan, penugasan dan pengalaman lainnya,
mendorong  manajemen serta mengalokasikan waktu untuk mengikuti
pembelajaran pelatihan [ pendidikan /pengembangan

kompetensi dan karir;

4.2 Melaksanakan manajemen pembelajaran
termasuk evaluasi dan urnpan balik pada tataran
organisasi;

43 Mengembangkan orang-orang disekitarannya
secara konsisten, melakukan kederisasi untuk
posisi-posisi diunit kerjanya

7. Menge]ola 4 Memimpin perubahan 41 Mengarahkan unit kerja untuk lebih siap dalam
perubahan pada unit kerja menghadapi perubahan termasuk memitigasi
risiko yang mungkin terjadi;

42 Memastikan perubahan sudah diterapkan secara
aktif di lingkungan unit kerjanya secara berkala

4.3 Memimpin dan memastikan penerapan program-
program perubahan selaras antar unit kerja.

8. Pengambilan 4 Menyelesaikan masalah | 41  Menyusun  dan/atau  memutuskan  konsep
Keputusan yang mengandung risiko penyelesaian masalah yang melibatkan
tinggi,  mengantisipasi beberapa/seluruh fungsi dalam organisasi;
dampak keputusan, | 42 Menghasilkan solusi dari berbagai masalah yang
membuat tindakan kompleks, terkait dengan bidang kerjanya yang
pengamanan; mitigasi | berdampak pada pihak lain;
risiko 4.3 Membuat keputusan dan mengantisipasi

darnpak keputusannya serta menyiapkan
tindakan penangannya (mitigasi resiko)

B. SOSIO KULTURAL

9. Perekat Bangsa 4 Mendayagunakan 41  Menginisiasi dan merepresentasikan
perbedaan secara pemerintahan di  lingkungan kerja dan
konstruktif dan kreatif masyarakat untuk senantiasa menjaga persatuan
untuk meningkatkan dan kesatuan dalam keberagaman dan menerima
efektifitas Organisasi segala bentuk perbedaan dalam kehidupan

bennasyarakat;

42 Mampu mendayagunakan perbedaan latar
belakang, agamafkepercayaan, suku, jender,
sosial, ekonomi, preferensi politik  untuk
mencapai  kelancaran ~ pencapaian  tujuan

organisasi
43  Mampu membuat program vana
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mengakomodasi ~ perbedaan  latar  belakang
agama/kepercayaan, suku, jender,  sosial
ekonomi, preferensi politik

C. Teknis

10.Advokasi Mampu 4.] Mengeval uasi teknik, metode strategi advokasi
Kebijakan mengembangkan yang ada saat ini menganailisis kelemahan dan
Lingkungan Hidup strategi advokasi kekurangan  serta mengembangkan  berbagai
dan Kehutanan kebijakan teknik, metode strategi advokasi kebijakan
Lingkungan Hidup Lingkungan hidup dan Kehutan.an yang lebih
clan Kehutanan efektif dan efisien dari berbagai kondisi

stakeholder
4.2  Mengembangkan norma  standar, Kkriteria,

4.3.

pedoman petunjuk teknis strategi komunikasi
dan pelaksanaan advokasi yang efektif serta
monitoring evaluasi  advokasi  kebijakan
Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

Memampukan stakeholder untuk
mengembangkan  strategi advokasi yang tepat
untuk diri mereka sendiri; mengidentifikasi
hambatan di lingkungan mereka sendiri dalam
penerapan  kebijakan; serta mengidentifikasi
menemukan  akses ke sumber daya yang
dibutuhkan untuk  menerapkan kebijakan
Linakunaan Hidun dan Kehutanan.

11. Pengelolaan Mampu 4.1 Mampu melakukan evaluasi terdadap teknis /
Persampahan rnengevaluasi clan metodelsistem  cara kerja menemu  kenali
menyusun kelebihan dan kekurangan melakukan
perangkat norma, pengembangan atau perbaikan cara kerja
standar Pengelolaan Persampahan yang lebih
prosedur, efektif/efisien;
instrumen 4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis.,
Pengelolaan cara kerja yang dijadikan norma standar,
Persampahan prosedur, instrumen Pengelolaan Persampahan;
4.3 Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan
dari stakeholder Penempatan Tenaga Kerja dan
memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada
instansi lain atau stakeholder terkait
Penaelolaan Persamnahan.
12. Analisis Dampak Mampu 4.1 Mengidentifikasi, menganalisis, teori, konsep,

Lingkungan

mengevaluasi clan

| menyusun

perangkat, norma,
standar prosedur

4.2

kebijakan analisis dampak lingkungan
serta pelaksanaannya menemukenali kelebihan
clan kekurangan clan rekomendasi perbaikanya;,

Mengembangkan  teori, konsep clan analisis

danpedoman dampak Jingkungan, meyakinkan stakeholder

mekanisme dan shareholder terkait untuk menerima konsep,

pelaksanaan teori dan kebijakan yang dikembangkan;

Analisis 4.3 Menjadi sumber rujukan dalam implementasi

Dampak Lingkungan kebijakan ~dan pemecahan masalah  dalam
analisis dampak linzkunaan ..

13. Anali sis Kelayakan Mampu mengevaluasi | 41 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis /
Izin Lingkungan dan menyusun metode [ sistem cara kerja menemu kenali
dan PPLH perangkat norma standar kelebihan dan kekurangan melakukan

prosedurinstnnnen pengembangan atau perbaikan cara kerja Analis

4.2

43

Kelayakan Izin Lingkungan
Iebih efektif/efisien;

Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis,
cara kerja yang dijadikan norma standar,
prosedur, instrumen pelaksanaan Analis
Kelayakan Izin Lingkungan dan PPLH,;

Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan
dari stakeholder pelaksanaan Analis Kelayakan
Izin Lingkungan dan PPLH clan memberikan
bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain
atau stakeholder terkait Analis Kelayakan Izin

dan PPLH yang
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Lingkungan dan PPLH ..

14. Manajemen 4 Kemampuan 4.1 Mampu melakukan evaluasi terdadap teknis /
Pengelolaan melaksanakan metode /sistem cara kerja menemu kenali
Daya Tampung pemantauan dan kelebihan dan  kekurangan melakukan
Lingkungan kebijakan pengembangan  atau perbaikan  cara kerja

pengelolaan Manajemen  Pengelolaan Daya Dukung dan

Lingkungan hidup Daya Tampung Lingkungan  yang lebih

pada pelestarian efektif/efisien ;

kemampuan 4,2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis,

lingkungan yang serasi cara kerja yang dijadikan norma standar,

dan seimbang prosedur, instrumen peJaksanaan Manajemen
Pengelolaan Daya Dukung dan Daya Tampung
Lingkungan;

4.3 Mampu meyakinkan clanmemperoleh dukungan

dari  stakeholder  pelaksanaan  Manajemen
Pengelolaan Daya Dukung dan Daya Tampung
Lingkungan clan memberikan bimbingan dan
fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder
terkait Manajemen Pengelolaan Daya Dukung
dan Daya Tampung Lingkungan.

15. Advokasi 4 Mampu 41 Mengevaluasi strategi advokasi yang ada saat
Kebijakan mengembangkan HU, menganalisis kekuatan dan kekurangan
Otonomi Daerah strategi advokasi berbagai metode yang dijalankan  dengan

kebijakan otonomi kelompok sasaran yang berbeda;
daerah yang tepat | 4.2 Mengembangkan nonna standar, prosedur,
sesuai kondisi. kriteria, pedoman, dan [ atau petunjuk
teknis strategi advokasi kebijakan otonomi
daerah
4.26 Meningkatkan kapasitas pemangku
kepentingan
untuk mengembangkan strategi advokasi yang
dapat dijalankan oleh mereka sendiri dalam
menerapkan kebijakan otonomi daerah.
lll.  PERSYARATANJABATAN
Jenis Jabatan Uraian ]7Tinzkat Pentingnya terhadap Jabatan
| Mutlak enting | Perlu
A. Pendidikan 1. Jenjang Sarjana J Diploma IV
2. Bidang Teknik Lingkungan [ Kesehatan Masyarakat [ Kehutanan [ Biologi [ Teknik
[lmu Industri
B. Pelatihan 1. Manajerial | Pelatihan
Kepemimpirnpinan J
Pratama
2.Teknis Diklat Kebijakan J
Pembinaan dan
Pengawasan terhadap
izin lingkungan dan
pengelolaan
lingkungan hidup
(PPLH)
Diklat AMDAL J
Diklat teknis terkait J
lingkungan hidup
3.Fungsional -
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C. Pengalaman Kerja 1.Memiliki
pengalaman jabatan
dalam bidang
bidang Lingkungan
Hid up dan
Kehutanan  secara
kumulatif paling
kurang 5  (lima)

tahun.

2. Sedang atau ]
pernah  menduduki
jabatan

administrator  atau
jabatan  fungsional
jenjang ahli madya
paling singkat 2
(dua) tahun:

0. Pangkat Pembina (IV/a)

E. Indikator Kinerja Jabatan I. Peningkatan kualitas lingkungan hidup (berkurangnya
pencemaran udara, air, tanah)
2. Peningkatan kualitas pengelolaan kebersihan
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FF. KEPALA DIN AS SOSIAL

Nama Jabatan Kepala Dinas Sosial
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintahan
Kode Jabatan

Bidang Sosial

Jabatan Pimpinan Tinggi

JABATAN

PIMPINAN TINGGI

l. IKHTISAR JABATAN

Menyelenggarakan urusan di bidang Pemberdayaan sosial, Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan dan Jaminan
Sosial berdasarkan asas desentralisasi, dan tugas pembantuan

1L STANDAR KOMPETENSI
KOMPETENSI | LEVEL DESKRI1PSI INDJKOR KOMPETENSI
A. MANAJERIAL
1. Integritas 4 Mampu menciptakan 4.1. Menciptakan  situasi kerja yang mendorong
situasi kerja yang seluruh pemangku kepentingan mematuhi nilai,
mendorong kepatuhan norma, dan etika organisasi dalam segala situasi
pada nilai, norma, dan dan kondisi;
etika organisasi 4.2. Mendukung clan menerapkan prinsip moral dan
standar etika yang tinggi, serta berani
menanggung konsekuensinya

4.3 Berani melakukan  koreksi atau mengambil
tindakan atas penyimpangan kode etik/nilai-nilai
yang dilakukan oleh orang lain, pada tataran
lingkup kerja setingkat instansi meskipun ada
resiko.

2. Kerjasama 4 Membangun komitmen 4.1. Membangun sinergi antar unit kerja
tim, sinergi di lingkup instansi yang dipimpin;

4.2. Memfasilitasi kepentinganyang
berbeda dari unit kerja lain sehingga
tercipta sinergi dalarn rangka
pencapaian target kerja organisasi;

4.3. Mengembangkan sistem yang menghargai kerja
sama antar unit, memberikan  dukungan /
semangat untuk memastikan tercapainya sinergi
dalam ranaka pencanaian target keria orzanisasi.

3. Komunikasi 4 Mampu mengemukakan 4.1 Mengintegrasikan informasi -informasi penting
pemikiran multidimensi hasil  diskusi  dengan  pihak  lain  untuk
secara lisan dan tertulis mendapatkan pemahaman yang sama; Berbagi
untuk mendorong informasi dengan pemangku kepentingan untuk
kesepakatan dengan tujuan meningkatkan kinerja secara keseluruhan;
tujuan meningkatkan 4.2  Menuangkan pemikiran I konsep  yang
kinerja secara multidimensi dalam bentuk tulisan formal;
keseluruhan 4.3 Menyampaikan informasi secara persuasif

untuk mendorong pemangku kepentingan sepakat
langkah-langkah bersama dengan tujuan
meningkatkan kinerja secara keseluruhan.

4. Orientasi pada 4 Mendorong ~ unit kerja [4.1 Mendorong unit kerja di tingkat instansi untuk

hasil mencapai  target yang mencapai  kinerja yang melebihi target yang
ditetapkan atau melebihi ditetapkan;
hasil kerja sebel umnya 4.2 Mernantau dan mengevaluasi basil kerja unitnya
agar selaras dengan sasaran strategi instansi

4.3 Mendorong pemanfatan swnber daya bersama antar
unit kerja dsalam rangkka meningkatkan efektivitas
dan efisiensi pencaoaian target
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Mampu memonitor, | 4.1 Memahami dan memberi perhatian kepada isu-isu
5. Pelayanan Publik mengevaluasi, jangka panjang, kesempatan atau kekuatan politik
memperhitungkan clan yang mempengaruhi orgarusasi dalam
mengantisipasi ~ dampak hubungannya dengan dunia luar,
dari Isu - isu jangka emmperhitungkan ~ clan mengantisipasi ~ dampak
panjang, kesempatan, terhadap  pelaksanaan  tugas-tugas  pelayanan
atau  kekuatan  politik public secara  objektif, transparan, dan
dalam  hal pelayanan professional dalam lingkup organisasi;
kebutuhan pemangku | 4.2 Menjaga agar kebijakan pelayanan publik yang
kepentingan yang diselenggarakan  oleh instansinya telah selaras
transparan, objektif, dan dengan standar pelayanan yang objektif, netral,
profesional tidak memihak, tidak diskriminatif, serta tidak
terpengaruh kepentingan pribadi/

4.3 Menerapkan strategi jangka panjang yang berfokus
pada pemenuhan kebutuhan pemangku
kepentingan dalam menyusun kebijakan dengan
mengikuti standar objektif netral, tidak memihak,
tidak diskriminatif, transparan, tidak terpengaruh
kepentingan pribadi/kelompok.

6. Pengembangan Menyusun program 4.1 Menyusun program pengembangan jangka
diri dan orang pengembangan panjang bersama - sama dengan bawahan,
lain jangka panjang termasuk didalamnya penetapan tujuan,

dalam rangka bimbigan, penugasan dan pengalaman lainnya,

mendorong  manajemen serta mengalokasikan waktu untuk mengikuti

pembelajaran pelatihan /pendidikan /pengembangan
kompetensi clan karir;

4.2 Melaksanakan manajemen pembelajaran tennasuk
evaluasi dan umpan balik pada tataran organisasi;

4.3 Mengembangkan orang-orang disekitarannya
secara konsisten, melakukan kederisasi untuk
posisi-posisi di unit kerianva.

7. Mengelola Memimpin perubahan 4.1 Mengarahkan unit kerja untuk lebih siap dalam
perubahan pada unit kerja menghadapi perubahan termasuk memitigasi

risiko yang mungkin terjadi;

4.2 Memastikan perubahan sudah diterapkan secara
aktif di lingkungan unit kerjanya secara berkala

4.3 Memimpin dan memastikan penerapan program-
program perubahan selaras antar unit kerja.

8. Pengambilan Menyelesaikan  masalah | 4.1  Menyusun dan/atau memutuskan konsep
Keputusan yang mengandung risiko penyelesaian masalah yang melibatkan

tinggi,  mengantisipasi beberapa/seluruh  fungsi dalam organisasi;
dampak keputusan, | 4.2 Menghasilkan solusi dari berbagai masalah yang
membuat tindakan kompleks, terkait dengan bidang kerjanya yang
pengamanan; mitigasi berdampak pada pihak lain;
risiko 4.3 Membuat keputusan dan mengantisipasi
dampak keputusannya serta menyiapkan
tindakan penangannya (rnitigasi resiko)
B. SOSIO KULTURAL

9. Perekat Bangsa Mendayagunakan 4.1  Menginisiasi dan merepresentasikan

perbedaan secara pemerintahan di  lingkungan  kerja dan

konstruktif dan kreatif masyarakat untuk senantiasa menjaga persatuan

untuk meningkatkan dan kesatuan dalam keberagaman dan menerima

efektifitas Organisasi segala bentuk perbedaan  dalam kehidupan
bermasyarakat;

42 Mampu mendayagunakan perbedaan  latar
belakang, agama/kepercayaan, suku, jender,
sosial,  ekonomi, preferensi politik  untuk
mencapai  kelancaran ~ pencapaian  tujuan
orgamsasi

43 ampu membuat program yang
mengakomodasi perbedaan latar _ belakang
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agama/kepercayaan, suku, jender, sosial ekonomi,
preferensi politik

C. Teknis

10. Advokasi Mampu 4.1 Mengevaluasi teknik, metode strategi advokasi
kebijakan mengembangkan yang ada saat ini mengan.ailisis kelemahan clan
Kesejahteraan strategi advokasi kekurangan serta mengembangkan berbagai
Sosial Kesejahteraan Sosial teknik, metode strategi advokasi yang lebih

yang tepat sesuai efektif dan efisien dari berbagai kondisi
kondisi stakeholder ;

4.2 Mengembangkan norma standar, kriteria,
pedoman, petunjuk teknis strategi komunikasi dan
pelaksanaan advokasi yang effektif serta
monitoring evaluasi advokasi kebijakan sosial.;

4.3 Memampukan stakeholder untuk engembangkan
strategi advokasi yang tepat untuk diri mereka
sendiri; mengidentifikasi hambatan di lingkungan
mereka sendiri dalam penerapan kebijakan; serta
mengidentifikasi menemukan akses ke sumber
daya yang dibutuhkan untuk menerapkan
kebiiakan sosial.

11. Pemetaan Potensi Menyusun perangkat 4.1 Mampu mengidentifikasi kelemahan  dan
Sumber Ke norma standar kekurangan pedoman, petunjuk  teknis
sejahteraan prosedur instrumen pelaksanaan Pemetaan Potensi Somber
Sosial penerapan Kesejahteraan Sosial;

Pemetaan Potensi 4.2 Mampu menyusun pedoman petunjuk teknis alam
Sumber penerapan Pemetaan Potensi Sumber
Kesejahteraan Sosial Kesejahteraan Sosial;

4.3 Memberikan bimbingan dan fasilitasi dalam
penerapan pedoman dan petunjuk teknis
Pemetaan Potensi SumberKesejahteraan Sosial.

|12. Penanganan Menyusun perangkat 41 Mampu  mengidentifikasi kelemahan  dan
Bencana nonna stan.dar kekurangan  pedoman, petunjuk teknis

prosedurinstrumen pelaksan.aan Penanganan Bencana;

penerapan 42  Mampu menyusun pedoman petunjuk teknis

Penanganan dalam penerapan Penanganan Bencana;

Bencana 4.3 Memberikan  bimbingan dan fasilitasi dalam
penerapan pedoman  dan  petunjuk  teknis
Penanganan Bencana

13. Perlindungan dan Menyusun perangkat 41 Mampu  mengidentifikasi kelemahan  dan

Jaminan Sosial norma standar kekurangan pedoman, petunjuk teknis
prosedurinstrumen pelaksanaan PerJindungan dan Jaminan Sosial;
penerapan 4.2 Mampu menyusun pedoman petunjuk teknis
Perlindungan dan dalam penerapan Perlindungan dan Jaminan
Jaminan Sosial Sosial;

43 Memberikan bimbingan dan fasilitasi dalam
penerapan pedoman dan  petunjuk  teknis
Perlindungan dan Jaminan Sosial.

14. Manajemen Menyusun perangkat 4.1 Mampu  mengidentifikasi kelemahan  dan
Rehabilitasi nonna standar kekurangan pedoman, petunjuk teknis
Sosial prosedurinstrumen pelaksanaan manajemen rehabilitasi sosial

penerapan. yang ada

manajemen 4.2 Mampu menyusun pedoman petunjuk teknis

Rehabilitasi  sosial dalam penerapan manajemen Rehabilitasi Sosial
(pelaksanaan koordinasi, pengawasar,
pengendalian) kegiatan pelayanan rehabilitasi
sosial

4.3 Memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada

pengelola rehabilitasi  sosial dalam penerapan
pedornan  dan  petunjuk  teknis  pelayanan
rehabilitasi  sosial \
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15. Advokasi 4 Mampu 4.1 Mengevaluasi strategi advokasi yang ada saat ini,
Kebijakan mengembangkan menganalisis kekuatan dan kekurangan berbagai
Otonomi Daerah strategi advokasi metode  yang dijalankan  dengan  kelompok

kebijakan otonomi sasaran yang berbeda;
daerah yang tepat | 42  Mengembangkan norma standar, prosedur,
sesuai kondisi. kriteria, pedoman, dan /atau petunjuk
teknis strategi advokasi kebijakan otonomi
daerah
427 Meningkatkan kapasitas pemangku
kepentingan
untuk mengembangkan  strategi advokasi yang
dapat dijalankan oleh mereka sendiri dalam
menerapkan kebijakan otonomi daerah.
[IL PERSYARATANJABATAN
Jenis Jabatan Uraian Tinakat Pentinznva terhadao Jabatan
Mutlak Pentina | Perly
A. Pendidikan 1. Jenjang Sarjana f Diploma IV
2. Bidang llmu Pemerintahan/ Ekonomi/ Sosial/ Manajemen /Hukum /[ Administrasi
[lmu Negara
B. Pelatihan 1. Manajerial | Pelatihan
Kepemimpimpinan -J
Pratama
2. Teknis 1. Dildat Pekerja
Sosial ol
2.Diklat manajemen
rehabilitasi _sosial
3. Fungsional -
W

C. Pengalaman Kerja

1. Memiliki
pengalarnan
jabatan dalarn
bidang sosial
secara kumulatif
paling kurang )
(lima) tahu

2. Sedang atau
pernah
menduduki A
jabatan
administrator atau
jabatan fungsional
jenjang ahli
madya paling
singkat 2 (dua)
tahun:
D. Pangkat Pembina (IV/a)
E. Indikator Kinerja Jabatan |, Peningkatan Kesejahteraan Sosial

2. Kualitas pelayanan

rehabiltasi sosial
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GG. KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Nama Jabatan

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kelompok Jabatan Jabatan Pimpinan Tinggi
Urusan Pemerintahan : Bidang Ketennagakerjaan dan Trasnmigrasi
Kode Jabatan
JABATAN PIMPINAN TINGGI
|.  IKHTISARJABATAN
Memimpin, membina, mengoordinasikan, memfasilitasi, menyelenggarakan, = mengawasi dan mengendalikan

kegiatan di bidang ketenaga kerjaan dan transmigrasi

Perundang-Lndangan yang berlaku.

berdasarkan kebijakan Bupati/Walikota dan Peraturan

II. STAr--DAR KOMPETENSI

KOMPETENSI

LEVEL

DESKRIPSI

INDIKOR KOMPETENSI

A. MANAJERIAL

1. Integritas

Mampu menciptakan
situasi kerja yang
mendorong kepatuhan
pada nilai, norma, dan
etika organisasi

4.1. Menciptakan situasi kerja yang mendorong
seluruh pemangku kepentingan mematuhi nilai,
norm.a, Clan etika organisasi dalam segala situasi
dan kondisi;

4.2. Mendukung clan menerapkan prinsip moral dan
standar etika yang tinggi, serta berani
menanggung konsekuensinya

43.Berani melakukan  koreksi atau mengambil
tindakan atas penyimpangan kode etik/nilai-
nilai yang dilakukan oleh orang lain, pada
tataran  lingkup  kerja  setingkat  instansi
meskipun ada resiko.

2. Kerjasama

Membangun komitmen
tim, sinergi

4.1. Membangun sinergi antar unit kerja
di lingkup instansi yang dipimpin;

4.2. Memfasilitasi kepentinganyang
berbeda dari unit kerja lain sehingga
tercipta sinergi dalam rangka
pencapaian target kerja organisasi;

4.3. Mengembangkan sistem yang menghargai kerja
sama antar unit, memberikan dukungan /
semangat untuk memastikan tercapainya sinergi
dalam ranaka pencapaian target keria oraanisasl,

3. Komunikasi

Mampu mengemukakan
pemikiran multidimensi
secara lisan clan tertulis
untuk mendorong
kesepakatan dengan
tujuan meningkatkan
kinerja secara
keseluruhan

4.1 Mengintegrasikan informasi -informasi penting
basil  diskusi dengan  pihak lain  untuk
mendapatkan pemahaman yang Sama; Berbagi
informasi dengan pemangku kepentingan untuk
tujuan meningkatkan
kesel uruhan;

4.2  Menuangkan I konsep yang
multidimensi dalam bentuk tulisan formal,

4.3  Menyampaikan informasi secara p ersuasif
mendorong  pemangku  kepentingan  sepakat
langkah-langkah bersama dengan tujuan mening
kinerja secara keseluruhan.

kinerja secara

pemikiran

4. Orientasi pada
basil

Mendorong  unit kerja
mencapai  target yang
ditetapkan atau melebihi
hasil kerja sebelumnya

a Mendorong

c. Mendorong pemanfatan sumber daya bersama

umt kerja di tingkat instansi untuk

mencapai  kinerja yang melebihi target yang
ditetapkan;

b. Memantau dan mengevaluasi hasil kerja unitnya

agar selaras dengan sasaran strategi instansi

antar unit kerja dsalam rangkka meningkatkan
efektivitas dan efisiensi pencapaian target \

\
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Mampu memonitor, 4.1 Memahami dan memberi perhatian kepada isu- .
5. Pelayanan Publik 4 mengevaluasi, isu jangka panjang, kesempatan atau kekuatan
memperhitungkan dan politik yang mempengaruhi organisasi dalam
mengantisipasi ~ dampak hubungannya dengan dunia luar,
dari isu - isu jangka emmperhitungkan ~ dan mengantisipasi dampak
panjang, kesempatan, terhadap pelaksanaan  tugas-tugas pelayanan
atau kekuatan  politik public  secara  objektif,  transparan, dan
| dalam  hal pelayanan professional dalarn lingkup organisasi;
| kebutuhan pemangku | 4.2 Menjaga agar kebijakan pelayanan publik yan
| kepentingan yang diselenggarakan  oleh instansinya telah selart
transparan, objektif, dan dengan standar pelayanan yang objektif, netra
profesional tidak memihak, tidak diskriminatif, serta tida
terpengaruh kepentingan pribadi/

4.3 Menerapkan strategi jangka panjang yang berfoki
pada pemenuhan kebutuhan pemangk
kepentingan dalam menyusun kebijakan denga
mengikuti standar objektif, netral, tidak memihalJ
tidak diskriminatif, transparan, tidak terpengaru
kepentingan pribadi/kelompok.

6. Pengembangan 4 Menyusun program 4.1 Menyusun program pengembanganjangka
diri dan orang pengembangan panjang bersama ~ sama dengan bawahan,
lain jangka panjang termasuk didalamnya penetapan tujuan,
dalam rangka bimbigan, penugasan dan pengalaman lainnya,
mendorong  manajemen serta mengalokasikan waktu untuk mengikuti
pembelajaran pelatihan [ pendidikan /pengembangan
kompetensi dan karir;

4.2 Melaksanakan manajemen pembelajaran
tennasuk evaluasi dan umpan balik pada tataran
orgamsasi;

4.3 Mengembangkan orang-orang disekitarannya
secara konsisten, melakukan kederisasi untuk
posisi-posisi di unit kerianya.

7. Mengelola 4 Memimpin perubahan 4.1 Mengarahkan unit kerja untuk lebih siap dalam
perubahan pada unit kerja menghadapi perubahan termasuk memitigasi
risiko yang mungkin terjadi;

4.2 Memastikan perubahan sudah diterapkan secara
aktif di lingkungan unit kerjanya secara berkala |

4.3 Memimpin dan memastikan penerapan program- |
program perubahan selaras antar unit kerja.

8. Pengambilan 4 Menyelesaikan masalah 4.1 Menyusun  dan/atau  memutuskan  konsep
Keputusan yang mengandung risiko penyelesaian masalah yang melibatkan
tinggi, mengantisipasi beberapa/seluruh  fungsi dalam organisasi;
dampak keputusan, 4.2 Menghasilkan solusi dari berbagai masalah yang
membuat tindakan kompleks, terkait dengan bidang kerjanya yang
pengamanan; mitigasi berdampak pada pihak. lain;
risiko 4.3 Membuat keputusan dan mengantisipasi
dampak keputusannya serta menyiapkan
tindakan penangannya (mitigasi resiko)
B. SOSIO KUL TURAL
9. Perekat Bangsa | 4 Mendayagunakan 41 Menginisiasi dan merepresentasikan
perbedaan secara pemerintahan di lingkungan kerja clan
konstruktif clan kreatif masyarakat untuk senantiasa menjaga persatuan
untuk meningkatkan dan kesatuan dalam keberagaman dan menerima
efektifitas Organisasi segala bentuk perbedaan dalam kehidupan
bermasyarakat;

4.2 Marmnpu mendayagunakan perbedaan  latar
belakang, agama/kepercayaan, suku, jender,
sosial, ekonomi, preferensi politik  untuk
mencapai kelancaran pencapaian tujuan
orgarusasi

4.3 Mampu membuat program yang
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mengakotnodasi ~ perbedaan  latar  belakang
agama/kepercayaan, suku, jender, sosial
ekonomi, preferensi politik

C. Teknis

10. Advokasi
Kebijakan Tenaga
Kerja dan
Transmigrasi

Mampu

mengembangkan

strategi advokasi
Kebijakan Tenaga Kerja
dan Transmigrasi

yang tepat sesuai
kondisi

4.1

4.2

43

Mengevaluasi  teknik, Mengevaluasi  teknik,
metode strategi advokasi yang ada saat tm
menganai.lisis kelemahan dan kekurangan serta
mengembangkan berbagai  teknik, metode
strategi advokasi yang lebih efektif dan efisien
dari berbagai kondisi stakeholder;
Mengembangkan norma  standar, Kkriteria,
pedoman, petunjuk teknis strategi komunikasi
dan pelaksanaan advokasi yang effektif serta
monitoring evaluasi advokasi Kebijakan Tenaga
Kerja dan Transmigrasi |
stakeholder untuk
mengernbangkan  strategi advokasi yang tepat
untuk diri mereka sendiri; mengidentifikasi
hambatan di lingkungan mereka sendiri dalam
penerapan  kebijakan; serta mengidentifikasi
menemukan  akses ke sumber daya yang
d.ibutuhkan untuk: menerapkan Kebijakan
Tenaga Kerja dan Transmiarasi.

Memampukan

11. Penempatan
Tenaga Kerja

Mampu mengevaluasi
dan menyusun
perangkat norma
standar prosedur

4.1

Mampu melakukan evaluasi terdadap teknisn [/
metode  /sistem cara kerja menemu kenali
kelebihan dan kekurangan melakukan
pengembangan atau perbaikan cara kerja

penyelesaian
hubungan industri

perangkat norma standar
prosedur instrument

instrument Penempatan Tenaga Kerja  yang  lebih
efektif7efisien;

4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis,
cara kerja Penempatan Tenaga Kerja;

43 Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan
dari stakeholder Penempatan Tenaga Kerja dan
memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada
instansi lain atau stakeholder terkait
Penempatan Tenaga Kerja

12. Hubungan Mampu  mengevaluasi | 4.1 Mampu melakukan evaluasi terdadap teknis /
industrial dan dan menyusun metode/sistem  cara kerja menemu  kenali

4.2

43

kelebihan clan  kekurangan melakukan
pengembangan atau perbaikan cara kerja |
Hubungan industrial dan penyelesaian
perselisihan  hubungan industrial yang lebih '
efektiflefisien;

Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis,
cara kerja yang dijadikan norma standar,
prosedur, instrumen ; pelaksanaan Hubungan
industrial dan  penyelesaian perselisihan
hubungan industrial
Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan
dari  stakeholder pelaksanaan Hubungan
industrial dan  penyelesaian perselisihan
hubungan industrial dan memberikan bimbingan
dan fasilitasi kepada instansi lain atau
stakeholder terkait Hubungan industrial dan
penyelesaian perselisihanhubungan industrial.

'3. Pelatihan dan
produktivitas
Tenaga kerja

Mampu mengevaluasi
dan menyusun
perangkat norma standar

prosedurinstrument

4.1

4.2

Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis [
metode/sistem  cara kerja menemu  kenali
kelebihan dan kekurangan melakukan
pengembangan atau perbaikan cara kerja Stud.i
Kelayakan Pelatihan dan produktivitas Tenaga
Kerja yang Iebih efektif/efisien; ]
Mamnu menvusun pedoman, petunjuk teknis,
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43

cara kerja yang dijadikan norma standar,
prosedur, instrumen pelaksanaan Pelatihan dan
produktivitas Tenaga Kerja;

Mampu meyakinkan clan memperoleh dukungan
dari stakeholder pelaksanaan Pelatihan dan
produktivitas Tenaga Kerja. Pelatihan clan
produktivitas Tenaga Kerja dan memberikan
bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain
atau stakeholder terkait

14. Menyiapkan
kawasan
transmigrasi dan

penyediaan calon
transmigran

4 Mampu
penyiapan
prasarana
transmigrasi,
penyediaan
transmigran

mengevaluasi
sarana

kawasan
dan
calon

4.1

4.2

43

Marnpu melakukan evaluasi terhadap teknis /
metode/sistem  cara kerja menemu  kenali
kelebihan dan kekurangan melakukan
pengernbangan  atau perbaikan cara kerja
penyiapan kawasan transmigrasi dan
penyediaan  calon transmigran yang lebih
efektif/efisien;

Mampu menyusun pedoman., petunjuk teknis,
cara kerja yang dijadikan norma standar,
prosedur, instrumen pelaksanaan  penyiapan
kawasan transmigrasi clan penyediaan calon
transmigran

Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan
dari  stakeholder pelaksanaan penyiapan
kawasan transmigrasi  clan penyediaan calon
transmigran dan memberikan bimbingan dan
fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder
terkait penyiapan kawasan transmigrasi dan
penvediaan calon transmigran ..

15. Advokasi
Kebijakan

Otonomi Daerah

4 Mampu
mengembangkan
strategi
kebijakan
daerah
sesuai kondisi.

advokasi
otonomi

yang tepat

4.1

4.2

4.28

Mengevaluasi strategi advokasi yang ada saat
mt, menganalisis kekuatan dan kekurangan
berbagai metode yang dijalankan  dengan
kelornpok sasaran yang berbeda;
Mengernbangkan nonna standar, prosedur,
kriteria, pedornan, dan [/ atau petunjuk
teknis strategi advokasi kebijakan otonomi
daerah
Meningkatkan
kepentingan
untuk mengembangkan strategi advokasi yang
dapat dijalankan oleh mereka sendiri dalam
menerapkan kebijakan otonomi daerah.

kapasitas pemangku

III.  PERSYARATAN

JABATAN

Jenis Jabatan

Uraian

| Tinzkat Pentinznva terhadap Jabatan

M utlak

Penting | Perlu

A Pendidikan l.

Jenjang

Sarjana [/ Diploma IV

2. Bidang

Ilmu

Hukum [/ Administrasi Negara/ Ekonomi Manajeman [/ Psikologi /
Manajemen [ Ilmu Pemerintahan

B. Pelatihan

| .Manajerial

2.Teknis

Pelatihan

Kepemimpimpinan -J
Pratama

Pelatihan dasar

ketenagakerjaan -
Pelatihan

pembinaan

hubunzan industri "
Pelatihan

Peningkatan clan ¥
Produktivitas Tenaga '
Kerja




- 150 -

Pelatihan
penyelesaian
perselisihan
hubungan industrial

3. Fungsional

C. Pengalaman Kerja 1. Memiliki
pengalaman jabatan
dalam bidang
ketenagakerjaan /
ketransmigrasian
secara  komulatif
paling kurang 5
(lima) thun

2. Sedang atau
pemah menduduki
jabatan

administrator  atau
jabatan  fungsional
jenjang ahli madya
paling singkat 2
(dua) tahun:

D. Pangkat Pembina (IV/a)

E. Indikator Kinerja Jabatan 1. Presentase peningkatan kualitas layanan antar kerja;
2. Presentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
3. Kualitas penyediaan kawasan transmigrasi dan calon transmigran.

\




HH. KEPALADINASPPKBP2

Nam.a Jabatan

Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintahan:

Kode Jabatan
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DAN PA

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Jabatan Pimpinan Tinggi
Kependudukan,
Perlindungan Anak

Keluarga Berencana Pernberdayaan Perernpuan Dan

JABAT AN PIMPINAN TINGGI

L. IKHTISAR JABATAN

Memimpin,
bidang Keluarga Berencana,

membina,

mengawasi,

mengkoordinasikan,

merumuskan  dan melaksanakan kebijakan teknis di
Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

II. STAND AR KOMPETENSI

KOMPETE~SI

LEVEL

DESKRIPSI

INDIKOR KOMPETENSI

A. MANAIJERIAL

1. Integritas Mampu menciptakan 4.1. Menciptakan situasi kerja yang mendorong
situasi kerja yang seluruh pemangku kepentingan mematuhi nilai,
mendorong kepatuhan nonna, dan etika organisasi dalam segala situasi
pada nilai, nonna, dan dan kondisi;
etika organisasi 4.2. Mendukung clan menerapkan prinsip moral dan

standar etika yang tinggi, serta berani
menanggung konsekuensinya

4.3 Berani melakukan koreksi atau mengambil
tindakan atas penyimpangan kode etik/nilai-
nilai yang dilakukan oleh orang lain, pada
tataran  lingkup  kerja  setingkat  instansi
meskioun ada resiko.

2. Kerjasama Mernbangun komitmen 4.1. Mernbangun sinergi antar unit kerja
tirn, sinergi di lingkup instansi yang dipimpin;

4.2. Memfasilitasi kepentinganyang
berbeda dari unit kerj a lain sehingga
tercipta sinergi dalam rangka
pencapaian target kerja organisasi;

4.3. Mengembangkan sistem yang menghargai kerja
sama antar unit, memberikan dukungan /
semangat untuk memastikan tercapainya sinergi
dalam ranzka pencapaian tarzet kerja organisasi.

3. Komunikasi Mampu mengemukakan 4.1 Mengintegrasikan informasi -informasi penting |
pemikiran multidimensi hasil  diskusi  dengan pihak lain  untuk
secara lisan clan tertulis | mendapatkan pemahaman yang sama; Berbagi
untuk mendorong informasi dengan pemangku kepentingan untuk
kesepakatan dengan tujuan meningkatkan kinerja secara
tujuan rneningkatkan keseluruhan;
kinerja secara 4.2  Menuangkan  pemikiran | konsep  yang
keseluruhan multidimensi dalam bentuk tulisan formal,

4.3 Menyampaikan informasi secara persuasif
untuk mendorong pemangku kepentingan sepake
langkah-langkah bersama dengan tujuan
meningkatkan k:inerja secara keseluruhan.

4. Orientasi pada Mendorong  unit kerja [@ Mendorong unit kerja di tingkat instansi untuk

hasil mencapai  target yang mencapai  k:inerja yang melebihi target yang
ditetapkan atau melebihi ditetapkan;
hasil kerja sebelumnya b. Memantau clan mengevaluasi basil kerja unitnya

agar selaras dengan sasaran strategi instansi
Mendorong pemanfatan
antar unit kerja dsalam rangkka meningkatkan
efektivitas dan efisiensi nencaoaian target \

sumber daya bersama |,

[




- 152 -

Mampu memonitor, |41 Memahami dan memberi perhatian kepada isu-
5. Pelayanan Publik 4 mengevaluasi, isu .j.angka panjang, kesempatan ate.lu l.<ekuatan
memperhitungkan dan politik yang mempengaruhi organisasi dalam
mengantisipasi  dampak hubungannya dengan dunia luar,
dari lsu - isu jangka emmperhitungkan dan mengantisipasi dampak
panjang, kesempatan, terhadap pelaksanaan tugas-tugas pelayanan
atau  kekuatan  politik public  secara  objektif, transparan, dan
dalam hal pelayanan professional dalam lingkup organisasi;

kebutuhan pemangku [ 42 Menjaga agar kebijakan pelayanan publik yan
kepentingan yang diselenggarakan  oleh instansinya telah selad
transparan, objektif, dan dengan standar pelayanan yang objektif, netra

| profesional tidak memihak, tidak diskriminatif, serta tida

terpengaruh kepentingan pribadi/

4.3 Menerapkan strategi jangka panjang yang berfokt
pada pemenuhan kebutuhan pernangk
kepentingan dalam menyusun kebijakan denga
mengikuti standar objektif, netral, tidak rnemihal|
tidak diskriminatif, transparan, tidak terpengaru
kepentingan pribadi/kelompok.

6. Pengembangan 4 Menyusun program 4.1 Mer.lyusun program pengembangan jangka
diri dan orang pengembangan panjang bersama - sama dengan bawahan,
lain jangka panjang termasuk didalamnya penetapan tujuan,
dalam rangka bimbigan, penugasan dan pengalaman lainnya,
mendorong  manajernen serta mengalokasikan waktu untuk mengikuti
pembelajaran pelatihan [/ pendidikan [ pengembangan
kompetensi dan karir;

4.2 Melaksanakan manajemen pembelajaran
termasuk evaluasi dan umpan balik pada tataran
organisasi;

. 4.3 Mengembangkan orang-orang disekitarannya
secara konsisten, melakukan kederisasi untuk
nosisi-nosisi di unit kerianva.

7. Mengelola 4 Memim.pin perubahan 4.1 Mengarahkan unit kerja untuk lebih siap dalarn
perubahan pada unit kerja menghadapi perubahan termasuk memitigasi
risiko yang mungkin terjadi;

4.2 Memastikan perubahan sudah diterapkan secara
aktif di lingkungan unit kerjanya secara berkala

4.3 Memimpin dan memastikan penerapan program-
program perubahan selaras antar unit kerja.

8. Pengambilan 4 Menyelesaikan ~masalah | 4.1 Menyusun  dan/atau  memutuskan  konsep
Keputusan yang mengandung risiko penyelesaian masalah yang  melibatkan
tinggi, mengantisipasi beberapa/seluruh  fungsi dalam organisasi;

, dampak keputusan, 4.2 Menghasilkan solusi dari berbagai masalah yang
membuat tindakan kompleks, terkait dengan bidang kerjanya yang
pengamanan; mitigasi berdampak pada pihak lain;
risiko 4.3 Mernbuat keputusan dan mengantisipasi

dampak keputusannya serta menyiapkan
tindakan. penangannya (mitigasi resiko)
B. SOSIO KUL TURAL
9. Perekat Bangsa 4 Mendayagunakan 4.1 Menginisiasi dan merepresentasikan
perbedaan secara pemerintahan di lingkungan kerja dan
konstruktif dan kreatif masyarakat untuk senantiasa menjaga persatuan
untuk meningkatkan dan kesatuan dalam keberagaman dan menerima
efektifitas Organisasi segala bentuk perbedaan dalam kehidupan
bermasyarakat;

4.2 Mampu mendayagunakan  perbedaan latar
belakang, agama/kepercayaan, suku, jender,
sosial, ekonomi, preferensi politik  untuk
mencapai kelancaran pencapaian tujuan
organisasi

, , 43 Mamou __ membuat program vanz




- 153 -

mengakomodasi perbedaan  latar
agama/kepercayaan, suku,
ekonomi, preferensi politik

belakang
jender, sosial

C. Teknis
10. Advokasi Mampu 4.1 Mampu mengevaluasi teknik, metode strategi
Kebijakan Bidang mengembangkan advokasi yang ada saat ini dalam menganalisis
Pengendalian strategi advokasi bidang kelebihan dan kekurangan serta
Penduduk, Pengendalian Penduduk, mengembangkan  berbagai  teknik,  metode
Keluarga Keluarga Berencana, strategi advokasi yang lebih efektif dan efisien
Berencana, clan dan Pemberdayaan dari berbagai kondisi stakeholde
Pemberdayaan Perempuan dan 42 Mampu mengembangkan norma,  standar,
Perempuan clan ‘ Perlindungan Anak yang kriteria, pedoman, petunjuk teknis strategi
Perlindungan Anak tepat sesuai kondisi kornunikasi dan pelaksanaan advokasi yang
efektif serta monitoring dan evaluasi advokasi
kebijakan pengembangan bidang Pengendalian
Penduduk, Keluarga Berencana, dan
Pemberdayaan  Perempuan dan Perlindungan
Anak;
4.3  Marnpu meyakinkan  stakeholder  untuk
mengembangkan strategi  advokasi  bidang
Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
dan Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak yang tepat untuk diri
mereka sendiri dalam penerapan kebijakan,
serta mengidentifikasi untuk menemukan akses
ke sumber daya yang dibutuhkan untuk
menerapkan  kebijakan bidang Pengendalian
Penduduk, Keluarga Berencana, dan
Pemberdayaan = Perempuan dan Perlindungan
Anak
11. Pengendalian Mampu 4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap
Penduduk mengevaluasi  dan pengendalian kuantitas penduduk dan pemetaan
menyusun potensi pengendalian penduduk, menemu kenali
perangkat nonna kelebihan dan kekurangan, melakukan
standar prosedur pengembangan  atau perbaikan pengendalian
instrumen kuantitas  penduduk dan pemetaan potensi
pengendalian kuantitas pengendalian penduduk yang lebih efektif dan
penduduk dan pemetaan efisien;
potensi pengendalian 4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis
penduduk dan cara kerja pengendalian kuantitas penduduk
dan pemetaan potensi pengendalian penduduk;
dan
4.3 Marnpu meyakinkan dan mernperoleh dukungan

dari  stakeholder pengendalian kuantitas
penduduk dan pemetaan potensi pengendal ian
penduduk dan memberikan  bimbingan dan
fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder
terkait pengendalian kuantitas penduduk dan
pemetaan potensi pengendalian penduduk, \

\
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12. Pengelolaan Mampu mengevaluasi 4.1 Mampu me]akukan evaluasi  terhadap
Pelayanan dan dan menyusun pengelolaan pelayanan dan pembinaan keluarga
Pembinaan perangkat norma, berencana, menemu kenali kelebihan dan
Keluarga standar prosedur, kekurangan, melakukan pengembangan  atau
Berencana instrwnen  pengelolaan perbaikan pengelolaan pelayanan dan

pelayanan dan pernbinaan  keluarga berencana yang Jebih

pembinaan keluarga efektif dan efisien;

berencana 4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis
dan cara kerja pengelolaan pelayanan dan
pembinaan keluarga berencana; dan

4.3 Mampu rneyakinkan dan memperoleh dukungan
dari stakeholder pengelolaan pelayanan dan
pembinaan keluarga berencana dan memberikan
bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain
atau stakeholder terkait pengelolaan peJayanan
dan pembinaan keluarga berencana.

13. Pemberdayaan Mampu 4.1  Mampu melakukan evaluasi terhadap

Perempuan mengevaluasi dan teknis/metode/sistem  cara kerja menemu kenali
menyusun perangkat kelebihan dan kekurangan melakukan
norma standar prosedur pengembangan  atau perbaikan cara kerja
instrument pemberdayaan perempuan yang lebih
pemberdayaan efektifi'efisien;
perempuan 4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis,

cara kerja yang dijadikan norma standar,
prosedur, instrument pelaksanaan
pemberdayaan perempuan;

4.3 Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan
dari stakeholder pelaksanaan  pemberdayaan
perempuan dan memberikan  bimbingan dan
fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder
terkait pemberdayaan perempuan.

14. Perlindungan Anak Mampu mengevaluasi 4.1 Mampu mengevaluasi mekanisme pelaksanaan
dan menyusun program perlindungan anak dan pemenuhan hak
perangkat norma standar anak, menemukenali kelebihan dan kekurangan
prosedur instrument yang ada serta pemanfaatannya;
perlindungan anak 42 Menyusun perangkat norma, standar prosedur

dan pedoman pelaksanaan program

perlindungan anak berkebutuhan khusus (ABK) .
dan anak yang bermasalah dengan hukum

(ABH) serta pemenuhan hak anak dalam rangka !
menurunkan angka tindak kekerasan kepada

anak dan meningkatkan partisipasi anak dalam

pembangunan;

4.3 Mampu mengkoordinasikan pelaksanaan
program perlindungan anak dan pemenuhan hak
anak dan memberikan bimbingan dan fasilitasi
kepada stakeholder terkait.

15. Advokasi Mampu 4.1 Mengevaluasi strategi advokasi yang ada saat
Kebijakan mengembangkan mt, menganalisis kekuatan dan kekurangan
Otonomi Daerah strategi advokasi berbagai metode yang dijalankan  dengan

kebijakan otonomi kelompok sasaran yang berbeda;
daerah yang tepat | 4.2 Mengembangkan norma standar, prosedur,

sesuai kondisi,

kriteria, pedoman, dan [ atau petunjuk
teknis strategi advokasi kebijakan otonomi
daerah

4.29 Meningkatkan kapasitas pemangku
kepentingan
untuk mengembangkan strategi advokasi yang
dapat dijalankan oleh mereka sendiri dalam

menerapkan kebijakan otonomi daerah.

m. PERSYAR.\TAN

JABATAN

Jenis Jabatan

| Uraian

| Tinzkat Pentingnva terhadap Jabatan \
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| Mutlak | Pentinz | Perlu

A. Pendidikan

1. Jenjang

Sarjana / Diploma IV

2. Bidang
[Imu

Ilmu Sosia/ Psikologi/

Kesehatan Masyarakat/ Manajemen/ Sosiolog

B. Pelatihan

1. Manajerial

Pelatihan
Kepemimpimpinan
Pratama

2. Teknis

Dik]at Teknis
bidang Sosial,
Keluarga
Berencana,
Pengendalian
Penduduk
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan
Anak,

3. Fungsional

C. Pengalarnan Kerja

1. Memiliki
pengalaman jabatan
dalarn bidang
Social f
kesehatan
masyarakat/
kependudukan
secara kumulatif
paling kurang J
(lima) tahun

2. Sedang atau Sedang A
atau pemah
menduduki  jabatan
administrator atau
jabatan  fungsional
jenjang ahli madya

paling  singkat
(dua) tahun:

2

D. Pangkat

Pembina (IV/a)

E. Indikator Kinerja Jabatan

1. Kualitas pengelolaan dan pembinaan keluarga berencana;
2. Persentase Peningkatan Kualitas Hidup Anak dan Perempuan;

3. Terkendalinya

Jwnlah Perturnbuhan Pendudukan;

\

\
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II. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Jabatan Pimpinan Tinggi
Pemerintahan Bidang Ketentraman clan Ketertiban Umum, Perlindungan

Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintahan:
Kode Jabatan

JABATAN PIMPINAN TINGGI

I IKHTISAR JABA TAN

Memimpin,

merumuskan,

mengatur, membina, mengendalikan,
jawabkan kebijakan teknis penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penegakan peraturan daerah
agar terciptanya ketertiban umum clan ketentraman masyarakat.

mengkoordinasikan  dan rnempertanggung

IL  STAND AR KOMPETENSI

KOMPETENSI

LEVEL

DESKRIPSI

INDCKOR KOMPETENSI

A. MANAJERIAL

I. Integritas 4 Mampu menciptakan 41. Menciptakan situasi kerja yang mendorong
situasi kerja yang seluruh pemangku kepentingan mematuhi nilai,
mendorong kepatuhan norma, dan etika organisasi dalam segala situasi
pada nilai, norma, clan clan kondisi;
etika organisasi 42. Mendukung dan menerapkan prinsip moral dan

standar etika yang tinggi, serta berani
menanggung konsekuensinya

43Berani  melakukan koreksi atau mengambil
tindakan atas penyimpangan kode etik/nilai-
nilai yang dilakukan oleh orang lain, pada
tataran  lingkup  kerja setingkat  instansi
meskipun ada resiko.

2. Kerjasarna 4 Membangun komitmen 41 Membangun sinergi antar unit kerja
tim, sinergi di lingkup instansi yang dipimpin;

42 Memfasilitasi kepentinganyang

berbeda dari unit kerja lain sehingga
tercipta sinergi dalam rangka
pencapaian target kerja organisasi;

43. Mengembangkan sistem yang menghargai kerja
sama antar unit, memberikan  dukungan /
semangat untuk memastikan tercapainya sinergi
daJam rangka pencapaian target kerja organisasi,

3. Komunikasi 4 Mampu mengemukakan 4.1 Mengintegrasikan informasi - informasi
pemikiran multidimensi penting hasil diskusi dengan pihak lain untuk
secara lisan dan tertulis mendapatkan pemahaman yang sama; Berbagi
untuk mendorong infonnasi dengan pemangku kepentingan untuk
kesepakatan dengan tujuan meningkatkan kinerja secara
tujuan meningkatkan keselu.ruhan;
kinerja secara 42 Menuangkan pemikiran / konsep yang
keseluruhan multidimensi dalam bentuk tulisan formal;

43 Menyampaikan informasi secara persuasif
untuk mendorong pemangku kepentingan sepaka
langkah-langkah bersama dengan tujuan
meningkatkan kinerja secara keseluruhan.

4. Orientasi pada 4 Mendorong unit kerja | a Mendorong unit kerja di tingkat instansi untuk '

basil mencapai target yang mencapai  kinerja yang melebihi target yang
ditetapkan atau melebihi ditetapkan;
hasil kerja sebelumnya b. Memantau dan mengevaluasi hasil kerja unitnya
agar selaras dengan sasaran strategi instansi
c. Mendorong pemanfatan sumber daya bersama

antar unit kerja dsalam rangkka meningkatkan
efektivitas dan efisiensi oencaoaian target \
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5. Pelayanan Publik 4 Mampu memonitor, | 4.1 Memahami dan memberi perhatian kepada isu-
mengevaluasi, isu jangka panjang, kesempatan atau kekuatan
memperhitungkan dan politik yang mempengaruhi organisasi dalarn |
mengantisipasi ~ dampak hubungannya dengan dunia luar,
dari isu - isu jangka ennnperhitungkan ~ dan mengantisipasi dampak |
pan.Jang, kesempatan, terhadap pelaksanaan tugas-tugas pelayanan
atau kekuatan  politik public  secara  objektif,  transparan, dan
dalam  hal pelayanan professional dalarn lingkup organisasi;
kebutuhan pemangku | 4.2 Menjaga agar kebijakan pelayanan publik yan
kepentingan yang diselenggarakan  oleh instansinya telah selara
transparan, objektif, dan dengan standar pelayanan yang objektif, netra
profesional tidak mernihak, tidak diskriminatif, serta tida
' terpengaruh kepentingan pribadi/

4.3 Menerapkan strategi jangka panjang yang berfoki
pada pemenuhan kebutuhan pemangk
kepentingan dalam menyusun kebijakan denga
mengikuti standar objektif, netral, tidak memihal
tidak diskriminatif, transparan, tidak terpengaru
kepentingan pribadi/kelompok.

6. Pengembangan 4 Menyusun program 4.1 Menyusun program pengembangan jangka

diri dan orang pengembangan panjang bersama - sama dengan bawahan,
lain jangka panjang tennasuk  didalamnya penetapan tujuan,
dalarn rangka bimbigan, penugasan dan pengalaman lainnya,
mendorong  manajemen serta mengalokasikan waktu untuk mengikuti
pembelajaran pelatihan | pendidikan /| pengembangan

kompetensi dan karir;

4.2 Melaksanakan manajemen pembelajaran
tennasuk evaluasi dan umpan batik pada tataran
organisasi;

43  Mengembangkan orang-orang disekitarannya
secara konsisten, melakukan kederisasi untuk
posisi-posisi  di unit kerianva.

7. Mengelola 4 Memimpin perubahan 4.1 Mengarahkan unit kerja untuk lebih siap dalam

perubahan pada unit kerja menghadapi  perubahan termasuk memitigasi
risiko yang mungkin terjadi;

4.2 Memastikan perubahan sudah diterapkan secara
aktif di lingkungan unit kerjanya secara berkala i

4.3 Memimpin dan memastikan penerapan program- |
program perubahan selaras antar unit kerja.

8. Pengambilan 4 Menyelesaikan masalah 4.1  Menyusun  dan/atau  memutuskan  konsep

Keputusan | yang mengandung risiko penyelesaian masalah yang melibatkan

| tmggi, mengannsrpasi beberapa/seluruh  fungsi dalam organisasi;

- dampak keputusan, 4.2 Menghasilkan solusi dari berbagai masalah yang
membuat tindakan kompleks, terkait dengan bidang kerjanya yang
pengamanan; mitigasi berdampak pada pihak lain;
risiko 43 Membuat keputusan dan mengantisipasi

dampak keputusannya  serta menyiapkan
tindakan penangannya (mitigasi resiko)
|
B. SOSIO KULTURAL

9. Perekat Bangsa 4 Mendayagunakan 4.1 Menginisiasi dan merepresentasikan
perbedaan secara pemerintahan di lingkungan kerja dan
konstruktif dan kreatif masyarakat untuk senantiasa menjaga persatuan
untuk meningkatkan dan kesatuan dalam keberagaman dan menerima
efektifitas Organisasi segala bentuk perbedaan dalam kehidupan

bermasyarakat;

4.2 Mampu mendayagunakan perbedaan latar
belakang, agama/kepercayaan, suku, jender,
sosial, ekonomi, preferensi politik  untuk
mencapai kelancaran pencapaian tujuan
organisasi

4.3 Mampu membuat program yang
mengakomodasi perbedaan  latar  belakang |
agama/kepercayaan, suku, jender, sosial
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ekonomi, preferensi politi.k

C. Teknis

10. Pengendalian | Mampu ~ mengevaluasi  [4.] Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis /

Ketertiban Umum pelaksanaan metode/sistem cara kerja clan menemu kenali
pengendalian  ketertiban kelebihan dan  kekurangan pelaksanaan
um um Pengendalian Ketertiban Umum ;

4.2 Mampu menyusun teknik, = metode, dan
mengembangkan kapasitas SDM dalam
Pengendalian Ketertiban Ummn;

4.3 Marnpu meyakinkan clan memperoleh
dukungan dari stakeholder terkait
pengembangan teknik, metode, clan kapasitas
SOM Pengendalian Ketertiban Umum.

11. Pemetaan Mmnpu mengevaluasi | 4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis
Potensi pelaksanaan Pemetaan /metode/sistem pengumpulan, pengolahan, dan
Kerawanan Potensi Kerawanan analisis Pemetaan Potensi Kerawanan
Pelanggaran Pelanggaran  Ketertiban Pelanggaran Ketertiban Umum;

Ketertiban Umum 42 Mampu menyusun teknik, metode, clan

Umurn mengembangkan kapasitas SDM dalam
memetakan  Potensi Kerawanan Pelanggaran
Ketertiban Umum ;

4.3 Mampu meyakinkan clan memperoleh dukungan
dari stakeholder terkait basil pemetaan potensi |
kerawanan pelanggaran ketertiban umum.

12. Deteksi Dini Mampu mengevaluasi | 4.1 Mampu melalrukan evaluasi terhadap teknis /
Gangguan clan menyusun metode/sistem  cara kerja menemu  kenali
Ketentraman perangkat nonna standar kelebihan clan kekurangan melakukan

prosedur instrument pengembangan atau perbaikan cara kerja deteksi |

deteksi  dini  terhadap dini  gangguan  ketentraman  yang  lebih

raw an gangguan efekti/efisien ;

ketentraman 42 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis,

masyarakat, ketertiban cara kerja yang dijadikan norma standar,

um um, dan prosedur, instrument pelaksanaan deteksi dini

perlindungan gangguan ketentraman;

masyarakat 43 Mampu meyakinkan clan memperoleh dukungan
dari stakeholder pelaksanaan deteksi dini dan
memberikan  bimbingan dan fasilitasi kepada
instansi lain atau stakeholder terkait deteksi dini
terhadap rawan gangguan ketentraman
masyarakat, ketertiban umum, dan perlindungan
masvarakat.

13. Penyuluhan Mampu  rnengevaluasi | 4.1 Mampu melakukan evaluasi  efektifitas
Pencegahan dan menyusun Penyuluhan pencegahan pelanggaran ketertiban;
Pelanggaran perangkat norma standar | 4.2 Mampu menyusun teknik metode / media
Ketertiban prosedur instrument penyuluhan yang lebih efektif dan efisien terkait

Penyuluhan pencegahan pelanggaran ketertiban;
pelanggaran ketertiban 43 Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan

dari stakeholder terhadap metode dan media
penyuluhan pelanggaran ketertiban serta
meninakatkan kapasitas SOM penvuluhan \
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14. Advokasi 4 Mampu 4.1 Mengevaluasi strategi advokasi yang ada saat
Kebijakan mengembangkan ini, menganalisis kekuatan dan kekurangan
Ketentraman, strategi advokasi berbagai metode yang dijalankan  dengan |
Ketertiban Umum kebijakan ketenteraman, kelompok sasaran yang berbeda;
dan Perlindungan ketertiban umum dan | 4.2 Mengembangkan norma standar, prosedur,
Masyarakat perlindungan kriteria, pedoman, dan/atau petunjuk teknis

masyarakat yang tepat strategi ~ advokasi  kebijakan  ketenteraman,
sesuai kondisi ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
4.3 Meningkatkan kapasitas pemangku kepentingan
untuk mengembangkan  strategi advokasi yang
dapat dijalankan oleh mereka sendiri dalam
menerapkan kebijak:an ketenteraman, ketertiban
umum dan perlindungan masyarakat.

15. Advokasi 4 Marnpu 4.1 Mengevaluasi strategi advokasi yang ada saat
Kebijakan mengembangkan ini, menganalisis kekuatan dan kekurangan
Otonomi Daerah strategi advokasi berbagai metode yang dijalankan  dengan

kebijakan otonomi kelompok sasaran yang berbeda;
daerah yang tepat | 4.2 Mengembangkan norma standar, prosedur,
sesuai kondisi, kriteria, pedoman, clan / atau petunjuk
teknis strategi advokasi kebijakan otonomi
daerah
4.30 Meningkatkan kapasitas pemangku
kepentingan
untuk mengembangkan strategi advokasi yang
dapat dijalankan oleh mereka sendiri dalam
menerapkan kebijakan otonomi daerah.

111 PERSYARATANJABATAN
Jenis Jabatan Uraian Tinzkat Pentinznva terhadao Jabatan
Mutlak Penting | Perlu
A. Pendidikan 1. Jenjang Sarjana / Diploma IV
2. Bidang Ilmu Hukum [/ Pemerintahan [ Administrasi Negara [ Ilmu Sosial I
lImu Komunikasi
B. Pelatihan 1. Manajerial | Pelatihan
Kepemimpimpinan o
Pratarna
2. Teknis Diklat Pengendalian
Massa J
Diklat Penyidik J
pegawai negeri sipil (
PPNS)
Diklat Dasar Pol- PP o

3. Fungsional -

—
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C. Pengalaman Kerja

1. Memiliki .
pengalaman
jabatan dalam
bidang
Kepamongparjaan
dan Linmas secara
kumulatif ~ paling
kurang 5 (lima)
tahun

2. Sedang atau pemah
menduduki  jabatan ol
administrator atau

jabatan  fimgsional

jenjang ahli madya

paling  singkat 2

(dua) tahun:

D. Pangkat

Pembina (IV/a)

E. Indikator Kinerja Jabatan

I. Peningkatan Ketertiban Umum
2. Penurunan Pelanazaran Perda

Ditetapkan di Boroko
pada tanggal 1. ~~MQfI\ Z0S0
BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,

DEP~'




